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ABSTRAK 

WASIAT WAJIBAH SEBAGAI ALTERIVATIF MENGAKOMODASI 
BAGIAN AHLI WARIS NOIV-MUSLIM DI INDONESIA. 

Sidik Tono 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis kedudukan ahli 
waris non-muslim dalam hukum posisitif dan hukum Islam di Indonesia, dan 
menganalisis dan menjelaskan alasan bahwa ahli waris non-muslim tidak dapat 
menerima warisan, dan apakah Wasiat Wajibah dapat menjadi alternatif 
mengakomodasi bagian ahli waris non-muslim di Indonesia, serta untuk 
menganalisis, menguraikan, dan menjelaskan pelaksanaan hukum Wasiat Wajibah 
dalam kerangka pembentukan hukum kewarisan nasional Indonesia. 

Penelitian ini didasarkan pada penelitian kepustakaan dengan sumber 
data skunder, dan dengan pendekatan yuridis-normatif. Adapun s~rnber data 
sekunder ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu, bahan hukum 
primer (utama), bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Sedangkan 
analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui tahapan dari 
mengurnpulkan (menghimpun), menginventarisasi, mengklasifikasi, lalu 
mengkonstruksi data skunder tersebut, dan diakhiri dengan deskriptif-analitis 
yang acuan utamanya adalah content-analisis. 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pertama, kedudukan 
hukum wasiat Islam dalam KHI telah menunjukkan adanya law and rule dalam 
prakteknya pada sistem peradilan agama di Indonesia, sedangkan posisi ahli waris 
non-muslim terhalang sebagai ahli waris, karena itu penyelesai~nnya dengan 
Wasiat Wajibah sebesar bagian ahli waris dengan tidak melebihi sepertiga bagian. 
Kedua, ahli waris non-muslim dapat menerima wasiat berdasarkan Wasiat 
Wajibah, berdasarkan Surat Al-Baqarah (2): 180, sebab terminologi ayat tersebut 
bersifat umum, apakah mencakup ahli waris yang tidak dapat mewarisi karena 
sebab, seperti ahli waris non-inuslim, atau yang lain. Dan juga berdasarkan empat 
tempat kata wasiat dalam Surat An-Nisa' (4): 11 dan An-Nisa' (4): 12, serta 
berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Maidah (5): 106. yang memberikan petunjuk 
perlunya saksi yang adil dalam berwasiat, dan apabila tidak ditemukan saksi yang 
adil, maka ahli waris boleh mengganti saksi yang adil meskipun berlainan agama. 
Hal ini mengisyaratkan adanya kebolehan berwasiat kepada ibu-bapak dan karib 
kerabat non-muslim. Dan Ketiga, Wasiat Wajibah pelaksanaannya berdasarkan 
putusan hakim atau undang-undang, sehingga tidak tergantung kepada kemauan 
atau kehendak orang yang meninggal. Mahkamah Agung melalui putusan nomor: 
368 WAG11995 tanggal 16 Juli 1995 dan nomor: 51 WAG11999 tanggal 29 
September 1999 telah memberikan hak Wasiat Wajibah kepada ahli waris non- 
muslim dari pewaris muslim. Putusan itu hanya mengikat para pihak, tidak 
mengikat seluruh warga negara Indonesia, hanya berbentuk yurisprudensi. Karena 
itu, agar putusan itu efektif perlu dibuat undang-undang tentang kewarisan 
nasional. 

Kata Kunci: wasiat wajibah, ahli waris non-muslirn, undang-undang kewarisan nasional, dan 
kepastiun hukum 



ABSTRACT 
WASZAT WAJJBAH AS AN ALTERNATIVE TO KCOIMODATE THE NON - 

MUSLIM HEIR IN INDONESIA 

This study discusses and analyzes the position of non - Muslim heirs in 
Indonesian positive law and Islamic law in Indonesia. In addition , this study also 
analyzes and explains the reasons why non - Muslim heirs can not receive an 
inheritance according to Islam . On that basis , the main issue of this research is 
whether wasiat wajibali an alternative to accommodate non - Muslim heir in Indonesia. 
Furthermore, in this study the analysis and explanation of the implementation of the law 
of wasiat wajibah depart fiom the hmework of tht: establishment of the Indonesian 
national inheritance law. 

This study denotes library study based on the secondary data sources , and the 
juridical - nonnative approach. Sam of securmdary data in this study is primary legal 
materials, secondary legal materials , and ter t iq  legal materials . While the steps that 
has been conducted in this research through the stages of collecting , inventory , 
classify , and construct the secondary data, and ends with a descriptive - analytical 
analysis by using the content analysis. 

Results of this research has revealed lhatJirst , the position of the Compilation 
of Islamic Law in Indonesia ( KHI ) indicate a rule in the law and practice in the system 
of religious courts in Indonesia, while the position of non - Muslim heirs blocked as heir 
, because that's one way of settlement is the part wasiat wajibah by the heir does not 
exceed one-third part . Second, non - Muslim heirs can receive b a d  on Surah A1 - 
Baqarah ( 2 ) : 180 , because of content of this verse is general, which includes the heirs 
can not inherit because of the banier mherited(mmuni ' ul-irsi), as non - Muslim heir, 
or others. In addition, it is also based on four words that each in Surat An - Nisa ' ( 4 ) : 
1 1 , Surat An - Nisa ' ( 4 ) : 12 , Surah A1 - Maidah ( 5 ) : 106 gives a fair indication that 
the witness need the intestate , and if not found a fair witness, then the witness heirs 
should replace fair though different religions . This suggests the permissibility intestate 
to the mother - father and confidant non - Muslim relatives. And third, the 
implementation of wasiat wajibah by the decision of the judge or the law , so it does not 
depend on the will oi die will of the deceased. The Supreme Court ruiing through 
numbers: 368 WAG11995 dated July 16, 1995 and the numbers : 51 WAG11999 
September 29, 1999 has granted wasiat wajibah to the non - Muslim heir fiom Muslim 
heir. The ruling was only binding on the parties, not binding on all citizens of Indonesia, 
the only form of jurisprudence. Therefore, in order that the decision be effective and 
enforceable that definitely needs to be made a law on national inheritance. 

Kata Kunci: wasiat ~uajibah, ahli waris non-muslim, undang-undang kewarisan nasional, dan 
kps t i an  hukum 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu agenda besar kehidupan berbangsa dan bernegara adalah 

menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta membangun kesejahteraan hidup 

bersarna seluruh warga negara tanpa memandang suku dan agama. Salah satu 

hambatan yang cukup berat untuk mewujudkan keutuhan dan kesejahteraan 

adalah masalah kerukunan nasional, termasuk di dalamnya kerukunan lintas 

agama dan kerukunan hidup beragama. 

Di Indonesia, agama yang diakui dan diizinkan oleh negara mencakup 

agama Islam, Kristen Katholik, Kristen Protestan, Hindu dan ~ u d h a '  Pengakuan 

terhadap agama ini rupanya dapat menimbulkan problems, baik antar intern 

pemeluk agama, antara pemeluk agama yang berbeda, maupun antara pemeluk 

agama dengan pemerintah.2 Di antara salah satu masalah ini akan tarnpak ketika 

menyangkut pernlasalahan hukurn perkawinan dan kewarisan. 

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat rhajemuk (pluralistic 

societyl. Kemajemukan bangsa, sesungguhnya dapat dipandang sebagai berkah, 

namun kemajemukan itu sendiri memungkinkan dapat menjadi sumber konflik 

dan perpecahan, sebenarnya juga berpotensi sebagai sumber kekuatan manakala 

' Pengakuan terhadap lima agama ini terdapat dalam UU No. l/PNPS/1965 dan 
PENPRES No. 111964, yang menyebutkan bahwa di Indonesia hanya diakui lima agama, yaitu; 
Islam Katholik, Protestan, Hindu, dan Budha. Sesuai dengan ketetapan MPR No. IV/MPR/1978, 
kepercayan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak merupakan agama. 

Aksin Wijaya, Menggugat otentitar Wahyu Tuhan, (Yogyakarta: Safiria Insani Press, . 

2004), hlm. 203. 



potensi itu dapat dikelola dan dikembangkan ke arah percepatan pencapaian 

kesejahteraan dan persatuan bangsa. 

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang kompleks dan plural, 

sehingga adanya perbedaaan agama dalam anggota keluarga pada sebuah keluarga 

tertentu bisa dikatakan merupakan suatu kewajaran. Hal ini dapat dilihat dari 

realitas yang menunjukkan banyaknya pernikahan antara priafwanita Islam 

dengan non-musiim. Selanjutnya anak dari hasil perkawinan ini, baik yang 

mengikuti agama yang muslim atau yang non-muslim, maka akan terjadi 

perbedaan agama dalam satu keluarga. Melihat fakta yang demikian inilah, 

penting kiranya untuk membahas hukum bagi ahli waris non-muslim dalam 

konteks hukum Islam sebagai wujud rahmatan lil 'alamin dan sebagai penvujudan 

l~ukurn nasional Indonesia yang dapat mengakomodasi dan menjamin keadilan 

tanpa memandang agama. 

Pemikiran di atas tentunya masuk akal, sebab dalam hukum keluarga di 

Indonesia, sebenarnya selama ini ada permasalahan, khususnya mengenai ahli 

waris non-muslim. Permasalahan semakin rurnit ketika dalam sebuah keluarga ada 

yang muslim dan non-muslim. Hal ini terjadi dengan kemungkinan, pertama, 

dalam keluarga muslim ada anggota keuarga yang imn-muslim atau kedua, dalam 

keluarga non-muslim ada anggota keluarga yang muslim. 

Secara historis, di Indonesia berlaku tiga sistem hukum, yaitu sistem . 

hukum adat, sistem hukurn Islam dan sistem hukum Barat. Ketiga sistem hukum 

itu mulai berlaku pada waktu yang berlainan. Hukum adat berlaku bersamaan 

dengan kehidupan mesyarakat Indonesia sendiri, meskipun sebagai sistem hukurn 



baru dikenal sejak permulaan abad ke-20. Hukum Islam belaku sejak orang Islam 

datang dm bennukim di Indonesia. Sedangkan hukurn Barat mulai diperkenalkan 

sejak VOC menerima kekuasaan untuk berdagang dan "menguasai" kepulauan 

Indonesia pada tahun 1602.~ 

Di Indonesia, hukum Islam menempati posisi yang cukup penting dan 

strategis dalam sistem hukum nasional Indonesia, artinya penting dilakukan tidak 

saja clilihat dari segi berfimgsinya hukum dalam realitas masyarakat, akan tetapi 

sekaligus untuk menjelaskan adanya unsur-unsur keadilan, kepastian, dan 

kernanfaatan sebagai nilai-nilai huku~n.~ Hulcum Islam di Indonesia tidak bisa 

mengabaikan aspek sosiologis bangsa Indonesia, oleh karena itu, eksistensi 

hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarzkat Indonesia. 

Ajaran-ajarannya merupakan salah satu aspek yang tidak dapat diabaikan 

dalam pembinaan hukum nasional sebagai nonna hukum yang hidup dalam 

masyarakat. Dalam konteks Indonesia, ketentuan-ketentuan hukurn Islam 

mempunyai hubungan yang bersifat organik sebagai kewajiban anggota 

masyarakat, baik ia sebagai rakyat Indonesia maupun sebagai orang muslim. Hal 

ini karena negara Indonesia merupakan negara hukum yang mayoritas 

penduduknya beragama Islam. Oleh karena itu, pembangunan dan pengembangan 

hulcum di Indonesia hams didasarkan pada Dasar Negara, Pancasila clan Undang- 

Undang Dasar RI 1945.. 

' Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di 
Indonesia,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 208-209. 

4 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan (Kumpulan 
Karya Tulis), (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 3. 



Penyelesaian masalah ahli waris non-muslim merupakan salah satu dari 

penerapan fungsi hukum, Steven Vago menyatakan bahwa: 

"Why do we need law, and what does it do for society? More specifically what 
function does law perform? As with the definition of law, there is no agreement 
among scholars of law and society on the precise functions, nor is there consensus 
on their relative weight and importance. A variety of functions are highlited in the 
literature (see, for example, Aubert 1969: 1 1, Bredeneir, 1962: 74, MeAnnin, 1973: 
5-10, Nader and Todd, 1978: 1, Pollack, 1979: 669, and Sarnford, 1989: 116-120) 

' 

depending on the conditions under which law operates at a particular time and 
place. The recurrent themes include social control, dispute settlement, and sccial 
engineering".5 

Memang penentuan fungsi h u h  dalarn masyarakat belum ada kesepakatan dari 

pakar hukum, hal ini bergantung dari kondisi masyarakat di mana hukum itu 

berlaku sesuai dengan tempat dan waktu. Narnun penegasan di atas menyebutkan 

ada tiga fungsi dat-i hukum, yaitu social control (kontrol sosial), dispuie settlement 

(penyelesaian sengketa), dan social engineering (rekayasa sosial). Jadi hukum 

akan dapat berfhgsi sebagai sarana yang cukup efektif dalam menyelesaikan 

sengketa dan sekaligus memberikan solusi dalam penyelesaian masalah yang 

terjadi dalam masyarakat. 

Dalam hal ini, Wasiat Wajibah dapat menjadi salah satu cara, sebagai 

tindakan negara untuk memindahkan kepemilikan harta benda dari seseorang 

kepada pihak lain dengan cara sah, juga menjadi salah satu altematif untuk 

rnemberikan bagian kepada pihak-pihak yang tidak mendapatkan harta waris, 

yang pelaksanaannya setelah matinya pemilik harta. 

Bandingkan dalam pengertian wasiat selama ini adalah tindakan seseorang 

memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu, baik berupa benda 

Steven Vago, Law andsociety, (New Jersey: Prentice Hall Englewood Cliffs), hlm. 12. 



1 atau manfaat secara sukarela (tabarru'i) yang pelaksanaannya ditangguhkan 

setelah kematian orang yang memberi wasiat6 Sebagai salah satu cara 

pemindahan kepemilikan, wasiat hanya bisa dilaksanakan sesudah orang yang 

berwasiat meninggal dunia.' Pada dasarnya, wasiat ini dilakukan dengan kemauan 

hati dalam keadaan apapun. Sehingga perbedaan antara wasiat dan Wasiat 

Wajibah pada dasamya terletak pada penekanan "tindakan negara". 

Istilah Wasiat Wajibah itu sebenamya penemuan barn abad ke-20, 

sebelumnya tidak dikenal dalam fikih klasik. Bahkan, mengkaitkan istilah 

Wasiat Wajibah dengan anak atau orang tua angkat memang betul-betul 

penemuan hukurn Indonesia. Istilah Wasiat Wajibah pertama kali diperkenalkan 

oleh ulama Mesir melalui hukurn waris pada t&un 1946. Pada waktu itu, seorang 

anak yang lebih dahulu meninggal dunia dari bapak-ibunya, dan meninggalkan 

anak (cucu), maka si cucu itu mecggantikan anaknya dalam mewarisi harta 

kekayaan kakeknya atau neneknya dengan cara memperoleh Wasiat Wajibah tidak 

lebih dari 113 harta8 Mengenai Wasiat Wajibah sebagai suatu tindakan 

pembebanan oleh hakim atau negara yang mempunyai hak untuk mengambii 

harta seseorang yang telah meninggal dunia yang tidak melakukan wasiat untuk 

diberiitan kepada orang iertentu dan dalam keadaan tertentu pula? 

Negara Indonesia sebagai negara yang telah lama merdeka dan berdaulat 

sudah tentu mendambakan adanya hukurn waris sendiri yang berlaku secara 

- - -  - - - 

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2003), hlm. 439. 

'~uhammad Hasbi Ash Shiddiqy, Fikihul Mawaris, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 
291. 

B M. Atho Mudzar, Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dun Liberasi, 
(Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2000), hlm. 163- 164. 

Ahmad Rofiq, Op Cit. hlm, 184. 



nasional (seperti halnya hukum perkawinan dengan UU Nomor 1. Tahun 1974 

tentang Perkawinan), yang sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia dan sesuai 

pula dengan hukurn yang hidup di dalam masyarakat. Namun harus diakui, tidak 

seperti kodifikisai hukurn lainnya, kodifikasi hukum dalam ha1 kewarisan dalam 

bentuk unifikasi yang berlaku bagi semua warga negara menjadi masalah 

tersendiri. Hal ini terjadi karena hukum kewarisan Islam adalah bagian agama 

Islam. Sumber-sumber hukurn kewarisan Islam adalah Al-Quran dan As- 

Sunnah. Dalam kerangka dasar ajaran Islam digambarkan bahwa iman dan 

hukurn merupakan dua ha1 yang sangat berkaitan erat, terintegrasi dan saling 

mengisi. Oleh karena itu, kodifikasi hukum waris Islam alangkah baiknya 

dengan meilggunakan model kodifikasi hukurn perkawinan di Indonesia.'' 

Sebenarnya ha1 tersebut tidaklah sulit dalam hukum Islam, karena setiap 

masalah yang timbul, Islam selalu dapat memberikan solusinya. 

Bangsa Indonesia mayoritas beragama Islam, namun realitasnya bersifat 

majemuk. Dalam melihat realitas tersebut, diantara ahli antropologi hukum 

terdapat kecenderungan untuk menitik-beratkan istilah "sengketa (dispute) " yang 

berarti perselisihan atau sengketa yang didefinisikan sebagai suatu kondisi yang 

ditimbulkan oleh dua orang atau iebih yang dicirikan dengan beberapa tanda 

perselisihan, yaitu conflict interest dan claims of right. 'l Secara normatif salah 

satu fungsi hukurn adalah sebagai sarana penyelesaian sengketa atau perselisihan 

lo Mohamrnad Daud Ali, Op Cit, hlm. 333. 
11 John Comarroff and Simon Roberts, Invocation of Norm in Dispute Settlement: The 

Tswana case (I),  198 1. Lihat: Nader dan H.F. Todd, 1978, P.H. Gulliver, dalam LSQ, 1973: 667- 
691. L i a t  juga: LM. Friedman, The Legal Sistem, A Social Science Perspective, (New York: 
Russel Sage Foundation, 1975), hlm. 226. 



atau sebagai upaya damai. Sebab sengketa dalam pandangan hukum merupakan 

penyelesaian atau jalan keluar. l2  

Dan urnat Islam sangat mengharapkan berlakunya hukum Islam di 

Indonesia, sebab Islam selalu dapat memberi solusi terhadap berbagai masalah, 

salah satunya adalah masalah bagian ahli waris non-muslim di Indonesia yang 

dapat diakomodasi dengan hukum wasiat atau Wasiat Wajibah, sehingga 

perrnasalahan di atas menjadi menarik dan penting untuk diteliti lebih mendalam, 

yakni satu aspek dari hukum kewarisan Islam sebagai salah satu bagian pemikiran 

dalam pembentukan hukurn waris dan wasiat nasional, dengan memperhatikan 

budaya atau kebiasaan yang hidup di masyarakat Indonesia. Karena itu, secara 

khusus penelitian ini berusaha mengakaji Wasiat Wajibah sebagai alternatif 

mengakomodasi bagian ahli waris non-muslim di Indonesia. 

B. Rumusan Masalab 

Berdasarkan berbagai uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka 

penelitian disertasi mengenai Wasiat Wajibah sebagai alternatif mengakomodasi 

bagian ahli waris non-muslim di Indonesia. Dan kaitannya dengan relevansi 

hukum wasiat yang merupakan embrio pembentukan hukum kewarisan nasional, 

maka peneliti berusaha mengajukan nunusan permasalahan sebagai berikut: 

1. Mengapa ahli waris non-muslim diberi hak untuk menerima bagian dari 

harta peninggalan? Adilkah menurut Hukum Islam? 

'* Johan Galtung, Peace by Peacefit1 Means: Peace and Conflict, Development and 
Civilation, Diterjemahkan Asnawi dan Sahddin, Studi Perdamaian: Perdamaian dun konfliS 
Pembangunan dan peradaban, (Surabaya: Pustaka Eureka, 2003), hlm. 24 - 40. 



2. Apakah Wasiat Wajibah dapat menjadi alterna[if mengakomodasi bagian 

ahli waris non-muslim di Indonesia? 

3. Bagaimana pelaksanaan Wasiat Wajibah tersebut dalam penyelesaian 

sengketa di Lingkungan Peradilan Indonesia? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berangkat dari rumusan masalah di atas, secara umum penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui, memahami, menganalisis, clan menemukan solusi 

yang menyeluruh berdasarkan Wasiat Wajibah bagi ahli waris non-muslim dalam 

konteks hukum kewarisan di Indonesia yang terkait dengan masalah asas dan 

perundang-undangan. Adapun secara khusus penelitian ini bertujuan: 

a. Untuk menganalisis mengapa ahli waris non-muslim diberi hak untuk 

menerima bagian dari harta peninggalan dan apakah ha1 itu sesuai dengan 

keadilan Hukum Islam. 

b. Untuk menjelaskan dan menganalisis bahwa Wasiat Wajibah dalam hukurn 

kewarisan Islam dapat menjadi alternatif mengakomodasi bagian ahli waris 

non-muslim di Indonesia; 

c. Untuk menganalisis pelaksanaan Wasiat Wajibah tersebut dalam penyelesaian 

sengketa di lingkungan peradilan di Indonesia. 

2. Manfaat penelitian 

Setelah memperhatikan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini 

diharapkan akan bermanfaat sebagai berikut: 



a. Bagi akademisi, penelitian ini berguna untuk memetakan pemikiran ulama dan 

peraturan perundang-undangan tentang pemberian Wasiat Wajibah kepada 

ahli waris non-rnuslim, sekaligus merunut perubahan hukurn dan social yang 

terjadi di masyarakat dalam menerima keabsahan Wasiat Wajibah kepada ahli 

waris nog-muslim. Penelitian ini juga akan mengungkap dialektika hukurn 

normatif dengan perubahan hukurn dan social rnengenai Wasiat Wajibah 

kepada ahli waris non-muslim dalam kontek kehidupan berrnasyarakat dan 

bernegara. Selain itu penelitian ini merupakan penelitian kelanjutan dan 

pengembangan dari penelitian sebelumnya, dan untuk membuka jalan bagi 

penelitian berikutnya. Dan bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini memiliki 

manfaat contribution of hotvledge, mempunyai nilai kontributif bagi 

pengembangan keilmuan serta dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 

melakukan penelitiar, atau penulisan selanjutnya. Sekaligus juga sebagai 

kontribusi positif bagi para akademisi khususnya peneliti untuk melakukan 

langkah konkret dalam pengembangan hukum kewarisan, khususnya hukum 

Wasiat Wajibah di Indonesia sebagai solusi keadilan bagi ahli waris non- 

muslim. 

b. Bagi masyarakat, hasil penelitian atau penulisan ini diharapkan dapat terbaca 

secara luas oleh masyarakat, terutama mereka yang concern mengikuti 

perkembangan hukum kewarisan dan legislasinya, khususnya masalah 

Wasiat Wajibah sebagai jawaban bahwa Islam adalah rahmatan lil 'alamin. 

c. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar 

pertimbangan atau rekomendasi dalam proses penyusunan peraturan 



perundang-undangan, serta kebijakan teknis yang memberikan perhatian 

besar terhadap penguatan hukurn kewarisan di Indonesia. Selain itu, bagi 

penegak hukurn, penelitian ini juga berguna untuk menjadi dasar 

pertimbangan penyelesaian sengketa waris di pengadilan agarna. 

D. Tinjauan Pustaka 

Sampai dengan penulisan disertasi ini, sebenarnya telah berkcmbang 

pemikiran mengenai Wasiat Wajibah, bahkan telah banyak dipublikasikan, baik 

dalam bentuk disertasi, tesis dan penelitian ilmiah lainnya. Karena itu perlu 

peneliti uraikan secara garis besar konsep wasiat dan Wasiat Wajibah dan 

penelusuran ha i l  penelitian sebelumnya dalam tinjauan pustaka ii, untuk 

menjelaskan orisinalitas pennasalahan yang dirumuskan dalam rumusan masalah 

yang membedakan dengan pennasalahan dalam penelitian sebelumnya. Penelitian 

ini secara spesifik dan menyeluruh membahas Wasiat Wajibah sebagai alternatif 

mengakomodasi bagian ahli waris non-muslirn di Indonesia, sekaligus dengan 

membahas tiga sistem hukum wasiat sebagai obyek kajian, yaitu sistem hukum 

Islam, sistem hukum adat, dan sistem hukurn perdata (BW), maka hal ini 

dipandang layak untuk diteliti. 

1. Konsep Wasiat dan Wasiat Wajibah 

Masalah wasiat ini telah banyak disinggung dalam berbagai sistem 

huku~n, '~ mulai dari hukwn adat, hukurn perdamurgerlijk Wetboek (BW), 

maupun dalam hukurn Islam. 

l3 Sistem hukurn adalah suatu kesatuan komponen-komponen yang berada di dalam 
hukurn, yang masing-masing komponen tersebut saling berhubungan satu sama lain. Hukum 



Kata wasiat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pesan terakhir 

yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal, biasanya berkenaan dengan 

harta kekayaarl atau lainnyai4. Sedangkan wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam 

adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang 

akan berlalcu setelah pewaris neninggal dunia. Ada beberapa definisi wasiat oleh 

para fuqaha' yang intinya adalah pemberian hak milik secara sukarela yang 

pelaksanaannya setelah pemberinya meninggal dunia, baik berupa barang, piutang 

atau manfaat''. Adapun definisi wasiat yang tanpa mengkaitkan kata 'sukarela' 

adalah definisi Ibnu Rusyd yaitu pemberian harta dari seorang kepada orang lain, 

atau kepada beberapa orang, sesudah meninggalnya orang tersebut, atau 

membebaskan hambanya, baik dijelaskan dengan kata-kata wasiat atau tidak16. 

Adapun definisi Wasiat Wajibah dalam EnsiMopedi Hukum Islam adalah 

suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak 

memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu 

halangan syara7". Hasby Ash shiddieqq8 menjelaskan bahwa Wasiat Wajibah 

adalah wajib bagi kerabat-kerabat yang terhalang menerima harta pusaka. 

Selanjutnya beliau mengutip dari Al-Jashash dalam kitab Ahkamul Qur 'an, 

sebuah sistem, berarti cii dalarnnya terdiri atas komponen atau unsur-unsur yang saling beicerja 
sedemikian rupa sehingga membentuk suatu pola dengan ciri-ciri tersendiri. Umumnya para ahi 
hukum berpendapat bahwa dalam sistem hukum terdapat tiga komponen penting yang saling 
melengkapi dan ketergantungan, yaitu komponen struktur, substansi dan kultur. Lihat Krisnajadi, 
Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum, (Bandung: STHB, 1989), hlm. 23. 

l4 Departeman Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet IX 
(Jakarta: Balai Pustaka, 1997, hlm. 1126. 

' 5  Fathurrahman Djamil, "Wasiat: Makna, Urgensi dan Kedudukannya dalam Islam", 
Artikel dalam Mimbar Hukum, 1999, Nomor 38 Tahun IX, Hlm. 5. Juga perhatikan dalam: Abdul 
Aziz Dahlan (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid. 6, Jakarta: Ichtiar Baru van Hove, hlm. 1926. 

l6 Ibnu Rusyd, BidayatuI Mujtahid, Juz I1 (Semarang: Usaha Keluarga, t.t.), hlm. 252. 
" Abdul Aziz Dahlan (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van 

Hoeve, 1996), hlm. 1930. 
18 TM. Hasbi Ash-Shiddiqy, Fiqih Mawaris, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 

1999), hlm. 274. 



menjelaskan bahwa Surat AI-Baqarah (2): 180 terang menunjuk kepada 

wajibnya wasiat bzgi keluarga yang tidak mendapat pusaka. Perkataan "kutiba" 

dalarn ayat itu bermakna "furida" (difardlukan) dan perkataan bi al-ma'ruf 

haqqan 'ala al-muttaqirr, adalah suatu lafadz yang sangat kuat menunjuk kepada 

wajibnya wasiat, sehingga menurut beliau ma'ruf sebagai suatu hak (kewajiban) 

atas segala orang yang bertaqwa. Dan Allah SWT menjadikan pelaksanaan 

wasiat ini salah satu dari syarat taqwa menunjukkan kepada kewajiban wasiat 

itu. l9 

Sementara itu, dalam praktiknya, apabila terdapat ahli waris yang belainan 

agama dengan pewaris, baik pewarisnya yang muslim atau ahli warisnya yang 

muslim, apabila diputuskan melalui pengdilan, maka dalarn ha1 ini ahli waris 

akan mendapatkan bagian harta melalui jalan Wasiat ~ a j i b a h . ~ '  Wasiat Wajibah 

inipun diserahkan kepada inisiatif hakim atau pembentukannya oleh negara. 

Karena Wasiat Wajibah pada dasarnya merupakan tindakan yang dilakukan 

penguasa atau hakirn sebagai aparat negar2 untuk memaksa atau memberi 

keputusan wajib bagi orang yang telah meninggal yang diberikan kepada orang 

tertentu dalam keadaan tertenh2' 

Pengertian wasiat dalam hukum adat adalah pesanan dari seorang yang 

masih hidup (tidak gila dan tidak lupa atau mabuk) diucapkannya di hadapan lebih 

l 9  Ibid (Mengutip dari Ahkamul Qur'an I: 164, Tafsir Ar-Razi 11: 11 1, dan tatimmah 
Ar-Raudhaun Nadhir IV: 107). 

Wasiat Wajibah adalah suatu pemberian yang wajib diberikan kepada cucu-cucu yatim 
yang orang tuanya meninggal mendahului atau bersamaan kakeknya, sebesar bagian orang tuanya 
seandainya orang tuanya hidup dengan ketentuan tidak boleh melebihi 113 dari harta peninggalan, 
lihat majalah UNISIA Universitas Islam Indonesia 1979, 'Fatchurrahman, Washiyat Wajibah 
(Plaatsvervulling), h h .  7. 

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2003), hlm. 362. 



dari satu orang, jelas terdengar oleh mereka supaya pesanan itu dapat 

dilaksanakan sesudah matinya, dan semuanya menganggapnya patut dan 

merahasiakannya hingga orang yang benvasiat itu mati sesuai dengan 

pesanannya22. Dan masih dalam hukurn adat, wasiat adalah pemberian yang 

dilaksanakan oleh seseorang kepada ahli warisnya atau orang tertentu yang 

pelaksanaannya dilakukan setelah orang yang menyatakan wasiat itu meninggal 

dunia. 

Dalarn sistem hukum adat, masalah wasiat telah lama dipraktikkan di 

masyarakat. 'Jmumnya wasiat dilakukan selain sudah menjadi tradisi turun 

temurun juga bertujuan untuk menghindari persengketaan di kalangan ahli waris, 

sepeninggal ahli waris. Dalam ha1 wasiat ini, hukum adat tidak mempunyai aturan 

yang tegas d m  komprehensif, khususnya terkait dengan wasiat antar pemeluk 

agama dan berapa besarannya. 

Sementara itu, hukum perdata/Burgerlij k Wetboek (B W) mengenal tiga 

macam cara membuat wasiat, yaitu: testament rahasia (geheim), testament tak 

rahasia (openbaar) dan testament tertulis sendiri (01o~rafis);~ yang biasanya 

bersifat rahasia atau juga mungkin tidak r a h a ~ i a . ~ ~  

Hukurn Perdata (BW) menyinggung sedikit mengenai wasiat lintas negara, 

namun demikian tidak sedikitpun menyinggung mengenai wasiat lintas agama. 

Mengenai wasiat lintas negara, pasal 945 BW menyebutkan: "Seorang warga 

" Hasbullah Bakry, Pedoman Islam di Indonesia, (Jakrta: Universitas Indonesia, 1988), 
hlm. 233. 

l3 Subkti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 931 BW: "suatu wasiat hanya 
boleh dinyatakan baik dengan akta tertulis sendiri atau olograpis, baik dengan akta mum, baik 
akta rahasia atau tertutup". 

24 Oermarsalim, Dasar-Dmar Hukum Waris di Indonesia, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 
2000), hlm. 100. 



negara Indonesia yang berada di negeri asing tak diperbolehkan membuat surat 

wasiat, melainkan dengan akta otentik dan dengan mengindahkan tertib cara yang 

lazim, di negeri di mana surat wasiat itu d i b ~ a t n ~ a " . ~ ~  

Adapun mengenai aturan-aturan wasiat ini, dalam Kompilasi H u b  Islam 

( K H I ) ~ ~  tampaknya tidak jauh berbeda dengan apa yang tertera dalam hukum 

perdata. Sebagaimana hukurn perdata dan KHI juga tidak menyinggung masalah 

wasiat antar agama.27 Hanya saja ada persamaan antara keduanya, yaitu 

berlakunya kehendak wasiat setelah pewasiat meninggal d ~ n i a . ~ ~  Khusus 

mengenai Wasiat Wajibah KHI pasal209 ayat 1 d m  2 menyebutkan: 

Ayat (1): Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 

176 sampai dengan 193 tersebut di atas sedangkan terhadap orang tua angkat 

yang tidak menerima wasiat diberi Wasiat Wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 

dari harta warisan anak angkatnya. 

Ayat (2): Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi Wasiat 

Wajibah sebanyak-banyaknya 113 dari harta warisan orang tua angkat. 

Hal ini berbeda dengan Al-Qur'an, karena dalam Al-Qur'an Wasiat 

Wajibah ini diperintahkan untuk ibu-bapak (walidain) clan karib kerabat 

(aqrabin) sedangkan kita tahu bahwa anak angkat dan orang tua angkat yang 

termuat dalam KHI sarna sekali tidak masuk dalam golongan walidain dan 

aqrabin. 

25 Mengenai masalah wasiat, BW mengaturnya dalam pasal874-1022. 
26 Abdurrahrnan, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Cet.4 (Jakarta: Akademika 

Pressindo, 2010), hlm. 16. 
27 Masalah aturan wasiat, KHI menjelaskamya dalam pasal 194-209. 
28 A. Rachmad Budiono, Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Bandung: 

Citra Aditya Bakti, 1999), hlrn. 23. 



Wasiat yang dirumuskan dalam pasal demi pasal KHI tidak lepas dari 

kitab-kitab fiqih yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah. Pengaitan materi 

KHI dengan kajian fiqih dalam tulisan ini adalah dikarenakan wasiat yang dirnuat 

dalam KHI bukanlah suatu ketentuan yang final dan telah mencakup 

permasalahan hibah dan wasiat. Disebutkan dalam Inpres nomor 1 Tahun 1990, 

bahwa KHI merupakan pedoman yang mengisyaratkan patokan umum yang 

memerlukan perkembangan dan pengkajian lebih lanjut yang tidak lain 

pengembangannya merujuk pada kajian fiqih, karena dalam kitab fiqih dijelaskan 

latar belakang dan lahimya pendapat Ularna Fiqih terhadap obyek yang dikaji d m  

segala kemungkinan yang akan timbul, sehingga dengan merujuk kepada kitab- 

kitab fiqih merupakan dasar untuk mengembangkan dan menafsirkan lebih lanjut 

hasil kajian yang sudah ada. Disamping itu, hukurn yang dinunuskan dalam 

peraturan perundang-undangan, tennasuk dalam hal ini KHI tidak menamp7mg 

pennasalahan hukurn yang timbul dalarn kehidupan manusia, yang senantiasa 

berubah dan membaur dengan permasalahan yang baru, apalagi wasiat yang 

belum diatur dalam KHI hanya terdiri beberapa pasal yang tidak menutup 

kemungkinan permasalahan hukum di bidang wasiat yang bel~un diatur yang 

memerlukan penafsiran hukurn dalam penerapannya. Hampir setiap hukurn yang 

diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak mampu menampung 

permasalahan hukum yang berakselerasi dengan perkembangan masyarakat. 

Sedangkan dalam BW istilah Wasiat Wajibah disebut dengan Plat 

veervurling, secara garis besar antara penggantian kedudukan atau mawali 

dengan Wasiat Wajibah hampir sama. Perbedaannya jika dalam penggantian 



kedudukan adalah menggantikan hak sesuai dengan hak yang diterima orang 

tuanya. 

Pada dasarnya hukurn asal wasiat dalam fikih kla4ik adalah sunnah, 

karena itu pemberian wasiat merupakan tindakan ikhtiariah yakni suatu tindakan 

yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalarn keadaan bagaimanapun 

juga. Siapapun tidak dapat memaksa seseorang untuk memberikan wasiat. 

Karena wasiat itu adalah suatu perbuatan yang dilahkan dengan suka rela 

dalam segala keadaan, karenanya tidak ada dalam syari'at Islam sesuatu wasiat 

yang wajib dilakukan dengan jalan putusan h ~ i m . ~ ~  Narnun demikian 

perkembangannya pada abad ke 20 lahir penemuan hukum mengenai Wasiat 

Wajibah yang memberikan kekuasaan kepada penguasa atau hakim sebagai 

aparat negara tertinggi. Jika dipandang adanya suatu kemaslahatan, maka ia 

mempunyai wewenang untuk memaksa atau memberi swat putusan wajib wasiat 

yang terkenal dengan Wasiat Wajibah kepada orang-orang tertentu dalam 

keadaan tertentu. Dikatakan Wasiat Wajibah (wajib) disebabkan karena 2 (dua) 

halZ3~ 

a. Hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur 

kewajiban melalui perundang-undangan atau swat keputusan tanpa 

tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat. 

b. Ada kemiripan dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam ha1 

penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan. 

29 Fatchurrahman, Ilmu Waris, pandung: Al-Ma'arif, 1994), hlm. 62. 
30 Ibid ., hlm. 63. 



Berdasarkan lxaian singkat di atas, belum ada satu aturan hukurn di 

Indonesia yang secara komprehensif dan tegas mengatur masalah wasiat antar 

agama. Padahal Indonesia merupakan bangsa yang plural, bukan hanya dari segi 

budaya, suku dan bahasa, tetapi juga dari segi agama. Oleh karena itu perlu aturan 

hukum mengenai wasiat kepada ahli waris beda agama ini. Memang ada aturan 

dan yurisprudensi megenai pemberian harta peninggalan kepada ahli waris yang 

berbeda agama, namun ha1 ini baru berupa fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), 

sedangkan fatwa tidak mempunyai kekuatan hukurn yzng mengikat, ia hanya 

sekedar himbauan moral. 

Mengenai wasiat terhadap ahli waris yang berbeda agama ini M I  melalui 

keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 5/Mu11as VIVMUI//2005 

Tentang Kewarisan Beda Agama Majelis Ulama Indonesia ( M I ) ,  Dalam 

Musyawarah Nasional MU1 VII, Pada tanggal 19-22 Jurnadil Akhir 1426 H. / 26- 

29 Juli 2005 M. memutuskan bahwa: 

a. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antara orang- 

orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non-muslim) 

b. Pemberian harta antara orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan 

dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah. 

Mungkin pandangan di atas akan dianggap tidak sejalan dengan hadis 

yang melarang wasiat bagi ahli waris3'. Kalau kita teliti labih jauh sebenarnya 

tidak. Ulama-ulama madzhab pun tidak melarang wasiat kepada ahli waris ini. 

Menurut Imam Malik, wasiat boleh dilaksanakan bila disetujui oleh ahli waris. 

3'~adru al-din al-'ainy, 'Umdah a[-Qari Syarh sahih ai-Bukhari, Juz. 17, hlm. 25 1. Yang 
berbunyi: dl 4u3 $19 dJl A J I ~  &=JY Yi. 



Apabila yang menyutujui hanya sebagian maka wasiat diambil dari orang yang 

membolehkan ~ a j a . ~ '  Sedangkan menurut Ibn Qudamah, pengikut madzhab 

Hanbali, wasiat kepada ahli waris apabila dikehendaki b01eh.~~ Sedangkan Syi'ah 

Imamiyah berpendapat, wasiat boleh untuk ahli waris maupun bukan ahli waris, 

dan tidak tergantung pada persetujuan ahli waris lainnya, sepanjang tidak melebihi 

sepertiga harta ~ a r i s a . . . ~ ~  

Ketentuan tersebut merupakan penafsiran terhadap ayat Al-Quran tentang 

wasiat, yaitu Surat Al-Baqarah (2): 180~' yang berbunyi: 

&( -. 
Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di 
antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua (ibu- 
bapak) dan karib kerabat dengan cara yang baik. (sebagai) Kewajiban kepada 
orang-orang yang bertaqwa". 

Menwut mufasir dan hqaha tmdisional terhadap ayat ini, wasiat hanya diberikan 

kepada orang tua dan kerabat. Sebagian besar ahli hukum Islam memandang ayat 

tersebut dinasakh oleh Surat An-Nisa' (4): 736 yang berbunyi: 

artinya: "B~gi  orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan 
kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan 
ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah 
ditetapkan.". 

32 Lihat Al-Zarqoni, Syarh al-Zarqoni 'ala al-Mwaththa' al-Imam al-Malik, Jilid N 
(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), hlm. 86. 

" Baca lebih lanjut Ibn Qudamah al-Maqdisi, al-KaJi Ji Fikih al-Imam Ahmad Ibn 
Hanbal, Jilid I1 (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1988), hlm. 479. 

34 Baca Muhammad Jawwad Mughniyah, Fiqih Lima Maclzhab, terj. Afif Muhammad, 
Jilid 11, (Jakarta: Basrie Press, 1994), hlm. 240. 

3 5 ~ ~ .  Al-Baqarah (2): 180. 
3 6 ~ ~ .  An-Nisa' (4): 7. 



Karena sifat ayat wasiat tersebut di atas adalah urnurn, maka masih terdapat 

peluang ijtihadi sesuai dengan kebutuhan, hal ini dibenarkan atas ijma' ularna, 

sehingga ada yang mengatakan dinasakh dengan ijma'.)' Sedangkan sebagian 

ularna yang lain berpendapat bahwa ayat tersebut hanya menasakh sebagian saja, 

yaitu orang yang bersangkutan dan keluarga dekat yang menjadi ah1 alfaraid 

(penerima bagian tertentu dalam ~ a r i s a n ) ? ~  maka substansi kewajiban wasiat 

masih tetap relevan. 

Pendapat yang lebih tegas berasal dari kalangan madzhb Zahiri. Ibn H m  

menyatakan, "Wajib bagi setiap muslim benvasiat kepada keluarga dekat yang 

tidak mendapatkan warisan, ... baik karena warisannya diambil oleh ahli waris 

yang lebih berhak maupun karena sebenarnya tidak mendapatkan warisan. 

Pandangan ini berdasarkan Surat Al-Baqarah (2): 180, yang menurutnya hanya 

dimansukh untuk kerabat yang menerima warisan saja, sedmgkan orang yang 

tidak menerima warisan wajib diberi wasiat. Hal ini didukung fakta bahwa Al- 

Quran Surat An-Nisa'(4): l 1-12 dan Surat Al-Baqarah (2): 240 yang masih tetap 

mengakui zdanya wasiat untuk keluarga dekat.39 Ahli h u b  Islam rnendukung 

pendapat ini dengan berdasarkan hadits Nabi saw.: Ala Inna Allaha gad 'ata kulla 

zi haqqin haqqahu fala yajw wariyatan li warisin? Namun al-Mawardi, pengikut 

37~l-~arqoni,  Syarh al-Zarqoni 'ala al-Muwatta ' al-Imam al-Malik, Jilid IV (Beirut: Dar 
al-Kutub al-Ilmiyah, 1990)' hlrn. 86. 

38~bdul Aziz Mohammed Zaid, The Islamic Law of Bequest, (London: Scorpion 
Publising Ltd, 1986), hlm. 1 1- 13. 

3 9 ~ l i  ibn Said Ibn Hazm, al-Muhalla, Juz IX, ed. Ahmad Muhammad Syakir, (Beirut: Dar 
al-Fikr, t..t.), hlm. 3 14. 

40 Abdullah Ibn Abdurrahman al-Darimi, Sunan al-Darimi, (Bairut: Dar al-Kitab al- 
Arabi, 1987)' hlm. 5 l l .  



madzhab Syafi'I, mengatakan: Wasiat kepada keluarga dekat adalah sunnah 

Pendek kata, mayoritas ulama imam madzhab menganggap bahwa wasiat 

itu pada dasarnya hukumnya adalah sunnah. Namun sebagian ulama dari kalangan 

madzhab Hanbali menyatakan bahwa wasiat ada yang hukumnya wajib, yaitu 

wasiat yang diperuntukkan orang tua atau kerabat yang tidak dapat mewaris 

karena mahjub (terhalang atau ada faktor yang menyebabkan seseorang tidak 

dapat mevarisi). Pendapat kedua ini kemudian diadopsi oleh Undang-Undang 

Mesir dan Syiria, sebagaimana dikemukakan Wahbah Zuhaili yang artinya: 

" . . . Telah dijelaskan bahwa wasiat kepada kerabat itu adalah disunnatkan menurut 
jumhur ulama'. Di antara mereka itu adalah para imam madzhab empat. Wasiat itu 
tidak wajib bagi seseorang kecuali sebab hak dari Allah atau bag? para hamba 
Allah. Sebagian ahli fiqih, seperti Ibnu H m ,  Adh-Dhahiri dan At-Thobari dan 
Abu Bakar bin Abdil Aziz dari ulama' madzhab Harnbali berpendapat bahwa 
wasiat itu adalah kewajiban agama dan pembayaran kewajiban bagi kedua orang 
tua dan para kerabat yang tidak dapat waris karena terhalang dari me~varisi 
. . .sampai ucapan penuarang: "Undang-undang Mesir dan Suriah telah mengambil 
pendapat yang kedua. ?2 

Dalam Undang-undang hukum wasiat Mesir, Wasiat Wajibah diberikan 

terbatas kepada cucu pewaris yang orang tuanya telah meninggal dunia lebih 

dahulu dan mereka tidak mendapatkan bagian harta warisan disebabkan 

kedudukannya sebagai zawil arham atau terhijab oleh ahli waris lain.43 Besarnya 

-- - - - - - - - - - 

41 Habib al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, Jilid X, ed. Mahmud Satraji, (Bairut: Dar al-Fikr, 
1994), hlm. 149. 

42 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fikih al-[slam Wa Adillatuhu, J u  10, Cet. 4 (Bairut: Dar al- 
Fikr al-Mu'asirah, 2002 MA422 H), hlm. 7563 - 7564.. Pernyataan itu bebunyi: 
& bl\ & d j ,  b j k ~  *lid\ isgin j & l  .lit &$a 31 
31 :;i4Wl LP 341 4c 3! .J% ',$I, c s J a  9 l5.9Wl ,4. &K cWl* c5J,?J .JW.J~ 
Ajyl& @+ &d j l  ,&I&! iy: 4 , i)$sbl &j%j c u j  hJ1 

~$134 (257 ?) 3~41s (79- 76 ?) $ 4 1  d$u1 :& 31 ,,. &dl d U . 5  
43 Ahmad Zahari, Tiga versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi'ii, Hazairin dun KHI, 

(Pontianak: Romeo Grafika, 2006), him. 98. 



Wasiat Wajibah menurut pasal 71 undang-undang tersebut ditetapkan sebesar 

bagian yang semestinya diterima oleh orang tuanya apabila mash hidup dengan 

ketentuan tidak boleh melebihi sepertiga harta peninggalan dan hams dipenuhi 

syarat syarat sebagai berikut : 

a. Hanya terbatas kepada cucu yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu 

dari pewaris. 

b. Cucu tersebut bukan termasuk orang yang berhak menerima harta warisan. 

c. Pewaris tidak memberikan kepadanya dengan jalan lain sebesar yang telah 

ditentukan baginya. 

d. Besarnya Wasiat Wajibah tidak boleh melebihi sepertiga harta peninggalan.44 

Berdasarkan ketentuan di atas, cucu yang dapat diberikan Waskt Wajibah 

adalah cucu laki-laki maupun perempuan dari anak perempuan maupun dari anak 

laki-laki. Jika cucu dari garis laki laki tersebut tidak terhijab oleh anak, mereka 

tetap menerima bagian harta warisan kakeknya berdasarkan kedudukannya selaku 

ashabah sebagaimana dalam sistem kewarisan Jumhur, bukan sebagai ahli waris 

pengganti sebagaimana dalam KUHPerdata. 

Untuk memformulasikan aturan atau hukum Wasiat Wajibah bagi ahli 

waris non-muslim ini maka perlu aktualisasi atau pengembangan hukurn keluarga 

di Indonesia. Hukum keluarga yang mengatur hukum perdata bagi m a t  Islam 

sudah menjadi bagian dari hukurn Nasional Indonesia. 

Memperhatikan hal-hal yang diuraikan di atas, hukurn keluarga (al-ahwal 

asy-syakhsiyyah) dapat difonnulasikan sebagai hukum-hukum yang mengatur 

Fatchur Rahrnan, Ilmu Waris, (Jakarta, Bulan Bintang, 1979). hlm. 64. 



hubungan keluarga sejak di masa-masa awal pembentukannya hingga di masa- 

masa akhir atau berakhimya keluarga. Hubungan hukurn dengan masyarakat 

tersebut dapat dipahami melalui adagium pada satu abad sebelum Masehi yang 

dicetuskan oleh Cicero yaitu ubi sociatas ibi ius. Di kalangan ahli hukum telah 

menjadi adagium yang sangat terkenal dan telah memberikan gambaran yang 

lengkap mengenai hubungan hukum dengan masyarakat. Tiada masyarakat tanpa 

hukum dan hukurn tanpa masyarakat. Hukurn diadakan oleh masyarakat untuk 

mengatur kehidupan mereka atau hukurn dibentuk oleh, dan diberlalcllkan 

masyarakat, sebab tidak ada hukum kalau tidak ada m a ~ ~ a r a k a t . ~ ~  Hukurn-hukurn 

tersebut antara lain nikah, talak, nasab, nafkah, kewarisan dan lain sebagainya. 

Sehingga tidak dirnaksudkan dalam hukurn tersebut untuk membahas hubungan 

antara keluarga satu kepada keluarga lain atau mengatur hubungan hukum diluar 

ketentuan tersebct. 

Tampaknya bila dilihat dari perkembangannya, hukum keluarga memang 

mendapat porsi terbesar dalam kajian hukurn Islam yang ada. Karena hampir di 

semua negara yang mengaku negara Islam atau mayoritas penduduknya muslim 

atau juga negara-negara yang minoritas muslim, mengakui peraturan yang 

mengatur hubungan dalam keluarga sebagai hukum Islam yang masih relevan 

untuk diterapkan dan selalu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Mungkin 

agak berbeda dengan hukum Islam lainnya yang berbicara pada wilayah pidana 

atau perdata lain, yang di sebagian negara-negara Islam atau yang mayoritas 

45 Lili Rasjidi, Filsafat Hukum, (Bandung: Alumni, 1990), hlm. 69. Dan juga lihat: Lili 
Rasjidi, Hukum Sebagai Suaru Sistem, (Bandung: Citra Aditya, 2005), hlm. 100. Bandingkan: 
Leopold Pospisil, Hukum, Bentuk, Atribut, dun Penerapannya, dalam Antropologi dan Hukum 
Sebuah Bunga Rampai, Penyunting T.O. Ihromi, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000), hlrn. 
65. 



muslim sudah ditinggalkan atau bahkan mengambil bentuk yang berbeda, terlepas 

dari apapun penafsiran dan alasannya. 

Fenomena pengembangan dalam hukum kelwga ini ternyata terjadi 

hampir di semua negara muslim atau mayoritas penduduknya muslirn. J N D 

Anderson mencatat tentang kecendenlngan hukurn Islam di dunia moderen dalam 

tiga katagori yaitu: pertama, sistem yang masih mengaku syari'ah sebagai dasar 

fundamental dan menerapkan secara utuh; kedua, sistem yang telah meninggalkan 

syari'ah dan menggantikannya dengan hukum skuler, ketiga, sistem yang 

melakukan kompromi kedua pandangan ter~ebut .~~.  Kecenderungan negara-negara 

di dunia muslim adalah menggunakan sistem ketiga. Setelah dilacak, ternyata, 

pengembangan dalam h h  keluarga saja baik yang terkait dengan perkawinan, 

perceraian, kewarisan dan sebagainya. Isu-isu yang diangkat pun lebih cenderung 

untuk mengangkat hak-hak wanita dan persmaan.47 

Hukum Islam, dalarn batasan-batasan tertentu, secara essensial berbeda 

dengan hukurn Barat, karena hukum Islam secara fundamental dianggap sebagai 

hukum Tuhan yang pada pokoknya tidak dapat dirubah. Narnun, pada 

perkembangannya, hukum yang tidak hanya mengatur persoalan perdata-pidana 

ini, lebih luas lagi mengatur berbagai aspek kehidupan secara keselwahan 

termasuk ibadah, mengalami perkembangan yang sangat memadai dengan 

memegang ketentuan Allah Swt. dan peran rasio/raly sekaligus. Karena itu, 

walaupun dibenturkan dengan berbagai teori hukum yang ada seperti: teori Austin 

46 J N D Anderson, Islamic Law in the Modern World (New York: New York University 
Press, 1959), hlm. 83 

47 Lebih lanjut baca: Ibid, temtama bagian ketiga (the Islamic law of marriage dan 
divorce) dan bagian keempat ( the Islamic law of inheritance). 



(materi ilmu hukum), Hans Kelsen (pure theory of law), aliran holistik, mazhab 

sosiologik, pemahaman realis Arnerika dan Swedia, maupun pandangan hukum 

alam, hukurn Islam dapat menyerap pendapat-pendapat mazhab tersebut. 

Sekalipun Al-Qur'an diyakini sebagai surnber pertama hukum Islam, narnun 

dalam kenyataannya hanya sedikit ayat yang berbicara tentang hukum, sehingga 

dalam perkembangannya, As-Sunnah memainkan peran yang sangat penting. 

Namun, sekali lagi dalam perkembangannya, masih terdapat hal-hal yang secara 

eksplisit belum diatur dari kedua sumber ini, sehingga hams dikembangkan 

berdasarkan ij tihad oleh para fuqaha. 

Sampai di sini, J.N.D.Anderson sesungguhnya ingin memfokuskan pada 

perkembangan hukum Islam secara keseluruhan. Tetapi, dalam pengamatannya, 

hukum Islam yang ada di negara-negara muslim maupun mayoritas muslim, tidak 

diterapkan secara keseluruhan (terkecuali di negara Jazira Arab, Afganistarl dm 

Nigeria Utara), walaupun secara teoritis hukurn itu dipertahankan sebagai hukurn 

ideal pada zaman keemasan. Menurutnya, hanya hukurn keluarga saja yang masih 

diterapkan di peradilan-peradilan negara muslim sesuai dengan konsep kitab 

klasik, sedangkan hukum lainnya benar-benar tidak Islami (sekuler). Ia 

menunjukan beberapa negara yang hanya menerapkan hukum keluarga dalam 

peradilan Islam, yaitu: Turki, Mesir, Yordania, Syiria, Tunisia, Libanon, Libia, 

Iraq dan sebagainya. 

Di Indonesia, lahirnya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dm instruksi 

Presiden No. 1 tahun 1991 tentang pemasyarakatan Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) merupakan manifestasi pengembangan hukum Islam di Indonesia. 



Meskipun perkembangannya, khususnya yang berhubungan dengan hukum 

keluarga di Indonesia sangat terlambat jika dibandingkan dengan negara-negara 

muslim lain:* narnun kehadiran undang-undang di atas merupakan suatu langkah 

kemajuan yang cukup signifikan. Sebagai suatu langkah pengembangan hukum, 

undang-undang tersebut tidak lahir di ruang harnpa. 

Setidaknya ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya 

pembaruan hukum Islam di Indonesia." Pertama, untuk mengisi kekosongan 

hukum, karena norma-n0m.a yang terdapat dalam kitab-kitab fikih tidak 

mengaturnya, sedar,gkan kebutuhm masyarakat terhadap hukurn tentang masalah 

yang terjadi sangat mendesak untuk diterapkan. Kedua, pengaruh globalisasi, 

ekonomi dan IPTEKS sehingga perlu ada aturan hukum yang mengatmya, - 
terutama masalah-masalah yang belurn ada aturan hukurnnya. Ketiga, p e n g a d  

reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukurn Islam 

untuk menjadi bahan acuan dalam pembentukan hukum nasional. Keempat, 

pengaruh pengembangan hukum Islam yang dilakukan oleh para mujtahid, baik 

tingkat intemasional maupun nasi~nal. '~ Pada umurnnya tujuan pengembangan 

48Turki melakukan pembaruan hukum keluarga pada tahun 1917, Lebanon pada tahun 
1919, Mesir pada tahun 1920, Iran pada tahun 1930, Yordania pada tahun 195 1, Syria pada tahun 
1953, Tunisia pada tahun 1956, Maroko pada tahun 1957, Irak pada tahun 1959, Algeria pada 
tahun 1959, dan Sudan pada tahun 1960. Lihat Tahir Mahrnood, Family Law Reform in the Muslim 
World, (India: Indian Law Institute, 1972), hlm. 115-164. Bandingkan: M. Atha' Muzdhar dan 
Khairuddin Nasution (ed.), Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, (Jakarta: Ciputat Press, 
2003). 

49~ecara umum ada tiga bentuk pernbaruan hukum Islam di Negara-negara muslim; 
pertama, melalui legislasi atau perundang-undangan; kedua, melalui debit presiden atau raja; 
ketiga, melalui ketetapan-ketetapan hakii. Ibid, hlm. 64. 

'O~bdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafhdo 
Persada, 2006), hlrn. 153-1 54. 



hukum keluarga di dunia muslirn adalah sebagai upaya untuk mengangkat status 

2. Hasil-hasil penelitian sebelumnya 

Adapun hasil-hasil penelitian sebelumnya yang peneliti temukan antara 

lain adalah: 

a. Abdul Ghofbr AmhoriS2 d a i  Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada 

tahun 2004, telah meneliti disertasi dan sudah diterbitkan yang berjudul: 

'Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin'. 

Penelitian disertasi ini pada dasarnya ada sebagian unsur-unsurnya sarna, 

narnun penelitian pemikiran Hazairin mengenai hukurn kewarisan bilateral 

adalah menguraikan konsep secara mendalam pada tataran fi!safat, bukan 

sekedar sebagai konsep pemikiran norma h u h  karena berada di atas tataran 

ilrnu hukurn, sedang pada penelitian disertasi ini kerangka berpikir dibangun 

melalui ide Wasiat Wajibah sebagai alternatif mengakomodasi bagian ahli 

waris non-muslim, dengan fokus kajian solusi kewarisan dan kesesuaian asas- 

asas hukum yang dijadikan dasar pembentukan hukurn Wasiat Wajibah, 

b. R. Otje Salman soemadiningratS3 dari Program Pascasarjana Universitas 

Padjadjaran Bandung tahun 1992, telah menulis disertasi yang berjudul 

"Pelaksanaan Hukurn Waris di Daerah Cirebon Dilihat dari Hukum Waris Adat 

51Khoiruddin Nasution, 'Sejarah Singkat Pembaruan Hukum Keluarga Muslim", dalam 
Atho' Mudzhar dan Khoiruddin Nasution (editor), Hukum Keluarga di  Dunia Islam Modern, 
(Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 10 - 32. 

52 Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Kewarisan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 
2005). 

53 Otje Salman Soemadiningrat, Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Huhm Waris, 
(Bandung: Alumni, 1993). 



dan Hukum Waris Islam". Dan sudah diterbitkan dengan judul Kesadaran 

Hukum Masyarakat terhadap Hukurn Waris. 

Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hukum kewarisan yang 

berlaku di daerah Cirebon adalah hukurn kewarisan adat, hukum kewarisan 

Islam, dan h h -  kewarisan KUHPerdata, masyarakat lebih banyak 

menerapkan hukurn kewarisan adat, sedangkan penerapan hukum kewarisan 

Islam sangat terbatas dan belum menyentuh pada solusi ahli waris non-muslim. 

Jadi hasil penelitian disertasi tersebut berbeda dengan ha i l  penelitian disertasi 

yang ditulis saat ini tentang Wasiat Wajibah sebagai alternatif mengakomodasi 

bagian ahli waris non-muslim di Indonesia. 

c. Umar ~ l i i h a b ~ ~  dari Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin tahun 1988, 

telah meneliti disertasi yang berjudul "Hukum Kewarisan Islam dan 

Pelaksanaannya di Wajo". 

Hasil penelitian disertasi tersebut menunjukkan bahwa pembinaan materi 

hukurn kewarisan Islam di Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan berrnula pada 

saat diterimanya syara ' ke dalam sistem Pangadereng meskipun penerimaan 

tersebut baru sebatas konsep (itegrasi konsep). Hal ini terwujud dalam bentuk 

pengakuan atas sistem kewarisan Islam masuk ke dalam arus tata hukum 

masyarakat Bugis di Kabupaten Wajo, sehingga kebijakan di bidang 

pembinaan hukum ini merupakan kaidah normatif dari syara ' yang tertuang 

dalam peraturan-peraturan hukurn dan menjadi dasar dalam berbagai putusan 

hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan hukurn kewarisan di Kabupaten 

54 Umar Shihab, 'Hukum Kewarisan Islam dan Pelaksanaannya di Wajo', Disertasi tidak 
diterbitkan, (Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, 1988). 



Wajo. Dan ini juga menunjukkan adanya perbedaan dengan penelitian disertasi 

ini yang berusaha mengaktualkan ide solusi Wasiat Wajibah terhadap bagian 

ahli waris non-muslim. 

d. syahriza15' dari Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung tahun 

2001, telah meneliti disertasi dan telah diterbitkan yang berjudul " H u h  

Adat dan Hukurn Islam di Indonesia". Fokus masalah adalah refleksi terhadap 

beberapa bentuk integrasi antara hukum adat dengan hukurn Islam dalam 

bidang hukum kewarisan di Aceh, namun tidak menunjukkan hasil penelitian 

yang mengarah kepada masalah Wasiat Wajibah sebagai altematif 

mengakomodasi bagian ahli waris non-muslim di Indonesia. 

e. Laporan hasil penelitians6 tentang "Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap 

hukum kewarisan Islam di Sulawesi Selatan" oleh Tim Peneliti Badan 

Penelitian dan Pengembangan Agama (BALITBANG) Makassar (Proyek 

Penelitian tahun 199611997). 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hukum kewarisan yang berlaku pada 

masyarakat komunitas muslim di Sulawesi Selatan yang diteliti adalah h u h  

kewarisan Islam dan hukurn kewarisan adat, baik secara terpisah maupun 

secara terintegrasi, namun kecenderungan pemberlakuan hukum kewarisan 

Islam lebih dominan dibandingkan dengan hukum adat. Dan penelitian ini 

belum mengarah kepada pemberlakuan Wasiat Wajibah sebagai alternatif 

mengakomodasi bagian ahli waris non-muslim di Indonesia. 
- 

55 Syahrizal, Hukum Adat dun Hukum Islam di Indonesia, Disertasi, (Bandung: Program 
Pascasarjana, 2001). 

j6 Tim Peneliti Departemen Agama RI, Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap hukum 
kewarisan Islam di Sulawesi Selatan, Hasil Penelitian belum diterbitkan, (Balitbang Depag. RI, 
Proyek Penelitian, Makassar, 1996/1997). 



f. M. ~ a ~ u r i ~ ~  dari Program Pascasarjana Program Magister llmu Hukurn 

Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin tahun 2007, telah meneliti tesis 

yang berjudul "Problematika Beda Agama dalam Sistem Hukurn Kewarisan 

Islam dan Altematif Penyelesaiannya". 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam kewarisan Islam mengenai 

beda agama merupakan penghalang menerima waris, sedang dalam hukum adat 

dan hukum barat beda agama bukan merupakan penghalang menerima waris, 

karena itu dternatif penyelesaiannya dalam tesis itu menawarkan konsep 

mum dengan hibah, wasiat, atau Wasiat Wajibah, sehingga tidak melakukan 

bahasan secara khusus dan mendalam, apakah hibah, wasiat atau Wasiat 

Wajibah? Salah satu dari tiga konsep tersebut dalam kaitannya dengan ahli 

waris non-muslim. Karena itu yang membedakan dengan penelitian disertasi 

ini adalah fokus penelitian tentang Wasiat Wajibah sebagai alternatif 

mengakomodasi bagian ahli waris non-muslim di Indonesia. 

g. ~abiburrahrnan~~ dari Program Pascasarjana UIN Bandung tahun 2010, telah 

menulis dalam disertasinya yang berjudul "Rekontruksi Hukum Kewarisan 

Islam di Indonesia". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam 

disertasi berusaha mengulas alasan ulama di Indonesia mengenai ketentuan ahli 

waris pengganti menjadi salah pasal dalam KHI, tahapan formulasi hukurn 

Wasiat Wajibah bagi anak angkat dan ahli waris beda agama ke dalam KHI 

sudah berlangsung sejak masa sebelum penjajahan, masa penjajahan Hindia- 

5 7 ~ .  Gapuri, Problematika Beda Agama dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam dun 
alternatifpenyelesaiannya, Tesis belum diterbitkan, (Program Pascasarjana Program Magister 
Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, 2007). 

58~abibmahman, Rekontrukri Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 
20 1 1). 



Belanda dan Jepang, serta masa kemerdekaan, sehingga yang membedakan 

dengan disertasi ini adalah bahwa hasil penelitian tersebut belum mengarah 

secara khusus kepada masalah Wasiat Wajibah sebagai alternatif 

mengakomodasi bagian ahli waris non-muslim di Indonesia. 

h. M. Fahrni ~ l - ~ m r u z i ~ ~  telah menulis buku yang berjudul "Rekontruksi Wasiat 

Wajibah dalam Kompilasi Hukurn Islam". Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa dalam buku itu berusaha mengulas Wasiat Wajibah secara ' 

umum dengan kasus masalah penerapan Wasiat Wajibah kepada anak angkat 

dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai bentuk penemuan hukum 

materiil di Indonesia, sehingga yang membedakan dengan disertasi ini adalah 

bahwa hasil penelitian tersebut belum mengarah secara khusus kepada masalah 

Wasiat Wajibah sebagai altematif mengakomodasi bagian ahli waris non- 

muslim di Indonesia. 

E. Kerangka Teoritik 

Untuk menjelaskan Wasiat Wajibah sebagai alternatif mengakomodasi 

bagian ahli waris non-muslim di Indonesia, peneliti telah mengajukan tiga pokok 

masalah. Untuk menjawab tiga perrnasalahan di atas, peneliti menggunakan 

beberapa teori sebagai alat analisisnya. Untuk menjawab rumusan masalah 

pertama &an digunakan konsep hukum waris, wasiat dan Wasiat Wajibah serta 

teori negara hukum dan kedaulatan negara, teori keadilan Tuhan untuk 

menjelaskan bagaimana kedudukan ahli waris non-muslim dalam h u b  positif 

59 M. Fahmi A1 Amruzi, Rekontruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam, 
(Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012). 



dan hukum Islam di Indonesia. Sedangkan untuk menjelaskan permasalahan 

kedua akan dianalisis dengan Teori keadilan Majid Khadduri, teori keadilan John 

Rawls, Teori keadilan social hukum Islam, dan konsep nilai dasar hukum Gustav 

Radbruch. Adapun untuk menjelaskan permasalahan yang ketiga akan digunakan 

teori tentang kedaulatan Tuhan yang menjelaskan kepatuhan orang Islam terhadap 

hukurn Islam, teori tentang negara hukurn dan teori yurisprudensi yang 

menjelaskan bahwa ciri negara hukum adalah adanya asas legalitas sebagai unsur 

universal, di mana negara mendasarkan kekuasaan dan wewenang semata-mata 

ditentukan oleh hukum dasar, dan teori kedaulatan negara, yang menjelaskan 

bahwa negaralah yang membuat hukum, serta teori keadilan sosial, yang 

menjelaskan tentang teori tujuan hukurn, sekaligus mencakup teori maslahah al- 

syatibi mengenai maqasid al-syari 'ah (tujuan hukum Islam) untuk menjawab 

bagaimana pelahanam Wasiat Wajibah tersebut dalarn kerangka pembentukan 

hukurn kewarisan nasional Indonesia.. 

1, Teori Negara Hukum dan Kedautan Negara 

a. Teori Negara Hukum 

Pemikiran Immanuel Kant tentang negara hukum, yang telah 

dikembangkan oleh FJ. Stahl, lebih menekankan pada prinsip liberalisme 

bersamaan dengan lahirnya teori kontrak sosial dari Jean Jacques Rouseau yang 

membagi h g s i  negara menjadi 2 (dua) bagian yaitu pembuat undang-undang dan 

pelaksana undang-undang. Negara hukum tipe ini disebut negara hukum 

60~stilah trias politica secara substansi mulanya diperkenakan oleh Aristoteles, lalu 
dikembangkan oleh John Locke dan Montesquieu. Lihat Abdoerraoef, Al-Qur'an dun llmu 
Hukum, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlrn. 23. 



ciri-cirinya ada 4 unsur yaitu. Pertama, Pengakuan dan perlindungan terhadap hak 

asasi manusia, kedua, Negara berdasarkan pada triaspolitica, ketiga, Pemerintahan 

diselenggarakan berdasarkan undang-undang (wetmatig bestuur), Ada peradilan 

adrninistrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum 

oleh pemerintah. 

Selain konsep negara hukum formal, juga dikenal negara hukum materiil 

(welvaar state) yang bertugas menjaga keamanan dalam arti kata seluas-luasnya, 

yaitu keamanan social dan menyelenggarakan kesejahteraan m u m ,  berdasarkan 

prinsip-prinsip hokum yang benar dan adil, sehingga hak asasi warga-negaranya 

benar-benar terjamin dan terlindungi6'. Ciri-ciri negara hukurn kesejahteraan 

(welvaar state) menurut de ~ a a n ~ ~  adalah: pertama, undang-undang dasar 

memberikan perlindungan sosial sec& khusus yang menjadi sumber hukurn dari 

semua peraturan perundang-undangan dalam urusan scsial, kedua, menciptakan 

kewajiban bagi pemerintah untuk berusaha mengadakan segala kebutuhan rakyat 

dalam berbagai ha1 yang benar-benar nyata sesuai dengan yang dicita-citakan 

da lm undang-udang dasar, ketiga, undang-undang harus merangsang atau 

membangkitkan jaminan pengadaan social yang baru yang lebih mendorong 

pemberdayaan hak-liak rakyat, dan keempat, dalam berbagai ha1 yang tidak 

bertentangan undang-undang dasar terlebih dahulu harus dikonsultasikan dengan 

parlemen. 

Mukhtiq Fajar, Tipe Negara Hukum, Malang: Banyurnedia, 2004, hlm. 35. Prakteknya, 
eksekutif lebih berperan dalam pengambilan kebijakan pemerintah yang bersifat khusus 
sebagaimana dibenarkan oleh asas Freis Ermessen yang juga dapat menimbulkan penyalahgunaan 
kekuasaan, sehingga berakibat merugikan rakyat, selengkapnya lihat SF. Marbun, Peradilan 
Administrasi Negara dun upaya administrasi di Indonesia, (Yogyakarta: Liberti, 1997), hlm. 13. 

62 De haan, P, Bestuurecht In de Sociale Rechtstaat Deel I Ontwikling Organisatie 
Instrumentarium, Kluwer-Deventer, 1986, hlm 17. 



Yoseph ~ c a c h t ~ ~  membagi bentuk negara hukurn dalam Islam menjadi 2 

(dua) yaitu Siyasah Diniyah (monokrasi Islam) dan Siyasah Aqliyah (monokrasi 

sekuler). Ciri pokok yang membedakan kedua macam bentuk rnonokrasi itu 

adalah mengenai pelaksanaan hukurn Islam. Dalam monokrasi Islam, baik 

syari'ah maupun hukum didasarkan pada rasio manusia, kedua-duanya berfungsi 

dan berperan dalam negara, seperti konsep negara hukurn menurut Piagam 

Madinah. 

Ciri yang menonjol suatu negara hukum adalah adanya asas legalitas 

sebagai unsur universal apapun tipe dan bentuk negara hokum yang dianut. Asas 

legalitas mendasarkan b a h a  kekuasaan dan wewenang yang dirniliki oleh 

penguasa hams semata-mata ditentukan oleh hukurn dasar, baik undang-undang 

dasar atau undang-undang. Menurut Moh. Mahfud sejarah kemerdekaan 

Indonesia sejak dari zarnan penjajahan telah membuktikan bahwa sejak semula 

salah satu gagasan dasar dalam membangun sokoguru negara Indonesia adalah 

konstitusionalisme dan paham negara hukurn. 

Dalam hukurn positif, asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan 

demokrasi, karena dalam demokrasi menuntut agar setiap keputusan mendapat 

persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan 

rakyat, artinya bahwa dalam suatu negara di samping asas kedaulatan hukum, juga 

63~oseph Schacht, 'Law and The State Islamic Religious Law', Joseph Schacht & CE. 
Bosworth, The Legacy of lslam, Second Edition, (Melbourne: Oxford University Press, 1979), 
hlm. 38. 

Moh. Mahfud MD., Hukum dun Pilar-Pilar Demokrasi, (Yogyakarta: Gama Media, 
1999), hlm. 132. 



diberlakukan asas kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monod~alistik~~. Jika 

diperhatikan di Indonesia bahwa demokrasi berkembang dari sistem politik ke 

sistem pemerintahan dan sistem kemasyarakatan. Perkembangan tersebut meliputi 

aspek sosial, ekonorni, politik, hukum dan budaya. 

Pada dasamya setiap anggota masyarakat sebagai pemegang peranan 

ditentukan tingkah-lakunya oleh pola peranan yang diharapkan daripadanya baik 

oleh norma-norma hukum maupun oleh kekuatan-kekuatan di luar h u k ~ r n . ~ ~  

Hans Kelsen, yang terkenal dengan pure theory of law. Teori hukurn 

mumi merupakan suatu pemberontakan yang ditujukan terhadap ilmu hukum yang 

ideologis, yaitu yang hanya mengembangkan hukum itu sebagai alat 

pemerintahan dalam negara totaliter. Teori ini merupakan pengembangan yang 

amat seksama dari aliran positivisme. Hans Kelsen menghendaki suatu 

gambaran tentang hukum yang bersih dalam abstraksinya dan ketat dalam 

logikanya. Oleh karena itulah ia mengenyampingkan hal-ha1 yang bersifat 

ideologis, itu dianggapnya rasional. Teori hukurn murni juga tidak boleh dicemari 

oleh ilmu-ilmu politik, sosiologi, sejarah dan pembicaraan tentang etika.67 

Teori hukum murni Kelsen tersebut bertitik tolak dari landasan dasar sebagai 

berikut: (1) Tujuan teori tentang hukum, seperti juga ilmu, adalah untuk 

mengurangi kekalutan dan meningkatkan kesatuan (unity). (2) Teori hukum 

adalah ilmu, bukan kehendak, keinginan. Ia adalah pengetahuan tentang hukum 

65~jachran Basah, Eksistensi dun Tolok Ukur Badan Peradilan di Indonesia, (Bandung: 
Alumni, 1985), hlm. 7. Bandingkan: Jimli Ashiddiqie, Gagman Kedaulatan Rakyat dalam 
Konstitusi danpelaksanaannya, (Jakarta: PT. Ichtiar baru, Van Hoeve, 1994), hlrn. 17. 

&Satjipto Rahardjo, Hukum dun Masyarakat,  (Bandung: Angkasa 
Bandung, 1986), hlm. 277. 

67~atjipto Rahardjo, llmu Huhm, (Bandung: CV. Aditya Bakti, 1993). 



yang ada, bukan hukun yang seharusnya ada. (3) Ilmu hukum adalah normatif, 

bukan ilmu alam. (4) Sebagai suatu teori tentang norma-norma, teori hukum tidak 

berurusan dengan persoalan efektivitas norrna-norma hukum. (5) Suatu teori 

tentang hukurn adalah formal, suatu teori tentang cara pengaturan dari sisi yang 

berubah-ubah menurut jalan atau pola yang spesifk. (7) Hubungan antara teori 

hukum dengan sistem hukum positif tertentu adalah seperti antara hukum yang 

mungkin dan hukum yang ada. 

Selanjutnya berdasar dari landasan esensial tersebut Hans Kelsen sampai 

pada konsepsi ilmu hukurn dan teori hukurn sebagai berikut: (1) llmu hukum 

adalah pemahaman normalogis tentang makna hukum positif. Sebagai demikian, 

maka ilmu hukum semata-mata hanya mempelajari norma-norma. Ilmu hukum 

adalah ilmu kognitif yang murni tentang hukum, yang hanya mempelajari hukum 

positif. 31eh karena itu, ilmu hukum tidak mempermasalahkan delega ferenda, 

teori tentang alasan-alasan bagi hukum, dan baik buruknya isi hukum positif. (2) 

Teori hukurn (legal theory) adalah teori hukurn tentang hukum positif yang 

menggunakan metode pemahaman yuristik yang khas secara murni. Metode 

yuristik adalah suatu cara memandang hukum sebagai penentuan normatif dari 

pertanggungjawaban yang dapat digambarkan dengan sebuah skema umum 

tentang perkaitan normatif antara kondisi-kondisi dan konsekuensi-konsekuensi 

antara perilaku benar dan salah.68 

Salah satu ciri yang menonjol pada teori Kelsen adalah setiap hukum 

harus mempunyai alat atau perlengkapan untuk memaksa. Menurut Hans 

6 8 ~ i l i  Rasjidi dan Arief Sidharta, Filsafat Hukum Mazhab dun Refleksinya, Cet. 2 
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994). 



Kelsen (1973), "The law is, to be sure an ordering for promotion ofpeace, in 

that it for b i h  the use of force in relations among the members of the 

communityJ', sehingga dapat terasa ketentraman dalam batin setiap masyarakat. 

Walaupun disadari bahwa hukum itu membawa pelbagai pembatasan dan pe- 

ngorbanan, tetapi dinilai jalh lebih baik kalau dibandingkan keadaan tanpa 

hukum. Tatanan normatif dalam hukum dikokohkan dengan sistem sanksi. 

The sanctions of law have the caracter of coercive acts in the sense developed 

above. 69 

Bagian lain dari teori Kelsen yang bersifat dasar adalah konsepsinya 

mengenai Grundnorm. Grundnorm ini merupakan semacam bensin yang 

menggerakkan seluruh sistem hukurn. Dialah yang menjadi damr mengapa - 
hukum itu harus dipatuhi dan dia pula yang memberi pertanggungjswaban, 

mengapa hukum di situ hams dilaksanakm. Oleh karena itu, ia lebih merupakan 

suatu dalil peraturan biasa. Dalil itu akan tetap menjadi dasar dari tata hukum 

manakala orang mempercayai, mengakui dan mematuhinya. Tetapi, apabila 

orang sudah mulai menggugat kebenaran dari dalil akbar tersebut, maka 

keseluruhan bangunan hukumnya pun akan runtuh. Dari konsep Grundnorm 

tersebut, Kelsen melangkah pada ajaran yang disebut stufentheory. Bahwa sistem 

hukum hakikatnya merupakan sistem hirarkis yang tersusun dari peringkat 

terendah hingga peringkat tertinggi. Sernakin tinggi kedudukan hukum dalam 

peringkatnya, semakin abstrak dan umum sifat norma yang dikandungnya. 

6 9 ~ a n s  Kelsen, General Theory of Law and State, (New York: Russell & 
Russell, 1973). 



Hukurn yang lebih rendah hams berdasar, bersumber, dan tidak boleh 

bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Sifat bertentangan dari hukum 

yang lebih rendah mengakibatkan batalnya daya laku hukum itu. 

b. Teori Kedaulatan negara 

Dalam teori kedaulatan negara, bahwa kedaulatan itu ada pada negara, 

sehingga negaralah yang membuat hukurn sehingga segala sesuatu h m s  tunduk 

pada negara70. George Jellinek berpendapat bahwa hukum merupakan penjelmaan 

dari kehendak atau kemauan negara. Dengan demikian negaralah yang 

menciptakan hukurn sehingga negara dianggap sebagai satu-satunya sumber 

hukum dan memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan7'. 

Dalam perspektif lain, Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945 

mengemukakan teori integralistik72 bahwa negara tidak menjamin perseorangan 

atau golongan, tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai 

persatuan negara yaitu suatu susunan masyarakat yang integral segala golongan, 

segala bagian, segala mggotanya b e r h ~ b ~ g a n  erat satu sama lain dan merupakan 

persatuan masyarakat yang organik. Negara tidak memihak suatu golongan yang 

paling kuat atau yang paling besar, tidak menganggap kepentingan seorang 

sebagai pusat, akan tetapi negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya 

sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. 

70 Soehino, Ilmu Negara, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1991), hlm. 154. 
7 '~arsi lam Sirnanjuntak, Pandangan Negara Integralistik, Sumber, Unsur dun 

Riwqatn a dalam Persiapan UUD 1945, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2003), hlm. 155. ' a d ,  hlm. 85. 



c. Teori Kedaulatan Tuhan 

Dalam teori ini Abul A'la al-Maududi (1 903- 1983) mengemukakan 

bahwa Tuhan merupakan Sang Maha Tunggal yang paling otoritatif dalam prinsip 

hukum. Sehingga seluruh konsepsi tentang hukum yang bertentangan dengan 

ajaran Tuhan sebagai surnber hukum hendaknya ditolak, sebab kedaulatan Tuhan 

ini dapat diketahui melalui ajaran wahyu yang disampaikan oleh Nabi-Nya. 

Adapun pelaksanaan Kedaulatan Tuhan ini, menurut al-Maududi, ada dua 

kelompok manusia, pertama, yang menerima Tuhan sebagai Yang Maha Kuasa 

dan memberi acuan d a l m  kehidupan termasuk pelaksanaan hukurn, sedang 

kelompok yang kedua adalah kelompok yang menentang yakni hukum itu urusan 

manusia bukan urusan Tuhan. 

Namun al-Maududi juga mengakui adanya kewenangan rnanusia untuk 

melaksanakan dan membentuk hukum sepanjang tidak ada nash dalam 

pelaksanaan hukum tersebut dengan metode ijtihad. Karena itu, tarnpak teori yang 

dikembangkan al-Maududi itu pada hakekatnya bersifat lentur dan tidak rigid 

sesuai dengan al-maslahah al- 'ammah (kernaslahatar, atau kepentingan hidup 

manusia) yang pelaksanaanya dilakukan oleh manusia dengan panduan Tuhan 

melalui wahyu-Nya yang disarnpaikan kepada ~ a b i - ~ ~ a ~ ~ .  Ajaran Theo- 

Demokrasi al-Maududi yang berusaha mengakomodasi ide theokrasi dengan ide 

dem~kras i~~ .  Karena dalam konsepsi al-Maududi terdapat ide hukum yang bersifat 

7 3 ~ b ~ 1  A'la al-Maududi, Khilafah dun Kerajaan (AI-Khilafah wa al-Mulk), alii Bahasa 
Muhammad al-Baqir, Cetakan 11, (Bandung: Mizan, 1988), hlrn. 67. Juga periksa hlm. 23 - 24 
ada judul buku yang sama. 

"Lihat penjelasan tentang teori kedaulatan al-Maududi dalam ht(~://qvok Word_~ress.corn theo- 
demikrasif, diakses tanggal 2 1 juli 20 10. Sekaligus periksa prinsip kedaulatan Tuhan dalam 
Pancasila yang dijabarkan dalam kehidupan bernegara dalam bentuk kebebasan beragama 



permanen untuk rnenjaga eksistensi manusia dan kemuliannya, dan ide hukurn 

yang bersifat temporer dibatasi oleh ruang dan waktu yang membutuhkan 

pemikiran atau ij tihad manusia. 

Berangkat dari uraian di atas, maka sudah seharusnya Wasiat Wajibah bagi 

ahli waris beda agama diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang 

jelas. Sampai saat ini Wasiat Wajibah untuk ahli wais beda agama hanya ada 

pada keputusan MU1 dalam bentuk fatwa MUI, padahal fatwa tidak mempunyai 

kehatan hukurn yang mengikat. 

Negara yang sudah mcngatur masalah Wasiat Wajibah bagi ahli waris beda 

agama ini adalah Tunisia. Undang-undang hukum keluarga Tunisia mensyahkan 

Wasiat Wajibah bagi dua pihak yang berbeda agama Demikian pula dipandang 

sah wasiat yang dilakukan para pihak yang berkewarga-negaraan berbeda (pasal 

174-175). 

2.Teori Keadilan Sosial 

a. Kunsep Nilai Dasar Hukum 

Permasalahan ahli waris non-muslim dalam hukurn Islam, apabila 

dihubungkan dengan pandangan Gustav Radbnch yang dikutip Suteki, adalah 

apabila hukurn tertulis tidak adil maka diambil nilai hukum keadilan, sebagaimana 

dinyatakan oleh Gustav Radbruch: 

"where statutory law is incompatible with the requirements of justice 'to an 
intolerable degee', or where statutory law was obviously designed in a way that 

sebagaimana terrnaktub dalam pasal 29 UUD 1945. Demikian juga tentang kedaulatan Tuhan ini 
periksa dalarn: Taqiyuddin Ibnu Taymiyah, Al-Siyasah al-Syari'jyah fi Ishlah ar-Ray wa al- 
Ra 'jah, Cetakan IV, (Mesir: Dar al-Kitab al-Araby, 1979), hlm. 162. Juga dalam Taqiyuddin Ibn 
Tymiyah, Majmu ' Fatawa Syaikh al-Islam Ahmad Ibn Taym jah, Vol. X ,  (Rabat: 198 I), hlm. 266. 



deliberately negates 'the equality that is the care of all justice', statutory law must 
be disregarded by ajudge in favour of the justice principle.75 

Sejalan dengan pandangan Gustav Radbruch tersebut, Roeslan Saleh 

berpendapat bahwa para ahli hukurn seyogyanya menguasai keadilan clan paharn 

mengenai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pencapaian sebuah 

keadilan.76 Senada dengan pendapat Roeslan Saleh adalah pendapat Esmi 

Warrasih, bahwa hakim ---'ahli hukurn'--- diharapkan memiliki kemarnpuan 

menerjemahkan nilai-nilai keadilan dalarn persoalan yang dihadapkan kepadanya 

melalui putusannya,77 artinya putusan hakirn harus meraih pada puncak tertinggi 

suatu hukurn yaitu keadilan. 

Secara urnurn, keadilan dapat dilihat dari dua bentuk, yaitu "keadilan - 
hukum" dan "keadilan sosial". Keadilan hukum mengandung asas persamaan 

hukum atau equality before the law. Setiap orang harus diperlakukan sama di 

depan hukum. Dengan kata lain hukurn harus diterapkan kepada siapa pun juga 

secara adilV7' 

Teori-teori Hukum Alam, sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap 

mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam 

7s Suteki, Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum w o n  Enforcement OI Law) Demi 
Pemuliaan Keadilan Subtantg Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum pada 
Universitas Diponegoro, Semarang: 4 Agustus 2010, hlm. 39. Baca juga Satjipto Rahardjo, 
Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dun Hukum, (Jakarta: 
Penerbit Buku Kompas, 2007), hlm. 80. Baca juga Theo Huijbers, Filsafat Hukumk dalam 
Lintasan Sejarah, cet. 15, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006),1 hlrn. 163. 

76 Roeslan Saleh, Mencan' Dasar bagi Penilaian tentang Keadilan, (Bandung: Puskaji 
Unisba, t.t.), hlm. 10. 

77 Esmi Warassih, Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum 
(Proses Penegakaan Hukum dun Persoalan Keadilan), Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya 
dalam Ilmu Hukum pada Universitas Diponegoro, Semarang: 14 April 2001, hlm. 18. 

"M. Daud Ali, Tahir Azhary dan Habibah Daud, Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial 
dun Politik,(Jakarta: Bulan bintang, 1988), hlm. 66. 



mengutamakan "the search for j~stice".~' Teori ini menyangkut hak dan 
I 

kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Di antara teori itu 

dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya Nicomachean Ethics dan 

teori keadilan sosial John Raw1 dalam bukunya A theory of Justice. Di sarnping itu 

juga terdapat teori keadilan hukum Islam. 

b. Teori Keadilan 

Sebelum berbicara teori keadilan, akan lebih baik jika diperhatikan Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, kata adil diartikan dengan tiga pengertian, yaitu (1) tidak 

berat sebelah, tidak mernihak; (2) berpihak kepada yang benar, berpegang kepada 

kebenaran; (3) sepatutnya, tidak s e ~ e n a n ~ - w e n a n g . ~ ~  

Masalah keadilan ini banyak pendapat yang dikendcakan oleh para ahli - 
hukum, antara lain: 

1) Teori keadilan Majid Khadduri. Kata adil merupakzn kata yang berasal 

dari bahasa Arab yang mempunyai makna dasar "tengah" atau "~e i rnban~" .~~ 

Majid Khadduri mendefinisikan kata adil dengan mengemukakan bahwa kata 'ad1 

secara harfiah merupakan kata benda abstrak yang berasal dari kata kerja 'adala 

yang berarti: (1) meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah; 

(2) melarikan diri, berangkat, z t z ~  mengelak dari satu jalan (yang keliru) menuju 

jalan lain bang benar); (3) sarna atau sepadan atau menyamakan; (4) 

menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan 

" ~ h e o  Huijbers, Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah, cet VIII (Yogyakarta: kanisius, 
1995), hlm. 196. . 

80 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahma Indonesia, 
(Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 7. 

8' Zuhairi Misrawi dan Novriantoni, Doktrin Islam Progress Memahami Islam Sebagai 
Ajaran Rahmat, (Jakarta: LSIP, 2004), hlm. 46. 



yang seimbang (state of equilibrium). Selanjutnya boleh jadi kata 'ad1 juga berarti 

contoh atau yang semisal (QS. Al-Maidah (5): 95), sebuah ungkapan harfizlh yang 

secara tidak langsung berhubungan dengan keadilan.82 

Selanjutnya Majid Khadduri menawarkan konsep keadilan legal, yang 

dimaksud adalah keadilan yang sesuai dengan hukum. Secara kaidah etimologi 

keadilan adalah suatu istilah legal (menurut hukum) dan secara hdah berarti jus 

dan justum yang kadang perlu saling melengkapi, karena itu, makna dari keadilan 

sangat luas untuk tidak hanya secara tidak langsung menurut hukum (legal), tetapi 

juga aspek-aspek yang lain.83 Dalam ha1 ini para akli hukurn, terrnasuk hakirn 

sering kurang memperhatikan pandangan ini, artinya belum mencari elemen- 

elemen yang terkandung dalam substansi syari'atag4 

2) Teori Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya 

Nichomachean Ethics, Politics, dan Rethoric. "karena hukum hanya bisa 

ditetapkan dalam kaitannya dengan kea~lilan".~~ Yang sangat penting dari 

pandanganya ialah bahwa keadilan mesti dipaharni dalam pengertian kesamaan. 

Dalam hal ini Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan nurnerik 

dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia 

sebagai satu unit. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi 

haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dia 

membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. 

82 Majid Khadduri, The Islamic Conception ofJusfice, (London: The Jhons Hopkins Press 
Ltd, 1984), hlm. 6. 

83 Ibid, hlm. 135. Lihat juga Majid Khadduri, Teologi Keadilan PerspektSflslam, terj. 
Mochtar Zoeni dan Joko S. Kahhar, Cet. 1 (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 199. 

" Ibid., hlrn. 2000-2002, Ibid, hlm. 135-136. 
8 5 ~ a r l  Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, (Bandung: Nuansa dan 

Nusarnedia, 2004), hlm. 24. 



Yang pertama berlaku dalam hukurn publik, yang kedua dalam hukurn perdata 

dan pidana. 

3) Teori keadilan sosial John Rawls. John Rawls menjelaskan teori keadilan 

sosial sebagai the differences principle dan the principle of fair equality of 

opportunity. Inti the differences principle, adalah bahwa perbedaan sosial dan 

ekonomis hams diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka 

yang paling kurang beruntung. 

Sementara itu, the principle of ,fair equality of opportunity menunjukkan 

pada mereka yang paling kurang rnempunyai peluang untuk mencapai prospek 

kesejahteraan, pendapat dan o toritas. Mereka inilah yang hams diberi 

perlindungan khusus sebagai altematif bagi teori utilitarianisme sebagaimana 

dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Namun Rawls berpendapat bahwa dalam 

masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarianisme, orang-orang akan 

kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama 

akan lenyap. 

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa program penegakan keadilan 

yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, 

pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang 

paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu 

mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat 

memberi keuntungan yang bersifat timbal balik peciprocal benefits) bagi setiap 

orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak 



b e r ~ n t u n ~ . * ~  Dengan demikian, prinsip berbedaan menuntut diaturnya struktur 

dasar masyarakat sedemikian rupa agar prospek kesenjangan dalam hal-ha1 utama 

kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang 

yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial hams diperjuangkan 

umtuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi 

ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi 

sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus 

memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-bbijakan 

untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah. 

4) Teori Keadilan sosial hukum Islam. Salah satu konsep penting dan 

fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam filasafat hukurn Islam adalah 

konsep maqasid at-tasyri' atau maqasid al-syari 'ah yang menegaskan bahwa 

hukurn I s l m  disyari'atkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat 

manusia. Konsep ini menghendaki lahirnya pemikjran yang proporsional tentang 

keadilan dalam kehidupan manusia, artinya bagaimana membentuk dan 

melaksanakan hukum sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan manusia dalam 

arti luas. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan oleh karena itu mereka 

memformulasikan suatu kaidah yang cukup populer,"Di mana ada maslahat, di 

86~ohn Rawls, A Theory of Justice, (London: Oxford University press, 1973), yang sudah 
diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006). 



sana terdapat hukum ~ l l a h . " ~ '  Teori maslahat di sini menurut Masdar F. Masudi 

sama dengan teori keadilan sosial dalam istilah filsafat huk~m.~*  

Batasan yang selarna ini dijabarkan oleh para ulama, seperti Ramadan al- 

~ u t h i ' ~  atau al-syatibigO menurut penulis berkaitan dengan maslahat dalarn artian 

yang sangat luas. Padahal sebagaimana diungkap Syaltut, maslahat sama seperti 

ijtihad yang selalu berubah menyesuaikan kondisi waktu dan zaman yang 

membutuhkan solusi hukum. Itu artinya, batasan untuk maslahat juga perlu dibuat 

lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan dimana maslahat tersebut akan digunakan. 

Dalarn konteks Indonesia, maka batasan maslahat yang berbasis budaya Indonesia 

mutlak untuk direalisasikan. 

Jadi jelas bahkva yang fundamental dari bangunan pemikiran hukum Islam 

adalah maslahat, maslahat manusia universal, atau "keadilan sosial". Tawaran 

ijtihadi, baik didukung dengan nas atau gun tidak, yang bisa menjamin 

tenvujudnya maslahat kemanusiaan, dalarn kacarnata Islam adalah sah, dan umat 

Islam terikat untuk mengambilnya dan merealisasikannya. Sebaliknya, tawaran 

teoritik apa pun dan yang bagaimana pun, yang secara meyakinkan tidak 

mendukung terjaminnya maslahat, lebih lebih yang membuka kemungkinan 

terjadinya icemudaratan, dalarn kacamata Islam, adalah fasid, dan urnat Islam 

secara orang perorang atau bersama-sama terikat untuk m e n ~ e ~ a h n ~ a . ~ '  

87~uhammad Sa'id Ramdan alButi, Dawabit al-Maslahah fi as-Syariah al-Islamiyah, 
(Beirut: Mufassasah ar-Risalah, 1977), hlm. 12. 

"~asdar  F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah" Jurnal 
Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an No.3, Vol. VI Th. 1995. hlm. 97 

89~amadhan alButhi, Dawabith al-Maslahah al-Syari'ah al-Islamiyah, (Beirut, Libanon: 
Al-Muassasah al-Risalah, 200 I), hlm. 1 19-248. 

gO~uhammad Khalid Mas'ud. Islamic Legal Philosophy a Stu4 of Abu Ishaq al-Shatibi's 
Life and Thought, @elhi: International Publisher, 1989), hlm. 159. 

"lbid, hlm.97. 



Dengan tawaran kaidah yang lebih menekankan pada substansi, yaitu 

maslahat-keadilan, bukan berarti segi formal dan tekstual dari ketentuan hukum 

hams diabaikan. Ketentuan legal-formal-tekstual yang sah, bagaimana pun, hams 

menjadi acuan tingkah laku manusia dalam kehidupan bersama, kalau tidak ingin 

menjadi anarki. Akan tetapi, pada saat yang sama, haruslah disadari sedalam- 

dalamnya bahwa patokan legal-formal dan tekstual hanyalah merupakan cara 

bagaimana cita maslahat, keadilan, itu diaktualisasikan dalam kehidupan nyata. 

Kalau dipertanyakan kedudukan hukum atau ketentuan-ketentuan legal-normatif 

yang ditawarkan oleh wahyu (teks Al-Quran atau hadis), kedudukannya adalah 

sebagai material yang - juga dengan logika maslahat sosial yang obyektif, bukan 

dengan logika kekuatan atau kepercayaan yang subyektif,- masih hams dibawa 

untuk ditentukan statusnya ke dalarn lembaga permusyawaratan. Apabila kita 

berhasil membawanya sebagai bagian dari kesepakatan orang banyak, ia berfungsi 

sebagai hukum yang secara formal-positif mengikat. Akan tetapi, apabila gagal 

memperjuangkannya sebagai kesepakatan, daya ikatnya tentu saja hanya terbatas 

pada orang-orang yang mempercayainya. Dan daya ikat seperti ini paling jauh 

hanya bersifat moral-subyektif, tidak bisa sekaligus formal-obyektif. 

Memang, dengan mempertaruhkan "maslahat dan sekaligus norma irukum 

yang bersumber padanya" pada ijma' lembaga syura, atau keputusan lembaga 

parlemen dalam terma ketata-negaraan modern, bukan tidak ada kelemahannya. 

Tidak jarang apa yang disebut kesepakatan lembaga syura, parlemen, ternyata 

hanya merupakan hasil rekayasa segelintir elit yang berkuasa. Akan tetapi inilah 

tantangan yang hams dihadapi oleh urnat Islam, yang sebenarnya adalah juga 



tantangan bagi rakyat-manusia di mana pun mereka berada. Yakni, bagaimana 

mereka bisa mengusahakan turnbuhnya satu pranata kesepakatan umat, di mana 

rakyat- secara langsung atau melalui wakilnya- dapat mengemukakan pendapat 

dan pilihannya perihal tata-kehidupan yang menurut mereka lebih mencerminkan 

cita maslahat dan k e a d i l a ~ ~ ' ~  Penegakan keadilan adalah aplikasi dari nilai-nilai 

kemaslahatan, namun bagaimana cara penegakan tersebut akan sangat bergantung 

pada kondisi wilayah dimana keadilan itu akan ditegakkan. 

F. Metode Penelitian 

Agar pembahasan penulisan dalam penelitian ini akurat dan terarah dari 

proses analisis data sampai penyelesaian masalah sesuai dengan kriteria keilmuan 

yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penulis menggunakan 

tahapan metode sebagai berikut: 

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini adalah mas& kategori penelitian hukum normatif yang 

berusaha meneliti hukum inconcreto (kenyataan hukum), dengan menjadikan 

putusan Mahkamah Agung sebagai kasus. Karena itu, titik berat dari penelitian ini 

adalah penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang menjadikan 

kepustakaan sebagai sumber data utarnanya yang bertujuan untuk menemukan, 

mengembangkan, dan menguji suatu ilmu pengetahuan. Desain penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif-deskriptif, yaitu sebuah penelitian yang berusaha 

mengungkap keadaan yang bersifat alamiah secara holistik. Penelitian kualitatif 

- - 

921bid. hlm. 98. 



bukan hanya menggambarkan aspek-aspeknya saja melainkan dapat mengungkap 

hubungan antara satu aspek dengan aspek lad3.  Penelitian kualitatif berupaya 

untuk menyajikan realitas sosial dan perspektifhya dari segi konsep, perilaku dan 

persepsi obyek yang diteliti?4 Studi kepustakaan ini digunakan untuk 

mengidentifikasi dan memetakan konsep-konsep dan ketentuan-ketentuan tentang 

h h n  kewarisan dalam hukurn Islam, hukum adat, dan hukum perdata (BW), 

dalam hubungannya dengan bagian ahli waris non-muslim. 

2. Pendekatan 

Adapun pendekatan yaKg digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis-normatif yaitu dengan melihat ketentuan perundang-undangan - dan ketentuan hukum Islam yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yakni 

masalah Wasiat Wsjibah sebagai alternatif mengakomodasi ahli waris non- 

muslim di Indonesia, baik mengenai dasar-dasar yang melandasinya, 

pelaksanaannya, dan pembentukan hukumnya. Sehingga dengan pendekatan 

yuridis-normatif ini akan membantu untuk mengumpulkan data terkait dengan 

hukum kewarisan perspektif materi, pembentukannya sebagai hukum kewarisn 

nasional di Indonesia. Dan penelitian ini termasuk penelitian hukurn normatif atau 

penelitian normwissenschaft, yaitu mencakup ilmu kaidah dan ilmu pengertian 

atau dogmatik hukumg5, atau kajian hukurn doktrinalg6 

9 3 ~ .  Sayuthi Ali (2002), Metodologi Penelitian Agama; Pendekatan Teori dun Praktek, 
(Jakarta: PT RajaGrafmdo Persada), hlm. 18. 

9 4 ~ e x y  J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 
2007), hlm. 6. 

9s~oerjono Soekanto dm Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan 
Singkat, (Jakarta: Raja Grafmdo Persada, 2001), hlm. 1, juga lihat: Soerjono Soekanto, Pengantar 
Penelitian Hukum, Cetakan ke-2, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 45. 



Di samping itu juga menggunakan pendekatan sosiologis yaitu pendekatan 

disiplin ilmu dan teori ilmu sosial yang berfungsi untuk memecahkan masalah 

dalam penelitian hukum dengan membuat rekontruksi secara sistematis dan 

obyektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, dan 

rnensintesiskan data atau fakta mtuk memperoleh kesimpulan yang I ~ u a t ~ ~  

3. Data dan Sumber data 

Data yang diperlukan dan dikurnpulkan dalam penelitian ini adalah berupa 

data primer dan data sekunder. 

Data primer yang dikumpukan berasal dari data dokunicn pengadilan 

Agama Jakarta Utara yaitu Putusan Nomor: 54/Pdt.G/1999/PAJU tertanggal 13 

Oktober 1999, dan dari Mahkamah Agung, Putusan Nomor: 51 WAG11999 

tertanggal29 September 1999. 

Berdasar jenis penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (library research), 

maka penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan data primer berupa 

dokumen peradilan dan data sekunder berupa literatur kepuatakaan, sehingga data 

yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berbentuk data yang diperoleh baik 

dalam bentuk dokumen, dalam bentuk tulisan atau berupa kata-kata yang sudah 

dikumpulkan atau dibukukan oleh orang lain9'. Seperti dalarn bentuk buku, 

dokumen, jurnal, majalah dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah 

penelitian ini. 

96~stilah ini digunakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, sebagaimana dinukil oleh: 
Barnbang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan ke-2, (Jakarta: Rajawali Pres, 1998), 
hlm. 43. 

97~usain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, Cetakan ke- 
3, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 4. 



Adapun sumber data penelitian ini adalah berdasarkan sumber data 

sekunder yaitu sumber data yang diperoleh melalui bahan pustaka atau 

dokurneng9. Bahan kepustakaan atau dokumen itu terdiri dari pertama, bahan 

hukum primer seperti Al-Qur'an, As-Sunnah, peraturan perundang-undangan 

yang berhubungan dengan hukurn kewarisan clan wasiat, kedua, bahan hukum 

skunder seperti buku-buku, pandmgan ahli hukum, hasil penelitian tentang 

hukurn kewarisan dan wasiat, ketiga, bahan hukum tersier seperti kamus, 

ensiklopedi, mu'jarn yang berhubungan dengan hukum kewarisan dan wasiat. 

4. Tehnik analisis data 

Tahapan analisis data ini melalui beberapa proses sebagai berikut: 

Pertama, mengurnpulkan dan menginventarisasi data sekunder yang 

diperoleh melalui kajian hukum Islam, kajian perundang-undangan, kajian 

pustaka dan dokumen, kemudian difranskrip ke dalam bahasa verbal yang berupa 

kata-kata dan pernyataan. 

Kedu~, dari data sekunder telah ditranskrip tersebut lalu diklas i fhi  clan 

dipilih sesuai dengan masalah yang diteliti, yaitu berupa bahan hukurn. Kemudian 

bahan hukurn tersebut dikelompok-kelompokkan ke dalam bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 

Ketiga, data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang sudah 

terkumpul itu diolah, dianalisis, dikontruksikan secara komperhensif dengan cara 

mengorganisasi sesuai dengan tujuan penelitian untuk memperoleh jawaban dari 

"~bdulkadir Muhammad, Hukum dun Penelitian Hukum, (Bandung: PT.Citra Aditya 
Bakti, 2004), hlm. 121 - 125. 



1 permasalahan yang diangkat dalam penelitian iniloO. Selanjutnya melakukan 

penulisan, yaitu tahap ketika hasil interpretasi ditulis secara sistematis, logis, 

harmonis, dan konsisten, baik dari segi kata maupun alur pembahasan. Secara 

teoritik, analisis data adalah proses menyusun, mengkategori, mencari pola atau 

tema dari data yang ada dengan maksud untuk memaharni maknanya. lo' 

Dari dlapan-tahapan di atas, kemudian analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah content analiisys. Io2 Yaitu data yang bersifat kualitatif, setelah 

I dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode deskriptif-analitis, yaitu suatu 

metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, situasi serta 

kondisi, dan sistem pemikiran. Tujuan dari penelitian deskriptif-analitis ini adalah 

untuk memuat deskripsi yang berupa gambaran atau lukisan secara sistematis, 

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang 

diselidiki. '03 

Analisis data di atas dilakukan dengan model klasifikasi yang 

dipergunakan Miles dan ~ u b e r m a n ' ~ ~  yaitu model yang bergerak dalam tiga 

siklus kegiatan, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau 

verifikasi, bagan analisis dapat digambarkan sebagai berikut.: 

'Okexy J.Moelong, Metode Penelitian Kualitatif; (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1989), 
hlrn. 138. 

'O'lbid hlm. 4-8. 
'02 Content analysis adalah suatu metode untuk mengkaji dan menganalisis, obyektif dan kualitatif. 

Lihat: Fred N. Kerlenger, Asm-Asm Penelitian Behaviorial (Jogjakarta: Gajah Mada University Press, 1996. 
'O3~uharnrnad Neir, Metode Penelitian. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988),.hlrn. 63; lihat juga 

Soejono Soekanto, Pengant'ar Penelitian Hukum. (Jakarta: UI Press, 1986), hlrn. 10. 
'"~attew B. Miles and A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif Buku Sumber 

tentang Metode-metode Baru, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 43. 



Bagan analisis 

PENGUMPULAN 

G. Sistematika Pembahasan 

Sebelum memulai pembahasan, disertasi ini memuat halaman formalitas 

yang berisi, yaitu: halaman judul, pernyataan keaslian, pengesahan Rektor 

Univesitas Islam Indonesia, pengesahan Dewan Penguji, pengesahan Promotor, 

nota dinas, abstrak, kata pengantar, daftar isi. 

Selanjutnya diawali dengan bagian isi, yang berisi bab pendahuluan, dalam 

bab ini akan menguraikan latar belakang masalah yang berusaha melukiskan garis 

besar gambaran perrnasalahan secara urnurn, untuk memilih perrnasalahan khusus 

(spesifik) dengan beberapa pertimbangan, yang selanjutnya disusunlah rumusan 

masalah, untuk menjawab permasalahan itu, maka diperlukan untuk menunuskan 

tujuan penelitian dan manfaat penelitian sebagai acuan dalam uraian disertasi ini, 

sedangkan tinjauan pustaka dperlukan untuk mengetahui orisinalitas disertasi ini, 

kemudian digambarkan dalam kerangka teoritik untuk memahami pisau analisis 



dalam menjawab rumusan masalah disertasi ini, dan metode penelitian, serta 

sistematika pembahasan disertasi ini. 

Dalam bab I1 disertasi ini akan membahas hukurn Islam, dan akan 

diuraikan deskripsi tentang eksistensi hukum Islam di Indonesia, landasan 

filosofis hukum Islam, prinsip-prinsip hukum Islam, dan keadilan dalam hukum 

Islam. 

Sealanjutnya dalam bab 111 disertasi ini berusaha menkaji hukm 

kewarisan Islam dan wasiat sebagai hukum materiil di Indonesia, yang akan 

dimulai dengan menguraikan perkembangan hukum kewarisan di Indonesia, 

sistem hukurn kewarisan Islam, sistem hukurn wasiat Islam, d m  Wasiat Wajibah. 

Sedangkan dalam bab IV disertasi ini berusaha membahas Wasiat Wajibah 

mengakomodasi ahli waris non-muslim di Indonesia, meliputi pemberian kepada 

ahli waris non-muslim sebagai manifestasi keadilan Hukum Islam di Indonesia, 

dan mengenai kedudukan ahli waris non-muslim dalam sistem hukurn positif 

Indonesia, serta penyelesaiannya, peranan Wasiat Wajibah sebagai alternatif 

mengakomodasi bagian ahli waris non-muslim, dan penerapan Wasiat Wajibah 

dalarn penyelesaian sengketa di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia. 

Dan selanjutnya disertasi ini ditutup dengan bab V yang berisi kesimpulan 

dan rekomendasi, serta daftar pustaka, lampiran dan daftar riwayat hidup. 



BAB I1 

HUKUM ISLAM: EKSISTENSI, PRINSIP-PRINSIP DAN 

KEADILANNYA 

A. Eksistensi Hukum Islam di Indonesia 

Hukurn Islsun sebagai suatu sistem hukum yang bersumber dari Din al- 

Islam, pada dasamya merupakan salah satu legal sistem yang eksis di samping 

legal sistern yang lain seperti Civil law, Common lawlo5, Socialist lawlo6. Sebab 

hakekat hukum Islam adalah hukum agama. Hukum Islam adalah salah satu 

bagian dari ajaran Islam, sehingga hukunl Islam adalah hukum samawi, yang 

bersumber kepada wahyu yaitu kitab suci Al-Qur'an, yang mengatur hubungan 

manusia sebagai pribadi, masyarakat, bangsa dan negara, yang juga mengatur 

hubungan manusia dengan ~uhann~a '~ ' .  

Perkembangan hukurn Islam sangatlah berarti dalarn awal abad ke 21 ini, 

yang sedang rnemasuki budaya global dengan kemajuan teknologi informatika di 

satu sisi dan kebangkitan nasionalisme dan spiritual di sisi lain, sehingga posisi 

hukum Islam semakin diperlukan untuk mengaturnya, sebab kompleksitas 

permasalahan abad ini muncul baik dalam bidang ideologi, politik, sosial budaya 

'Os~enjelasan mengenai civil law dan common law secara detail dapat dilihat dalam Edgar 
Bodenheimer, John Bilyev Odleley, Jean C. Love, An Introduction to the Anglo-American Legal 
Sistem, Reading and Cases, 2nd ed, (West Publishing, Minn, 1988). 

lo6~ene David and John C. Brierly, Major Legal Sistem in the World Today, (London: 
Steven & Sons, 1978), hlm. 143-283. 

"'~bdul Mutholib, Kedudukan Hukurn Islam Dewasa Ini di Indonesia, (Surabaya: Bina 
Ilmu, 1984), hlm. 16. 



termasuk hukum keluarga, hankam, ekonomi, HAM, dan teknologi, tidak jarang 
\ 

membutuhkan suatu pemecahan dari aspek hukurn Islam. 

Hukum Islam secara garis besar mengenal dua sumber hukum, yaitu 

sumber hukum yang bersifat naqliy dan sumber hukum yang bersiafat aqliy. 

Surnber hukum yang pertarna adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan sumber 

hukum yang kedua adalah ijtihad, yakni hasil usaha menemukan hukum dengan 

mengutamakan olah pikir dengan berbagai me t~den~a '~* ,  yang disebut ijtihad, 

sedangkan hasil ijtihad dalam hukum Islam disebut fikih yakni sebagai hasil olah 

pikir yang sistematis tentang hukurn, dari sinilah hukum Islam berkembang di 

berbagai kawasan dunia, termasuk Indonesia. Dan sumber hukum ini banyak 

berperan dalam melahirkan perbedaan pendapat di antara para ahli hukum Islam 

dan menimbulkan mazhab hukum Islam. 

Istilah sumber hukurn Islam atau masadir al-ahkam digunakan penulis 

modern, sedangkan penulis Masik sering menggunakan al-adillah al-syari 'ah atau 

dalil-ddil syara'. Keduanya memiliki perbedaan mendasar. Kata sumber dapat 

diartikan suatu wadah yang daripadanya ditemukan dan diarnbil semua hukum. 

Sedangkan dalil hukurn berarti suatu yang menunjukkan dan membawa kita dalam 

menemukan hukum. Istilah sumber hukum hanya dapat digunakan untuk Al- 

Qur'an dan As-Sunnah, tetapi tidak dapat digunakan untuk ijma' dan qiyas, 

karena bukanlah wadah yang dapat ditimba melainkan cara menemukan hukurn. 

Sedangkan kata dalil dapat digunakan untuk kesemuanya, karena semuanya 
' 

' 0 8 ~ u k ~  standar mengenai masalah sumber hukum ini telah banyak ditulis oleh para 
hqaha' antara lain ditulis oleh Abdul Wahab Khalaf, Mashadir at-Tasyri' al-Islamijima la nash 
$hi, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972; Musthafa Ahrnad al-Zarqa, Al-Istihsan wa al-Mmhalih al- 
Mursalah fi al-Syari'ah al-lslamijyah wa Ushul Fikih. 



menuntun kepada penemuan hukurn. Dengan demikian sumber hukurn Islam 

adalah wahyu Allah yang dituangkan dalam Al-Qur'an dan ~ s - ~ u n n a h ' ~ ~  

Perbedaan dalam berijtihad ini hakekatnya adalah perbedaan teknis 

pemahaman, pemilihan dan interpretasi terhadap dalil, yang kadang kala 

dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, serta perbedaan 

kualitas dan kapasitas intelektual pada masing-masing m d a b  dan 

pengikutnyallO, dan perbedaan itu pada dasarnya tidak keluar dari syari'at Islam 

selama masih merujuk kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam ushul fikihnYalll. 

Perbedaan pendapat dalam merumuskan hukurn disebabkan beberapa alasan, yang 

apabila disimpulkan bahwa alasan utamanya adalah perbedaan dalam memahami 

dalil syara': Al-Qur'an dan AS-~unnah"~. Pada realitasnya, tidak sedikit para 

fuqakia' telah mempunyai pendapat sebelum menelaah dalil kemudian hanya 

berusaha menguatkan pendapatnya, yang seharusnya syari'at itu menjadi sumber 

~enuntun dalam merumuskan hukurn, tetapi sering berfungsi sebagai penguat 

pendapat yang m ~ n c u l ~ ~ ~ .  Kondisi semacam ini muncul karena pengaruh politik 

atau karena adat istiadat yang mereka anggap dapat disesuaikan dengan hukum 

'09~ahmat Djatnika, Dasar-dasar Tata Pikir tentang Hukum Islam (Tinjauan Filsafatti), 
Pidato Pengukuhan Guru Besar IAIN Sunan Ampel, 1986, hlm. 1 1. Dan periksa: Abd. Shomad, 
Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukurn Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2010), 
hlm. 32-34. 

"O~uchtar Adam, "Perbandingan Madzhab dalam lslam dan Permasalahannya", dalam 
Tjun Suryaman (ed), Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dun Praktek, (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 199 I), hlm. 209. 

' " ~ u h a ~ a  S. Praja, "Pengantar", dalam Tjun Suryaman (ed), Ibid, hlm. V. 
112~uhammad Khudhari Bek, Tarikh Tasyri' Islam, (Kairo: Matbaah Istiqomah, 1934), 

hlm. 134-141. 
1'3~mir Syarifuddin, "Hubungan Dalil Hukum Syara' dengan Pendapat Mujtahid", 

Islamika, No. 10 Tahun IVY Oktober-Desember, 1979, hlm. 10- 1 1. Bandingkan dengan Muchtar 
Adam, "Perbandingan Madzhab dalam Islam", dalam Tjun Suryaman (ed), Op Cit, hlm. 209. 



 slam"^. Perlu dicatat bahwa hukum Islam di antaranya mengandung beberapa 

ketentuan yang merombak beberapa ketentuan tradisi dan mitologi pra Islam pada 

masyarakat Arab jahiliyah dan tradisi sekitarnyal". Dan tak dapat dipungkiri 

bahwa perkembangan hukum Islam juga dipengaruhi oleh perkembangan masalah 

politik dan masalah dosa besar, yang kemudian melebar ke dalam masalah teologi 

dan hukum116. Kelompok politik yang masih eksis membawa pengaruh 

perkembangan hukum Islam sampai saat ini adalah Ahlusunnah dengan empat 

madzhab besarnya, Syi'ah dengan fikihus syiJah-nya117, dan kelompok yang 

tinggal pengaruhnya saja dalam hukum Islam seperti aliran m~'tazi1ah"~. 

Perkembangan hukum Islam di Indonesia dimulai dengan datang orang 

Islam di Nusantara dan terus berkembang dengan munculnya kerajaan-kerajaan 

Islam, sehingga kosekuensinya mwcul badan peradilan berdasarkan hukum 

Islam, yang pada akhirnya memperoleh bentuk ketata-negaraan dalam masa 

kesultanan Islam pada masa itu119. 

l14yang dimaksud adat istiadat adalah kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, karena itu 
supaya dibedakan dengan istilah Hukum Adat atau Adatrecht sebagai disiplin ilmu yang 
ditinggalkan ilmuwan Belanda di Indonesia. 

"'~eadaan masyarakat Arab pra Islam ini diuraikan oleh Muhammad Husain Haekal, 
Hayat Muhammad (Sejarah Hidup Muhammad), Terjemahan Ali Audah, (Jakarta: Literal Antar 
Nusa, 1995). 

"'I-Iarun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid 2, (Jakarta: UI Press, 
1984), hlm. 32. Juga perhatikan: A. Hanafi, Pengantar Teologi Islam, Cet. IVY (Jakarta: Pustaka A1 
Husna, 1987), hlm. 18-21. Juga dalam: A. Hanafi, Theology Islam (Ilmu Kalam), (Jakarta: Bulan 
Bintang, 1988), hlm. 8- 10. Juga perhatikan: Harun Nasution, Theology Islam, Aliran-aliran 
Sejarah Analisa Perbandingan, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 1 - 10. 

"'uraian mengenai Syi'ah ini diulas oleh Mahmood Shehabi, "SHIA", dalam Kenneth 
W. Morgan, Islam, The Straight Path, The Ronald Press, 1958, hlm. 180-223. 

"'JND. Anderson, Law Reform in the Muslim World, (London: Athlone, 1976), hlm. 34. 
Lihat dalam buku: Joesoef Soeyb, Peranan Aliran Ibizal dalam Perkembangan Aliran Pikiran 
Islam, (Jakarta: Pustaka A1 Husna, 1982), 

119~uhammad Daud Ali, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia, 
(Jakarta: Risalah, 1984), hlm. 7. 



Pada masa penjajahan Belanda, keberadaan peradilan agama secara 

formal diakui berdasarkan keputusan Raja Belanda Nomor 24 tertanggal 19 

Januari 1882 yang dimuat dalam Stb. 1881 Nomor 152 tentang Bepalingen 

Betreflende de Priesterradden op Java en Madura. Keputusan ini mulai berlaku 

sejak tanggal 1 Agustus 1882 yang dimuat dalam Stb, 1882 nomor 153. Namun 

keberadaan ini kemudian dirubah dengan Stb. 1937 Nomor 1 16. Dan pada tahun 

yang sama juga dikeluarkan ordonantie yang yang mengatur peradilan agama di 

sebagian Kalimantan Selatan dan Timur yang dimuat dalam Stb, 1937 Nomor 638 

dan 639.120 

Pada masa kemerdekaan Republik Indonesia, tahun 1957 dikeluarkan PP. 

Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukm Peradilan Agarnaahkamah 

Syariah di luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara 1957 Nomor 99), kecuali 

daerah luar Jawa dan Madura yang te!ah diatur dengan Stb. 1937 Nomor 638 dan 

639. Selanjutnya pada tahun 1989 dikeluarkan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama, sebagai peradilan khusus dengan kewenangan mengadili 

perkara perdata tertentu dan untuk golongan penduduk tertentu pula. Kemudian 

undang-undang tersebut diadakan perubahan dengan diberlakukannya UU Nomor 

3 Tahm 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama, yang kompetensi absolutnya diperluas berdasarkan pasal 49 

adalah memeriksa, memutus, dan menyelesiakan perkara-perkara ditingkat 

pertarna antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, 

kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, sedekah dan ekonomi syariah, sedangkan hukum 



materiil yang diterapkan di pengadilan agama tidak selalu sama dengan apa yang 

diajarkan oleh para hqaha'(ah1i hukum Islam) dalam litertur klasik, karena 

terkadang berpedoman pada hukum positif yang mengaturnya. 

Di Indonesia, hukum Islam merupakan hukum yang hidup dan inheren 

dalam kehidupan m a t  Islam, maka hukurn Islam yang telah menjadi bagian dari 

kehidupan tidak lagi dirasakan sebagai norrna yang dipaksakan berlakunya dari 

luar diri mereka, malah sering digunakan mtuk memperlancar pelaksanaan 

kebijaksanaan pemerintah, seperti program KB'~'. Menurut Sudirman Tebba 

terdapat dua varian yang menonjol mengenai perkembangan hukurn Islam di Asia 

Tenggara, yakni: 

1. Hukum Islam telah berubah dan bergeser dari orientasinya yang 

menekankan pada persoalan ibadah di masa lalu menjadi persoalan 

muamalah dewasa ini; 

2. Perkembangan kontemporer bahwa perdebatan hukum itu tidak lagi 

hanya mengacu kepada mazhab yang dipegang selarna ini, yakni mazhab . 

Syafi'i. mslah perdebatan hukum kadang-kadang tidak mengacu kepada 

pemikiran mazhab terdahulu, tetapi langsmg menghadapkan persoalan 

hukurn itu kepada tuntutan masyarakat ~ e k a r a n ~ ' ~ ~ .  

Perkembangan kontemporer hukurn Islam di Indonesia antara lain telah 

diwldangkannya UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, UU 

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang 

121~udirman Tebba, Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia: Stdi Kasus Hukum 
Keluarga dan ~en~kodifihianrya,  ~etakan 1, (Bandung: Mizan, 1993), hh. 13- 14. 

I2'Ibid, hlm. 16-17. 



Penyelenggaraan Haji, UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 

serta upaya agar KHI yang disosialisasikan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 

Tahun 1991 segera direvisi dan dibuat undang-undang hukum terapan di 

pengadilan agama. KHI telah menghasilkan kajian kritis di kalangan akademisi, 

karena kehadiran KHT telah mendorong kesatuan pandang akan pelaksanaan 

hukum Islam di Indonesia. 

B. Landasan Filosofis Hukum Islam 

Masyarakat Islam Indonesia merupakan subyek hukum dalam 

perkembangan hukum Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan 

ajaran Islam yang ternyata telah menjadi satu bagian dari kehidupar~ nyata urnat 

Islam Indonesia. Karena itu, sebelum berbicara bentuk-bentuk formal dari hukum 

Islam, perlu dilakukan kajian dari aspek epistemologi123 hukum Islam menurut 

pandangan filsafat hukum Islam, yaitu dengan menggunakan dua pendekatan, 

yakni pendekatan kefilsafatan dan pendekatan ilmu hukum Islam, untuk melihat 

apakah hukurn Islam itu sesusi dengan kaidah keilmuan atau tidak, maka hams 

terpenuhi tiga pilar utarna yaitu filsafat hukurn Islam, metodologi hukum Islam, 

dan ilmu hukurn Islam. 

'23~ata  epistemologi berasal dari bahasa Yunani episteme, artinya knowledge dalam 
bahasa Inggris yang berarti pengetahuan, dan logos yaitu IOU atau theory dalam bahasa Inggris 
yang artinya teori. Karena itu, epistemologi sering diartikan teori pengetahuan, atau filsafat ilmu. 
Ada beberapa pertanyaan standar dalam bidang epistemologi, yaitu: Pertarna, apa pengetahuan itu? 
Kedua, apa surnber pengetahuan itu? Ketiga, dari mana asal usul pengetahuan itu dan bagaimana 
kita mengetahui? Alat atau sarana apa yang dapat kita gunakan untuk memperoleh pengetahuan 
itu? Keempat, apakah pengetahuan kita itu benar?lebih lanjut periksa: Louis O.Kattsoff, Pengantar 
Fikrafat, te jemahan Soejono Soemargono, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1989), hlm. 135- 
150. 



Filsafat hukum Islam meliputi filsafat teoritis (al-hikmah al-nazariyyah) 

dan filsafat praktis (al-hikmah al- 'amalijyah), metodologi hukurn Islam 

melahirkan ilmu ushul fikih, kaedah fikih, dan ilmu hukurn Islam melahirkan 

berbagai cabang, antara lain fikih ibadah, fikih muamalah, fikih jinayat, fikih 

dusturiyyat dan s e t e r ~ s n ~ a ' ~ ~ .  

Permasalahan pokok ilmu hukurn Islam, dapat digambarkan landasan 

filosofisnya sebagai berikut: bahwa pertama, ilmu hukum Islam adalah ilmu 

tentang hukum dalam ajaran Islam, kedua, sumber ilmu hukurn Islam adalah Al- 

Qur'an, As-Sunnah, dan Ijtihad (wahyu dan akal), ketiga, ilmu hukurn Islam itu 

pada hakekatnya dari Allah dan manusia diberi alat untuk mengetahui, memahami 

dan menerapkannya, yakni dengan aka1 dan indera. keempat, pengetahuan kita 

adalah benar jika pengelahuan itu kita peroleh dari Allah melalui Al-Our'an dan 

As-Sunnah, dan kita peroleh ilmu itu dengan menggunakan akal, indera (al- 

hawas), dan pengalaman (al-tajribah)12' dengan menggunakan metode ijtihad, 

hal inilah yang kemudian meliahirkan hasil-hail pemikiran atau hasil ijtihad. 

Dalam studi hukum Islam di Indonesia, sering kali dijumpai istilah 

hukum Islam, syari'ah, dan fikih. Istilah hukum Islam merupakan istilah khas 

Indonesia sebagai terjemahan dari al-jkih al-islami atau dalam istilah lain dari 

istilah al-syari 'ah al-Islamiyah, dan ahli hukurn barat menyebutnya Islamic law, 

kalau dalarn Al-Qur'an hanya dijumpai kata syari'at yang dalam penjabarannya 

' 24~bd.  Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, 
Cet. 1,  (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 23-30. Lebih lanjut perhatikan: Irnran Ahsan Nasyee, 
Islamic Jurisprudence (Usul al-Fikih), Malaysia: The Other Press, 2003), hlm. 37-4 1. 

'*'1bid, hlm. 24. Lebih lanjut periksa: Juhaya S. Praja, Zlmu Syariah dun Aplikasinya 
dalam Strukhrr Kurikulum Nmional IAIN, Makalah, Depag. RI. Jakarta, 1995, hlm. 4. 



kemudian melahirkan istilah fikih126. Para aNi hukum Islam mendefinikan fikih 

sebagai ilmu dan fikih sebagai hasil i l m ~ ' ~ ~ ,  yang kedua ini disebut dengan 

kurnpulan hukurn syara' yang dihasilkan melalui ijtihad. Sedangkan fikih sebagai 

ilmu dijelaskan oleh Abu Zahrah dengan "Ilmu yang mengupayakan lahirnya 

hukum syara' amali dari dalil-dalil rinci (satuan teks Al-Qur'an dan As- 

~ u n n a h ) ' ~ ~ .  

Karena itu untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai hukum 

Islam di Indonesia perlu diketahui lebih dulu pengertian syari'ah dan fikih. Dari 

sudut bahasa Syariah berarti jalan yang lempang; jalan yang dilalui air terjun; 

jalan ke sumber air12'. Al-Qur'an menggunakan kata syir'ah dan syari'ah dalarn 

arti "din" yang berarti jalan yang relah ditetapkan Allah bagi manusia, jalan yang 

jelas ditunjukkan Allah kepada m a n u ~ i a ' ~ ~ .  

Sedangkan dari sudut istilah, Imam Abu Hanifah mendefinisikan syariah 

sebagai semua yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw yang bersumber pada 

al-Qur'an, semua bagian-bagian ajaran Islam. Dalam kaitan dengan ad-din, Abu 

Hanifah menjelaskan bahwa ad-din tidak pernah berubah sedang syari'ah selalu 

lZ6Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 
., 
3. 

12'Amir Muallim dan Yusdani, Konfigurasi Pernikiran Hukum Islam, Yogyakarta: UII 
Press, 1999), hlm. 29-30. 

' 2 8 ~ b ~  Zahrah, Ushul al-Fikih, (Mesir: Dar al-Ulum, tt), 11. Bandingkan: Abdul Wahab 
Khalaf, Ushul al-Fikih, (Mesir: Dar al-Ulum, tt), hlm. 34 1. 

' 2 9 ~ ~ .  Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fikih, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985)' hlrn. 
7. Ibnu Manzur dalam lisan al-Arab memberi pengertian jalan yang jelas kelihatan atau jalan raya 
untuk di i i t i ;  sumber air atau sumber kehidupan. AA. Fyzee mengartikan syariah dengan jalan 
yang hams diikuti. Lihat AA. Fyzee, Outlines of Muhammaedan Law, (London: Oxford University 
Press, 1955), hlm. 5. 

I3OAdapun yang dimaksud dengan kata syariat adalah yang bermakna khusus, yaitu yang 
disebut fikih Islam. Dan kata syariat diberbagai tempat diartikan dengan agama yang disyariatkan 
Allah untuk para hamba yang melengkapi hukum I'tiqadiyah, khuluqiyah, d m  amaljah, yang 
berpautan dengan pebuatan, perkataan, dan tasharruf-nya. Perhatikan: M. Yatimin Abdullah, 
Studi Islam Kontemporer, (Jakarta: AMZAH, 2006), hlm. 3 19-332. 



mengalami perubahan dalam perjalanan sejarah. -Din adalah pokok-pokok irnan, 

sedang syariah adalah kewajiban yang harus dijalani13'. Imam Syafi'i mengartikan 

syari'ah sebagai peraturan-peraturan lahir bagi urnat Islam yang bersumber 

kepada al-Qur'an dan as-Sunnah dan kesirnpulan yang dapat ditarik adalah 

mengenai bagaimana cara manusia berhubungan dengan Allah dan sesama 

makhluk khususnya sesarna manusia. 

Jadi substansinya adalah pelaksanaan kewajiban yang harus dijalani oleh 

m a n ~ s i a ' ~ ~ .  Syekh Mahrnood Syaltout mengartikan syari'ah sebagai peraturan- 

peraturan yang diciptakan Allah, atau yang diciptakan pokok-pokoknya supaya 

manusia berpegang kepadanya dalam hubungannya dengan Tuhan, saudara 

sesama muslim, saudaranya sesama manusia, serta hubungannya dengan alam 

seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan13'. 

Ilmu yang mempelajari syari'ah disebut ilmu fikih. Istilah fikih menurut 

bahasa atau etimologi berarti pintar, cerdas, tahu dan faham134. Sedangkan fikih 

menurut istilah atau terrninologi mengalami perkembangan sejak awalnya sampai 

menjadi istilah yang dikenal sekarang ini13'. Secara substansi, Imam Al-Ghozali 

menerangkan bahwa fikih bermakna faharn dan ilmu. Dan para mujtahid telah 

menjadikan suatu i h u  yang menerangkan h b - h u b  syara' tertentu bagi 

perbuatan-perbuatan para mukallaf, seperti wajib, haram, sunnah, mubah, makruh 

dan lain-lain. Sedangkan Ibnu Khaldun menerangkan bahwa fikih adalah ilrnu 

yang dengannya diketahui segala hukurn Allah yang berhubungan dengan segala 

13'Abu Hanifah, Kitab al- 'Alim wa Muta'alim, Hyderabad, Decca, 1349 H, hlm. 5-6. 
132~s-~yafi'i ,  Kitab al-Umm, VIII, (Kairo, 1325 M), hlm. 196-197. 
133~yekh Mahmood Syaltout, Al-Aqidah wa al-SyariJah, hlm. 19. 
134~bd .  Shomad, Op Cit, hlm. 27. Bandingkan: M. Yatimin Abdullah, Op Cit, hlm. 3 19. 
13*, Ibi& hlm. 27-34. 



pekerjaan mukallaf, baik yang wajib, yang haram, dan yang mubah yang diambil 

(diistinbathkan) dari Al-Kitab dan As-Sunnah dan dalil-dalil yang telah tegas 

ditegakkan s yara', seperti qi yas umpamanya. Apabila dikeluarkan hukum-hukum 

dengan jalan ijtihad dari dalil-dalilnya, maka yang dikeluarkan itu, disebut 

Adapun istilah fikih sebagai ilmu yang berkembang saat ini adalah 

sebagaimana diungkapkan oleh Abdul Wahhab Khalaf, yang menyatakan ilmu 

fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syari'at Islam mengenai 

perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya secara detail atau koleksi- 

koleksi hukum syariah Islam tentang perbuatan manusia yang diambil berdasarkan 

dalil-dalilnya secara detai113'. Namun secara bertahap ruang lingkup istilah fikih 

menyempit dan akhimya hanya terbatas pada masalah hukum, bahkan lebih 

sempit lagi, yaitu pada literatur hukum yakni kitab-kitab fikih13*. 

Berdasarkan pengertian di atas, maka hukum Islam pada dasarnya adalah 

hukum amaliah, yang terdiri dari dua cabang utama, yakni hukum ibadah dan 

hukurn muamalah. Ada juga yang membagi tiga bagian utama yaitu hukum 

ibadah, hukum muamalah, dan uqubah13'. Hukum ibadah adalah hukurn yang 

mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti shdat, puasa, zakat, haji 

dan lain-lain. Hukum muamalah adalah h b  yang mengatur hubungan manusia 

dengan sesarnanya, baik dilakukan secara perorangan, atau secara kelompok 

136~asbi  Ash Shiddieqy, Op Cit, hlm. 24-29. 
13'~bdul Wahhab Khalaf, Ilmu Ushul al-Fikih, Al-Majlis al-A'la al-Indonesia li al- 

Dakwah a1 Islamiyyah, hlm. l l .  
13*Ahmad Hasan, Op Cit, hlm. 6.  
139~bd.  Shomad, Op Cit, hlm. 29. 



antara bangsa dan kelompok antara jamaah, seperti akad, hukuman, jinayat, dan 

lain-lain. 

Dalam hukurn Islam, khususnya dalam hukum amaliyah tidak dibedakan 

antara hukurn privat dan hukum publik, karena pada hukum privat terdapat segi- 

segi publik dan sebaliknya. Jika hukum Islam diklasifikasikan berdasarkan sistem 

h u b  barat, maka hukurn muamalah dalam arti luas akan berbentuk sebagai 

berikut: 

1. Hukum Perdata 

a. Muilakahat (hukum perkawinan) 

b. Wirasah, atau hukurn fara 'id (hukum kewarisan) 

c. MuamaIah dalam arti khusus, h&m benda: hukum perjanjian, mengatur 

masalah-masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, jual beli, sewa- 

menyewa, pinjam-meminjam. 

2. Hukurn Publik 

a. Jinayat (hukum pidana) 

b. Al-Ahkam as-Sulthaniyah (Hukum tata negara dan hukum administrasi 

c. Siyar (hukum internasional 

d. Mukhasamat, mengatur masalah peradilan, kehakiman, dan hukum 

acara. 140 

Adapun ciri-ciri hukum Islam yang membedakan dengan sistem hukurn 

yang lain di dunia menurut Abdul Muthalib, adalah: 



1. Huhm Islam adalah hukurn agama Islam; 

2. Hukurn Islam mengandung watak universal 

3. Hukum Islam dalam bidang ubudiyah telah diatur secara rinci dalam Al- 

Qur'an dan As-Sunnah; 

4. Hukum Islam dalam bidang muamalah cocok dengan insan kamil mmusia, 

perasaan hukum, kesadaran hukurn masyarakat dapat dikembangkan dan 

senantiasa tumbuh menurut kebutuhan dan pandangan hidup masyarakat 

dilandasi Al-Qur' an dm ~ s - ~ u n n a h ' ~ ~ .  

Bandingkan dengan ciri-ciri fikih Islam menurut TM. Hasbi Ash 

Shiddieqy adalah: 

1. Fikih Islam pada dasarnya kembali kepada wahyu Ilahi; 

2. Fikih Islam pelaksanaannya didorong oleh aqidah dan akhlaq; 

3. Pembalasan yang diperoleh dari melaksanakan hukum-hukurn fikih adalah 

dunia akherat; 

4. Naz 'ah (tabiat, kecenderungan) fikih Islam adalah jam*, 

5. Fikih Islam menerima perkembangan sesuai dengan masa dan tempat; 

6. Fikih Islam tidak dipengaruhi oleh undang-undang buatan manusia, baik 

Romawi, maupun yang lainnya; 

7. Tujuannya adalah susunan hidup manusia yang khusus dan mum,  

mendatangkan kebahagiaan alam s e l ~ r u h n ~ a ' ~ ~ .  

Secara lebih terperinci TM. Hasbi Ash Shiddieqy membagi hukurn Islam 

dalam empat bidang hukum, yaitu: 

14'~bdul Muthalib, Op Cit, hlm. 16. 
1 4 2 ~ ~ .  Hasbi Ash Shiddieqy, Op Cit, hlm. 152- 156. 



1. Yang tetap berlaku untuk setiap masa, tidak berubah-ubah, yang ditetapkan 

secara jelas dan tegas, ha1 ini tidak berarti hukum Islam bersifat statis, tetapi 

berkaitan dengan soal-soal yang tidak berubah-ubah dan terus hidup. 

Adakalanya berkaitan dengan dasar kemasyarak tan, adakalanya pula t 
berkaitan dengan suatu prinsip undang-undang yang tidak dapat diubah 

dengan perubahan masa. 

2. Hukum yang telah di-nasakh-kan tetapi nash-nash itu bisa diikwalkan, maka 

dalam bidang ini berlaku ijtihad untuk mengkaitkan satu nash dengan nash 

yang lain, atau antara nash dengan kasus tertentu. 

3. Hukurn yang bersifat prinsip umum yang dapat kita masuMcan ke dalamnya 

beberapa masalah tertentu, maka bisa atau hams digunakan ijtihad untuk 

menerapkan prinsip umum itu. 

4. Hukum yang tidak disinggung-singgmg oleh hukum Islam dalam ha1 ini 

dalam syariat Islam, maka dalarn bidang ini berlaku ijtihad m ~ t l a k ' ~ ~ .  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik hukum 

Islam sebenarnya dapat dibedakan antara syariah dan fikih. Perbedaan tersebut 

dilihat dari dasar atau dalil yang digunakannya. Jika syariat didasarkan pada Al- 

Qw'an dan As-Sunnah secara langsung. Fikih (hukum Islam) didasarkan pada 

dalil-dalil yang dibangun oleh para fbqaha' melalui penalaran atau ijtihad dengan 

tetap berpegang pada semangat yang terdapat dalam syariat, dan h u b  Islam 

dapat berubah dan berkembang. Hal ini dapat dimungkinkan karena Al-Qur'an 

dan As-Sunnah tersebut sungguhpun secara tekstual tidak dapat diubah, namun 

'43~bid, hlm. 8-9. 



interpretasi dan penerapan Al-Qur'an dan As-Sunnah tersebut tetap memerlukan 

pilihan yang menggunakan akal. 

Dalam kaitan ini Zaki ~ a m a n i ' ~ ~  memberikan ciri syariat Islam identik 

1 dengan ciri hukurn Islam, Pertama, bahwa syariat Islam itu luwes, dapat 

berkembang untuk menanggulangi semua persoalan yang berkembang dan 

berubah terus, ia sama sekali berbeda dengan apa yang telah digambarkan baik 

I oleh musuh-musuh Islam, maupun oleh sementara penganutnya yang 

menyeleweng atau yang kolot dan sempit, yakni yang mengatakan bahwa syariat 

Islam itu suatu sistem agama yang sudah lapuk dan kuno, oleh sebab kelanjutan 

usianya, Kedua, bahwa dalam pusaka perbendaharaan hukurn Islam terdapat dasar 

yang mantap unt& pemecahan masalah yang dapat dilaksanakan secara cepat, 

cermat bagi persoalan yang pelik di masa kini, yang tidak mampu dipecahkan oleh 

sistem hukum barat maupun oleh prinsip-prinsip timur, meskipun sekedar -cintuk 

melunakkannya saj a. 

C. Prinsip-Prinsip Hukum Islam 

Letak keuniversalan hukurn Islam itu karena bersumber pada Al-Qur'an 

dan As-Sunnah, di mana Islam sebagai ajaran itu merupakan rahmat bagi seluruh 

dam, sehingga hukurn Islam pun dapat diterapkan dalam semua masa, untuk 

semua bangsa karena cakupannya sangat luas dan bersifat elastis untuk segala 

zarnan d m  tempat, Adakalanya hukurn Islam itu hanya memberikan prinsip 

urnurn, dengan penetapan ha1 yang seluas-luasnya dan membuka pintu yang 

'44~hmad Zaki Yamani, Syari'at Islam yang Kekal dun Persoalan Masa Kini, 
Te rjemahan KMS. Agustjik, Judul asli "Asy-Syari'ah al-Khlidah wa Musyklah al- 'Asri, Cet, 11, 
(Jakarta: Lembaga Studi Ilmu-flmu Kemasyarakatan, Yayasan Bhineka Tunggal &a, 1978), hlrn. 
13. 



selebar-lebarnya buat keinajuan peradaban m a n ~ s i a ' ~ ~ .  Sehingga kaidah-kaidah 

umum dan prinsip-prinsip umum inilah yang menjadi dasar dan pedoman yang 

tetap untuk menghadapi perkembangan m a ~ a ' ~ ~ .  Adakalanya hukum Islam itu 

mengandung ketentuan-ketentuan yang terperinci yang tidak terpengaruh oleh 

perkembangan masa, seperti masalah mahram, ibadah, warisan. Hukurn yang 

terpeLrinci jelas lgngsung dapat diterapkan pada kejadian atau kasus terter~tu'~~. 

~ r i n s i ~ - ~ r i n s i ~ ' ~ ~  dalam hukurn Islam melahirkan metode dalam 

menemukan kebenaran melalui ilmu logika yang di antaranya dengan metode 

induktif (istiqra ') yaitu proses berpikir untuk menarik suatu kesimpulan yang 

bersifat urnurn dari berbagai kasus yang bersifat khusus (ir~dividual)'~~, atau 

metode deduktif (al-mutawatirot) yaitu berpikii dengan menggunakan pola 

berpikir yang disusun dari dua buah pernyataan, satu sisl sebagai premis mayor 

dan sisi yang lain sebagai premis minor, dan sebuah kesimpulan ( s i~o~ismus) '~~ .  

'4%asruddin Razak, Op Cit, hlm. 72. 
' 4 6 ~ ~ .  Hasbi Ash Shiddieqy, Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman, (Yogyakarta: 

Pidato Dies Natalis IAIN Sunan Kalijaga, 1381 H), hlm. 8. 
I4'lbid, hlm. 10. 
'48~rinsip menurut Henry Campbell Black adalah afindamental truth or doctrine as law, 

a comprehensive rule or doctrine which furnishes a basis or origin for others, dalam buku: Henry 
Campbell Black, Black's Law Dictionary, Sixth Edition, West Publishing, St. Paul MN, 1990, hlm 
1193. Demikian juga menurut Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa asas hukum merupakan 
jantungnya peraturan hukum dan ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu 
peraturan hukum, yang berarti bahwa peraturan-peraturan hukurn itu pada akhirnya bisa 
dikembalikan kepada asas-asas tersebut, dalam buku: Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: 
Alumni, 1986), hlm. 85. Sedangkan Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa asas atau prinsip 
hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum 
sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di 
belakang setiap sistem hukurn yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan 
hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umurn 
dalam peraturan konlait tersebut, dalam buku: Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu 
Penganfar, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 34. 

'49~bdulkadir Muhammad, Hukum dun Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya 
Bakti, 2004), hlm. 8. 

'50~bid. hlm. 10. 



Asas-asas atau prinsip-prinsip yang dianut dalam hukum Islam menurut 

Nasrudin ~ a z a k " ~ ,  secara singkat dapat dibedakan: 

1. Tidak memberatkan 

2. Sangat sedikit mengadakan kewajiban secara terperinci yakni memerintah 

dan melarang 

3. Datang dengan prinsip graduasi (berangsur-angsur) bukan sekaligus 

disesuaikan dengan fitrah manusia dan zaman turunnya. 

Dalam kaitan prinsip hukum Islam ini, Sjechul Hadi Perrnono 

menjelaskan bahwa semua ajaran Islam berpokok pada lima asas, yaitu asas 

akidah, asas akhlak, dan asas syariah, asas tasyri'iyah, dan asas maslahat1!2. 

Pertama, asas aqidah, hal-ha1 berhubungan dengan ke-Esa-an Allah, dan 

b e h g s i  sebagai pondasi ajaran Islam, maka dari sini melahirkan prinsip: (1) 

Prinsip Allah sebagai pemilik hakiki, berarti manusia berkedudukan sebagai 

khalifah yang dianugerahi harta benda sebagai manah, untuk dikelola sesuai 

dengan ketentuan dari pemilik yang h W .  (2) Prinsip alam sernesta untuk 

kepentingan manusia sebagai khalifah. (3) Prinsip profesionalisme, prinsip ini 

hams dimiliki manusia dalam mengelola dam semesta dalam rangka memperoleh 

rizki yang baik (al-thayyibat) dan mencari kemanfaatan k d a  Allah (ibtigaJ 

min fadlillah). 

lS1~asruddii Razak, Op Cit, hlm. 254. 
'52~jechul Hadi Permono, Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial, (Surabaya: 

Aulia, 2005), hlm. 39-44. Bandingkan dengan tulisan: Abd. Shomad, Op. Cit, hlrn. 62-63. 



Kedua, Asas akhlak ini merupakan landasan manusia untuk berprilaku dalam 

hidupnya sebagai khalifah di muka bumi. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi yang 

maksudnya bahwa Nabi Muhammad saw diutus itu tidak lain untuk 

menyempurnakan akhlak yang mulia. 

Ketiga, Asas tasyri'iyah atau asas legislasi ini menekankan bahwa dalam rangka 

mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan sosial hams berprilaku sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan syariah yang digariskan ulama mujtahidin dengan 

berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. 

Kempat, Asas maslahat ini merupakan cita-cita atau tujuan syariat (maqasid al- 

Tasyri') dalam rangka memelihara dan melindungi lima hal yang bersifat 

menyeluruh: (1) Hifi ad-din, terjamin tegakknya hak beragama dan kebebasan 

beragama, (2) Hifi an-nafs, terjaminnya hak untuk hidup, (3) Hifi an-nasl, 

terjaminnya hak untuk berkembang biak, (4) Hifi al- 'aql, terjaminnya kebebasan 

berpikir, berpendapat, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dan (5) Hifi 

al-mal, terjaminnya kebebasan untuk bekerja, mendapat pekerjaan, mengelola 

surnber daya dam, serta hak untuk memiliki harta benda. 

Tujuan hukum Isiam atau maqasid al-Syari'ah itu dapat dikategorikan 

menjadi tiga bagian, yaitu Pertama, al-daruriyyat, yakni merupakan tujuan hukurn 

primer untuk menjamin keberlangsungan hidup atau eksistensi manusia sebagai 

makhluk terbaik dan kebutuhan dasar (pokok) manusia, sehingga tujuan ini harus 

terpenuhi dalam hidup manusia, Kedua, al-Hajj.iyyat, yakni merupakan tujuan 

hukurn skunder untuk menyempurnakan kebutuhan dasar manusia tersebut agar 



hidup rnanusia lebih rnudah dan lebih baik, namun jika tujuan ini tidak terpenuhi 

rnaka tidak akan rnenyebabkan rusaknya tujuan primer, Ketiga, Tahsiniyyat, 

yakni rnerupakan tujuan hukurn tersier untuk lebih rnenyempurnakan kebutuhan 

dasar dan kebutuhan skunder rnanusia agar hidup rnanusia lebih rnudah, lebih 

baik, dan lebih indah, demikian juga tujuan tersier ini jika tidak dapat terpenuhi 

maka tidak akm menyebabkan tujuan skunder dan tujuan primer rnenjadi rusak. 

Karena itu, implernentasi tujuan hukum primer (al-darurivat - al- 

hlliyat al-khamsah) dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

1. Untuk memelihara agama (hi$ al-din) ini agar manusia rnemiliki kebebasan 

dalam menunaikan kewajiban-kewajiban agama seperti shalat, zakat, dan 

kewajiban jihad rnernpertahankan agama, rnaka Allah menetapkan ketentuan 

hukum dengan adanya hukuman riddah dan ta'zir. 

2.  Untuk memelihara jiwa (hi& al-nafs), agar hak untuk hidap rnanusia terjaga 

dan terlindungi, maka Allah rnenetapkan seperangkat ketentuan larangan 

mernbunuh dan menganiaya, dengan hukuman qisas. 

3. Untuk mernelihara akal (hi$? al- 'aql), aturan ini jelas tampak pada beberapa 

ketentuan Allah mengenai larangan minuman keras atau segala ha1 yang 

dapat merusak akal (hkum Khornerj 

4. Untuk rnemelihara keturunan (hi$ al-nasl) dan kehormatan (hifdz al-'irdl), 

rnaka ditegakkannya hukurn perkawinan dan kewarisan, sehingga rnelahirkan 

hukurn mengenai larangan berbuat zina dan qadzaf, sebagai upaya rnejaga 

kebersihan asal-usul rnanusia. 



5.  Dan untuk memelihara harta (hifi al-mal) ini Allah menetapkan hukum 

larangan mencuri dan merampok agar harta clan kekayaan mmusia 

terlindungi, sebab segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah 

dan manusia hanya memiliki hak relatif dan dengan cara-cara yang 

dibenarkan syara', sehingga dalam hak yang dimiliki manusia terdapat hak 

orang lain seperti ketentuan zakat. 

Mengenai prinsip hukum Islam ini, Rachmat Djatnika menyatakan bahwa 

dalam menghadapi problem yuridis yang muncul dalam hukum Islam hams 

bertitik tolak pada prinsip tauhid, karena prinsip ini merupakan landasan seluruh 

aspek kehidupan, termasuk aspek hukurn. Lebih lanjut ia menjabarkan prinsip 

pokok tersebut sebagai berikut: 

1. Prinsip masing-masing hamba berhubungan langsung dengan Allah; 

2. Prinsip menghadapkan khitab kepada akal; 

3. Prinsip memagari aqidah dengan akhlak karimah; 

4. Prinsip menjadikan segala macarn beban hukurn demi kebaikan jiwa dan 

kesuciannya; 

5.  Prinsip keselarasan antara agama dengan dunia dalam masalah hukum; 

6. Prinsip persamaan; 

7. Prinsip menyerahkan ta'zir kepada pertimbangan penguasahakim; 

8. Prinsip toleransi; 

9. Prinsip kemerdekaan; 

1 0. Prinsip t a ' a w ~ n ' ~ ~ .  

'53~achmat Djatnika, Op Cit, hlm. 12. 



Sedangkan menurut Masjfuk Zuhdi dibedakan antara asas dan prinsip 

hukurn Islam yang ditulis dalam bukuny? Pengantar Hukum Syari 'ah. Asas-asas 

hukum Islam sebagai berikut: 

1. Meniadakan kesempitan dan kesukaran, hukurn Islam memberikan dispensasi 

berupa hukum kkhshah pada saat menghadapi keadaan daruratlterpaksa atau 

hajat (keadaan yang memerlukan kelonggaran); 

2. Sedikit pembebanan kewajiban agama kepada manusia, tidak menyulitkan 

dan menyusahkan; 

3. Bertahap dalam menetapkan hukum; 

4. Sejalan dengan kepentinganJkemaslahatan m a t  manusia; 

5. Mewujudkan keidilanl5'. 

Adapun prinsip-prinsip hukurn Islam menurutnya sebagai berikut: 

1. Tauhid; 

2. Berkomunikasi langsung dengan Allah tanpa perantara; 

3. Menghargai fungsi akal; 

4. Menyempurnakan iman, menjadikan kewajiban untuk membersihkan jiwa; 

5.  Membersihkan kepentingan agama dan dunia; 

6. Persamaan dan Keadilan; 

7. Amar ma'ruf, nahi mungkar; 

8. Musyawarah dan Toleransi; 

9. Kemerdekaan, kebebasan, dan hidup gotong royong. 155 

lS4~enurut  Masjfuk Zuhdi, asas atau prinsip hukum Islam adalah suatu kebenaran yang 
menjadi pokok dasar atau tumpuan hukum Islam. Lihat dalam Msjfuk Zuhdi, Pengantar Hukum 
Syari'ah, (Jakarta: Gunung Agung, 1995), hlm. 2 1-33. 



Asas-asas dan prinsip-prinsip hukum Islam yang dinunuskan para ularna 

di atas pada dasarnya memiliki kesamaan namun terdapat perbedaan dalam 

memformulasikannya, karena itu, dapatlah dijadikan dasar dan landasan dalam 

pengembangan hukurn Islam. Dalam rangka transformasi hukum wasiat ke dalam 

penemuan h u h  Wasiat Wajibah menjadi bagian dari hukum positif Indonesia, 

maka asas dan prinsip ini akan menjadi dasar clan landasan dalam upaya 

pembentukan hukurn yang bersifat universal dalam peraturan perundang- 

undangan, sehingga fungsi hukurn is la^ sebagai rahmat li al-'alamin akan 

menjadi kenyataan di negara yang kita cintai ini. 

D. Keadilan dalam Perspektif Hukum 

1.  Teori keadilan Sosial 

Konsep dasar hukurn itu sesungguhnya berbicara pada dua konteks 

persoalan. Konteks yang pertama adalah tentang keadilan, ini menyangkut telltang 

kebutuhan masyarakat akan rasa adil di tengah sekian banyak dinamika dan 

konflik di tengah masyarakat. Konteks yang kedua adalah aspek legalitas, ini 

menyangkut apa yang disebut dengan hukurn positif, yaitu sebuah aturan yang 

ditetapkan oleh sebuah kekuasaan negara yang sah dan dalam pemberlakuannya 

dapat dipaksakan atas nama hukum dalam upaya menjamin kepastian hukum. 

Meski keduanya seringkali terjadi benturan antara keadilan dan kepastian hukum, 

155~ang dimaksud prinsip hukum Islam menurut Masjfik Zuhdi adalah cita-cita yang , 

menjadi pokok landasan hukum Islam. Lihat lebih lanjut dalam Masjfik Zuhdi, Ibid, hlm. 33-43. 



namun kompromi keduanya adalah satu-satunya jalan untuk menciptakan hukurn 

yang mencerminkan keadilan.li6 

Keadilan merupakan salah satu (iiwa dari) tujuan hukum yang paling 

banyak dibicarakan sepanjang sejarah filsafat hukurn, tujuan hukurn memang 

bukan hanya keadilan, akan tetapi juga kepastian hukum dan kernanfaatan. 

Meskipun dernikian, keadilan merupakan tujuan utama dari hukurn, bahkan ada 

yang berpendapat dialah satu-satunya tujuan hukum.li7 

Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana 

kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan 

ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar, demikian juga hukum 

dan institusi, tidak peduli betapa efisien dan rapinya, hams direforrnasi atau 

dihapuskan jika tidak adi1.15* 

Secarz umum, keadilan dapat dilihat dari dua bentuk, yaitu "keadilan 

hukum" dan "keadilan sosial". Keadilan hukum mengandung asas persamaan 

hukurn atau equality before the law. Setiap orang harus diperlakukan sarna di 

depan hukum. Dengan kata lain hukurn hams diterapkan kepada siapa pun juga 

secara adi1.lS9 

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap 

mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam 

'"~erbenturan yang dirnaksud adalah dimana terkadang hukum positif ternyata tidak 
menjamin terpenuhinya rasa keadilan, dan sebaliknya rasa keadilan seringkali tidak memiliki . 

kepastian hukum. Lihat Eddi Wibowo, dkk., hukum dun Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Yayasan 
Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, 2004), hlm. 3 1. 

'"HAsbi Hasan, Respon Islam terhadap Konsep Keadilan, Artikel dalam Suara Keadilan 
, No. 5 ,  Vol. 11,2004 hlm. 11 1. 

'58~ohn Rawls, Teori Keadilan, (alih bahasa Uzair Fauzan dan Hem Prasetyo), 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2006, hlm. 3-4. 

1 5 ' ~ .  Daud Ali, Tahir Azhary dan Habibah Daud, Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum 
Sosial dun Politik,(Jakarta: Bulan bintang, 1988), hlm. 66. 



mengutamakan "the search for justice".160 Terdapat macam-maram teori 

mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan 

kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakrnuran. Di antara teori-teori 

itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya nicomachean ethics 

dan teori keadilan sosial John Raw1 dalam bukunya a theory of justice. Di 

samping itu juga terdapat teori keadilan hukum Islam. 

a. Teori keadilan Aristoteles 

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan 

dalam karyanya nichomachean ethics, politics, dan rethoric. Lebih khususnya, 

dalam buku nicomachean ethics, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, 

yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dimggap sebagai inti dari 

filsafat hukumnya, "karena hukurn hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan 

keadilan".161 Yang sangat penting dari pandanganya ialah pendapat bahwa 

keadilan mesti dipahami dalarn pengertian kesamaan. Narnun Aristoteles 

membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan 

proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu 

unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita 

maksudican ketika Eta mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan 

hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya 

sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari pembedaan ini 

Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. 

I6O~heo Huijbers, Fils& Hukum dalam lintasan sejarah, cet VIII (Yogyakarta: kanisius, 
1995), hlm. 196. 

"'car1 Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, (Bandung: Nuansa dan 
Nusamedia, 2004), hlm. 24. 



Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan 

keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam 

h u k m  perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sarna-sarna rentan 

terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam 

kerangkanya. Dalarn wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa 

imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang 

kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, 

misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi d m  dihilangkan. 

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, 

kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam 

masyarakat. Dengan mengesampingkan "pembuktian" matematis, jelaslah bahwa 

apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga 

lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil bolel: 

jadi merupakan distribusi yang sesuai degan nilai kebaikannya, yakni nilainya 

bagi masyarakat. ' 62 

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang 

salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan 

korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang 

dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya 

perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan 

mengakibatkan terganggunya "kesetaraan" yang sudah mapan atau telah 

terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. 



I Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan 

sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah. lg 

Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya 

dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus 

dan yang didasarkan pada watak manusia yang urnurn dan lazim, dengan vonis 

yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukurn tertentu. Pembedaan 

ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang 

I ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena, berdasarkan 

pembedaan Aristoteles, dua pe~ilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber 

pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan 

serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap 

merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah urnurn manusia 

Salah seorang pakar hukum, John Rawls pemah membandingkan 

berbagai konsep keadilan, beserta kelebihan dan kekurangan masing-masing, 

dalam bukunya yang sangat terkenal, "A Theory of Justice". Ia ternyata akhirnya 

lebih memilih dan lebih percaya pada kinerja formal dari hukum, bahkan sampai 

mengatakan: "where we find formal justice the rule of law and the honoring of 

legitimate expectations, we are likely to Jind substantive justice as weir (ketika 

kita menemukan keadilan formal, menegakkan rule of law dan mempertahankan 

dugaan-dugaan yang sah, maka kita kemungkinan besar juga menemukan 

keadilan substantif). 16' 

1631bid 
IMlbid, hlm. 26-27. 
165~ohn Rawls, A Theory of Justice, Revised Edition, (Harvard University Press, 

Massachusetts, 2000), hlm. 52. 



b. Keadilan sosial John Rawls 

John Rawls menjelaskan teori keadilan sosial sebagai the dzyerence 

principle dan the principle of fair equality of opportunity. Inti the difference 

principle, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar 

memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling h a n g  

beruntung . 

Istilah perbedaan sosial-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada 

ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapztkan unsur pokok 

kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, the principle of fair 

equality of opportunity menunjukkan pada mereka yang paling h a n g  

mempunyai peluang untu!! mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan 

otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus. Rawls 

mzngerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan tenltama sebagai altematif 

bagi teori utilitarianisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. 

Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prhsip-prinsip 

utilitarianisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa 

pelayanan derni perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat 

bahwa sebenapya teori ini iebih keras dari apa yang dianggap normal oleh 

masyarakat. Memang boleh jadi dirninta pengorbanan demi kepentingan umm, 

tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari 

orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat. Menurut Rawls, 

situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga 

paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi 



kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum 

minimorurn bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat 

hams sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang 

mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan 

diikat pada jabatan-jzbatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya 

kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. 

Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, 

agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, hams ditolak. 

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa program penegakan 

keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip 

keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kese~npatan yang sama atas kebebasan 

dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, 

mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga 

dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (reciprocal benefits) bagi 

setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak 

b e r u n t ~ n ~ . ' ~ ~  Dengan demikian, prinsip berbedaan menuntut diaturnya struktur 

dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal- 

ha1 utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan 

orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial hams 

diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap 

kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi- 

institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan 

'66~ohn Rawls, A Theory of Justice, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia 
oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006). 



hams memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkari kebijakan- 

kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaurn lemah. 

c. Teori Keadilan sosial hukum Islam 

Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan 

dalam filasafat hukum Islam adalah konsep maqasid at-tasyri' atau maqasid al- 

syari 'ah yang menegaskan bahwa hukum Islam disyari'atkan untuk mewujudkan 

dan memelihara maslahat urnat manusia. Konsep ini menghendaki lahirnya 

pemikiran yang proporsional tentang keadilan dalam kehidupan manusia, artinya 

bagaimana membentuk dan melaksanakan hukurn sebagai upaya mewjudkan 

kemaslahatan manusia dalam arti luas. Konsep ini telah diakui oleh para ulama 

dan oleh karena itu mereka mernform~llasikan suatu kaidah yang cuicup 

populer,"Di mana ada maslahat, di sana terdapat hukum ~l lah ." '~ '  Teori maslahat 

di sini menurut Masdar F. Mas'udi sama dengan teori keadilan sosid dalam istilah 

filsafat hukum. '68 

Sejak awal syari'ah Islam sebenarnya tidak memiliki tujuan lain kecuali 

kemaslahatan manusia. Ungkapan standar bahwa syari'ah Islam dicanangkan demi 

kebahagiaan manusia, lahir-batin; duniawi-ukhrawi, sepenuhnya mencerminkan 

maslahat. Akan tetapi keterikatan yang beriebihan terhadap nas, seperti 

dipromosikan oleh faham ortodoksi, telah membuat prinsip maslahat hanya 

l6'~uhamrnad Sa'id Ramdan al-Buti, Dawabit al-Maslahah fi as-Syariah al-Islamiyah, 
(Beirut: Mu'assasah ar-Risalah,1977), hlm. 12. 

'68~asdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah" Jurnal 
Ilmu dun Kebudayaan Ulumul Qur'an No.3, Vol. VI Th. 1995. hlm. 97 



sebagai jargon kosong, dan syari'ah yang pada mulanya adalah jalan-telah menjadi 

jalan bagi dirinya sendiri.'" 

Batasan yang selama ini dijabarkan oleh para ulama, seperti Ramadan al- 

~ u t h i ' ~ '  atau al-syatibi171 menurut penulis berkaitan dengan maslahat dalam 

artian yang sangat luas. Padahal sebagairnana diungkap Syaltut, maslahat sama 

seperti ijtihad yang selalu berubah menyesuaikan kondisi waktu dan zaman yang 

membutuhkan solusi h ~ k u r n . ' ~ ~  Itu artinya, batasan untuk maslahat juga perlu 

dibuat lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan dimana maslahat tersebut akan 

digunakan. Dalam konteks Indonesia, maka batasan maslahat yang berbasis 

budaya Indonesia mutlak untuk direalisasikan. 

Meru..uk dalam khazanah Al-Qur'an, pada umumnya nilai-nilai universal 

yang mereka inginkan adalah merujuk pada rekarnan ayat-ayst n~akkiyyah.'~~ 

Ayat-ayat makkijyah baik berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah telah menyiapkan 

prinsip kesamaan (equality) dan kebebasan sempurna bagi perempuan dan non- 

Muslim. Al-Qur'an ddam periode Makkah menegaskan kesamaan laki-laki dan 

perempuan sebagai persoalan agama dan (kesamaan) dalam pandangan ~ u h a n . ' ~ ~  

Begitu pula dalam memberikan ruang kebebasan terhadap n o n - ~ u s l i m . ' ~ ~  

Teori ini sebenarnya adalah teori Mahmud Muhammad Thaha yang 

menjelaskan evolusi legislasi hukum Islam (the evolution of Islamic legislation). 

"%asdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat ....", hlm. 94. 
170~amadhan alButhi, Dlawabith., hlm. 1 19-248. 
17'~uhammad Khalid Mas'ud. Shatibi 's., hlm. 159. 
'"~bd. Salam Arief, Pembaruan., hlm. 155. 
173~ihat misalnya dalam Aksin Wijaya, "Memburu Pesan Damai Islam; Memotret 

Penolakan Gus Dw atas Fatwa MUI", dalam An-Nur Jurnal Studi Islam, Yogyakarta: STIQ An- 
Nur, Vol. 3 No. 2, September 2005, hlm. 103. 

'74~wat al-An'am (6): 164; swat al-Mu'min (40): 7; swat shaad (38): 38. 
"'~urat al-Kahfi (18): 29; swat al-Ghasyiyah (88): 21-24. 



Al-Qur'an dan As-Sunnah menurutnya harus dilihat dalam posisi dua tingkat 

pesannya: pesan primer dan permanen dari Makkah dan pesan tambahan serta 

tradisional dari Madinah. Ketika di Makkah terjadi penolakan orang-orang 

Makkah atas prinsip fundamental; keadilan (justice) dan kesamaan (equality), 

maka Islam menerapkan pesan pertamanya. Menwut logika ini, aspek partikular 

Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang diwahyukan dan diucapkan selama periode 

Madinah, haruslah dilihat sebagai ha1 transisi, bukan perrnanen penerapannya. 

Karena itu, ketika keadaan memunglunkan, aspek tradisional syari'ah hams 

diganti oleh prinsip fundamental Al-Quran dan As-Sunnah periode ~ a k k a h . ' ~ ~  

Hukum haruslah didasarkan pada sesuatu yang harus tidak sekedar 

disebut hukum, tetapi lebih mendasar dari hukum it11 sendiri. Yaitu sebuah sistem 

nilai yang dengan sadar dianut sebagai keyakinan yang hams diperjuangkan: 

maslahat, keadilan. Proses pendasaran hukum di atas hanya bisa dirnengerti dalam 

konteks formal, misalnya melalui cara qiyas. Akan tetapi, seperti diketahui, qiyas 

haruslah dengan illat, sesuatu yang lebih merupakan patokan hukurn. Itulah 

struktur pernikiran h u b  Islam selama ini. Oleh sebab itu tidak mengherankar, 

apabila dunia pemikiran hukurn Islam ditandai oleh ciri dan watak yang sangat 

patut dipertanYakan.177 Tidak mengherankan apabila wajah fikih selama ini 

tampak menjadi dingin, suatu wajah fikih yang secara keseluruhan kurang 

'76~bdullah Ahmad An-Naim, "Pemikiran Mahmud Muhammad Thaha Dalam Refonnasi 
Hukum Islam; Implikasi Bagi Hubungan Antar Agama", dalam An-Nur Jmal Studi Islam, 
Yogyakarta: STIQ An-Nur, Vol. 1 No. 2, Februari 2005, hlm. 2 10-21 1. 

'77~bid, hlm.94-95. 



menunjukkan pemihakan (engagement) terhadap kepentingan masyarakat 

manusia. 17' 

Dengan demikian, jelas bahwa yang fundamental dari bangunan 

pemikiran hukurn Islam adalah maslahat, maslahat manusia universal, atau 

keadilan sosial. Tawaran teoritik (ijtihadi), baik yang didukung dengan nas atau 

pun tidak, yang bisa menjamin tenvujudnya maslahat kemanusiaan, dalam 

pandangan ajaran Islam adalah sah, dan m a t  Islam terikat untuk mengambilnya 

dan merealisasikannya. Sebaliknya, tawaran teoritik yang secara meyakinkail 

tidak mendukung terjaminnya maslahat, lebih lebih yang membuka kemunglunan 

terjadinya kemudaratan, dalam pandangan ajaran Islam adalah fasid, dan urnat 

Islam secara orang perorang atau bersama-sama terikat untuk m e n ~ e ~ a h n ~ a . ' ~ ~  

Dengan paradigma di atas, kaidah yang selama ini dipegang oleh dunia fikih yang 

berbunyi: Apabila siatu hadis teks ajaran telah dibuktikan kesahihannya, itulah 

mazhabku, secara meyakinkan perlu ditinjau kembali. Kaidah inilah yang secara 

sistematis telah menggerakkan dunia pemikiran, khususnya pernikiran hukurn, 

dalam Islam lebih mengutamakan bunyi harfiyah nas daripada kandungan 

substansialnya. atau, dalam dunia pemikiran fikih, lebih mengutamakan bunyi 

ketentuan iegal-forrnai daripada tuntutan maslahat (keadilan), yang notabene 

merupakan jiwanya. Sebagai gantinya, kita perlu menegakkan kaidah yang 

berbunyi: jika tuntutan maslahat, keadilan, telah menjadi sah- melalui kesepakatan 

dalam musyawarah- itulah mazhabku. ' 



Dengan tawaran kaidah yang lebih menekankan pada substansi, yaitu 

maslahat-keadilan, bukan berarti segi formal dan tekstual dari ketentuan h u k q  

harus diabaikan. Ketentuan legal-formal-tekstual yang sah, bagaimana pun, hams 

menjadi acuan tingkah laku manusia dalam kehidupan bersama, kalau tidak ingin 

menjadi anarki. Akan tetapi, pada saat yang sama, haruslah disadari sedalarn- 

dalamnya bahwa patokan legal-formal dan tekstual hanyalah merupakan cara 

bagaimana cita maslahat, keadilan, itu diaktualisasilcan dalam kehidupan nyata. 

Ini berarti bahwa ketentuan formal-tekstual, yang bagaimana pun dan datang dari 

sumber apa pun, haruslah selalu terbuka dan atau diyakini terbuka untuk, kalau 

perlu, diubah atau diperbaharui sesuai dengan tuntutan maslahat, cita keadilan. 

Kalau dipertanyakan kedudukan hukurn atau ketentuan-ketentuan legal- 

normatif yang ditawarkan oleh wahyu (teks Al-Quran atau As-Sunnah), dengan 

logika maslahat sosial yang obyektif, bukan derigan logika kekuatan atau 

kepercayaan yang subyektif, maka kedudukan nas tersebut adalah sebagai 

material yang masih hams dibawa untuk ditentukan statusnya dalam menhadapi 

masalah baru ke dalam lembaga permusyawaratan. Apabila kita berhasil 

membawanya sebagai bagian dari kesepakatan orang banyak, ia bedbngsi sebagai 

hukurn yang secara formai-positif mengikat. Akan tetapi, apabila gagal 

memperjuangkannya sebagai kesepakatan, daya ikatnya tentu saja hanya terbatas 

pada orang-orang yang mempercayainya. Dan daya ikat seperti ini paling jauh 

hanya bersifat moral-subyektif, tidak bisa sekaligus formal-obyektif. 

Memang, dengan mempertaruhkan "maslahat dan sekaligus norma 

hukum yang bersumber padanya" pada ijma' lembaga syura, atau keputusan 



lembaga parlemen dalam terrna ketata-negaraan modern, bukan tidak ada 

kelemahannya. Tidak jarang apa yang disebut kesepakatan lembaga syura, 

parlemen, ternyata hanya merupakan hasil rekayasa segelintir elit yang berkuasa. 

Akan tetapi inilah tantangan yang hams dihadapi oleh umat Islam, yang 

sebenarnya adalah juga tantangan bagi rakyat-manusia di mana pun mereka 

berada. Yakni, bagaimana mereka bisa mengusahakan tumbuhnya satu pranata 

kesepakatan umat, di mana rakyat- secara langsung atau melalui wakilnya- dapat 

mengemukakan pendapat dan pilihannya perihal tata kehidupan yang menurut 

mereka lebih mencerminkan cita maslahat dan keadilan.18' 

Penegakan keadilan adalah aplikasi dari nilai-nilai kemaslahatan, namun 

bagairnana cara penegakan iersebut akan sangat bergantung pada kondisi wilayah 

dimana keadilan itu akan ditegakkan. Dalam konteks fikih siyasi, ha1 ini masuk 

dalam kategori al-qonun al-ijra 'ilS2 sebagaimana penulis telah paparkan 

sebelumnya. 

2. Landasan Filosofis keadilan dalam hukum waris 

Kajian komperhensif terhadap masalah keadilan hukurn waris yang 

berlaku di Indonesia, tidak mungkin tanpa melakukan perbandingan antara hukurn 

waris Islam dengan hukum waris BW dan hukurn waris adat. Eksistensi ketiga 

sistem hukurn waris ini berlakunya tidak ada masalah. Jika setiap sistem tersebut 

diberlakukan untuk subyek hukurnnya masing-masing untuk menyelesaikan 

masalahnya, misalnya seseorang yang tunduk pada agama Kristen, haruslah 

konsisten tunduk pada sistem hukurn waris BW. Sedangkan subyek hukurn yang 

181~bid hlm. 98. 
'82~aitu hukum yang menjelaskan aspek-aspek yang berkaitan dengan cara-cara (uslub) 

dan sarana-sarana (wasilah) yang berbeda mengikuti ruang dan waktu. 



beragama Islam tunduk pada sistem hukum waris  slam"^. Karena itu untuk 

menentukan pengadilan mana yang seharusnya menyelesaikan masalah tersebut, 

kita dapat beranalogi dengan ketentuan Pasal63 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa pengadilan agama bagi 

mereka yang beragama Islam, dan pengadilan umum bagi lainnya, maka dalam 

perkara waris pun berlaku sama. Apalagi mengenai perkara waris bagi mereka 

yang beragama Islam berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan Undang-Undang Ncmor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

Sedangkan bagi masyarakat yang bukan beragama Islam dapat diberlakukan 

sistem hukum waris BW atau sistem hukurn waris adat, yang sekarang ini hanya 

berlaku bagi warga negara Indonesia keturunan Eropa dan keturunan Cina yang 

tidak beragama  slam'^^. 

Sistern hukum waris Islam bersumber kepada Al-Qur'an, As-Sunnah, dan 

Ijtihad. Hukum Islam adalah hukum yang fleksibel dan selalu dapat up to date 

dengan perkembangan zaman, termasuk mengenai penegakaan keadilannya. 

Dalam sistem hukum Islam, persatuan harta perkawinan hanya terbatas pada harta 

pencarian yang mereka peroleh selama perkawinan, baik si isteri bekerja atau 

lidak. S e d u k a n  harta bawaan suami atau isteri tetap menjadi hak masing- 

masing. Seperti seorang janda yang dinikahi oleh seorang duda kaya, kemudian 

dalam waktu tiga bulan kemudian suami meninggal dunia, maka hak isteri (janda) 

lS3~fdol,  Penerapan Hukum Waris Islam secara Adil, cet. 1 ,  (Surabaya: Airlangga 
Universi Press, 2003), hlm. 66. 

'Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia menurut Penmdang-undangan, Hukum 
Adat, Hukum Agama Hindu dun Islam, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1991), hlm. 35. 



adalah harta bawaannya sendiri dan separoh harta bersama yang diperoleh selarna 

tiga bulan itu, ditarnbah seperdelapan bagian harta waris jika punya anak.lSs 

Sistem hukurn waris BW menganut asas persatuan harta perkawinan, 

dengan dernikian harta yang diperoleh sebelum atau sesudah perkawinan menjadi 

harta bersama. Jika salah satu meninggal dunia yang masih terikat dalam suatu 

perkawinan, maka harta kekayaan mereka akan terbagi menjadi dua. Harta yang 

diwariskan adalah bagian dari harta orang yang meninggal, sedangkan bagian 

lainnya menjadi milik janda atau duda dari orang yang meninggal dunia.lS6 

Dalam sistem hukum waris adat, harta bawaan dalam masyarakat yang 

patrilineal dikuasai oleh pihak laki-laki dan suami berhak sebagai ahli waris, jadi 

para ahli waris pria saja yang berhak mewarisinya. Sebaliknya bagi masyarakat 

matrilineal, jika ada harta bawaan suami dikuasai oleh isteri. Penguasaan harta 

bawasi pada kedua bentuk masyarakat di atas tidak berarti mutlak oleh suarni 

atau isteri, setiap tindakan penguasaan hams dengan persetujuan pihak lain baik 

isteri atau isteri. Sedangkan di lingkungan masyarakat adat yang Sersifat 

parenta1,atau bilateral harta bawaan yang selama terikat dalam ikatan perkawinan 

dikuasai dan dimiliki m a s i ~ ~ ~ - m a s i n ~ . ' ~ ~  Pengaturan mengenai harta waris di 

daiam masyarakat bilaterailparental ini sesuai dengan rasa keadilan, sebagaimana 

yang terdapat pada sistem hukum waris Islam. 

Ketentuan mengenai siapa saja sebagai ahli waris menurut sistem hukum 

waris BW, Islam dan Adat berbeda-beda, narnun secara garis besar yang dijadikan 

dasar adalah adanya pertalian perkawinan dan pertalian darah. Seperti pada pasal 

18S~fdol,  Op Cit, hlm. 7 1. 
lg6 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: 1984), hlrn. 95. 
187~ilman Hadikusuma, Op Cit, hlrn. 41-42. 



832 KUHPerdata menentukan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah para 

keluarga sedarah, baik sah ataupun luar kawin, d a .  suami atau isteri yang hidup 

lama. 



BAB I11 

KAJIAN TERHADAP HUKUM KEWARISAN DAN WASIAT 

SEBAGAI HUKUM MATERIIL DI INDONESIA 

A. Perkembangan Hukum Kewarisan di Indonesia 

Perkembangan hukum Islam di Indonesia dimulai dengan dabig orang 

Islam di Nusantara dan terus berkembang dengan munculnya kerajaan-kerajaan 

Islam, sehingga kosekuensinya muncul badan peradilan berdasarkan hukum 

Islam, yang pada akhirnya memperoleh bentuk ketata-negaraan dalam masa 

kesultanan Islam pada masa ituIg8. Narnun perjalanan politik hukum yang 

berkembang di Indonesia ini dapat dikaji dari dua segi, yaitu masa sebelum dan 

sesudah kemerdekaan. Pengaruh politik hukum Hindia Belanda ini sampai 

sekarang masih menyisakan pandangan adanya dualisme peradilan. Kondisi ini 

tidak menguntungkan pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Indonesia, sehingga 

pelaksanaan kewenangan Pengadilan Agama masih sangat rendah. 

Pada abad ke-20 Inggris, Perancis dan lain-lain menguasai Afiika dan 

Asia, mengancam negara-negara merdeka untuk Cijadikm propinsi Eropa. 

Sedangkan Belanda di Indonesia sudah memulainya sejak jauh sebelurn itu. 

Belanda di Indonesia menghadapi realitas bahwa sebagian besar penduduk di 

kepulauan Nusantara beragama 1s1am.l~~ Oleh karena itu, pengakuan balakunya 

188~uhammad Daud Ali, Kedudukan Hukum nlslam dalam Sistem Hukum Indonesia, 
(Jakarta: Risalah, 1984), hlm. 7. 

lS9~ernard H.M.Vekke, Nusantara a History of Indonesia, (The Hague, 1959), hlm. 316. 
Lihat juga: Aqib Suminto, Politik Hukum Islam Hindia Belanda, (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 9. 



hukurn Islam di Indonesia oleh Belanda membawa konsekuensi berlakunya 

hukum Islam dalam peradilan bagi orang penduduk aslilgO. 

Pada masa penjajahan Belanda, pada tahun 1855 diterbitkan Regeerings 

Reglement (RR) sebagai bentuk peraturan perundang-undangan. Stb. Tahun 1855: 

2 pasal 75 ayat (3) menentukan bahwa oleh hakim Indonesia hendaklah berlaku 

hukurn agama (godsdienstige wetten) dan kebiasaan penduduk Indonesia. Dan 

ayat (4) menentukan bahwa hukum agama dan kebiasaan harus diterapkan bagi 

mereka oleh hakix Eropa dan pengadilan yang lebih tinggi apabila terjadi 

permintam pemeriksaan .banding (hoger beroep) . Selanjutnya dalam Stb. Tahun 

1855:2 pasal 78 ayat (2) menegaskan bahwa dalam ha1 terjadi perkara perdata 

antara sesame orang Indonesia, atau dengan ~nereka yang dipersamakan, maka 

mereka tunduk pada putusan hakim agama atau kepada masyarakrt menurut 

hukum agama atau ketentuan-ketentuan lama mereka. Sedangkan pasal 109 Stb, 

dimaksud menyatakan ketentuan dalam pasal75 dan 78 b erlaku pula bagi mereka 

yang dipersamakan dengan "inlander" yaitu orang Arab, orang Moor, dan orang- 

orang yang tidak beragama.lgl Jadi Pemerintah Hindia Belanda telah mengakui 

hukum Islam, hukurn yang diterapkan hukum Islam bagi orang Indonesia yang 

beragama Islam, bahkan peradilan yang diberi kewenangan adalah peradilan 

dengan hukum Islam. 

lgO~onsekuensi itu berdasarkan pada pandangan LWC. Van Den Berg mengenai teori 
Receptio in Complexu, yang menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam, 
sebab mereka telah memeluk agama Islam meskipun dalam peleksanaannya terdapat 
penyimpangan-penyimpangan. Karena itu, ia mengusahakan agar hukum kewarisan dan 
perkawinan Islam dijalankan oleh hakim-hakim Belanda dengan bantuan penghulu atau qadli 
Islam. Baca: Sayuti Thalib, Receptio a Contrario (Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam), 
(Jakarta: Bina Cipta, 1982), hlm. 16. 

lgl~fdol ,  Op Cit, hlm. 3 1-33. 



Keberadaan peradilan agama secara formal diaicui berdasarkan keputusan 

Raja Belanda Nomor 24 tertanggal 1 9 Januari 1 882 yang dimuat dalam Stb. 1 88 1 

Nomor 152 tentang Bepalingen Betrefende de Priesterradden op Java en 

Madura. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 1882 yang dirnuat 

dalam Stb, 1882 nomor 153.1g2 

Periode di atas b e r W  sejak muncul kritikan Cornelis Van 

Vollenhoven. Ia merupakan peletak dasar hukurn adat Indonesia, yang menentang 

penggantian hukum adat dengan hukum barat yang dilakukan pemerintah Hindia 

Belanda untuk tujuan melindungi pengkristenan penduduk Hindia ~ e l a n d a " ~  

lebih-lebih perubahan pengkerdilan berlakunya hukurn Islam terjadi sejak 

Christian Snouck ~ u r ~ r o n j e " ~  dengan teori Receptie-nya mengemukakan 

pendapat yang bertentangan, yaitu bahwa sebenamya yang berlaku di Indonesia 

adalah hukum adat asli, h a !  Islam baru mempunyai kekuatan sebagai hukum 

apabila dikehendaki dan diterima oleh hukum adat. Sehingga keberadaan hukum 

Islam dan pengadilan agama berangsung-angsur kemudian dirubah dengan Stb. 

1937 Nomor 1 16. Dan pada tahun yang sarna juga dikeluarkan ordonmtie yang 

yang mengatur peradilan agama di sebagian Kalimantan Selatan dan Timur yang 

dirnuat dalarn Stb, 1937 Nomor 638 dan 639. 

192~fdol, Penerapan Hukum Waris lslam Secara Adil, (Surabaya: Airlangga Universty 
Press, 2003)), hlm. 32. Lihat dan bandingkan dalam Habiburrahman, Rekontrukii Hukum . 

Kewarisan Islam dilndonesia, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 79-81. 
193~andingkan: Soepomo, Bab-Bab tentang Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 

1977), hlm. 10. Lihat juga: Sayuti Thalib, Op Cit, hlm. 19. 
lg4seorang penasehat Pemerintah Hindia Belanda yang ahli tentang Islam dan anak 

negeri 



Pada masa kemerdekaan Republik Indonesia, di tahun 1957 dikelwkan 

PP. Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan AgarnafMahkamah 

Syariah di luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara 1957 Nomor 99), kecuali 

daerah luar Jawa dan Madura yang telah diatur dengan Stb. 1937 Nomor 638 dan 

639. Selanjutnya pada tahun 1989 dikelwkan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama, sebagai peradilan khusus dengan kewenangan mengadili 

perkara perdata tertentu dan untuk golongan penduduk tertentu pula. Kemudian 

undang-undang tersebut diadakan perubahan dengan diberlakukannya W Nomor 

3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama, yang kompetensi absolutnya berdasarkan pasal 49 adalah 

remeriksa, memutus, dan menyelesiakan perkara-perkara di tingkat pertarna 

antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, kewarisan, 

wasiat, hibah, wakaf, sedekah dan ekonomi syariah, sedangkan hukum materiil 

yang diterapkan di pengadilan agama tidak selalu sama dengan apa yang diajarkan 

oleh para fuqaha'(ah1i hukum Islam) dalarn litertur klasik, karena terkadang 

berpedoman pada hukum positif yang mengaturnya. 

Di Indonesia, hukum Islam merupakan hukum yang h~dup dan inheren 

daiam kehidupan urnat Islam, hukurn Islam yang telah menjadi bagian dari 

kehidupan tidak lagi dirasakan sebagai norma yang dipaksakan berlakunya dari 

l w  diri mereka, malah sering digunakan untuk memperlancar pelaksanaan 

kebij aksanaan pemerintah, seperti program KB lg5. Menurut Sudirman Tebba, 

'g5~udirman Tebba, Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia: Stdi Kmus Hukum 
Keluarga dun Pengkodifzkmiannya, Cetakan 1, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 13- 14. 



terdapat dua varian yang menonjol mengenai perkembangan hukurn Islam di Asia 

Tenggara, yakni: 

1. Hukurn Islam telah berubah dan bergeser dari orientasinya yang 

menekankan pada persoalan ibadah di masa lalu menjadi persoalan 

muamalah dewasa ini; 

2. Perkembangan kontemporer bahwa perdebatan hukum itu tidak lagi 

hanya mengacu kepada mazhab yang dipegang selama ini, yakni mazhab 

Syafi'i. malah perdebatan hukum kadang-kadang tidak mengacu kepada 

pemikiran mazhab terdahulu, tetapi langsung menghadapkan persoalan 

hukum itu kepada tuntutan masyarakat sekaranglg6. 

Perkembangan kontemporer hukum Islam di Indonesia antara lain telah 

diundangkannya W Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, W 

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, W Nomor 13 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Haji, W Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 

serta upaya agar KHI yang disosialisasikan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 

Tahun 1991 segera direvisi dan dibuat undang-undang hukum terapan di 

pengadilan agama. KHI telah menghasilkan kajian kritis di kalangan akademisi, 

karena kehadiran KHI teiah mendorong kesatuan pandang akan pelaksanaan 

hukum Islam di Indonesia. 



B. Sistem Hukum Kewarisan Islam 

1. Pengertian kewarisan dan ruang lingkupnya 

Hukum kewarisan tidak dapat dipisahkan dengan obyeknya yaitu harta 

peninggalan. Harta peninggalan dalam bahasa hukum Islam disebut tirkd~.'~~ 

Selanjutnya akan digunakan istilah harta peninggalan. Ia merupakan obyek dari 

keseluruhan sistem kewarisan dalam hukurn Islam, di antaranya juga sebagai 

obyek hukum wasiat, karena itu sejauhmana cakupan dan ruang lingkup dari harta 

peninggalan tersebut dalam kontek hukum kewarisan Islam. 

Harta peninggalan adalah segala sesuatu benda atau yang bernilai 

kebendaan yang dapat dimiliki, yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal 

dunia, yang dibenarkan oleh syxa' dan dapat ditasharrufkan kepada para ahli 

waris atau orang lain.'" Segala sesuatu benda atau yang bemilai kebendaan itu 

harus diartikan dalam cakupan yang lebih luas, yaitu: 

a Kebendaan atau sifat yang bernilai kebendaan, seperti benda tetap, benda 

bergerak, piutang orang yang mati yang belum terbayarkan; 

b. Hak-hak kebendaan, seperti hak paten terhadap karya seni, buku, merk; 

c. Hak-hak di luar kebendaan, seperti hak khiyar, hak syuf ah, hak manfaat atas 

barang; 

d. Benda-benda yang masih tersangkut dalam hak oamg lain, seperti benda yang 

sedang digadaikan, benda maskawin yang terhutang, barang yang dibeli dan 

telah dibayar tetapi barangnya belum diterima ketika mati. 

197 Mu hammad Yusuf Musa, At-Tirkah wa al-Miras Ji al-Islam, (Libanon: Dar al-Fib, 
1379 W1960), hlm. 1 1. Bandigkan: Muhammad Ali As-Sobuni, Al-Mawaris Ji asy-Syari'ah al- 
Islam iyah 'ala doui al-Kitab wa as-Sunnah, (Makkah: Huquq at-Tabi' Mahhdah, 1979 MI1399 
H), hlm. 29-30. 

'98~atchuurahman, Ilmu Waris, (Jakarta: Bulan bintang, 1976), hlm. 21. 



Ibnu Hazm dan kalangan mazhab Hanafi mengartikan harta peninggalan 

adalah harta benda yang ditinggalkan orang yang mati yang tidak mempunyai 

hubungan hak dengan hak orang lain. Jadi mereka membatasi pada yang pertarna 

dan kedua di atas. Karena itu hak tidak dapat diwarisi kecuali kalau hak itu 

mengikuti kepada b e n d a ~ ~ ~ a ' ~ ~ .  Sedangkan kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan 

Hanbali mengartikan harta peninggalan adalah segala yang ditinggalkan oleh 

orang yang mati, baik berupa harta benda maupun hak-hak, baik menyangkut hak 

kebendaan maupun bukan kebendaar,, tetapi Imam Malik tidak memasukkan hak 

yang tidak dapat dibagi, seperti hak me~jadi wali nikah. Hal ini berdasarkan 

hadits riwayat dari Ibnu Qudamah Nabi ber~abda:~" GJ& 91 4j &. yang 

artinya: "Barangsiapa meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka (hak atau 

harta) itu untuk ahli warisnya". 

Kitab Undang-Undang Htkurn Waris Mesir pasal4 mendefinisikan harta 

peninggalan adalah "segala yang ditinggalkan oleh orang yang mati yang 

mencakup seluruh harta atau tanggungan yang berhubungan dengan hak orang 

lain, biaya perawatan, pelunasan hutang, sisa yang diwasiatkan, dan yang 

diterimakan kepada ahli ~ a r i s " ~ ~ ~ .  Sedangkan dalam KHI mendefinisikan harta 

peninggalan adalah "harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta 

benda yang menjadi rniliknya maupun hak-haknyaW2O2. 

Harta peninggalan dalam konsep hukurn kewarisan Islam dapat diartikan 

sebagai proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah mati, baik 

199~bid, hlm. 22. 
200~bid, hlm. 23. 
2 0 1 ~ ~ ~ ~  Mesir, pasal4 ayat (I), (2), dan (3). 
'02 KHI Bab I Ketentuan Umum pasal 17 1 huruf d. 



berupa benda-benda wujud maupun berupa hak-hak kebendaan kepada ahli 

waris203nya yang dinyatakan berhak menurut hukum204. Demikian juga dalam 

masalah wasiat205. 

Pembagian harta peninggalan dalam hukum Islam pada dasarnya telah 

mensyaratkan adanya kematian pewaris, untuk proses terjadinya kewarisan 

maupun wasiat, karena itu pemberian sebagian harta yang tidak disandarkan 

kepada kematian orang yang merniliki harta tersebut tidak dapat disebut sebagai 

proses pembagian harta peninggalan. 

2. Dasar-dasar Pembagian Harta Peninggalan 

Landasan atau dasar yang menjadi ketentuan pembagian harta 

peninggalan adalah: Pertama, apabila pembagian itu berhubungan dengan 

kewarisan adalah berdasarkan Al-Qur'an Surat an-Nisa' (4): 7, 1 1, 12, dan 176. 

kedua, apakila pembagian itu berhubungan dengan wasiat adalah berdasarkan Al- 

Qur'an Surat Al-Baqarah (2): 180, Surat an-Nisa' (4): l l ,  12, dan Surat al-Maidah 

(5): 106. 

Ketentuan pembagian waris juga didasarkan pada hadis Nabi yang 

diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, Nabi ber~abda:"~ 

Zo3~ang  dimaksud ahli waris adalali orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai 
hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak 
berhalangan karena hukum untuk menjadi ahli waris, lihat KI-II Bab I Ketentuan Umum pasal 171 
huruf c. 

2 0 4 ~ h ~ a d  Azhar Basyir, Hukum Kewarisan menurut Hukum Islam dun Hukum Adat, . 
(Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UII, 1981), hlm. 9. 

20S~ang dimaksud wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain 
atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Lihat dalam KHI Bab I 
Ketentuan Umum pasal17 1 huruf f. 

206~uhammad Fuad Abdul Baqi, AI-Lu 'lu ' wa al-Marjan, Juz 3, hlm. 183. 



3: &J 3-(u 4 & 6 L4.hk & I 4 1  yang artinya; "Berikanlah bagian- 

bagian kepada aldi warisnya, maka apabila ada lebih adalah bagi laki-laki 

terdekat". Dalam hadis lain yang diwayatkan oleh Muslim clan Abu Daud dari 

Ibnu Abbas, Nabi ber~abda:~'~ 

pi J+J JJ 9 & 3233 A! yu & jbj & W! Id!, yang artinya: 

"Bagilah harta itu di antara ahli waris berdasarkan ketentuan kitab Allah (Al- 

Qur'an), maka sisanya untuk yang laki-laki". 

Bagi m a t  Islam, melaksanakan ketentuan pembagian harta peninggalan 

sesuai dengan ketentuan syariat itu merupakan keharusan, sebab Allah akan 

memberikan jaminan masuk surga untuk selama-lamanya bagi orang yang 

mematuhinya, dan &an dimasukkan ke neraka selama-lamanya bagi orang yang 

tidak mematuhinya. Janji dan ancaman Allah ini berdasarkan surat an-Nisa (4): 13 

dan 14 berb~nyi :~ '~  

artinya: "Itulah hukum Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul- 
Nya. Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya 
sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung 
(13) Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar hukurn- 
Nya, niscaya Ailah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya, 
dan dia akan mendapat azab yang menghinakan". 

207~mam Al-Baihaqy, Sunan al-Kubra, Juz 6, hlm. 258, Hadis no. 12270. Selanjutnya 
periksa: riwayat Abd al-razak, juz 10, hlm 249 hadis no. 19004, Muslim, Juz 3, hlm. 1234, Hadis 
no. 1615, Abu Daud, Juz 3, hlm. 122, Hadis no. 2898. Ibnu Majah, Juz 2, hlm. 915, Hadis no. 
2740. Ahmad, Juz 1, hlm. 3 13, Hadis no. 2862. Dar al-Quthny, Juz 4, hlm. 70. Dan Abu 'Iwanah, 
Juz 3, hlm. 437, Hadis no. 5599. 

2 0 8 ~ ~ . ~ n - ~ i s a  (4): 13 dan 14. 



Kristalisasi ketentuan pembegian harta peninggalan tersebut sebagian 

telah dirumuskan menjadi kaidah hukurn dalam KHI Buku I1 Bab I sampai dengan 

Bab V mulai dari pasal 171 sarnpai dengan pasal209, baik yang berkaitan dengan 

ketentuan kewarisan maupun ketentuan wasiat yang berlaku bagi orang-orang 

yang beragama Islam di Indonesia. Adapun mengenai harta peninggalan, masalah 

perawatan jenazah, pelunman hutang, orang-orang yang terhalang mewarisi 

karena sebab, seperti beda agarna, belum terumuskan dalam KHI, sebagai contoh 

jika tidak memungkinkan berdasarkan kete~tuan kewarisan, maka dimunglunkan 

dengan ketentuan wasiat, seperti ahli waris non-muslim. 

Pelaksanaan hak yang berhubungan dengan harta peninggalan itu, 

menurut jumhur fuqaha', ada empat tertib pelaksanaan yaitu biaya perawatan, 

pelunasan hutang-hutang orang y,ang mati, kvasiat, dan pembagian waris. 

3. Asas-asas dan prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam 

a. Asas- asas Hukum Kewarisan Islam 

Pelaksanaan setiap hukum tidak dapat dilepaskan dari keterkaitannya 

dengan asas hukum sebagai landasan idealnya, karena asas hukum itu sebagai 

langkah awal dari penerapan hukum tersebut. Demikian halnya dengan hukum 

kewarisan Islam yang operasionalnya akan tunduk kepada asas-asas hukum 

sebagai berikut: 

1. Asas ljbari (paksaan) 

2. Asas bilateral-Individual 

3. Asas penyebarluasan dengan di lingkungan keluarga 



4. Asas persamaan hak dan perbedaan bagian?09 

Sistem hukum kewarisan Islam mengenai pemindahan harta dari orang 

yang telah meninggal dunia kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya secara 

otomatis. Tidak ada seorangpun atau lembaga yang dapat menghalangi d q  

menangguhkan pemindahan tersebut. Artinya antara pewaris dan ahli waris, dalam 

hal ini dipaksa (ijbari) menerima dan membagikan harta warisan sesuai dengan 

ketentuan bagian masing-masing210. Apabila dalam prakteknya ahli waris setelah 

menerima, kemudian memberikan atau menyumbangkan bagiannya kepada orang 

atau lembaga lain, maka hukumnya boleh sepanjang tidak bertentangan dengan 

syara'. Hal yang penting dan pokok adalah setelah semua itu diketahui bagian 

masing-masing clan diterima ahli waris dengan akad yang jelas. 

Demikian juga dalam Wasiat Wajibah berlaku asas ijbari berdasarkan 

perintah undang-undang atau keputusan hakim bagi ahli waris yang menurut 

ketentuan hukum tidak dapat mewarisi, seperti ahli waris non-muslim. Dan 

pemindahan harta tersebut semata-mata karena kematian orang yang merniliki 

harta. Artinya asas itu berlaku dengan sedirinya dan hanya berlaku ketika orang 

tersebut telah meninggal dunia, serta tidak berlaku ketika orang yang memiliki 

harta masih hidup. 

Istilah bilateral yang dimaksud dalam sistem ketumnan menurut Hazairin 

adalah kesatuan kekeluargaan dengan menghubungkan dirinya dalam hal 

2 0 9 ~ b d ~ 1  Ghofur Anshari, Filsahat Hukum Kewarisan Islam (Konsep Kewarisan Bilateral 
Hazairin), (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 34-36. 

"'lbid, hlm. 34. Bandingkan: Amir Syarifuddin, Pembaharuan Hukum Islam di 
Indonesia, In Memoriam Prof: Dr. Hazairin, cet. 1, (Jakarta: UI Press, 1976), hlm. 18-19. 



keturunan kepada pihak ibu dan bapak2". Konsep bilateral ini apabila 

dihubungkan dengan hukum kewarisan akan bermakna ahli waris dapat menerima 

hak warisnya dari kedua belah pihak, baik pihak kerabat laki-laki maupun 

perempuan212. Sedangkan pengertian individual adalah harta peninggalan pewaris 

dapat dimiliki secara perorangan oleh ahli warisnya, bukan dimiliki secara 

kolektif, seperti adat masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Adapun yang 

dimaksud dengan bilateral-individual merupakan asas dalam kewarisan Islam, 

adalah bahwa setiap laki-laki dan perempuan dapat menerima hak kewarisan dari 

pihak kerabat ayah maupun ibu. Harta bagian masing-masing dimiliki secara 

individual sesuai dengan bagian masing-masing. 

h a s  ini diketahui dari substansi Al-Qur'an yang berhubungan dengan 

ayat kewarisan (Swat An-Nisa' (4): 7, 1 1, 12, 3 3, dan 176). Ayat-ayat tersebut 

memberi penegasan bahwa laki-laki dan perempuan merniliki hak sama dalam 

mewarisi dari pewaris dengan bagian tertentu. Sedangkan dalam hukum wasiat 

yakni wasiat kepada ahli waris yang tidak mendapat bagian waris, seperti ahli 

waris non-muslim. Asas ini diketahui dari nash (Swat Al-Baqarah (2): 180, Swat 

An-Nisa' (4): 1 1 - 12, dan Swat Al-Ma'idah (5): 106). Ayat-ayat tersebut memberi 

penegasan bahwa ibu-bapaic dan karib-kerabat baik laki-laki dan perempuan yang 

tidak berhak mewarisi dapat menerima wasiat, dengan ketentuan maksimal 

sepertiga harta peninggalan. 

'"~azairin, Hukum Kekeluargaan Nmional, (Jakarta: Tinta Mas, 1982), hlrn. 1 1. 

212~badul G h o k  Anshari, Loc Cit. Baca: Hazairii, Hukum Kewarisan Bilateral menurut 
Al-Qur 'an dun Hadits, (Jakarta: Tinta Mas, 1982). 



Dalam sistem hukum kewarisan Islam, pembagian harta peninggalan 

mempunyai kemungkinan untuk menyebar dalam lingkungan keluarga yang lebih 

luas, tidak hanya kepada anak-anak saja, tetapi juga kepada isteri atau suami, 

orang tua terus ke atas, saudara-saudara, cucu ke bawah, dan keturunan saudara- 

saudara. Penyebarluasan tersebut tetap dibatasi pada kelompok keluarga, baik 

lcarena perkawinan maupun karena hubungan nasab (keturunan). Lebih jelasnya 

hukum kewarisan Islam membagi tiga kelompok ahli waris, yaitu Pertama, ahli 

waris utama yang selalu mewarisi yaitu suami atau Isteri, anak laki-laki, anak 

perempuan, ibu, dan bapak, kelompok laki-laki dalam hubungan nasab sebagai 

asabah. Kedua, ahli waris tidak utama yang tidak selalu mewarisi, hak mewarisi 

mereka tergantung dengan ahli waris utarna karena hubungan nasab. Dan Ketiga, 

ahli waris pelengkap atau menyamping (Dzaw al-arham), mereka mewarisi 

apabila ahli waris utama kareca hubungan nasab tidak ada. Sedangkan ahli waris 

yang tidak menerima warisan karena terhalang, yang hubungannya lebih dekat 

dengan si mati berhak menerima Wasiat Wajibah, seperti cucu yang ditinggal mati 

ayahnya mendahului kakek atau neneknya, anak laki-laki atau perempuan karena 

perbedaan agama dengan orang tuanya. 

Asas persamaan hak dalam hukum kewarisan Islam terletaic pada 

persamaan dalam hak mewarisi harta ibu-bapak dan kerabatnya, baik laki-laki dan 

perempuan tanpa memandang usia, bahkan termasuk juga anak yang masih dalam 

kandungan. Sedangkan perbedaan antara ahli waris terletak pada bagian yang 

telah ditetapkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Perbedaan ini disesuaikan dengan 

perbedaan beban kewajiban yang ditunaikan dalam keluarga. Laki-laki mendapat 



bagian yang lebih besar daripada perempuan, karena secara umum laki-laki 

membutuhkan materi yang lebih besar untuk membelanjai keluarga, di samping 

itu laki-laki memiliki kewajiban ganda, yaitu kewajiban untuk dirinya sendiri dan 

kewajiban terhadap k e l ~ a r ~ a n ~ a . ~ ' ~  Sedangkan anak mendapat bagian lebih besar 

daripada orang tua, karena anak memilcul kewajiban sebagai pelanjut orang tua 

untuk meneruskan kehendak, kebutuhan, cita-cita, dan eksistensi keluarga. 

b. Prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam 

Rumpun hukurn kewarisan Islam apabila ditelusuri dari saat 

pembentukan dan perkembangannya ternyata mengandung dua unsur pranata 

sosial pada masa awal Islam datang, yaitu: 

1) Adat kebiasaan Arab pra Islam; dan 

2) Peraturan-peraturan yang dibawa Al-Qur'an dan ~ s - ~ u n n a h ~ ' ~ .  

Tampak pembaharuan yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw dengan 

syariat Islam itu merupakan lapisan atas dari suatu bangunan lama hukum 

kebiasaan Arab pra Islam pada waktu itu. Syariat Islam telah menyempurnakan 

dan memperbaiki berbagai kepincangan sosial dan ekonomi yang berlaku pada . 

masa itu, seperti dalam masalah kewarisan tampak bahwa prinsip hukum 

kewarisan pra Islam itu mengutamakan laki-laki dan mengabaikan wanita215. Hal 

213 Abdul Ghofur Anshari, Op Cit, hlm. 36. Baca: Qs. An-Nisa' (4): 34. 

2 ' 4~sa f  AA. Fyzee, Pokok-Pokok Hukum Islam, Jilid I1 Alih Bahasa: Arifin Bey, 
(Jakarta: Tinta Mas, 1955), hlm. 232. 

2'5~arena semua golongan wanita tidak berhak menjadi ahli waris, dan yang berhak 
menjadi ahli waris hanya golongan laki-laki yang terdekat dengan pewaris. Lihat dalam 
Fatchurrahman, Op Cit, hlm. 1-4. 



ini tarnpak jelas adanya diskriminasi bahwa prinsip kewarisan pra Islam secara 

rinci sebagai berikut: 

1) Anggota keluarga laki-laki di garis bapak yang terdekat berhak 

mewarisi; 

2) Kawn wanita tidak berhak mewarisi; 

3) Keturunan lakli-laki lebih berhak daripada leluhur dan leluhur lebih 

berhak daripada keluarga menyamping; 

4) Apabila keluarga pada garis bapak itu sama jaraknya, maka harta itu 

dibagi sama. 

Prinsip-prinsip tersebut di atas hams diperhatikan dalam perspektif 

pembaharuan hukum, karena pembahanran utama hukum Islam itu tidak berarti 

merombak atau mengganti secara keseluruhan hukum yang telah ada dan pemah 

berlaku, melainkan bersifat memperbaiki, melengkapi dan menyusun sistem 

hukurnnya. Hal ini dapat dilihat dan bandingkan struktur ahli waris dalam prinsip 

kewarisan pra Islam tersebut dengan prinsip kewarisan dalam hukum Islam yang 

berusaha menempatkan semua ahli waris secara proporsional, dan ini merupakan 

bangunan dasar dan merupakan prinsip umurn dalam sistem hukurn kewarisan 

Islam, yaitu2'7: 

1) Suami atau isteri dijadikan ahli waris; 

2) Kawn wanita dan keluarga di garis ibu berhak mewarisi; 

3) Ibu bapak dan seterusnya dalam garis ke atas berhak mewarisi, meskipun 

ada keturunan laki-laki dalam garis menurun; 

216~bid. hlm. 83. 
217~bid, hlm. 85. 



4) Sebagai ketentuan m u m ,  ahli waris wanita diberi bagian seperdua yang 

diterimakan ahli waris laki-laki. 

Sehingga sistem hukum kewarisan Islam ini mengandung empat sifat dan karakter 

yang khas, yaitu: 

1) Al-Qur'an secara rinci menetapkan bagian-bagian tertentu kepada ahli 

waris tertentu secara individual (ashab al-furud); 

2) Sisanya diberikan kepada ahli waris dari keluarga garis bapak ( 'asabah); 

3) Apabila ahli waris dari ashab al-fuvud dan 'asabah tidak ada, maka ahli 

waris dari keluarga pada garis ibu berhak menerimanya (zawi al-arham); 

4) Wasiat dibatasi maksimal sepertiga dari harta peninggalan. 

Hukum kewarisan Islam telah memberikan gambaran yang sangat 

dinamis dan luwes dalam memperbaiki struktur sosial masyarakat. Karena itu, 

setelah memperhatikan prinsip umum dan karakter hukurn kewarisan Islam di atas 

pada akhirnya telah melahirkan beberapa prinsip dan mendasar dalam peleksanaan 

hukurn kewarisan Islam, yaitu:218 

1) Hukum kewarisan Islam menempuh jalan tengah sebagai alternatif antara 

memberi kebebasan kepada seseorang mtuk mernindahkan harta 

peninggalan dengan jalan wasiat kepada orang yang dikehendaki; 

2) Pembagian warisan merupakan ketetapan hukum, pewaris tidak dapat 

menghalangi ahli waris untuk menerima haknya tanpa hams ada pernyataan 

menerima dengan sukarela atau keputusan hakim; 

2'8~hamad Azhar Basyir, Op Cit, hlm. 10 - 12. 



3) Pembagian warisan terbatas pada lingkungan keluarga, karena adanya 

hubungan perkawinan dan hubungan keturunan yang sah, 

4) Hukum kewarisan Islam lebih cenderung untuk membagikan harta warisan 

kepada sebanyak mungkin ahli waris, dengan memberi bagian tertentu 

sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan As-Sunnah, seperti memberikan 

kepada ayah, ibu, suami atau isteri, anak-anak, saudara dan lain sebagainya; 

5) Hukurn kewarisan Islam tidak membedakan hak anak-anak atas harta 

warisan, apakah anak-anak yang sudah besar, yang masih kecil, yang baru 

lahir, atau yang masih dalam kandungan, semua berhak atas harta warisan. 

Tetapi perbedaan besar kecil bagian dilaksanakan sejalan dengan perbedaan 

besar kecil beban dan tanggung jawab yang harus ditunaikan dalam 

keluarga; 

6 )  Hukum ke-.varisan Islam membedakan besar kecil bagian-bagian tertentu 

ahli waris diselaraskan dengan k e b ~ ~ a n n y a  dalam hidup sehari-hari, di 

samping memandang jauh dekatnya hubungannya dengan pewaris; 

7) Orang laki-laki dan orang wanita mempunyai hak yang sama atas harta 

warisan, seperti seseorang mati meninggalkan ahli waris seorang anak laki- 

laki dan seorang anak perempuan, maka haria warisan itu dibagi tiga bagian 

sama banyaknya. Anak lakilaki mendapat dua bagian dan anak perempuan 

mendapat satu bagian. 

Prinsip-prinsip di atas ternyata memberikan keseimbangan antara 

kepemilikan harta secara mutlak dengan penggunaan harta miliknya, artinya tidak 

diperkenankannya seseorang sesuka hatinya memindahkan seluruh harta 



peninggalannya kepada orang lain, karena hal ini akan menimbulkan efek negatif 

dan menciderai perasaan hati keluarga yang ditinggalkan, mereka merupakan 

penerus cita-cita hidupnya. Maka tidak adil apabila ada seseorang meninggal 

dunia semestara anak keturunannya tidak mendapat bagian harta warisan sama 

sekali, padahal justru orang lain mendapat seluruh harta peninggalan, seperti yang 

terjadi pada anak angkat pada hukum barat. Hukum kewarisan Islam membatasi 

kepada orang yang hendak menggunakan hartanya yaitu dengan jalan wasiat dan 

maksimal hanya sepertiga bagian. 

Di samping prinsip utama dalam uraian di atas, perlu juga diperhatikan 

empat prinsip tambahan di luar yang menjadi prinsip dasar sistem hukum 
. . 

kewarisan Islam secara substansial, dan empat prinsip tambahan dalam 

melaksanakan hukurn kewarisan Islam itu adala l~ :~ '~  

1) Dalam hukurn kewarisan Islam tidak ada pzrbedaan antara harta bergerak 

dan harta tidak bergerak, harta bersama dan harta terpisah (gono-gini), 

karena konsepsi hukurn Islam tentang harta adalah meliputi semua bentuk 

harta dan mengandung kedua seginya baik harta nyata atau manfaatnya; 

2) Hukum kewarisan Islam tidak mengakui hak yang didapat karena lahir, 

sebab hak mewarisi &an thdbui pada saat kematian, pemindahannya sangat 

pasti, maka kematianlah yang menjadi pedoman satu-satunya; 

3) Prinsip penggantian waris atau perwakilan clan kewarisan kepada orang- 

orang yang tidak berhak mewarisi ini tidak diatur dalam hukum kewarisan 

'"Asaf AA. Fyzee, Op Cit, hlm. 237. 



Islam. Hukum Islam menyediakan solusi pemecahannya dengan jalan 

wasiat; 

4) Keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan orang yang mati lebih 

diutamakan dari orang yang lebih jauh, yang lebih kuat hubungannya 

dengan orang yang mati lebih diutamakan dari orang yang lebih lemah 

hubungannya, seperti ayah lebih diutamakan dari kakek dan saudara 

kandung lebih diutamakan dari saudara seayah. 

4. Prinsip hajib mahjub 

Posisi ahli waris itu secara umurn, adakalanya berada pada garis lurus ke 

atas, atau berada pada garis lurus menurun, atau berada pada garis menyamping, 

sehingga dalam menentukan siapa di antara para ahli waris itu yang berhak 

mewarisi, maka hukum kewarisan Islam menganut prinsip hajib mahjub 

(penyingkiran) sebagai patokm- dasar dalam mewujudkan kemaslahatan dan 

keadilan dalam penerapan prinsip-prinsip kewarisan di atas. Hajib mahjub adalah 

tertutupnya seorang ahli waris tertentu secara keseluruhan atau sebagian 

penerirnaannya oleh ahli waris yang terdekat derajatnya dengan orang yang mati. 

Prinsip hajib mahjub ini hanya berlaku dalam sistem pembagian waris, 

sedangkan masalah ahli waris non-muslim tidak termasuk dalam prinsip hajib 

mahjub, namun ia dielirninasi atau tersingkir berdasarkan ketentuan mawani 'ul 

iri? Sedangkan dalam pasal 175 KHI, masalah ahli waris beda agama sebagai 

penghalang menerima waris. Tampaknya ada kesengajaan tidak dirumuskan 

220 Mawani'ul iris adalah seorang ahli waris akan terhalang untuk mendapat harta waris, . 

apabila ahli waris tersebut membunuh pewaris, atau karena beda agam dengan pewaris. .., Periksa: 
Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fikih Al-Zslami waadilatuh, Juz. 10 (Beirut: Dar al-Fikr al-ma'asir, 2002 
MI1422 H), hlm. 7709-7722. 



sebagai kompromi hukum Indonesia, melainkan disebutkan secara tersirat dalarn 

pasal 171 huruf c KHI yang berbunyi "Ahli waris adalah orang yang pada saat 

meninggal dunia mempunyai hubungai darah atau hubungan perkawinan dengan 

pewaris, beragama Islam dan tidak berhalangan karena hukurn untuk menjadi ahli 

waris". Karena itu, secara tekstual bertentangan dengan ketentuan mawani 'ul iris 

dalam sistein kewarisan Islam, sehingga pasal 175 hams diabaikan dalam 

pertimbangan hakirn. 

Ahli waris non-mus!im menurut hukum Islam secara tegas tidak akan 

mendapatkan bagian melalui jalur pembagian waris, akan tetapi hukurn Islam 

memberikan solusi agar mendapat bagian melalui jalur pembagian harta 

peninggalan221 

Hajib mahjub ini memiliki dua sifat yang khas, yaitu:222 

a. Hajib mahjub yang tidak sempurna 

Hajib mahjub yang tidak sempurna artinya penyingkiran dari satu bagian 

dan memperkenankan mewarisi pada bagian yang lain, seperti anak perempuan 

adalah ahli waris yang ditentukan dalam Al-Qur'an. Karena ada anak laki-laki, 

maka anak perempuan tersingkir dari ahli waris yang bagiannya telah ditentukan 

dalam Al-Qur'an menjadi ahli waris asabah bersama anak laki-laki. Ibu juga 

demikian. Karena ada anak yang seharusnya mendapat bagian sepertiga bagian, 

kemudian bagian ibu menjadi seperenam, dan seterusnya. 

b. Hajib mahjub yang sempurna 

221~bid, hlm. 7722-7725. 
222~saf  AA. Fyzee, Op Cit, hlm. 239. 



Hajib mahjub ini ada dua kategori, yaitu: Pertama, kategori ahli waris 

utama yang tidak pernah tersingkir (terhijab), tetapi dapat menyingkirkan ahli 

waris lain. Ahli waris itu adalah suami atau isteri, bapak, ibu, anak laki-laki, dan 

anak perempuan. Kedua, kategori ahli waris yang tidak utama, masing-masing 

dapat tersingkir oleh ahli waris yang lain, seperti saudara laki-laki adalah ahli 

waris tetapi ia dapat tersingkir oleh anak laki-laki atau oleh bapak. 

Dengan adanya prinsip hajib mahjub ini, maka akan ada ahli waris yang 

tidak memperoleh bagian harta warisan atau kalau memperoleh, hanya bagian 

yang cukup kecil. Oleh karena itu, menurut hukum Islam, adalah sah apabila jalan 

wasiat itu dijadikan alternatif penyelesaian terhadap para ahli waris yang karena 

sebab tertentu terpaksa tidak memperoleh bagian harta warisan. 

5. Ketentuan pokok pembagian harta warisan 

Sistem hukum kewarisan Islam yang dianut di Indonesia yang tercermin 

dalam KHI adalah sistem hukum kewarisan sunni", yang menetapkan tiga 

komponen pokok dan satu komponen tambahan dalam pembagian waris, dengan 

memperhatikan prinsip hajib mahjub, mak: Pertama, ahli waris yang bagian- 

bagiannya telah ditentukan dalam Al-Qur'an, yang disebut zaw a1 furud, Kedua, 

ahli waris pada garis bapak, yang disebut 'asabah, Ketiga, ahli waris pada garis 

ibu, yang disebut zaw al-arham. Di samping itu, masih ada ahli waris golongan 

pelengkap. Ia akan memperoleh hak mewarisi dalam keadaan istimewa, antara 

"3~istem hukum kewarisan sunni adalah sistem kewarisan yang didasarkan kepada 
klasifikasi yang berhak dalam pembagian harta peninggalan yang dijelaskan pada fikih empat 
mazhab, yakni mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbali. Lihat dalam 
Wahbah al-Zuhaili, AI-Fikih al-Islamy w a  Adilatuhu, Juz 10, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1422 W2002 
M> 



lain, ahli waris karena perjanjian (wala'), anggota keluarga yang didaku, ahli 

waris umurn, dan negara. Kelompok ini akan mewarisi apabila orang yang mati 

itu tidak meninggalkan ahli waris sama sekali (punah). 

Menurut ketentuan sistem hukum kewarisan Islam di atas, prioritas 

pembagian harta warisan itu selalu diberikan kepada kelompok ahli waris utarna, 

yaitu zaw alfirud dan kelo~npok ahli waris 'asabah, yang pelaksanaannya hams 

memperhatikan prinsip hajib mahjub. Tetapi apabila kelompok ahli waris utarna 

ini tidak ada, maka harta warisan itu barn di berikan kepada kelompok ahli waris 

zaw al-arham. Sedangkan kelompok ahli waris pelengkap hanya akan mendapat 

hak mewarisi sebagai suatu keadaan istirnewa, artinya orang yang mati tidak 

meninggalkan ahli waris sama sekali (punah). 

Ahli-ahli waris tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

a. Ahli waris zaw al-furud 

Ahli waris zawfirud adalah ahli waris yang bagian-bagiannya telah ditentukan 

dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa' (4): 7, 11, 12 dan 176. Sistematisasinya 

adalah: 



1) ahli waris karena perkawinan, yaitu: 

a) atau 

2) ahli waris karena hubungan darah (nasab), yaitu: 

b) Kakek sebenarnya dari kakek betapa tinggi ke atasnya, 

224~uami sebagai ahli waris yang selalu'mewarisi, ia akan memperoleh seperdua (112) dari 
harta warisan apabila isterinya yang mati tidak mempunyai anak, dan ia akan memperoleh 
seperempat (114) dari harta warisan apabila isterinya yang mati mempunyai anak. 

ZZS~steri sebagai ahli waris yang selalu mewarisi, ia akan memperoleh seperempat (114) 
dari harta warisan apabila suaminya yang mati tidak mempunyai anak, dan ia akan memperoleh 
-seperdelapan (118) dari harta warisan apabila suaminya yang mati mempunyai anak. 

Z26~apak sebagai ahli waris yang selalu mewarisi, ia akan memperoleh bagian seperenam 
(116) apabila suami atau isteri yang mati mempunyai anak. Dan ia akan menjadi ahli waris 'asabah 
apabila suami atau isteri yang mati tidak mempunyai anak dan memperoleh 113 ditambah sisa 
sebagai asabah apabila hanya ada anak perempuan. Seperti apabila ahli warisnya hanya bapak dan 
ibu, maka ibu memperoleh 113 sebagai ahli waris zaw fumd dan bapak akan nizmperoleh 213 
sebagai ahli waris 'asabah. 
Contoh lain, apabila bapak mewarisi bersama anak perempuan, maka anak perempuan akan 
memperoleh % sebagai ahli waris zaw furud dan bapak akan memperoleh 113 sebagai ahli waris 
zaw furud ditambah sisanya 116 sebagai 'asabah. Apabila bapak mewarisi, maka kakek akan 
tersingkir, dan kakek sebenarnya akan menyingkirkan kakek betapa tinggi ke atasnya dan 
seterusnya. 

"'I~u sebagai ahli waris yang selalu mewarisi, ia akan memperoleh bagian seperenam 
(116) apabila suami atau isteri yang mati mempunyai anak. Dan ia akan memperoleh 113 apabila . 

suami atau isteri yang mati tidak mempunyai anak, jika ada kakek sebenarnya ibu tetap 
memperoleh 113, karena kakek sebenarnya tidak dapat mengurangi bagian ibu. Apabila ibu 
mewarisi, maka nenek sebenarnya akan tersingkir, dan nenek sebenarnya yang lebih dekat akan 
menyingkiikan nenek yang lebih jauh, baik pada garis bapak atau garis ibu. 
Contoh, apabila ibu mewarisi bersama saudara laki-laki, maka ibu memperoleh 113 sebagai ahli 
waris zawfurud dan sadara laki-laki akan memperoleh 213 sebagai ahli waris 'asabah. 
Contoh lain, apabila ibu mewarisi bersama anak perempuan, maka anak perempuan akan 
memperoleh % sebagai ahli waris zaw furud dan ibu akan memperoleh 116 sebagai ahli waris zaw 
furud, dan sisanya 113 diberikan kepada ahli waris zaw al-arham, dan kalau ahli waris zaw al- 
arham tidak ada, maka sisanya 113 diberikan kepada ahli waris istimewa (karena wala, atau 
negara). 
Contoh yang lain, apabila ibu mewarisi bersama bapak dan suami atau isteri. Jika diselesaikan 
dengan tertib zaw al-furud lebih dulu, sebab bagian ibu 113 karena tidak anak, sehingga bagian 
bapak akan lebih kecil dari ibu, padahal bapak merupakan ahli waris zaw al-furud dan juga ahli 
waris 'asabah (penerima sisa), maka sesuai dengan prinsip keutamaan hak bapak harus dihormati 
sebagai ahli waris pada garis laki-laki. Jadi bagiannya suami memperoleh '/z dan ibu memperoleh 
113 karena tidak ada anak, sedang bapak sebagai asabah hanya memperoleh 116. Memperhatikan 



d) Nenek sebenarnya dari nenek betapa tinggi ke atasnya, 

e) Anak perempuan228, 

f) Anak perempuan dari anak l a k i - l a l ~ i ~ ~ ~  betapa rendah menurunnya, 

g) Saudara perempuan k a n d ~ m ~ ~ ~ ~ ,  

masalah tersebut, Umar ibn Khattab memberi jalan keluar seperti dengan mengqiyaskan kepada 
anak laki-laki mewarisi bersama anak gerempnan sebagai asabah ma 'a al-ghair. Dengan demikian 
cara ini akan dapat diselesaikan secara adil bahwa bagian suami % dan bapak dan ibu sebagai 
asabah, sehingga bagian bapak 216 dan bagian ibu 116. 

'"~nak perempuan selalu mewarisi, sedangkan anak perempuan dari anak laki-laki baru 
akan mewarisi apabila tidak anak perempuan atau anak laki-laki. Ketentuan bagian anak 
perempuiin ini ada beberapa kemungkinan: 1) Seorang anak perempuan akan memperoleh %, 
apabila dua atau lebih anak perempuan akan memperoleh bagian 213 jika tidak mewarisi bersama 
anak laki-laki, 2) seorang atau lebih anak perempuan apabila mewarisi bersaama anak laki-laki, 
maka ia berkedudukan sebagai ahli waris 'asabah ma'a al-ghair, 3) Apabila anak perempuan 
mewarisi bersama saudara perempuan, maka apabila ia seorang di memperoleh %, kalau dua atau 
lebih anak perempuan, mereka memperoleh 213, sedang sisanya 113 untuk saudara perempuan baik 
seorang atau lebih, dan 4) Apabila anak perempuan mewarisi bersama bapak, maka bapak 
mendapat dua hak yang berbeda dalam waktu yang sama (lihat ahli waris bapak di atas). 

=ketentuan anak perempuan dari anak laki-laki, ia akan mewarisi apabila tidak ada anak 
laki-laki atau anak perempuan, ia akan mewarisi dalam dua kemungkinan: 1) Apabila seorang diri, 
ia akan memperoleh bagian %, dan apabila dua orang atau lebih, mereka akan meqeroleh 213 
bagian, 2) Tetapi apabila seorang anak perempuan dari anak laki-laki mewarisi bersama seorang 
anak perempuan dari anak laki-laki dari anak laki-laki, maka mereka diiitung sebagai dua orang 
anak perempuan, sehingga mereka memperoleh 213 bagian, dengan perincian anak perempuan dari 
anak laki-laki memperoleh bagian %, sedang anak perempuan dari anak laki-laki dari anak laki- 
laki memperoleh bagian 116. Periksa: Sidik Tono, Ibid hlm. 105 - 107. 

230~audara perempuan kandung itu bukan ahli waris utama melainkan sebagai ahli waris 
zaw al-arham dan ia tersingkir oleh anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki betapa rendah 
menurunnya, bapak, dan kakek sebenarnya. Saudara perempuan kandung apabila mewarisi 
bersama saudara laki-laki kandung, maka sesuai dengan kedudukan masing-masing adalah sebagai 
'asabah, dengan ketentuan saudara laki-laki kandung memperoleh dua kali bagian saudara 
perempuan kandung. 
Contoh, saudara perempuan kandung mewarisi bersama suami, maka suami memperoleh bagian '/z 
sebagai ahli waris zaw al-furud karena tidak anak, dan saudara perempuan kandung juga 
memperoleh bagian % sebagai ahli waris zaw al-jitrud karena tidak anak. 
Contoh lain, jika ada dua atau lebih saudara perempuan kandung mewarisi bersama suami, maka 
suami memperoleh bagian '/z sebagai ahli waris zaw al-jirrud karena tidak anak, dan dua atau lebih 
saudara perempuan kandung akan memperoleh bagian 213 sebagai ahli waris zaw al-firud karena 
tidak anak. Contoh h i ,  akan menimbulkan penyimpangan aturan, maka penyelesaiannya 
menggunakan teori 'aul, atau radd. Dalam penyelesaian kasus tertentu kemungkinan akan 
menggunakan teori 'aul (penambahan pada jumlah pembagi karena jumlah pembilangnya lebih 
kecil) atau teori radd (pengurangan pada jumlah pembagi karena jumlah pembilangnya lebih 
besar). Karena itu dalam contoh tersebut cara penyelesaiannya menggunakan teori 'aul, seperti 
keadaan semula (sebelum aul) adalah suarni memperoleh % = 316 bagian karena tidak anak, dan 
saudara perempuan kandung memperoleh 213 = 416 karena tidak ada anak, antara yang dibagi 
(pembilangl3 + 4 = 7) dengan pembaginya terdapat perbedaan yaitu 6, maka pembaginya harus 



h) Saudara perempuan seayahZ3', 

i) Saudara laki-laki seihuu2, dan 

j) Saudara perempuan seibu. 

Ketentuan saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, 

saudara laki-laki seibu, dan saudara perempuan seibu ini pelaksanaannya akan 

diperjelas dengan contohu3: 

ditambah ('aul) menjadi 6 + 1 = 7. Jadi posisi bagian suami menjadi 317 dan bagian dua saudara 
perempuan kandung menjadi 417. 

231~audara perempuan seayah ini tersingkir oleh anak laki-laki, anak laki-laki dari anak 
laki-laki betapa rendah menurunnya, bapak, dan kakek sebenarnya. Dan oleh saudara laki-laki 
kandung atau dua orang saudara perempuan kandung. Saudam perempuan seayah apabila 
mewarisi bersarna saudara laki-laki seayah, maka sesuai dengan kedudukan masing-masing adalah 
sebagai 'asabah, dengan ketentuan saudara laki-laki kandung memperoleh dua h l i  bagian saudara 
perempuan kandung. 

Zf2~audam laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu dalam sistem hukurn kewarisan 
Islam terdapat tiga posisi, yaitu ketentuan bahwa: 1) Saudara laki-laki seibu dan saudara 
perempuan seibu bukan merupakan ahli waris utarna, sebab mereka dapat tersingkir oleh anak 
laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki betapa rendah menurunnya, bapak, dan kakek 
sebenarnya betapa tinggi ke atasnya, 2) Saudam laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu tidak 
dapat disingkirkan oleh saudam laki-laki dan perempuan kandung, dan 3) Saudara laki-laki atau 
perempuan seibu, mereka memperoleh 116 bagian, tetapi jika saudara laki-laki a m  perempuan 
seibu dua atau lebih, mereka memperoleh 113 bagian yang dibagi sama besar untuk masing- 
masing. 

233~ertama, apabila ahli waris terdiri: ibu, dua saudara perempuan kandung, seorang 
saudara perempuan seayah, dan saudara perempuan seibu, maka ibu memperoleh 116 sebagai ahli 
waris zaw al-firrud, dua saudara perempuan kandung memperoleh bagian 213 sebagai ahli waris 
zaw al-firrud, seorang saudara perempuan seayah tersingkir oleh dua orang saudara perempuan 
kandung, dan saudara perempuar. seibu memperoleh bagian 116 sebagai ahli waris zaw al-furud. 
Kedua, apabila ahli waris terdiri dari: dua orang saudam perempuan kandung atau dua orang 
saudara perempuan seayah dan dua orang saudam perempuan seibu atau dua orang saudara laki- 
laki seibu. Dua orang saudam seayah tidak mungkin mewarisi bersama dengan dua orang saudara 
kandung, karena mereka akan tersingkir olehnya, maka (a) dua orang saudara perempuan kandung 
memperoleh bagian 213 dan dua orang saudara perempuan seibu atau dua orang saudara laki-laki 
seibu memperoleh 113 bagian, dan (b) dua orang saudara perempuan seayah memperoleh bagian 
213 dan dua orang saudara perempuan seibu atau dua orang saudara laki-laki seibu memperoleh 
113 bagian. 
Ketiga, apabila ahli waris terdiri dari: seorang saudara perempuan kandung, seorang saudara 
perempuan seayah, seorang saudam perempuan seibu, dan seorang saudara laki-laki seibu, maka 
seorang saudara perempuan kandung akan memperoleh bagian 112, seorang saudara perempuan 
seayah akan memperoleh bagian 116, dan seorang saudara perempuan seibu dan seorang saudara 
laki-laki seibu berserikat pada bagian 113. 
Keempat, apabila saudara perempuan seibu dan saudarta laki-laki kandung mewarisi bersama 
suami dan ibu, ha1 ini akan tejadi masalahZ3', maka suami memperoleh bagian 112 sebagai ahli 
waris zaw al-firrud, ibu memperoleh bagian 116 sebagai ahli waris zaw al-firrud, dua orang saudara 



b. Ahli warts zaw al-arham 

Ahli waris zaw al-arham merupakan anggota keluarga jauh, yang biasa 

disebut sebagai ahli waris pada garis ibuu4, yang tidak termasuk dalam ahli waris 

zaw al-furud maupun ahli waris 'asabah (garis bapak). Perkataan zaw al-arham 

berarti anggota keluarga atau sanak saudara, sedangkan kata al-arham itu 

merupakan jamak dari kataa rahm yang berarti kandungan. Namun dalam istilA 

fikih zaw al-arham lebih diartkan kepada ahli waris yang tidak dalam kelornpok 

zaw al-furud dan 'asabah. Karena itu siapakah sebenamya saudara yang tidak 

termasuk sebagai ahli waris tersebut?, sebab Al-Qur'an hanya menyebutkan ahli 

waris yang telah ditentukan bagian-bagiannya. 

Kelompok pertarna yang disebutkan dalam Al-Qur'an disebut zaw al- 

furud yaitu suami, isteri, dan anggota keluarga dekat karena hubungan darah 

(nasab), yang sebagian besar dari mereka adalah perempuan. Sedangkan 

kelompok kedua adalah ahli waris pada garis bapak ('asabah), yang merupakan 

prinsip h d w  kebiasaan sebelum Islam yang tetap dipertahankan. Sebab ahli 

waris pada kelompok kedua ini semuanya adalah kaum laki-laki dan mereka itu 

semuanya adalah pada garis bapak. Jadi ahli waris yang belum disebutkan pada 

kelompok pertama dan kelompok kedua di atas disebut zaw al-arham dan secara 

garis besar adalah: ahli waris perempuan pada garis bapak, dan anggota keluarga 

pada garis ibu, baik laki-laki ataupun perempuan. 

perempuan seibu memperoleh bagian 113, dan seorang saudara laki-laki kandung tidak 
memperoleh bagian karena harta warisan telah habis dibagi. Posisi saudara laki-laki kandung di 
sini seba ai ahli waris penerima sisa sebagai ahli waris pada garis bapak. 

"lbid. hlrn. 295. 



Ahli waris zaw al-arham ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga 

kelompok besar, yaitu: 

1) Kelompok keturunan, terdiri: a) anak-anak dari anak perempuan dan 

keturunannya, dan b) anak-anak dari anak perempuan dari anak laki-laki 

betapa rendah menurunnya. 

2) Kelompok leluhur, terdiri: a) Kakek tidak sebenarnya betapa tinggi ke 

atasnya, dan b) nenek tidak sebenarnya betapa tinggi ke atasnya. 

3) Kelompok anggota pada garis sisi (menyamping), terdiri; 

a) Anggota keluarga keturunan ibu-bapak, yaitu (1) anak-anak 

perempuan dari saudara laki-laki kandung dan keturunannya, (2) anak- 

anak perempuan dari saudara laki-laki seayah dan keturunannya, dan 

(3) anak-anak dari saudara laki-laki maupun perempuan seibu dan 

keturunannya. 

b) Anggota keluarga keturunan kakek dan nenek sebenarnya atau kakek 

dan nenek tidak sebenarnya, adalah: (1 ) bibi kandung pada garis bapak 

dan keturunannya, (2) bibi seyah pada garis bapak dan keturunannya, 

(3) parnan dan bibi seibu pada garis bapak dan keturunannya, (4) anak- 

an& perempuan dari parnan kandung dan keturunannya, (5) anak-anak 

perempuan dari parnan seayah dan keturunannya, dan (6) anak-anak 

dari paman seibu pada garis bapak dan keturunannya. 

Para ahli waris zaw al-arham di atas akan mewarisi apabila tidak ada ahli 

waris zaw al-furud dan ahli waris 'asabah. Pelaksanaan opersionalnya, bahwa 



keloinpok ahli waris pada posisi di atas menyingkirkan seluruhnya kelompok 

yang ada di bawahnya, sehingga ketentuan sebagai berikut: 

1) Anggota keluarga pada tingkat yang lebih dekat kepada si-mati 

menyingkirkan anggota keluarga yang lebih jauh, 

2) Anggota keluarga pada tingkat yang sama yang ada hubungannya dengan 

si-mati yang posisinya lebih dekat kepada ahli waris zaw al-furud 

diutarnakan dari anggota keluarga yang posisinya melalui ahli waris seibu. 

Setelah memperhatikan uraian tersebut di atas, maka urutan keutamaan 

ahli waris zaw al-arham dapat diklasifikasi sebagai berikut: 

1) Anak-anak dari anak psrempuan; 

2) Anak-anak dari anak perempuan dari anak laki-laki; 

3) Anak-anak dari abak perempuan dari anak perempuan; 

4) Anak-anak dari anak perempuan dari anak laki-laki dari anak laki-laki; 

5) Para ahli waris dari keturunan ibu-bapak; dan 

6)  Para ahli waris dari anggota keluarga pada garis sisi (menyamping). 

Mengingat ahli waris zaw al-arham itu merupakan kelompok ahli waris . 

yang sangat luas dan banyak segi-seginya, maka perlu dibatasi hanya kepada 

prinsip-prinsip yang penting tersebut, clan akan ditunjukkan dengan contoh-contoh 

yang biasa dan mungkin ditemukan. 



Contoh pertama: 

Dari diagram di atas berarti ahli waris yang hidup adalah afiani sebagai 

anak perempuan dari anak laki-laki dari anak perempuan, dan Irfan sebagai anak 

laki-laki dari anak perempuan dari anak perempuan, maka dalam keadaan ini 

terdapat dua pendapat, yaitu: 

(1) Menurut Abu ~ u s d ? ~ ~ ,  yang menganggap bahwa mereka itu sebagai 

keturunan langsung hanya berbeda kelamin. Pandangan ini mengabaikan 

jenis kelamin dari leluhur yang mempertalikan, sehingga Irfan 

memperoleh 213 bagian dan Afiani memperoleh 113 bagian, sebab 

menurut ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan. 

(2) Menurut Muhammad asy-Syaibani dalam kitab ~ ~ i r a j i y a h ~ ~ ~ ,  yang 

menyatakan bahwa pembagiannya hams melihat pada tiap tingkat yang . 

dalam diagram terdapat perbedaan kelamin pada tingkat kedua, yakni 

Si MA1-I 

v v 

2 3 5 ~ s a f  AA. Fyzee, Op Cit, hlm. 303. 
236~bid. 

ANAK PEREMPUAN (MATI) ANAK PEREMPUAN (MATI) 
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ANAK LAM-LAKI (MATI) ANAK PEREMPUAN (MATI) 
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adanya anak laki-laki dan anak perempuan, karena bagian Afiani yang 

leluhur tingkat kedua adalah anak laki-laki dan Irfan yang leluhur tingkat 

kedua adalah anak perempuan, maka Afiani memperoleh 213 bagian dan 

Irfan memperoleh 113 bagian. Sebab menurutnya harus memperhatikan 

perbedaan-perbedaan yang halus dan ketetapan yang lebih mendalam. 

Contoh kedua: 

ANAK FEREWUAN MATI) ""'""""'"""'"I+ 

Dalam diagram di atas berati ahli waris yang ditinggalkan adalah Istiana 

yakni anak perempuan dari anak laki-laki dari anak perempuan, Afiana yakni anak 

perempuan dari anak perempuan dari anak perempuan, dan Nidzom yakni anak 

laki-laki dari anak perempuan dari anak perempuan. Para leluhur pada tingkat 

pertama tidak ada perbedaan, tetapi leluhur pada tingkat kedua terdapat 

perbedaan, maka penyelesaiannya terdapat dua cara yaitu: 

(1) Menurut penyelesaian Abu Yusuf, adalah Istiana memperoleh 114 bagian, 

Afiana memperoleh bagian 114, dan Nidzom memperoleh bagian 112. 



(2) Menurut Muhammad asy-Syaibani, yang pembagiannya berdasarkan 

pada leluhur yang mempertalikannya, maka Istiana memperoleh 1 12 

bagian sebagai anak perempuan dari anak laki-laki dari anak perempuan, 

dan sisa 112 bagian dibagi 3 sebab anak laki-laki memperoleh dua bagian 

dan anak peremplan memperoleh satu bagian. Jadi pembagiannya 

adalah: Nidzom memperoleh bagian 213 x 112 = 113 sebagai anak laki- 

laki dari anak perempuan dari anak perempuan, dan Afiana memperoleh 

bagian 113 x 112 = 116 sebagai anak perempuan dari anak perempuan dari 

anak perempuan 

C. Sistem Hukum wasiat Islam 

1. Pengertian wasiat 

Istilah wasiat bemsal dari bahasa arab yang berarti tausiyahX7, kata 

kerjanya berasal dari ausa, dan secara efiiologi wasiat berarti pesan, na~ehat~~',  

dan juga diartikan m e n ~ ~ a r i a t k a n ~ ~ ~ .  Pengertian syariat ini mengandung prinsip 

dasar dalam sistem pembagian harta peninggalan, sebab wasiat di sini hanya 

dikaitkan dengan masalah harta benda atau ha1 yang disamakan dengan benda240. 

Wasiat dalam pengertian ilmu fikih dapat diidentifikasi dari pandangan 

beberapa hqaha dan dalam perundang-undangan sebagai beriht: 

237~eriksa lebih lanjut dalam: Muhammad Zaid al-Ibyani, Syarh al-Ahkam asy-Syari'atfi 
al-Ahwali asy-syakhsiyyah, Juz 2, (Beirut: Maktabah nahdah, tt), hlm. 269. 

238~as ia t  dalam pengertian nasehat dapat dijumpai pada sabd Nabi: dl &-gl 
Lebih lanjut periksa: Imam Turmudzi, Sunan at-Tirmidzi, Juz 4,  Cet. 2 w e s u  dar al-Fikr, 1394 
W1974), hlm. 150. 

239 Ahmad Azhar Basyir, Kawin Campur, Adopsi, Waiat menurut Ajaran Islam, 
(Bandung: PT. Al-Maarif, 1979), hlm.30. Selanjutnya periksa: Muhammad Idris Marbawi, Kamus 
Marbawi, Juz 2, (Mesu 1350 H), hlm. 391. Dan juga periksa: Al-Qur'an swat an-Nisa' (4): 11 

berbunyi: &k~ & $J~J!  d &-% 
240~uharnrnad Zaid al-Ibyani, Op Cit, hlm. 269. 



Pertama, menurut a l - ~ b ~ a n i ~ ~ l ,  wasiat adalah sistem kepemilikan yang 

disandarkan kepada keadaan sesudah matinya orang yang berwasiat secara 

sukarela, dapat berupa benda atau manfaatnya. 

Kedua, menurut Sayid ~ a b i ~ ~ ~ ~ ,  wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang 

lain, baik berupa benda, hutang, atau manfaat dengan syarat orng yang menerima 

wasiat itu memiliki kemampuan menerima hibbah setelah matinya orang yang 

benvasiat. 

Ketiga, menurut Ibnu ~ u s ~ d ~ " ,  wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang 

lain mengenai hartanya atau kepada beberapa orang yang kepemilikannya terjadi 

setelah matinya orang yang berwasiat. 

Keempat, menurut Muhammad Sarbini al-IChatibZM, wasiat adalah memberikan 

sesuatu deiigan kemauan sendiri yang dijalankan sesudah orangnya meninggal 

dunia. 

Kelima, Undang-Undang Wasiat Mesir Nomor 71 Tahun 1946 pasal 1 

mendefinisikan wasiat itu merupakan tindakan seseorang terhadap harta 

peninggalannya yang disandarkan kepada keadaan sesudah mati245, dan 

Keenam, dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia Buku I1 Bab I Ketentuan 

Umurn pasal 171 huruf f mendefinisikan wasiat adalah pemberian suatu benda 

24'~bid. 
242~ayid Sabiq, Fikih as-Sunnah, Juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), hlm. 414. 
2 4 3 ~ b n ~  Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, Juz 2, (Mustafa al-Bab al-Halab wa auladah, 1960), 

hlm. 336. 
244~uhammad Sarbini al-Khatib, Iqna ', Juz 1,  (Bandung: tt), hlm. 109. 
245~alam Muhammad Abu Zahrah, Syarh al-Qanun al- Wasijyah, (Mesir: tt), hlm. 9. 



dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris 

meninggal d ~ n i a ~ ~ ~ .  

Beberapa definisi wasiat di atas apabila dicermati, pada dasarnya tidak 

terdapat perbedaan secara substansial, dan apabila disimpulkan terdapat beberapa 

unsur, yaitu: 

a. Wasiat itu merupakan bentuk perikatan sepihak yang berhubungan dengan 

harta benda atau manfaatnya, 

b. Perbuatan itu d i la !an  atas kehendak sendiri secara sukarela, 

c. Adanya perpindahan hak kepemilikan dari orang yang benvasiat kepada yang 

menerima wasiat, dan 

d. Pelaksanaan perpindahan hak kepemilikannya terjadi setelah matinya orang 

yang benvasiat. 

Substansi wasiat di atas berarti juga mengandung pernyataan kehendak 

oleh seseorang mengenai apa yang dilakukan terhadap hartanya sesudah 

meninggal ke~ak~~ ' .  Tetapi pelaksanaan wasiat itu harus tunduk kepada beberapa 

syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, sebab dalanl beberapa definisi di atas 

belum terkandung batasan-batasannya, meskipun wasiat itu merupakan tindakan 

seseorang mengenai harta peninggalannya, yang pelaksanaannya disandarkan 

kepada keadaan setelah meninggal. Kata "tindakan" yang dipakai dalam undang- 

undang Mesir di atas, menurut Ahmad Azhar ~ a s ~ i r ~ ~ '  mencakup segala macam 

bentuk wasiat seperti wasiat memberikan sebagian hartanya kepada seseorang, 

246~adan Muttaqien dkk, ed, Peradilan Agama dun Kompilasi Hukum Islam dalam Tata 
Hukum Indonesia, Edisi 2, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 291. 

247 Sayuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), 
hlm. 87. 

248~hmad Azhar Basyir, Op Cit, hlm. 30. 



wasiat dengan tujuan untuk mewakafkan sebagian hartanya sebagai amal sosial, 

atau wasiat untuk membalas piutang. Karena itu, setelah memperhatikan beberapa 

definisi di atas, penulis berpendapat bahwa wasiat adalah suatu sistem 

perpindahan hak kepernilikan harta atau manfaatnya dari orang yang berwasiat 

secara sukarela, dengan tidak melebihi sepertiga harta peninggalan, kepada orang , 

lain yang berlaku setelah orang yang berwasiat itu meninggal dunia. 

2. Sumber dan dasar hukum wasiat 

Hukum wasiat merupakan salah satu bagim dari hukurn Islam yang 

i bersumber kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pada pennulaan Islam, wasiat 

adalah suatu kewajiban yang berlaku untuk semua harta benda249. Dasar hukum 

wasiat a3alah Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2): 180 yang berbunyi: 

artinya: "Diwajibkan kepada yang mendekati ajal di antara kamu, kalau 
meninggdkan harta, agar berwasiat untuk orang tua, dan sanak keluar a dengan 

5 5 1  baik dan adil, dan ini suatu keharusan bagi orang-orang yang bertaqway'. 

Sasaran ayat wasiat di atas itu ditujukan kepada ibu-bapak dan karib 

kerabat, sehingga perlu direspon sebagai dasar pengembangan hukurn wasiat 

Islam di Indonesia, sebab terrninologi yang dipergunakan Al-Qur'an itu bersifat 

umum, apakah mencakup orang tua angkat, anak angkat, atau ahli waris yang 

tidak dapat mewarisi karena sebab, seperti ahli waris non-muslim, atau mencakup 

249~aqiyuddin Abi Bakar ibn Muhammad al-Husaini, Kv2yah al-Akhyar, (Semarang 
Indonesia: Thaha Putra, tt), hlm. 3 1 .: 

250 QS. Al-Baqarah (2) :  180. 
25' H. Zaini Dahlan, Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, cct. 5 (Yogyakarta: UII 

Press, 2006), hlrn. 47. 



batasan yang lebih luas secara konstektual dalam menampung perkembangan 
8 

hukum pada masa-masa yang akan datang. 

Wasiat itu mengandung perbuatan sosiologis karena menyangkut harta 

benda yang diwasiatkan, orang yang benvasiat, dan penerima wasiat. Allah 

berfman dalam surat al-Maidah (5): 106 yang berbunyi: 

artinya: "Hai orang-orang yang beriman, datangkanlah saksi-saksi apabila salah 
seorang di antara kamu menghadapi kematian dan hendak berwasiat, dua orang 
dari diri keluargamu yang adil atau dari luar golonganmu (dua orang yang 
berlainan agama dengan kamu), kalau kamu dalam perjalanan di muka burni lalu 
bencana maut menirnpa, tahanlah mereka berdua setelah salat 'asar dan suruhlah 
mereka bersumpah, derni Allah jika kamu ragu. Kami ti& mencari keuntungan 
meskipun untuk kerabat dekat, dan kami juga ti& akan merahasiakan kesaksian 
Allah. Sungguh kalau kami berbuat demikian kami adalah orang-orang yang 
berbuat d ~ s a . ~ ' ~ .  

Ayat ini memberikan petun.uk perlunya saksi yang adil dalam benvasiat, dan akan 

memberikan keyakinan apabila saksi itu disumpah sebelum memberikan 

kesaksiannya. Apabila tidak ditemukan saksi yang adil, maka ahli waris boleh 

mengganti saksi yang adil meskipun berlainan agama. Hal ini mengisyaratkan 

adanya kebolehan benvasiat kepada ibu-bapak dan karib kerabat non-muslim. 

Wasiat berlaku setelah orang yang benvasiat meninggal dunia, dan 

menurut ketentuan hukurn waris Islam pelaksanaan wasiat itu didahulukan 

252 QS. Al-Maidah (5): 106 
2 5 3 ~ .  Zaini Dahlan, Op. Cit., hlm. 2 19. 



sebelum pembagian warisan dengan batasan-batasan yang telah ditent~kan~~'. 

Allah menjelaskan kata wasiat dalam empat tempat, satu tempat pada swat an- 

Nisa' (4): 11 dan tiga tempat pada Surat An-Nisa' (4): 12, yaitu dengan ungkapan 

yang maksudnya "sesudah dipenuhi wasiat dan atau sesudah dibayar 

hutangnya ". 

Ketentuan kewajiban berwasiat ini, apabila dihadapkan dengan tumnnya 

ayat kewarisan, ternyata telah menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan 

fuqaha' dalam memahami kandungan ayat mengenai apakah hukurn wasiat itu 

wajib atau sunnah?, ataukah ketentuan kewajiban wasiat itu telah dihapuskan 

dengan ketentuan waris? Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Imam mazhab empat berpendapat bahwa kewajiban wasiat pada Surat Al- 

Baqarah (2): 180 itu telah dihapus berlakunya oleh Surat An-Nisa' (4): l l dan 

12, sebab penghapusan itu telah ditengarai dengan hadi:s Nabi riwayat dari 

Ashab al-Magazi, Nabi bersabda yang berbunyi: AJgl b~ Y ("tidak ada 

wasiat bagi ahli war is'^^^^. Maka berwasiat kepada ibu-bapak dan karib 

kerabat yang tidak menerima bagian waris itu hukurnnya tidak wajib, dengan 

alasan: Pertama, Nabi di saat menjelang wafatnya tidak mengucapkan wasiat, 

Kedua, tindakan kebanyakan sahabat tidak memberikan wasiat ketika masih 

hidup, Ketiga, tidak ada seorangpun di antara mereka yang menentangnya. 

254~erdasarkan hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad, bahwa Rasulullah menyuruh 
berwasiat sepersepuluhnya, dan kalimat itu diulang-ulang sampai Beliau bersbda wasiatkanlah 
sepertiga, karena sepertiga itu cukup banyak atau besar. Perhatikan: Asy-Syaukani, Op Cit, Jilid 6, 
hlm. 148. 

25SIbnu Abi Syaibah, Musanif Ibn Abi Syaibah, Juz 7, hlm. 281, perhatikan juga: Imam 

al-Baihaqy, As-Sunan al-Kubra li al-Baihaqy, Juz 6, hlrn. 264. Perhatikan bunyi yang lain: 

A J ! ~  +J 9 & ~2 & &i d! juga dalam Ibn Abi Syaibah, Ibid. 



Sekiranya wasiat itu hukumnya diwajibkan tentu muncul seorang penentang 

keengganan mereka benvasiaP6. 

b. Daud az-Dzahiri yang didukung oleh Masruq, Thawus, Iyas, Qatadah, dan Ibnu 

Jarir berpendapat bahwa wasiat kepada ibu-bapak dan karib kerabat yang 

menjadi ahli waris telah dihapuskan dengan kewajiban menerima waris, tetapi 

wasiat kepada ibu-bapak dan karib kerabat yang tidak menjadi ahli waris 

hukumnya waj ib257. Mereka berpegang kepada bunyi Surat Al-Baqarah (2): 

180 itu cukup jelas, sebab tidak mungkin nash hadits itu menghapuskan nash 

al-Qur'an yang kedudukannya lebih tinggi. 

c. Sedangkan menurut Ibnu Haun, memberi wasiat itu hukumnya wajib bagi 

setiap orang yang akan meninggal dan mempunyai harta peninggalan. Di 

samping Ia berpegang pada Swat Al-Baqarah (2): 180, juga berdasarkan Surat 

An-Nisa' (4): 11 dan 12, yang mengajarkan bahwa adanya kewajiban untuk 

mernisahkan harta peninggalan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan 

dalam nash tersebut. Namun dalam ayat tersebut juga dinyatakan bahwa 

pelaksaan pembagian waris itu setelah pelaksanaan wasiat dan pembayaran 

hutang. Logika fonnil menyatakan bahwa karena pembagian waris itu 

hukurnnya wajib, maka pembayaran hutang dan melaksanakan wasiat yang 

hams didahulukan itu hukumnya juga wajib. Selanjutnya ia juga bealasan 

bahwa membedakan status hukum membayar hutang dan melaksanakan wasiat 

dengan pembagian waris itu tidak tepat dan tidak logis, karena ketiga masalah 

itu tersurat dalam satu ayat yang tidak terpisah-pisah. 

256~atchurrahman, 'Wasiat Ikhtiyariyah dan Wasiat Wajibah', dalam: UNISIA, 
(Yogyakarta: Tahun Pertarna, No. 2, 1979), hlm. 6. 

257~bid, hlm. 56. 



Perbedaan pendapat mengenai hukum wasiat di atas justru akan 

mendorong lahirnya pandangan alternatif dari para ahli hukum Islam berikutnya 

mengenai hukum wasiat, sebab dalam rangka pengembangan hukum Islam 

ternyata cukup relevan pendapat yang dikemukakan oleh Abu Muslim al-Isfahani 

yang didukung oleh Fahnu ~ a z i ~ ~ ~  yang menyatakan bahwa mereka tidak 

sependapat teori nasakh (pembatalan), karena itu hukurn wasiat bersifat muhkam. 

Dalam teori ini ~ s ~ - ~ ~ i h r i s t a n i ~ ~ ~  mengomentari bahwa pembatalan bukanlah 

inovasi hukum yang berkesinarnbungan yang berkulminasi pada ajaran Islam yang 

universal. Jadi bukan masalah dibatalkan atau tidak, melainkan pada kontek apa 

hukurn itu dibutuhkan dalam masyarakat. Dengan demikian tidak ada halangan 

untuk mentaati ayat yang mengatur kewajiban wasiat sebab sifat suruhannya dan 

mutu wajibfiya tidak memberikan kesan ada perbedaan sedikitpun dengar, ayat- 

ayat kewarisan. 

Kewajiban wasiat itu diatur dalam Swat Al-Baqarah (2): 180 yang 

sasarannya untuk ibu-bapak dan karib kerabat. Apabila dicermati, ternyata akan 

muncul perrnasalahan, yaitu dalam hal apa wasiat itu masih diperlukan lagi 

setelah Al-Qur'an mengatur pembagian harta peninggalan? Dalam ayat tersebut 

hanya dijumpai suatu syarat "in t a r ah  ... bi al-ma'ruj", maka manakah yang 

lebih ma'ruf dari pembagian yang telah diatur Al-Qur'an secara umum? 

Jadi wasiat ini merupakan celah munculnya pemikiran dan 

pengembangan hukum Islam, yaitu merupakan jembatan untuk memberikan porsi 

hukum yang bersifat altematif mengenai ibu-bapak dan karib kerabat sebelum 

2 5 8 ~ a ~  Razi, At-Tafsir al-Kabir, Juz 1 (Kairo: 1307 H), hlm. 446. 
259~hmad Hasan, Pintu Zjtihad Sebelum Tertutup, (Bandung: Pustaka, 1405 HI1984 M), 

hlm. 63 - 70. 



pelaksanaan pembagian harta peninggalap. Misalnya, jika ada di antara mereka 

itu menderita sakit lumpuh berlarut-larut sehingga membutuhkan biaya 

pengobatan, atau untuk seorang anak yang memiliki bakat dalam suatu cabang 

ilmu tertentu sehingga membutuhkan biaya ekstra untuk pendidikannya, atau 

untuk seorang saudara yang sangat tertekan hidupnya di luar kemampwlya 

apabila dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain, atau untuk anak angkat, 

anak asuh, orang tua angkat, ahli waris non-muslim, dan lain sebagainya. 

Terhadap hal-ha1 istimewa tersebut ukuran ma'ruf itu jangkauannya terbatas 

kepada keadaan istimewa yang berkembang dalam memahami sub sistem karib 

kerabat di tengah-tengah masyarakat lingkungan hukum itu berlaku. 

Hadits Nabi yang diriwayatkan Daruqutni dari Abi Darda' telah 

menetralisasi berlakunya hukum ~ a s i a ? ~ ~ ,  dengan b e q a y a  untuk menghilangkan 

kesan seakarA-akan ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan wasict itu telah 

dihapuskan dengan ayat waris, atau secara harfiah fhgsionalisasi wasiat itu 

kehilangan relevansinya, karena hadits di atas berfungsi sebagai pemberi alternatif 

kebolehan wasiat dengan sepertiga dari harta peninggalan, sehingga ruh hukum 

Islam di dalamnya tetap nampak dan eksis dalam mengakomodasikan perubahan 

dan perkembangan hukurn Islam, meskipun segmen hukurnnya bisa wajib atau 

bisa sunnah. 

260~azairin, Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dun Hadits. (Jakarta: Tinta . 

Mas, 1981), hlm. 57. 
261~abi  bersabda: $1;;; 4 &j *&a9 & $b& &b &'A &I b!, lihat: 

Ash-Shon'ani, Subul al-Salam, Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm.103. Bandingkan: Asy- 
Syaukani, Nay1 al-Authar, Juz 6 (Beirut, Libanon: Dar alJail, 1973), hlm. 148. Periksa: Thabmi, 
Al-mu yam al-Kabir li ath-Thabarani, Juz 14, hlm. 452, yang berbunyi: 

4 ;Kj '$ $G 4 ;jqj $&- -* $I*\ $& &-- 3 &, b!. 
Sayid Sabiq, Op Cit, hlm. 416. Dan Muhammad Ali as-Sayis, Op Cit, hlm. 57. 



Apabila dilihat secara makro, bahwa penyelesaian harta peninggalan 

dengan cara aturan kewarisan secara matematis dengan bagian-bagian yang telah 

ditentukan dalam rangka penyebaran harta pada lingkungan kelompok sosial 

masyarakat tertentu belumlah cukup, sehingga disandingkan dengan wasiat, yang 

merupakan cam penyelesaian alternatif yang bertujuan untuk melengkapi cara 

penyelesaian waris bagi mereka yang tidak memperoleh bagian waris karena 

adanya hubungan kekerabatan dan kekeluargaan dengan yang meningga1262, yakni 

untuk berbuat kebajikan dengan bersedekah dan menjadikan harta itu beredar 

pada lingkungannya yang lebih luas, baik dengan ketentuan wasiat sepersepuluh, 

seperlima, seperempat, atau sepertiga sebagai batasan maksimal dalam wasiat. 

Lebih lanjut Sayyid Qutub menjelaskan bahwa kaum muslimin itu adalah 

karib kerabat, sebab antara seorang muslirn itu bersaudara bagaikan struktur 

bangunan yang berkelindan sebagai ummah wdtidah yang tidak lepas dari tatanan 

nilai sosial ekonomi yang bersifat keagamaan, maka wasiat itu hanya sepertiga 

kekayaan miliknya yang disalurkan dalam rangka memberikan jarninan sosial 

secara individu yang ditetapkan bedasarkan prinsip ma'ruf yang berkaitan dengan 

tanggung jawab individu terhadap m a ~ ~ a r a k a t ~ ~ ~ .  Ketentuan batas wasiat itu 

berdasarkan hadits riwayat An-Nasai dan Ahmad yang maksudnya adalah Nabi 

melarang benvasiat lebih dari sepertiga, bahkan Nabi menganjurkan benvasiat 

sepersepuluh, lalu diulang-ulang, yang akhirnya Nabi menetapkan batas 

262~ayyid Qutub, Keadilan Sosial dalam Islam, (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 85. 
263 Ibid, hlm. 80. 



maksirnal sepertiga, meskipun semua anaknya menjadi orang kaya. Hal ini 

berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi: 264 

Artinya: "Rasulullah saw menjenguk aku ketika dalam keadaan sakit, seraya 
bertanya: "apakah erigkau telah bemia t? ' ,  aku menjawab: "sudah", Beliau 
bertanya lagi: "Berapa?", aku menjawab: "semua hartaku sabilillah", lalu Beliau 
bertanya lagi: "lalu apa yang ditinggalkan untuk anakmu?', aku menjawab: 
"mereka adalah orang-orang kaya". Lalu Beliau bersabda: "Wasiatkanlah yang 
sepersepuluhnya". Kalimat itu diulang-ulang dan aku juga mengatakan berulang- 
ulang ("semua"), sehingga Beliau bersabda: "Wasiatkanlah sepertiganya, karena 
sepertiga itu sudah cukup banyak atau besar". 

Dalam hadis lain telah memberikan penegasan yang senada dengan 

hadits di atas, yaitu hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari saad ibn Abi Waqqas 

yang menceriterakan bahwa pada waktu haji wada' Nabi mengunjungi aku ketika 

dalam keadaan sakit keras, dan aku bennaksud mensedekahkan dua pertiga 

hartaku, karena aku hanya mempunyai seorang anak perempuan, tetapi Nabi 

melarangnya, demikian seterusnya, lalu Beliau bersabda maksirnal sepertiga harta 

yang boleh diwasiatkan, berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi: 265 

Artinya: "Rasulullah saw mengunjungi aku pada tahun haji wada', karena aku 
menderita sakit keras, kemudian aku berkata: "Aku telah menderita sakit keras 
dan aku mempunyai harta dan tidak ada yang mewarisinya kecuali seorang anak 
perempuan. Apakah aku boleh bersedekah duapertiga dan anakku cukup 

2bl~sy-~yaukani, Op Cit, Jilid 6,  hlm. 148. 

265~sh-~hon'ani, Op Cit, Jilid 3, hlm. 105. Bandingkan: Asy-Syaukani, Op Cit, Jilid 6, 
hlm. 148. 



sepertiga?". Nabi menjawab: "Jangan", lalu aku bertanya: "B agaimana kalau 
seperdua?', Nabi menjawab: "Jangan". Kemudian Beliau bersabda: 
"Wasiatkanlah sepertiga saja, sepertiga itu cukup banyak. Sesungguhnya kamu 
meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada 
meninggalkan mereka dalarn keadaan miskin yang menjadi beban orang lain". 

Apabila ingin berwasiat kepada seseorang atau atas nama lembaga, maka 

hendaknya wasiat itu telah ditulis dalam akta otentik sekurang-kurangnya dalam 

dua malam, artinya sesegera mungkin wasiat itu dibuat sejak niat wasiat itu telah 

menjadi keputusannya. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi riwayat Bukhari dan 

Muslim dari Ibnu Umar, Nabi bersabda yang berbunyi: 266 

artinya: "Tidaklah dipandang smgguh-sungguh seorang muslim yang 
mempunyai harta, sedang ia akan berwasiat atas hartanya setelah dua malam 
kecuali wasiat itu teiah ditulis (diwajibkan) di sisinya". 

Demikian juga dalam hadits Nabi riwayat Imam Ahrnad, At-Tirmidzi, 

Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah mengajarkan mengenai kewajiban 

seseorang untuk melaksmakan wasiat, Nabi bersabda yang berbunyi: 267 

artinya: "Sesungguhnya seorang laki-laki yang beramal atau seorang wanita yang 
taat kepada Allah selama 60 tahun, kemudian datanglah saat kematian bagi 
keduanya, padahal keduanya itu menyia-nyiakan wasiat, maka wajiblah keduanya 
masuk neraka. Lalu Abu Hurairah membaca ayat: 'sesudah dipenuhi wasiat yang 
dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat 
(kepada ahli waris)". 

266~ayyid Sabiq, Op Cit, hlm. 415. Lihat dan periksa matan hadits tersebut pada: Imam 
Malik, Al-Mwatha', Juz 2, hlm. 761, dalam Ibnu Abi Syaibah, Juz 6, hlm. 227, dalam Imam 
Ahmad, Musnad Imam Ahmad Juz 2, hlm. 80, dalam Imam Bukhari, Shahih al-Bukhari, Juz 3, 
hlrn. 1005, dalam Imam Muslim, Shahih Mudim, Juz 3, hlm. 1249, Abu Daud, Sunan Abi Daud, 
Juz 3, hlm. 112, At-Tirrnidzi, Sunan at-Tirmidzi, Juz 3, hlm. 304, An-Nasai, Sunan an-Nasai, Juz 
6, hlm. 238, dan Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz 2, hlm. 902. 

Sayyid Sabiq, Ibid, Jilid 3, hlm. 415. Bandingkan: Asy-Syaukani,Op Cit, hlm. 147. 



Berdasarkan hadits di atas, maka prinsip benvasiat adalah tidak boleh 

sampai merugikan hak para ahli waris, sehingga ketentuan batasan maksirnal 

wasiat itu sepertiga harta peninggalan. Rasulullah menganjurkan sepersepuluh, 

Abu Bakar dan Umar memandang lebih utarna benvasiat kurang dari sepertiga, 

untuk memungkinkan ahli waris lebih banyak menikrnati harta waris. 

Pelaksanaan dasar-dasar Al-Qur'an dan As-Sunnah mengenai hukurn 

wasiat tersebut di atas tidak dapat dilepaskan dari faktor lingkungan berlakunya 

hukurn Islam dan keadaan sosial masyarakat yang serba komplek seperti di 

Indonesia. Karena itu, menuntut adanya pemikiran atau ijtihad yang marnpu 

menjangkau kesejahteraan yang berkeadilan sosial, yang salah satunya dapat 

mengangkat fmgsionalisasi pelaksanaan hukum wasiat, sebab; Pertama, beberapa 

bentuk wasiat tidak terdapat Ijenegasan hukumnya, seperti benvasiat membagi 

macam-macam benda harta peninggalan untuk para ahli waris tertentu; Kedua, 

dalam pelaksanaan wasiat itu terdapat pemindahan hak kepemilikan dari 

seseorang kepada orang lain. Hukum Islam tidak mengatur penguasaan harta 

secara administratif, yang ada hanyalah pembagian semata, karena itu 

perkembangan hukurn dewasa ini telah mengakomodasi hukum Islam dalam 

kerangka kemaslahatan; Icetiga, dalam ketentuan h u h  kewarisan terdapat 

ketentuan hajib mahjub, maka hal itu merupakan peluang berlakunya hukum 

wasiat yang sangat strategis dalam mewujudkan bentuk hukumnya berdasarkan 

perundang-undangan yang berkeadilan sosial. 



Tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan 

m a n ~ s i a ~ ~ ~ ,  artinya apabila suatu negara hendak membuat peraturan permclang- 

undangan dengan tujuan untuk melindungi dan menjamin kepentingan 

masyarakat, .maka dasar kemaslahatan terhadap hal-hal yang secara tersurat tidak 

,diatur dalam nash itu diajarkan oleh Islam. Kaidah hukum Islam menyatakan 

Artinya: Mencegah kerusakan dari manusia lebih diutamakan dari mendatangkan 
kemaslahatan, dan mengendalikan dunia dengan kebenaran, keadilan, dan 
kebaikan, serta menerangkan tanda-tanda jalan yang harus dilalui di hadapan aka1 
manusia. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipaharni bahwa aktualisasi hukum 

kewarisan, termasuk di dalamnya hukum wasiat di Indonesia, tidak lain hanyalah 

dalam rangka mencari kernaslaMan dan meniadakan kesulitan bagi umat Islam 

dan bangsa Indonesia umumnya. Kebijakan tersebut sejalan dengan kaidah yang 

berbunyi: 270 &-=Yl + d L  L Y I J  4 1  + d l  & U U I  (Memelihara yang lama 

yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik). 

Dan hukum itu akan mempunyai kekuatan mengikat apabila negara 

melakukm proteksi dalam bentuk perundang-undangan yang berlaku, hal ini 

sejalan dengan prinsip atau kaidah hukum yang berbunyi: 271 

$2 J&YI LL j $UI +. (Keputusan hakim (penguasa) terhadap 

masalah ijtihad akan menghilangkan perbedaan), dan kaidah hukum yang 

2 6 8 ~ ~ . ~ a s b i  ash-Shiddieqy, 1975, Op Cit, hlm. 178. 
269~bid, hlm. 177. 
270~sjmuni Abdurrahman, Qa 'idah-Qa 'idah Fikih (Qawa 'id al-Fikihjryah), (Jakarta: 

Bulan Bintang, 1976), hlm. 155. 
271~bid, hlm. 70. 



berbunyi: -4 L4.. & &+ (Tindakan Imam (penguasa) 

terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslaha ta~~)~~~.  

Rumusan hukum materiil tentang hukum kewarisan di Indonesia itu telah 

terbukukan dalam KHI, yang bentuk hukumnya berdasarkan Inspres No. 1 Tahun 

1991. Perurnusan hukum tersebut merupakan perpaduan antara ijtihad intiqai dan 

ijtihad insyai, yaitu ijtihad yang dilakukan dengan menyeleksi pendapat fuqaha 

terdahulu yang dipandang cocok dan kuat, kemudian menambahkan dalam 

pendapat tersebut unsur-unsur ijtihad baru273. 

Hukum wasiat itu, apabila dihubungkan dengan keadaan yang 

mempengaruhinya, maka adakalanya wajib, sunnah, haram, makruh, clan 

m ~ b a h ~ ~ ~ ,  yaitu: 

7 Pertama, Wasiat hukumnya wajib terhadap hal-ha1 yang menjadi hak Allah dan 

1 hak rnan~sia~'~,  seperti wasiat yang berhubungan dengan zakat, ficiyah puasa, dan 

1 kafarah. Sedangkan yang berhubungan dengan sesama manusia yang tidak 

1 diketahui adanya dan tidak diwasiatkan seperti titipan barang dan hutang, apabila 

1 tidak diwasiatkan sehingga tidak dapat dipenuhi oleh ahli warisnya, maka ia 

1 berdosa dan bertanggung jawab di hadapan Allah di akherat kelak. 

1 Kedua, Wasiat hukumnya sunnah apabila untuk tujuan amal k e b a j i k a ~ ~ ~ ~ ~ ,  hanya 

1 karena mencari ridla Allah, seperti benvasiat kepada fakir miskin dan anak yatim. 

1 Ularna Hanabilah mengatakan bahwa hukumnya sunnah benvasiat kepada 

272~hmad Jaudat dkk, Majallah al-Ahkam al-'adliyyah, Cet. 5 ,  hlm. 22. 
2 7 3 ~ ~ s ~ f  al-Qardhawy, Ijtihad dalam Masyarakat Islam Beberapa Pandangan Analitis 

tentang Ijtihad Kontemporer, Alih Bahasa Achmad Syathori, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 
173. 

274~ayyid Sabiq, Op Cit, hlm. 4 17. 
275~hmad Azhar Basyir, Op Cit, 1979, hlm. 35. 
276 Sayyid Sabiq, Op Cit, hlm. 417. 



keluarga dekat yang tidak mendapat bagian waris apabila orang yang benvasiat itu 

meninggalkan harta yang banyak menurut h a n  adat kebiasaan. Dan apabila 

keluarga dekat tersebut tidak ada, disunnatkan benvasiat kepada fakir miskin yang 

bukan keluarga dekat277. 

Ketiga, Wasiat hukurnnya haram, apabila benda yang diwasiatkan itu jelas 

diharamkan syara', seperti benvasiat untuk merniliki sejumlah babi piaraan, 

benvasiat untuk mendirikan tempat perjudian, pelacuran, atau benvasiat kepada 

seorang penggemar judi dengan tujuan agar orang tersebut dapat melanjutkan 

judinya. Semua itu hukumnya harm berdasarkan hadits dari Ibnu Abbas, Nabi 

bersabda yang berbunyi: 5wI i)n 2 3+)tl (Berbuat kemudaratan dalam 

wasiat itu termasuk dosa b e ~ a r ) . ~ ~ ~  

Keempat, Wasiat hukumnya makruh, apabila hxta yang diwasiatkan itu sedikit, 

padahal ahli warisnya banyak dan memerlukan harta tersebut, atau berwasiat 

kepada orang yang diduga akan menggunakan hasil wasiat itu untuk melakukan 

tindakan yang sia-sia atau melawan hukum, seperti harta itu akan dipergunakan 

untuk berfoya-foya dan sebagainya. 

Kelima, Wasiat hukumnya mubah, apabila wasiat itu ditujukan kepada karib 

kerabat atau tetangga yang sudah tidak memerlukan karena sudah berkecukupan, 

seperti wasiat dilakukan sebagai balas jasa, sebagai tanda persahabatan tanpa 

disertai niat beribadah kepada Allah. 

277 Ahmad Azhar Basyir, Op Cit, 1979, hlm. 35. 
Asy-Syaukani, Op Cit, Jilid 6, hlm. 144. Bandingkan: Sayyid Sabiq, Op Cit, hlm. 418. 



3. Macam-macam dan Bentuk-bentuk wasiat 

Klasifikasi sasamx wasiat merupakan lapangan ijtihad dalam hukum 

Islam. Dalam sistem hukurn modern, seseorang yang akan benvasiat, dipandang 

perlu untuk mengetahui cara pembuatan wasiat yang mempunyai kekuatan 

hukurn, perkembangan hukum pembuatan wasiat yang sah dapat berupa tulisan, 

lisan, atau isyarat badan279, yaitu: 

a. Wasiat yang dibuat secara tertulis, wasiat akan dipandang sah apabila dibuat 

secara tertulis2'', dan akan lebih sempurna apabila disertai dengan dua orang 

saksi2'l. Tetapi wasiat yang hanya ditanda tangani orang yang benvasiat tanpa 

adanya saksi, maka wasiat itu dipandang sah selama maksud dan tujuan wasiat 

itu c u k q  j e l ~ ~ ' ~ ,  seperti swat yang ditulis sebelum mati dan swat itu 

mengandung petunjuk-petunjuk pembagian harta peninggalan. 

b. Wasiat yang dibuat secara lisan pada dasarnya adalah tetapi 

mengandung resiko, agar wasiat secara lisan itu lebih autentik, kata-kata wasiat 

itu disimpulkan para ahli waris sebelum orang yang benvasiat meninggal, dan 

dilegalisasi oleh pejabat284, karena perlunya pertimbangan kepastian hukum. 

Karena janganlah seorang mendasarkan kepemilikannya atas harta wasiat 

dengan fondamen yang begitu goyah (lemah) yang berupa kata-kata seorang. 

279~uhammad Salam Madzkur, Al-Qadla' Ji al-Islam, Alih Bahasa: Imran AM, 
(Surabaya: Bina Ilmu, 1982), hlm. 102. Dan perhatikan Asas AA. Fyzee, Pokok-Pokok Hukum 
Islam ii, Alih Bahasa: Arifin Bey, (Jakarta: Tinta Mas, tt), hlm. 191. 

280Khalil Ahrnad al-Sahar N u h i ,  Bazl al-Majhudfi Hal Abi Daud, Juz 13, (Saharampur 
India: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tt), hlm. 114. 

28'~uhammad Salam Madzkur, Op Cit, hlm. 56. Dan periksa pasal 195 ayat 1 Kompilasi 
Hukum Islam. 

282~saf  AA. Fyzee, Op Cit, hlrn. 19 1. 
283~bid.  
'"~e~artemen Agama RI, Pedoman Beracara di Pengadilan Agama, (Jakarta: Direktorat 

Pembinaan Badan Peradilan Agama Depag. RI, 198011981), hlm. 4. 



Jadi &an lebih tepat dan kuat apabila wasiat itu dilakukan secara tertulis dan 

disaksikan. 

c. Wasiat yang dilakukan dengan isyarat badan itu pada dasarnya hukum Islam 

membolehkan, asal isyarat wasiat itu maksudnya jelas dan dapat dipaharni sem 

memenuhi syarat sebagai ~ a s i a t ~ ~ ~ ,  isyarat itu dapat disimpulkan oleh para ahli 

waris sebagaimana wasiat secara lisan di atas. Seperti seorang yang tidak dapat 

berbicara atau sakit yang menyebabkan tidak dapat berbicara itu ingin 

benvasiat mengenai sebagian hartanya, maka cukup dengan anggukan atzu 

isyarat lain yang dapat dimengerti oleh para ahli waris, dan yang bersangkutan 

dapat mengerti juga apa yang dibicarakan para ahli waris, kemudian ia mati 

tanpa meninggalkan sepatah kzita pun, maka wasiat semacam ini adalah sah. 

Bentuk-bentuk wasiat ini secara rinci juga merupakan lapangan ijtihad. 

Sekedar untuk memberikan garnbaran umum mengenai bentuk wasiat, maka 

dapatlah diutarakan beberapa contoh agar mudah memahami bentuk wasiat secara 

luas, yaitu: 

a. Wasiat berbentuk memberikan sebagian harta peninggalan kepada seorang 

tertentu, seperti benvasiat apabila ia meninggal, ia akan memberikan sepeda 

motornya kepada kawannya. 

b. Wasiat berbentuk memberikan sebagian harta peninggalannya untuk 

kepentingan m u m ,  seperti benvasiat memberikan seperlima hartanya berupa 

tanah untuk dibangun sebuah balai pertemuan. Wasiat semacam ini dapat 

dikategorikan sebagai tanah wakaf. 

2 8 5 ~ s a f  AA. Fyzee, Op Cit, hlm. 192. 



c. Wasiat berbentuk melepaskan hak untuk orang lain, seperti benvasiat apabila ia 

meninggal piutangnya kepada seseorang tertentu supaya dibebaskan. 

d. Wasiat berbentuk meminta kepada seseorang untuk melakukan suatu 

perbuatan, seperti benvasiat menun.uk seseorang yang dipercaya untuk 

bertindak sebagai wali atas anak-anaknya dan harta warisan yang 

diperuntukkan kepzda mereka. 

e. Wasiat berbentuk memberikan petun.uk untuk membagi harta peninggalan 

dengan cara tertentu, seperti benvasiat apabila ia meninggal, sedang ahli waris 

yang ditinggalkan adalah empat orang anak dan seorang isteri, sedang harta 

peninggalannya berupa: sebuah rumah, penggilingan padi, dan tiga hektar 

sawah. Dalam wasiat ditentukan agar rumah menjadi bagian isteri, 

penggilingan padi menjadi bagian anak pertarna, adapun tiga hektar sawah 

menjadi bagian anak kedua, ketiga, dan keempat masing-masing satu hektar, 

dengan catatan mereka sepakat dan saling mengizinkan dengan wasiat tersebut. 

4. Unsur-unsur wasiat 

Unsur atau rukun itu merupakan sesuatu yang h a s  dipenuhi untuk 

sahnya suatu perbuatan. Unsur wasiat adalah orang yang benvasiat (musi), orang 

yang menerima wasiat (muso lahu), suatu benda atau manfaatnya yang 

diwasiatkan (muso bihi), dan yaitu: 

a. Orang yang benvasiat 

Setiap orang pada dasarnya boleh melakukan wasiat terhadap sebagian 

hartanya, dan perbuatan benvasiat itu merupakan perbuatan hukurn, dan setiap 

286~hmad Azhar Basyir, 1979, Op Cit. hlm. 37. 



perbuatan hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu, sehingga orang yang 

benvasiat pun harus memenuhi syarat, yaitu: (a) baligh, (b) berakal, (c) atas 

kehendak sendiri, dan (d) harta yang diwasiatkan itu milik ~endir i~~ ' .  Dalam hal 

ini, Imam Syafi'i menyatakan bahwa apakah yang berwasiat itu orang Islam atau 

non-muslim tetap sah asal harta yang diwasiatkan itu tidak termasuk harta yang 

hararn288. 

Pasal 194 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur syarat bagi orang yang 

benvasiat, yaitu: 

1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan 

tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada 

orang lain atau lembaga; 

2) Harta benda yang diwasiatkan hams merupakan hak dari pewasiat; 

3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini 

baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia. 

b. Penerima wasiat 

Sasaran penerima wasiat menurut ketentuan Al-Qur'an adalah ibu-bapak 

dan karib kerabat (QS. Al-Baqarah (2): 180), tetapi detail sasaran wasiat itu 

merupakan lapangan ijtihad, apabila diidentifikasi terdapat beberapa kelompok, 

antara lain: 

1) Kelompok ibu-bapak, seperti ibu-bapak angkat, ibu-bapak dalam 

pemeliharaan panti asuhan, ibu-bapak yang sakit keras sehingga sangat 

- 

287~bid, hlm. 38. 
2 8 8 ~ b n ~  Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, Penterjemah: A. Hanafi, Jilid 10 (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1970), hlm. 3. 



membutuhkan biaya perawatan, ibu-bapak yang mendapat bagian waris, 

dan lain sebagainya; 

2) Para keluarga yang tidak berhak mendapat warisan, seperti ahli waris non- 

muslirn; 

3) Lembaga, seperti lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang sosial 

kemasy a r a k a t a r ~ ~ ~ ~  

4) Para keluarga dalam hubungan keagamaan, seperti para fakir dan miskin; 

5) Ahli waris yang memperoleh persetujuan para ahli waris lain290. 

Identifikasi di atas dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan perluasan 

sasaran wasiat yang dimaksud dalam surat al-Baqarah (2): 180. Dalam hal ini, 

secara urnurn Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa agar sasaran wasiat sesuai 

dengan ketentuan syariat, maka penerima wasiat itu hams memenuhi syarat 

sebagai berikut: 

1) Penerima wasiat dapat diketahui dengan jelas; 

2) Penerima wasiat telah wujud ketika wasiat dinyatakan; 

3) Bukan tujuan kemak~iatan~~l. 

Pertama, Wasiat kepada Ahli waris 

Kebolehan ahli waris memperoleh wasiat, apabila para ahli waris lain 

mengizinkan. Kebolehan ini berdasarkan pendapat jurnhur ulama, berdasarkan 

hadis riwayat Dar al-Qutny dari Ibnu Abbas Nabi bersabda yang b e r b ~ n ~ i : ~ ~ ~  

2 8 9 ~ ~ ~  pasal 194 ayat (1). 
290 KHI pasal 195 ayat (3). 
291~hmad Azhar Basyir, Op Cit, hlm. 38. 
292 Adapun kebolehan wasiat yang ditujukan kepada ahli waris asal ahli waris lain 

mengizinkan, ha1 ini berdasarkan pendapat jumhur ulama. Periksa: Asy-Syaukani, Op Cit, Jilid 6, 
hlm. 151.. 



GJ4tl h irf Y! Ajlsf G 9  Y (tidak boleh benvasiat kepada ahli waris kecuali ada 

persetujuan ahli waris), ha1 ini didukung oleh Al-Hadi, Nasir, dan Abu Abbas 

yang berpendapat bahwa benvasiat kepada ahli waris itu boleh menurut swat al- 

Baqarah (2): 180293, meskipun mereka menerima teori nasakh dalam ayat tersebut, 

namun mereka berpendapat bahwa nasakh atas sesuatu yang wajib itu tidaklah 

mencakup kepada sesuatu yang jaiz ( b ~ l e h ) ~ ~ ~ .  

Pendapat jumhur ulama ini setelah melalui proses ijtihad intiqai ternyata 

dipandang lebih rajih, sehingga pendapat jurnhw ulama itu telah dijadikan dasar 

perurnusan Kompilasi Hukum Islam pasal 195 ayat (3). Dan persetujuan para ahli 

waris harus sudah diperoleh sebelum orang yang benvasiat itu mati, sebab 

persetujuan itu merupakan kerelaan para ahli waris untuk dikurangi haknya dan 

diberikan kepada ahli waris yang mendapat wasiat. 

Sebagai contoh, seseorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris 3 

orang anak laki-laki, yaitu A, B, dan C. harta peninggalan bersih bernilai Rp. 

180,000,000.- dan C memperoleh wasiat 113-nya sebesar Rp. 60,000,000.-. jadi 

harta yang diwaris adalah Rp. 180,000,000.- dikurangi Rp. 60,000,000.- = Rp. 

120,000,000.- (dibagi tiga A, B, dan C, masing-masing memperoleh sebesar Rp. 

40,000,000.-). Karena C telah memperoleh wasiat sebesar Rp. 60,000,000.-, maka 

jumlah total yang diterima C menjadi Rp. 100,000,000.- (jurnlah penerimaan 

warisan dan wasiat). Sehingga bagian C melebihi ketentuan maksimal wasiat, 

yakni sepertiga harta peninggalan, maka wasiat seperti ini tidak sah, sebab 

kebolehan wasiat kepada ahli waris tetap tunduk kepada ketentuan maksimal 

-- 

293 Fatchumahman, Op Cit, hlm. 57. 
294~sy-~yaukani, Op Cit, hlm. 46. 



wasiat, sedangkan wasiat kepada ahli waris wanita yang biasanya memperoleh 

bagian lebih kecil dari ahli waris laki-laki, maka wasiat seperti ini hukumnya sah. 

Kedua, Wasiat kepada pembunuh 

Menurut ketentuan hukum kewarisan Islam bahwa pembunuh pewaris 

tidak berhak atas harta warisan, karena itu, dalam hukum wasiat pun dapatlah 

dipandang suatu ha1 yang sangat logik apabila penerima wasiat membunuh 

pewasiat, maka ia tidak berhak menerima wasiat. Hal itu merupakan alasan ulama 

Hanafiyah menetapkan ketentuan ini dengan sangat ketat, ha1 ini berdasarkan 

hadis riwayat At-Tabrani dari Ali, Nabi ber~abda:~" h &u 4 (Tidak boleh 

berwasiat untuk pembunuh). Karena itu, pembunuh orang yang berwasiat tidak 

akan menerima wasiat baik itu terjadi karena pembunuhan sengaja atau tidak 

sengaj a. 

Ketiga, Wasiat kepada orang yang tid* ada pada waktu orang yang berwasiat 

mati, maka wasiat tersebut adalah batal apabila dilihat unsur kehadiran penerima 

wasiat pada waktu wasiat itu dibuat, sebab kehadiran itu merupakan syarat sahnya 
' 

wasiat. 

Keempat, Wasiat kepada seorang bayi yang masih dalam kandungan, maka wasiat 

tersebut hukumnya sah, ha1 ini diqiyaskan kepada icetentuan bahwa bayi dalam 

kandungan itu berhak mendapat warisan, dan kehadirannya dihitung dalam waktu 

enam bulan sejak tanggal wasiat itu dibuatZg6, sebab anak dalam kandungan 

dianggap telah hadir pada waktu wasiat itu dibuat, dengan catatan anak tersebut 

lahir dalam keadaan hidup. 

295 Ahrnad Azhar Basyir, Op Cit, hlrn. 39. 
2 9 6 ~ s a f  AA. Fyzee, Op Cit, hlm. 199. 



c. Benda yang diwasiatkan 

Harta yang dapat diwasiatkan adalah benda atau barang atau manfaatnya 

itu menjadi hak milik pewasiat, artinya semua benda atau manfaatnya itu berlaku 

dalam hukum kewarisan Islam. Karena itu, benda atau manfaatnya itu harus 

memenuhi syarat-syarat, yaitu: 

1) Benda itu dapat berlaku sebagai ha-ta warisan; atau 

2) Benda itu dapat menjadi obyek perjanjian atau perikatan; 

3) Benda itu sudah wujud pada waktu wasiat dinyatakan; dan 

4) Benda itu rnilik pewasiat297. 

Benda-benda tersebut di atas tentunya benda-benda yang berharga dalam 

pandangan hukum Islam, yang dapat menjadi milik seseorang dan dipandang sah, 

sehingga dapat menjadi obyek perjanjian atau perikatan, sehingga dapat 

diwasiatkan. Sedangkan benda-benda yang tidak berharga dalam pandangan Islam 

adalah semua benda yang haram, sebab menurut ketentuan hukum Islam semua 

benda tersebut tidak dapat (haram) dijadikan obyek perjanjian atau perikatan, 

karena itu tidak dapat dan tidak boleh diwasiatkan, seperti babi dan benda-benda 

lainnya yang haram, 

d. Akad, bentuk (sighat), dan kadar wasiat 

Wasiat itu merupakan bentuk perikatan yang mengandung pernyataan 

kehendak yang bersifat sepihak dari pewasiat. Dan pernyataan wasiat itu 

dipandang sah apabila dalam membuatnya mempergunakan sighat akad yang 

memberi pengertian adanya wasiat baik secara tertulis, lisan, atau dengan isyarat 

297~hmad Azhar Basyir, Kawin Campur, Adopsi, Wasiat menurut Ajaran Islam, 
(Bandung: PT. Al-Maarif, 1979), hlm. 4 1.  



yang dapat dimengerti bagi ahli waris, dan dalam sistem hukurn positif, akan lebih 

autentik apabila disahkan oleh pejabat yang berwenang (Notaris). Uraian yang 

lebih rinci dapat dilihat pada pembahasan bentuk-bentuk wasiat di atas. 

Adapun ketentuan kadsy wasiat itu adalah maksimum sepertiga (113) dari 

harta peninggalan setelah dikurangi biaya perawatan dan pelunasan hutang si- 

mati. Ukuran maksimurn ini menurut Ibnu Rusyd adalah berdasarkan sabda Nabi 

yang berbunyi: 298 

artinya: "Wasiatkanlah sepertiga saja, sepertiga itu cukup banyak. Sesungguhnya 
kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada 
meninggalkan mereka dalam keadm rniskin yang menjadi beban orang lain. 

Wasiat itu akan lebih baik dan utama serta lebih patut apabila jumlah wasiat itu 

kurang dari sepertiaga (113) dari harta peninggalan, karena Nabi lebih suka wasiat 

yang kurang dari sepertiga, hal ini sejalan dengan hadis Nabi saw, riwayat 

Bukhari dari Ibnu Abbas yang berbunyi: 299 

artinya: "Seandainya manusia itu mengurangkan wasiat dari sepertiga menjadi 
seperempat (tentu Rasulullah lebih senang), karena sesungguhnya Rasulullah saw 
bersabda: 'wasiatkanlah sepertiga, sepertiga itu banyak". 

Sedangkan Qatadah ray mengatakan bahwa Abu Bakar mengurangkan wasiat 

menjadi seperlima, dan Umar Ibn Khattab mengurangkan wasiat menjadi 

seperempat dan seperlima, sesuai dengan keadaan atau kondisi wasiat itu 

dilaksanakan. 

298~sy-~yaukani, Op Cit, Jilid 6 ,  hlrn. 148. Bandingkan: Ibnu Rusyd, Op Cit, hlm. 336, 
Dan Ash-Shan'ani, Op Cit, hlm. 105. 

299~bid, hlm. 335. 



e. Pencabutan dan batalnya wasiat 

Orang yang benvasiat sewaktu-waktu dapat mencabut wasiat yang 

pernah dibuatnya, baik secara langsung atau tidak langsung, seperti wasiat atas 

sebuah mobil dianggap dicabut secara tidak langsung, apabila suatu ketika mobil 

itu dijual atau diberikan kepada orang lain. Karena wasiat itu bentuk perikatan 

sepihak yang pelaksanaannya setelah matinya pewasiat, maka unsur utamanya 

adalah kehendak atau hasrat dari pewasiat itu sendiri, dan tidak dapat ditetapkan 

suatu peraturan yang kaku kecuali menyangkut waskt yang hukurnnya wajib. 

Apabila seseorang membuat v~asiat, lalu dengan wasiat lain ia 

memberikan harta yang sama itu kepada orang lain, maka wasiat yang pertarna 

berarti dicabut kembali, tetapi kalau dalam satu harta wasiatnya ditujukan kepada 

dua orang atu lebih, makn harta tersebut dibagi sama rata antara mereka300. 

Karena itu suatu wasiat baru dipandang sah dan dapat dilaksanakan 

apabila wasiat itu memenuhi syarat yang telah ditentukan. Begitu juga suatu 

wasiat akan dipandang batal dan tidak dapat dilaksanakan, apabila: 

1) Orang yang berwasiat menarik wasiatnya; 

2) Orang yang benvasiat kehilangan kecakapan melakukan tindakan hukurn 

karena gila atau rusak akal; 

3) Orang yang berwasiat ketika meninggal dunia menanggung hutang yang 

menghabiskan harta peninggalannya; 

4) Orang yang menerima wasiat meninggal sebelum orang yang berwasiat; 

5) Orang yang menerirna wasiat membunuh orang yang benvasiat; 

'O0Asaf AA. Fyzee, Op Cit, hlm. 203. 



6 )  Orang yang menerima wasiat menolak wasiat; 

7) Harta yang diwasiatkan binasa; 

8) Harta yang diwasiatkan diputus hakirn menjadi hak orang lain; 

9) Harta yang diwasiatkan keluar dari milik orang yang berwasiat sebelum mati, 

meskipun akhirnya harta tersebut kembali menjadi miliknya lagi; 

10) Harta yang diwasiatkan mengalami perubahan bentuk, dan 

1 1) Habis waktu wasiatnYa3O1. 

5. Wasiat Wajibah 

a. Pengetian Wasiat Wajibah 

Wasiat Wajibah artinya tindakan wasiat itu atas perintah unhg-undang, 

hal ini berbeda dengan wasiat ikhtiyariyah yang merupakan tindakan sukarela atas 

kemauan sendiri dari pernilik harta. Dalam Ensiklopedi hukum Islam, Wasiat 

Wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau 

kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, 

karena adanya suatu halangan syara'302. Sebagai conroh seorang memberikan 

wasiat kepada anaknya yang non-muslim, sebab jika tidak ada wasiat maka anak 

yang non-muslim tersebut tidak mendapatkan harta warisan karena adanya 

halangan syara', yaitu perbedaan agama. 

Suparman Usman mendefinisikan Wasiat Wajibah adalah wasiat yang 

pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau 

30'~hmad Azhar Basyir, Op Cit, 1979, hlm. 45. 
3 0 2 ~ b d ~ 1  Aziz Dahlan (ed), EnsikIopedi Hukum Islam, Jilid 1, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru 

van Hoeve, 1996), hlm. 1930. 



kehendak orang yang akan meninggal dunia303. Suatu wasiat yang tidak dibuat 

tetapi diduga keras akan dibuat ketika simati masih hidup disebut Wasiat 

wajibah304. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Havn yang menyatakan bahwa 

apabila seorang yang meninggal dunia tidak membuat wasiat untuk kerabat yang 

tidak memdapat pusaka, maka hakim hams bertindak sebagai muwaris, yaitu 

memberikan sebagian dari harta peninggalan kepada kerabat yang tidak memdapat . 

pusaka. Wasiat seperti ini disebut Wasiat wajibah305. 

Pada dasarnya hukum asal dalam khazanah fikih Masik, wasiat adalah 

pemberian wasiat itu merupakan tindakan ikhtiyariyah yakni suatu tindakan 

yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun 

juga. Siapapun tidak dapat meinaksa seseorang untuk memberikm~ wasiat. 

Karena wasiat itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan suka rela 

dalam segala keadaan, karenanya tidak ada dalam syari'ti; Islam sesuatu wasiat 

yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim.306 Namun demikian 

perkembangannya pada abad 20 lahir penemuan hukum mengenai Wasiat 

Wajibah yang memberikan kekuasaan kepada penguasa atau hakim sebagai 

aparat negara tertinggi, jika dipandang adanya suatu kemaslahatan, maka ia 

mempunyai wewenang untuic memaksa atau memberi surat putusan wajib wasiat 

yang terkenal dengan Wasiat Wajibah kepada orang-orang tertentu dalarn 

303~uparman Usman dkk, Fikih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam), Jakarta: Gaya Media . 

Pratama, 1997), hlm. 163. 
3 0 4 ~ ~ .  Otje Salman, Hukum Waris Islam, Cet. 1 (Bandung: Refika Aditama, 2002), hlm. 

68. 
3 0 5 ~ ~ .  Hasbi Ash-Shiddieqy, Fikihul Waris, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 293. 
3"~atchur Rahman, Ilmu Waris, (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), hlm. 62. 



keadaan tertentu. Dikatakan Wasiat Wajibah (wajib) disebabkan karena 2 (dua) 

1) Hilangnya unsur ikhtiyar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur 

kewajiban melalui perundang-undangan atau surat keputusan hakim tanpa 

tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima 

wasiat. 

2) Ada kemiripan dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam ha1 

penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan. 

b. Dasar hukum Wasiat Wajibah 

Dasar hukum Wasiat Wajibah, jika dilihat dari sumbernya yaitu swat 

al-Baqarah (2): 180 ini ternyata terdapat beberapa perbedaan pendapat. J d u r  

ulama berpendapat wasiat itu hukumnya sunnah, meskipun namanya Wasiat 

Wajibah, karena ketentuan bapak-ibu dan kerabat yang berhak mewarisi telah 

diatur dalam hukum kewarisan. Sedangkan Ibnu Hazm, at-Thabari, dan Abu 

Bakar bin Abdul Aziz yang didukung oleh Muhammad Rasyid Ridha, 

berpendapat bahwa hukum wasiat itu wajib kepada ahli waris yang terhalang 

(tidak mendapat) mendapatkan warisado*. Dalarn ha1 ini, ahli waris non-muslim 

pun juga berhak mendapatkan harta peninggalan dengan jalan Wasiat Wajibah. 

Ibnu Hazm mengemukakan pendapatnya, yang maksudnya: 

"Diwajibkan atas setiap muslim berwasiat kepada kerabatnya yang tidak 

mewarisi disebabkan adanya perbudakan, adanya kekufuran (beda agama), 

karena terhalang (terhijab) atau karena tidak mendapat warisan (karena bukan 

'071bid ., hlm. 63. 
308~badul Aziz Dahlan (ed), Op Cit, hlm.1930. 



ahli waris), maka hendaknya ia benvasiat untuk mereka secara sukarela yang 

dalam hal ini tidak ada batasan tertentu. Apabila ia tidak benvasiat untuk 

mereka, maka tidak boleh tidak ahli waris atau wali yang mengurus wasiat untuk 

memberikan wasiat tersebut kepada mereka (kerabat) menurut kepatutan. 

Andaikan kedua orang tua atau salah satunya tidak beragarna Islam (non- 

muslim) atau menjadi budak, atau salah satu dari keduanya. Apabila ia tidak 

berwasiat, maka harus diberikan harta kepada mereka tidak boleh tidak309. 

~atchurrahrnan~'~ dalam menentukan dasar hukum Wasiat Wajibah 

adalah dengan jalan kompromi atau mensintesis pendapat-pendapat ulama salaf 

dan khalaf, yakni: 

1) tentang berwasiat kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima 

pusaka ialah diambil dari pendapat-pendapat fuqaha dan tabi'in besar ahli 

fikih dan ahli hadits, antara lain Said ibn Musaiyab, Hasan al-Bishry, 

Thawus, Imam Ahmad, Ishaq ibn Rahawaih, dan Ibn Hazm. 

2) Pemberian sebagian harta peninggalan si mati kepada kerabat-kerabat yang 

tidak dapat menerima pusaka yang berfungsi Wasiat Wajibah, bila si mati 

tidak benvasiat, adalah diambil dari pendapat mazhab Ibn Hazm yang dinukil 

dari fuqaha' tabi'in dan dari pendapat Imam Ahrnad. 

3) Pengkhususan kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka kepada 

cucu-cucu dan pembatasan penerimaan kepada sebesar 113 peninggalan 

adalah didasarkan pendapat mazhab Ibn Hazm dan berdasarkan kaidah 

syari'ah. 

309~bnu Ham, Al-Muhalla, Peirut: Dar al-Auqaf alJadidah, tt), hlm. 3 14. 
"O~atchurrahman, Op Cit, hlm. 65. 



Ahmad Rafiq berpendapat mengenai pelaksanaan Wasiat Wajibah 

diserahkan kepada inisiatif hakim atau penguasa, karena tujuan Wasiat Wajibah 

adalah untuk mendistribusikan keadilan, yaitu memberikan bagian kepada ahIi 

waris yang mempunyai pertalian darah, namun oleh nash tidak diberikan bagian 

9 311 (adanya halangan syara ) . Hal ini sesuai kaidah fikihiyah yang artinya: 

"Tindakan Imam benguasa) terhadap masalah yang berhubungan dengan 

rakyatnya harus dihubungkan (mendatangkan) kemaslahatan312. Dengan 

demikian kewajiban benvasiat tidak hanya bersifat diyani, tetapi juga bersifat 

qadhai, artinya tidak hanya tanggung jawab seorang dalam melaksanakan 

perintah agama, seperti masalah kewajiban diyani ini ditangani oleh mufti atau 

MUI, tetapi juga dapat dipaksakan apabila ia lalai melaksanakannya karena 

sudah menyangkut kepentingan orang lain ( m a ~ ~ a r a k a t ) ~ ~ ~ ,  dan masalah qadhai 

ini ditangar,i secara profesional oleh hakim melalui lembaga peradilan yang 

memutuskan perkara berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. 

Sebagian negara-negara muslim, seperti Mesir, Suriah, Maroko bahwa 

prioritas Wasiat Wajibah itu ditujukan kepada cucu laki-laki atau cucu perempuan 

dari anak laki-laki yang telah mati mendahului kakek atau neneknya, sehingga 

posisi cucu dalam keadaan di atas adalah sebagai ahli waris zaw al-arham, dan 

juga kasus yang berkaitan dengan ahli waris yang tidak berhak mewarisi karena 

311~hmad Rafiq, Op Cit, hlm. 465. 
312~aidah fikihiyah itu berbunyi: -4 L$ &$ & ?Lbfl &+, periksa: 

Ahmad Jaudat dkk, Majallah al-Ahkam al- 'adliyyah, Cet. 5, hlm. 22. 
313~ifyal Ka'bah, 'Reformasi metodologi pengembangan hukum Islam', Artikel dalam 

Mimbar Hukum, Nomor 43 Tahun x, 1999, hlm. 42. 



berbeda agama314. Dalam Wasiat Wajibah itu berlakunya semata-mata karena 

perintah undang-undang, sebagaimana berlakunya ketentuan kewarisan Islam. 

Masalah Wasiat Wajibah di beberapa negara muslim315 telah dituangkan 

dalam bentuk perundang-undangan, yaitu: 

1) di Mesir, telah diberlakukan Undang-Undang Wasiat Nomor 71 Tahun 1946 

pasal 76 menyatakan bahwa Wasiat Wajibah dilaksanakan apabila ada cucu 

bermasalah, seperti pewaris tidak benvasiat kepada cucu dari anzk perempuan 

yang meninggal mendahului pewaris, maupun ia meninggal bersamanya atau 

meninggal menurut keputusan hakim316, sebab undang-undang tersebut telah 

memberlakukan cucu akan menerima bagian sebesar bagian orang tuanya 

seandainya orang tuanya masih hidup dengan ketentuan tidak boleh melebihi 

113 harta peninggalan3'7. 

2) di Suriah, Wasiat Wajibah diatu. dalsull Undang-Undang Personal Status 

Suriah Tahun 1953, pasal 257 menyatakan bahwa Wasiat Wajibah hanya 

berlaku bagi keturunan dari anak laki-laki yang meninggal mendahului 

pewarisnya, sedangkan pasal 258 menyatakan bahwa Wasiat Wajibah tidak 

berlaku kepada ketwunan dari anak perempuan yang meninggal mendahului 

pewarisnya3 18, 

sebab di Suriah diberlakukan bahwa keturunan dari anak perempuan tidak 

dapat menjadi waris pengganti. 

314~uhammad Khudori bek, Usul al-Fikih, hlm. 3 13. 
3'S~satilah negara muslim yang dimaksud adalah dimana di dalam negara tersebut 

mayoritas enduduknya beragama Islam dan mereka terikat kepada ajaran Islam 
31g.ainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafia, 

2006), hlm. 13 1. 
3171bnu Hazm, Op Cit, hlm. 386. 
18zainuddin Ali, Op Cit, hlm. 132. 



3) di Maroko, Wasiat Wajibah diatur dalam Undang-Undang Personal Status 

Maroko Tahun 1958, pasal 266 menyatakan bahwa Wasiat Wajibah hanya 

berlaku bagi keturunan langsung dari anak laki-laki yang meninggal 

mendahului pewarisnya, dan bagi keturunan langsung dari anak perempuan 

tidak berlaku Wasiat ~ajibah31~. 

4) di Tunisia, Wasiat Wajibah diatur dalam Undang-Undang Personal Status 

Tunisia Tahun 1956, yang menyatakan bahwa Wasiat Wajibah hanya dapat 

dilakukan kepada para cucu laki-laki d m  perempuan, keturunan pertarna dari 

anak laki-laki dan atau anak perempuan yang meninggal mendahulili 

pewarisnya320. 

5) di Indonesia, ketentuan tentang Wasiat Wajibah diatur dalam Kompilasi hukum 

Islam. Pasal 209 ayat (1) menyatakan bahwa harta peninggalan anak angkat 

dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai 193, sedangkan bagi orang tua 

angkat yang tidak menerima wasiat diberi Wasiat Wajibah sebanyak- 

banyaknya 113 dari harta warisan anak angkatnya. Dan dalam ayat (2) 

menyatakan bahwa bagi anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi Wasiat 

Wajibah sebanyak-banyaknya 113 dari harta warisan bapak angkatnya. 

Masalah Wasiat Wajibah icepada cucu iaki-iaki dan cucu perempuan 

apabila dilihat dalam kasus, akan mempunyai akibat sebagai waris pengganti yang 

ayahnya telah mati mendahului kakek dan atau neneknya, secara umum dapat 

dilihat kelemahannya, yaitu seandainya ada kasus bahwa: 

3 1 9 ~ 0 ~  Cit. 
320~bid, hlm. 133. 



Pertama, apabila ahli waris terdiri dari anak perempuan dan cucu laki-laki dari 

anak laki-laki, maka cucu laki-laki akan menduduki posisi sebagai waris 

pengganti yang menggantikan ayahnya yang meninggal mendahului kakek dan 

atau neneknya, sehingga cucu laki-laki berkedudukan sebagai asabah bi al-nafsi 

yang dapat menarik anak perempuan menjadi asabah bi al-ghair, yang berakibat 

cucu laki-laki akan mendapat bagian dua kali bagian anak perempuan. 

Kedua, apabila ahli wstris terdiri dari anak perempuan dan cucu perempuan dari 

anak laki-laki. Hal ini sangat menarik dan ektrim, apabila cucu perempuan dari 

anak laki-laki bisa berposisi sebagai waris pengganti, ia akan menerima bagian 

dua kali bagian anak perempuan. 

Mengenai kasus cucu perempuan dari anak laki-laki di atas itu telah memperoleh 

penyelesaian dari Rasulullah, yakni tidak dapat berfungsi sebagai waris pengganti. 

Hal ini berdasarkan hadis Nabi riwayat Bukhari dari ibnu Mas'ud, Nabi bersabda 

yang b e r b ~ n ~ i : ~ ~ '  

artinya: "Bagi seorang anak perempuan setengah (112) dari harta peninggalan dan 
bagi cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat seperenam (116)dari harta 
peninggalan sebagai kesempurnaannya adalah dua pertiga (2/3), sedang sisanya 
untuk saudara perempuan". 

Ketiga, apabila ahli waris terdiri seorang anak laki-laki dan seorang cucu laki-laki 

dari anak laki-laki atau dari anak perempuan, maka seluruh harta peninggalannya 

akan diterima oleh anak laki-laki sebagai ahli waris asabah bi al-nafsi, sedangkan 

321~l -~ukhar i ,  Sahih Bukhari, Jilid 8, (Mesir: Dm al-Fikr, tt), hlm. 188.. 



cucu laki-laki tidak &an memperoleh bagian sedikitpun karena kedudukan cucu 

laki-laki terhapus oleh anak laki-laki. 

Berdasarkan kasus-kasus di atas, maka masalah itu seharusnya menjadi 

perhatian tersendiri bagi hakim atau penguasa yang akan menetapkan adanya 

lembaga penggantian waris, menurut hukum Islam merupakan lapangan ijtihad322, 

tetapi bagaimana jiwa dan semangat tujuan hukurn Islam tercapai tanpa 

menyimpangi ketentuan syara5, sebab masalah yang nyata yang terjadi dalam 

masyarakat menyangkut kedudukan cucu yang ditinggal mati orang tuanya 

sebelum kakek atau neneknya serta ahli waris terdekat lainnya yang tidak 

memdapat bagian harta peninggalan, maka haruslah dicarikan jalan lain 

(alternatif) di luar ketentuan hukurn waris, yaitu dengan jalan Wasiat Wajibah. 

Yang menjadi dasar penetapan perlunya pembentukan undang-undang 

dalam mengatasi kasus-kasus di atas adalah kemaslahatan m u m ,  yaitu 

berdasarkan prinsip:" "Szsungguhnya bagi pemegang kekuasaan mempunyai 

wewenang memerintahkan perkara yang mubah, karena ia berpendapat bahwa hal 

itu akan membawa kemaslahatan umum, kapanpun penguasa itu memerintahkan 

yang demikian, wajiblah ditaati". Di samping itu Allah mengutus para Nabi dan 

Rasul-Nya bertqjuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Apabila ada 

kemaslahatan haruslah diduga bahwa maslahat itu dikehendaki syara', karena 

hukum Allah diadakan untuk kepentingan manusia. Jalan Wasiat Wajibah ini telah 

diperkenalkan di beberapa negara, seperti Mesir, Turki, Suriah, Tunisia, dan 

322~hrnad Azhar Basyir, Masalah Kedudukan Anak Laki-laki dun Anak Perempuan 
dalam Hukum Islam, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII), hlm. 5. 

323~atchu~ahman, Op Cit, hlm. 66. Kaidah itu berbunyi: 
4icb +r 4 JAI &a3 LLSI iStLMtl& bl*  Ld J A ~  31 JAY! 316 dl 



~ a r o k o ~ ~ ~ ,  dan beberapa bagian tertentu juga telah diatur dalam Kompilasi 

Hukum Islam pasal209. 

324~ahir Mahmood, Family Law Reform in Moslem World, (Bombay: NM. Tripoli PVT, 
Ltd), hlrn. 228. 



BAB IV 

WASIAT WAJIBAH MENGAKOMODASI AHLI WARTS NON- 

MUSLIM DI JNDONESIA 

A. Wasiat Wajibah kepada Ahli waris non muslim sebagai Manifestasi 

Keadilan Hukum Islam di Indonesia 

1. Kedudukan ahli waris non-muslim dalam sistem hukum positif 

Indonesia 

Sebelum menguraikan kedudukan ahli waris non-muslim, maka perlu 

diuraikan kedudukan hukum wasiat dalam tatahukum Indonesia lebih dulu. 

Negara Indonesia adalah negara hukum, dalam kontek ini sejalan dengan 

pemikiran Immanuel Kant tentang negara hukum, yang telah dikembangkan oleh 

FJ. Stahl dan Jean Jacques Rouseau yang membagi h g s i  negara menjadi dua 

bagian yaitu pembuat undang-undang dan pelaksana undang-undang. Ciri-cirinya 

ada 4 unsur, yaitu: (1) Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia; 

(2) Negara berdasarkan pada trim politica; (3) Pemerintahan diselenggarakan 

berdasarkan undang-undang; d m  (4) Ada peradilan administrasi negara yang 

bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukurn oleh pemerintah, disebut 

sebagai negara hukurn 

Di samping negara hukum formal, juga ada negara hukum materiil yang 

bertugas menjaga keamanan dalam arti seluas-luasnya yaitu keamanan sosial dan 

menyelenggarakan kesejahteraan umum berdasarkan prinsip hukum yang benar 

325~badoerraoef, Op. Cit., hlm. 23. 



dan adil. Ciri-cirinya, yaitu: (1) undang-undang dasar memberikan perlindungan 

sosial secara khusus yang menjadi sumber hukum dari semua peraturan 

perundang-undangan dalam urusan sosial; (2) menciptakan kewajiban bagi 

pemerintah untuk berusaha mengadakan segala kebutuhan rakyat dalam berbagai 

ha1 yang benar-benar nyata sesuai dengan yang dicita-citakan dalam undang- 

undang dasar; (3) undang-undang harus merangsan atau membangkitkan jarninan 

pengadaan sosial yang baru yang lebih mendorong pemberdayaan hak-kak rakyat; 

dan (4) ddam berbagai ha1 yang tidak bertentangan dengan undang-undang dasar 

terlebih dahulu dikonsultasikan dengan parlemen.326 

Ciri yang menonjol suatu negara hukum adalah adanya asas legalitas 

sebagai unsur universal dan bentuk negara hukum yang dianut. Sejarah 

kemerdekaan Indonesia sejak dari zaman penjajahan telah membuktikan bahwa 

salah satu gagasan dasar dalam membangun sokoguru negara Indonesia adalah 

konstitusionalisme dan paham negara 

Selanjutnya dalam teori kedaulatan negara, bahwa kedaulatan itu ada 

pada negara, sehingga negaralah yang membuat hukum dan segala sesuatunya 

harus tunduk pada negara, dan hukum merupakan penjelmaan dari kehendak atau 

kemauan negara.328 Di negara Indonesia lahirlah teori integraiistik oieh Soepomo 

yang mengemukakan bahwa negara tidak menjamin perseorangan atau golongan, 

tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai persatuan negara, 

yaitu suatu susunan masyarakat yang integral segala golongan, segala bagian, 

3 2 6 ~ e  Haan, Op. Cit., hlrn. 17. 
3 2 7 ~ o h .  Mahfud MD., Op.Cit., hl. 132. 
328~uhino, Op.Cit., hlrn. 154. Baca juga Marsilam Sirnanjuntak, Pandangan Negara 

Zntegralistik, Sumber, Unsur dun Riwayatnya dalam Persiapan W D  1945, (Jakarta: PT. Pustaka 
Utama Grafiti, 2003), hlm 155. 



segala anggotanya berhubungan erat satu sarna lain dan merupakan persatuan 

masyarakat yang organik. Negara tidak memihak suatu golongan yang paling kuat 

atau paling besar, tidak menganggap kepentingan seorang sebagai pusat, akan 

tetapi negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai kesatuan 

yang tidak dapat dipisah-pisahkan.329 

Kedudukan hukurn wasiat Islam di Indonesia apabila dilihat dari 

peraturan perundang-undangan330 adalah bagian dari kewenangan Peradilan 

~ ~ a m a ~ ~ l ,  dan apabila dilihat dari asas legislasi, maka instrument hukum materiil 

yang berlaku pada Peradilan Agama adalah h u b   slam:^^ hukurn wasiat itu 

telah diformulasikan ke dalam KHI, termuat dalam Buku I1 Bab V pasal 194 

sampai dengan pasal 209 KHI, dimana secara yuridis formal adalah Intruksi 

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang kedudukannya jauh dari undang-undmg, 

pada ha1 dalam asas maslahat bahwa sistem peradilan di Indonesia hakirn terikat 

oleh undang-unclang, meskipun juga merniliki peran ijtihad sebagai wujud bahwa 

hakim hams bersifat progressif, sehingga dari sudut hirarkhi peraturan perundang- 

undangan KHI tidak memiliki otoritas untuk diberlakukan sebagai hukurn materiil 

pada peradilan agama, kecuali para hakim agama di tingkat pertama, tingkat 

329~bid, hlm. 85. 
330~ata urutannya adalah UUD 1945, Tap. MPR, Undang-UndangPeperpu, Peraturan 

Pemerintah, Keputusan Presiden, dan seterusnya. Untuk itu, tata urutan dan hirarkhi peraturan 
perundang-undangan di Indonesia ini berdasarkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, di 
samping tata urutan juga merupakan dasar dari suatu hirarkhi yang menggarnbarkan kekuatan dari 
suatu peraturan perundang-undangan, sehingga akibatnya peraturan yang lebih rendah tidak boleh 
bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. 

331~aca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 

332~aitu hukum yang bersurnber pada Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijtihad, sebagai 
konsekuensi dari sistem hukum positif Indonesia, maka hukum wasiat sebagai hukum materiil 
Islam itu telah dihimpun dalam Kompilasi Hukurn Islam, yang bentuk hukumnya adalah Inspres 
Nomor 1 Tahun 199 1 Tentang Pemasyarakatan Kompilasi Hukum Islam. 



banding, dan kasasi konsisten memperkuat niat dan membangun semangat untuk 

selalu merujuk KHI sebagai dasar pertimbangan putusannya. 

Pemberlakuannya tergantung pada politik hukurn yang berkembang 

sesuai dengan kondisi ruang dan waktu. Karena itu, kedudukan KHI itu mirip 

dengan kitab fikih atau kitab hukurn (rechtboek) yang digunakan sebagai books of 

authority dalam Peradilan ~ ~ a m a , ) "  Namun demikian KHI secara organik 

dijadikan dasar pertimbangan utama dalam setiap putusan pengadilan agama di 

Indonesia, di samping undang-undang sebagai dasar utamanya. Atau muiigkin 

KHI memang tidak didesain sebagai semacam kitab undang-undang (wetboek) 

melainkan sebagai kitab hukurn (rechtboek) yang bersifat living law yang berisi 

kumpulan doktrin kitab £ikih yang disepakati sebagai pedoman bagi hakirn dalam 

memutus perkara, sehingga hakim memiliki peran lebih progresif dalam 

memutuskan perkara. 

Dari sudut iIlrnu hukum, norma hukurn yang dikandung oleh sebuah 

Intruksi selalu bersifat individual konkrit. Artinya, Intruksi itu hanya dapat 

berlangsung apabila pemberi Intruksi dan yang menerima Intruksi itu terdapat 

hubungan organisasi secara langsung. Lain halnya dengan Undang-Undang, 

Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden selalu bersifat m u m ,  mengikat, dan 

berlaku untuk seluruh masyarakat dalam suatu negara3)" Dengan demikian Inpres 

Nomor 1 Tahun 1991 yang bersifat individual konlait itu ditujukan kepada 

3 3 3 ~ .  Fajrul Falaakh, 'Peradilan Agama dan Perubahan Tata Hukum Indonesia, dalam 
Dadan Muttaqien dkk, ed, Peradilan Agama dun Kompilmi Hukum Islam dalam Tata Hukum 
Indonesia, Edisi 2,  (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 3 1 .  

3 3 4 ~ . ~ a m i d  S. Attamimi, 'Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalarn Sistem Hukum 
Nasional Suatu Tinjauan darisudut Perundangundangan Indonesia', dalam Amrullah dkk, Dimensi 
Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Gema Insani, 1996), hlm. 153. 



Menteri Agama Republik Indonesia untuk menyebar-luaskan KHI, yang 

kemudian ditindak-lanjuti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 

199 1, yaitu juga mengandung norma hukum yang bersifat individual konkrit, yang 

ditujukan kepada jajaran Departemen Agama di b a ~ a h n ~ a ~ ' ~ ,  untuk menyebar- 

luaskan dan menerapkan KHI. Karena itu apabila dilihat dari segi substansi 

hukum, Keputusan Menteri Agama di atas sebenarnya bukan keputusan 

melainkan lebih bersifat intruksi Menteri Agama. 

Jika melihat pandangan Kelsen mengenai teori hukum murni, maka KHI 

disusun dan dibentuk sebagai upaya mengurangi kekalutan dan meningkatkan 

kesatuan (unity), sebab suatu teori tentang hukum, menurutnya, adalah normatif 

dan formal, sehingga titik tolaknya adalah pengaturan agar meiniliki daya paksa 

dari sisi yang berubah-ubah menurut jalan atau pola yang spesifik. Berangkat dari 

pandangan tersebut, maka sudah seharusnya Wasizt Wajibah bagi ahli waris non- 

muslim diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang jelas. Sampai 

saat ini Wasiat Wajibah untuk ahli waris non-muslim hanya ada pada keputusan 

MU1 dalam bentuk fatwa MUI, padahal fatwa tidak mempunyai kekuatan hukum 

yang mengikat. Seharusnya negara mengaturnya, seperti masalah pengaturan 

Wasiat Wajibah bagi ahli waris non-muslim di Tunisia. Undang-undang hukum 

keluarga Tunisia mensyahkan Wasiat Wajibah bagi dua pihak yang berbeda 

agama. 

Semenjak diberlakukan sistem peradilan satu atap, secara yuridis 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang- 

335~ada waktu itu Peradilan Agama berada di bawah jajaran Departemen Agama, sebelum 
peradilan agama berada di bawah Mahkamah Agung dan sistem peradilan satu atap. 



Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agarna dan Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka KHI tetap 

dipertahankan berlakunya sebagai books of authority pada peradilan agama. 

Menurut Abdul Gani Abdullah, KHI dalam hirarkhi perundang-undangan 

di Indonesia (yang bentuk hukumnya melalui instrument Intruksi Presiden Nomor 

1 Tahun 1991 dan secara organik ditindak-lanjuti Keputusan Menteri Agama 

Nomor 154 Tahun 1991 itu) mempunyai kedudukan dalam tata hukum yang 

dilematis, sebab secara organik dari sudut implementasi legislatif telah 

memperlihatkan bahwa Inpres itu berkemampuan efektif di samping instrument 

lain dalam tata hukum yang lebih tinggi, karenanya dalam praktek hukurn di 

Pengadilan Agama, Inpres tersebut mempunyai daya atur dalam hukum positif 

Indonesia. Namun dari segi yang lain Inpres tidak tampak sebagai salah satu 

instrument hukurn dalam tata hukurn yang d ~ m i n a n . ~ ~ ~  

Adapun menurut pendapat Ismail Suny, bahwa hukurn materiil yang 

diatur dalam JCHI dapat saja berbentuk inpres, karena dalam bidang hukum 

perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, yang digunakan adalah hukurn  slam^^^, 

maka muatan hukurn materiilnya dapat saga d i t e t aph  berdasarkan Keputusan 

Presiden atau Intruksi Presiden adalah sama saja, sebab dasar hukum KHI secara 

langsung merujuk kepada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 4 ayat (1) 

3 3 6 ~ o h .  Mahfud MD dkk (ed), Op Cit, hlm. 62. 
'"w No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal49. Lebih lanjut lihat pada UU. 

No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 



yang menyatakan bahwa "Kekuasaan Presiden untuk memegang kekuasaan 

pemerintah ~ e ~ a r a " ~ ~ ~ .  

Hukurn wasiat Islam di Indonesia menjadi salah satu bagian dari KHI, 

dalam sudut teori hukum bahwa penggunaan instrument hukurn da lm bentuk 

inpres itu tidak termasuk dalam rangkaian tata urutan dan hirarkhi peraturan 

perundang-undangan yang meajadi sumber hukum terlulis, melainkan dari sudut 

ilmu hukurn lebih bersifat sebagai hukum tidak tertulis, meskipun itu dituliskan, 

sebab bukan undang-undang atau peraturan pemerirltah, namun hanya 

memnjukkan bahwa KHI itu merupakan hukurn yang hidup dalam kehidupan 

sehari-hari sehingga bersifat dinamis pada sebagian besar masyarakat Indonesia 

yang beragama Islam, baik di dalam maupun di luar pengadilan339. 

Namun apabila masalahnya dilihat dari Buku I dan Buku 111 KHI, yang 

sebenarnya telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo. 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 28 

Tahun 1977 Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Perwakafan, 

maka sumber-sumber tersebut dapat mengangkat citra KHI menjadi sumber 

hukum tertulis, meskipun bentuk hukurnnya lebih rendah dari sumber-sumber 

tersebut di atas. Dan apabila dilihat dari muatannya Buku I dan Buku I11 KHI itu 

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Dalam ha1 ini berbeda dengan Buku I1 yang cenderung sebagai hukum talc tertulis, 

"'1smail Suny, "Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari sudut Pertumbuhan Teori Hukum 
di Indonesia", dalam Mimbar Hukum, Nomor 4 Tahun IU199 1, hlm. 3. 

339~mrullah dkk, Op Cit, hlm. 152 - 153. 



sebab muatan pasal-pasalnya memang merupakan hukum baru (penemuan 

hukum) yang belum merniliki bentuk hukum sebelumnya yang mengikat seperti 

undang-undang dan peraturan pemerintah di atas, sebab materi hukumnya digali 

dan ditemukan sebagai hukurn yang hidup dalam masyarakat Indonesia dengan 

menitik beratkan pada pengambilan kaidah hukurn dari yurisprudensi Indonesia 

dan hukurn terpilih yang sesuai dengan klidah hukurn Islam dalam bidang 

kewarisan Islam. 

Mengenai norma hukurn wasiat bagi ahli waris non-m~slim belum diatur 

dalam KHI, meskipun telah dipraktekkan oleh para hakim di Pengadilan Agama 

dan para hakim di Mahkarnah Agung. Hal ini sejalan dengan teori maslahah yang 

memberi penegasan bahwa hukum Islam disyari'atkan untuk mewujudkan dan 

memelihara maslahat umat manusia. Jadi jelas bahwa yang fundamental dari 

banoman pernikiran hukurn Islam adalah maslahat, maslahat manusia universal 

atau keadilan sosial, karena itu tawaran ijtihadi baik didukung dengan nas ataupun 

tidak, yang dapat mewujudkan kemaslahatan manusia adalah sah, dan umat Islam 

terikat untuk mengambilnya dan merealisasikannya. Sebaliknya tawaran ijtihadi 

yang secara meyakinkan tidak mendukung terjaminnya maslahat, lebih-lebih yang 

membuka kemungkinan terjaciinya kemudaratan adalah fasid, dan umat Islam 

secara orang perorang atau bersama-sama terikat untuk menolak dan 

mencegahnya. 

KHI telah menunjukkan adanya law and rule dalam prakteknya di 

Pengadilan Agama, meskipun masih bersifat sebagai sumber hukum pendukung 

utama dalam memeriksa dan memutuskan setiap perkara di Pengadilan Agama. 



 dam ha1 ini Ismail ~ u n ~ ~ ~ ~  berpendapat bahwa kedudukan KHI dapat digunakan 

sebagai pedoman, landasan dan pegangan bagi hakim-hakim di Pengadilan 

Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan hakim-hakim di Mahkamah Agung dalam 

memeriksa dan memutuskan setiap perkata yang menjadi kewenangan peradilan 

agama di Indonesia. 

Sedangkan menurut teori Al-Maududi tentang kedaulatan Tuhan, maka 

penemuan hukum Wasiat Wajibah ini tidak dapat dilepaskan dari dasar 

penerimaan Tuhan sebagai Yang Maha Kuasa itu hendaknya memberi acuan 

dalam pelaksanaan hukum, sebab Al-Maududi mengakui adanya kewenangan 

manusia untuk melaksanakan dan membentuk hukurn sepanjang tidak ada nas 

atau perbedaan dalam menafsirkan nas mengenai pelaksanaan hukum tersebut, 

seperti mengenai pelaksanaan h u b  wasiat, termasuk pelaksanaan hukum 

Wasizt Wajibah bagi ahli waris non-lnuslim. 

Kedudukan hukum wasiat Islam dalam KHI apabila didasarkan pada 

uraian tersebut di atas, maka KHI itu termasuk dalam kategori hukum yang hidup 

sebagai kitab hukum (rechtboek), namun secara politik hukum berbeda dengan 

hukum tak tertulis yang lain meskipun dalam kategori hukum yang hidup, sebab 

inpres itu berlaku efektif di Pengadilan Agama, baik mengenai huhm 

perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibbah. Sehingga KHI itu menurut 

perundang-undangan berada pada lingkup makna organik UUD 1945 pasal 4 ayat 

(1) yakni merupakan bentuk konvensi produk tradisi konstitusional dalam 

rangkaian penyelenggaraan Negara. Tetapi KHI akan lebih memiliki kedudukan 

340~smail Suny, Op Cit, him 3. 



yang kuat sebagai undang-undang hukurn materiil sebagaimana hukum pidana, 

hukum perdata, dan lain sebagainya, apabila ditingkatkan sejajar dengan undang- 

undang, atau setidak-tidaknya berada pada posisi tata urutan peraturan perundang- 

undangan yang dapat mengikat hakirn secara substansial. Pada akhirnya eksistensi 

hukurn materiil di lapangan hulsum privat tidak terlalu bergantung pada pilihan 

format pengundangannya, karena itu, eksistensi huku111 materiil tersebut 

bergantung kepada sejauh mana materi hukum tersebut dirujuk dan diterapkan 

oleh hakim melalui putusannya. 

2. Kedudukan ahli waris non muslim dalam sistem hukum Islam Indonesia 

Untuk mengetahui kedudukan ahli waris non-muslim di Indonesia, perlu 

juga diketahui kedudukan hukum wasiat I s lm  di Indonesia, baik masalah waris 

atau wasiat adalah bagian dari kewenangan Peradilan ~ ~ a r n a . ~ ~ '  

Posisi ahli waris apabila dilihat dari sudut iliiu hukum Islam adalah 

bersifat pasti, berbeda dengan posisi ahli waris non-muslim. Hukum Islam 

memandangnya bahwa non-muslim dikeluarkan dari posisinya sebagai ahli waris, 

ha1 ini berdasarkan hadits Nabi riwayat Usamah Ibn Zaid, Nabi bersabda yang 

berbunyi: '" +I >MI YJ >MI WI &Y (Tidak mewarisi orang muslim dengan 

orang kafir, dan juga tidak mewarisi orang kafir dengan orang Islam). Para ulama 

sepakat bahwa keluarga dekat (sekalipun anak kandung) yang non-muslim bukan 

ahli waris. Namun dalam kasus tersebut hulsum Islam menyediakan instrument 

hukum yakni wasiat sebagai solusi ijtihadiyah, dengan alasan bahwa harta 

341~aca  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 

342~adits Nabi riwayat dari Usamah ibn Zaid. Periksa: Abu Daud, Sunan Abi Daud, Jilid 
2, hlm. 140. Dan periksa: Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hadits no. 6267. 



peninggalan yang bersifat tetap dan pasti adalah sebesar 213, sedangkan yang 113 

sebagai batasan maksimal wasiat inilah yang bersifat elastis dan dinamis, sehingga 

memungkinkan lahirnya peluang ijtihad. Adapun dalam hukum perdata maupun 

hukum adat mengatur semua ahli waris itu mempunyai hak untuk mewarisi 

dengan tidak membedakan apakah ahli waris itu muslim atau non muslim. 

Ahli wmis non-muslim dalam hukum Islam berkedudukan di luar ahli 

waris yang berhak menerirna warisan, sebab perbedaan agama menjadi 

penghalang menerima warisan, karena itu, wasiat kepada ahli waris non-muslim 

adalah sah, sebab perbedaan agama tidak menjadi penghalang sahnya wasiat, ha1 

ini sesuai dengan prinsip persamaan, keadilan, dan keselarasan antara agama 

dengan dunia dalam masalah hukum343, dm juga didasarkan pada penafsiran 

fuqaha terhadap Surat Al-Baqarah (2): 180 yang berlaku untuk ibu-bapak dan 

karib kerabat, yakni ahli waris yang tidak mendapatkan bagian warisan, yang 

sifatnya adalah m u m ,  baik muslim atau non-muslim. Oleh karena itu sangat 

menarik pandangan Mustafa Salabi, sebagaimana dikutip Ahmad Rafiq, yaitu: 

"Kehadiran wasiat dalam hukum Islam sangat penting artinya sebagai 
penangkal kericuhan dalam keluarga. Karena ada di antara anggota keluarga yang 
tidak berhak menerima harta peninggalan dengan jalan warisan. Pada hal ia telah 
cukup berjasa dalam pengadaan harta itu, atau seorang cucu miskin terhalang oleh 
pamannya yang kaya, atau karena berbeda agama dan sebagainya, maka dengan 
adanya sistem wasiat yang diatur dalam hukum Islam kekecewaan itu dapat 
d i a t a ~ i " ~ ~ ~  

343~lama hanafiah memandang wasiat kepada non-muslim adalah sah, dan para fuqaha 
sepakah wasiatnya non-muslim adalah boleh, ha1 termasuk kebolehan berwasiat kepada "ghair 
muslim ah1 al-akimmah ". Baca Wahbah al-Zuhaili, Op, Cit., Jilid 10, hlm. 7494-7496. 

344~hmad Rafiq, Op Cit, hlm. 448. 



Ulama ahli tafsir, hadits, dan fikih sepakat bahwa perbedaan agama ahli 

waris dan pewaris menjadi penghalang untuk mendapatkan harta warisan, dan 

tidak dernikian dalam hal wasiat. 

Teori-teori pada sub 1 bab iv tersebut di atas pada dasarnya sejalan 

dengan kaidah: "Tindakan penguasa terhadap rakyatnya harus dihubungkan 

(dikaitkan) dengan maslaha.l~".~~~ Maslahah adalah kebaikan dan rahmat, ahli 

waris non-muslim adalah sebuah realitas. Negara Indonesia merupakan negara 

hukum yang berfaham nasionalisme, dan masalah ahli waris non-muslim apabila 

dipandang dari hukurn Islam secara tektual tidak akan niendapat bagian dari harta 

peninggalan. Hal itu rasanya ada ketidak-adilan, dan agar ketidak-adilan itu dapat 

diselsaikan, maka masalah tersebut terlebih dulu hams dilhat dari pendekatan: 

LSJ 119+9 a4 (hukurn Itu mengiicutti illatnya baik ada maupun 

tidak adanya) ,346 sehingga ahli waris non-muslim harus dicarikan solusinya, hal 

itu akan menunjukkan bahwa Islam merupakan agama rahmatan lil 'alamin. 

Adapun penyelesaian yang sesuai menurut peneliti adalah bedasarkan Wasiat 

Wajibah. Sebagaimana pendekatan maqasid syari'ah sebagai metode yang 

pernah ditunjukkan oleh h a .  bin Khttab, dimana pandangannya tampil beda 

dengan para sahabat sezamannya. Umar sangat praktis, realistik, fleksibel dan 

humanis dalam menyelesikan masalah-masalah h u k ~ m . ~ ~ '  

345~symuni Abdmahman, Qa 'idah-qa 'idah Fikih (Qawa 'idul Fikihiyyah), (Jakarta: 
Bulan Bintang, 1976), hlm. 60. Berbunyi: -4 b$ b31 & tLyl d+ 

346~bn Hazrn alJauziyah, I'lam al-Mwaqi'in an Rub al-Alamien, Juz 4, hlm. 414. 
347~udian Wahyudi, Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik Berjilsafat Hukum 

Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: Published by Pesantren Nawesea< 2007), 
hlm. 8. 



Penyelesaian ahli waris non-muslim harus tunduk dan sesuai hak-hak 

yang berhubungan dengan harta peninggalan, tahapan pelaksanaannya dimulai 

dari pengurangan biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang simati, pelaksanaan 

wasiat, baru tahapan berikutnya adalah pembagian waris. Sistem pembagiannya 

bersifat ketat dan dinarnis. Ketat dalam pembagian waris yakni harus sesuai 

dengan ketentuan faraid, dan dinarnis dalam masalah wasiat, namun wasiat hams 

tunduk pada pembatasan 113 dari harta peninggalan, karena itu wasiat dapat 

masuk pada wilayah ijtihadiyah. 

Dalam kontek hukum Indonesia, ketentuan non-muslim sebagai 

penghalang menerima warisan tersebut tidak dimunculkan dalam KHI, sepertinya 

kasus itu didiamkan, jika dalam kitab-kitab ,5lcih perbedaan agama sebagai 

penghalang itu masuk ke dalam pembahasan mawani ' al-irs. Namun sebaliknya, 

dalam KHI mengatu bahwa seseorang terhalang menerima warisan itu 

berdasarkan pasal 173 KHI yang menyatakan bahwa: seseorang terhalang menjadi 

ahli waris, apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap, dihukum karena: 

a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau 

menganiaya berat pada pewaris; 

b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa 

pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 

5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. 

Tidak masuknya non-muslim sebagai penghalang kewarisan dalam KHI, 

jelas merupakan suatu kesengajaan bukan khilaf, sebab selama 20 tahun tidak ada 



ralat. Adanya keinginan secara sistematis pihak tertentu untuk mempertahankan 

rumusan tersebut, hal ini sangat berpengaruh sebagai argument yuridis dalam 

proses pengambilan keputusan di Pengadilan Agama. Memperhatikan bunyi pasal 

173 KHI di atas, berarti bahwa perbedaan agama tidak termasuk pada kelompok 

penghalang menerima warisan, maka logika hukumnya sama dengan hukum yang 

diatur dalam hukum adat dan hukum perdata (BW). Jika perbedaan agama bukan 

merupakan penghalang menerima warisan, maka logikanya hams disesuaikan 

dengan hukum adat, yang berarti menerima teori receptie Snouck Hurgronje dan 

Van Vollenhoven, karena sistem hukum kewarisan adat dan hukum perdata (BW) 

tidak mengenal perbedaan agama. Hal ini sangat berbeda dan bertentangan dengan 

hukum Islam, dan juga dalam masalah ini seharusnya mempertimbangkan 

pandangan 'Sayuti Thalib mengenai teori receptie a contrario yang menolak 

bahwa hukum Islam ditundukkan kepada hukum adat. 

Pergumulan antara hukurn Islam dan hukum adat mengenai kapan hukum 

itu yang lahir lebih dulu di Indonesia, salah satunya dapat dilihat dari pendapat 

sejumlah pakar hukum. Pemikiran yang dapat dipertanggung jawabkan secara 

ilmiah adalah pandangan LWC. Van Den Berg dalam teorinya receptie in 

complexu, ketika teori tersebut muncul hukum adat belum lahir. Sebab istilah 

hukurn adat lahir setelah Snouck Hurgronje dan van Vollenhoven 

memperkenalkan teori receptie untuk menyanggah teori sebelumnya, yang mereka 

anggap bahwa teori van Den Berg itu sangat berbahaya bagi kepentingan kolonial 

Hindia Belanda di Indonesia. Hukum kewarisan Islam di Indonesia adalah hukum 

yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, hukurn yang berlaku universal 



dan sesuai dengan situasi dan tempat di manapun, meskipun ada sedikit perbedaan 

cara memahami di kalangan ulama, narnun tidak mengurangi ketaatan umat Islam 

kepada ketentuan Allah dan Rasul-Nya tersebut. 

Oleh karena itu, hukum wasiat pada dasarnya sangat dianjurkan apabila 

ditujukan kepada ibu-bapak dan karib kerabat yang tidak mendapatkan warisan 

karena adanya penghalang kewarisan. Mengenai hal tersebut perhatikan di Mesir 

sebagai ~ o n t o h ~ ~ ~ ,  apabila seseorang meninggal dunia, sedang ia mempunyai 

h s u i  dan di antara ahli warisnya ada yang terhalang menerima warisan, seperti 

cucu yang terhijab oleh anak laki-laki, maka cucu tersebut mendapat bagian 

berdasarkan Wasiat Wajibah, meskipun wasiat itu belum diucapkan atau dibuat 

oleh orang yang meninggal tersebut. Karena itu, dalam co~itoh lain apabila 

seseorang memberikan wasiat kepada salah seorang ahli warisnya adalah non- 

muslim, kemudian setelah pewasiat meninggal, para ahli warisnya tidak bersedia 

melaksanakan isi wasiat tersebut, dengan alasan berdasarkan ketentuan hukum 

Islam, ia sebagai non-muslim, maka pihak penerima wasiat dapat mengajukan 

perkaranya ke Pengadilan Agama, meski yang bersangkutan posisinya sebagai 

non-muslim, karena pewasiat beragama Islam, maka kompetensinya adalah 

menjadi kewenangan Pengadilan Agama. 

Masalah kewarisan dalam hukum adat di Indonesia merupakan fakta 

hukum, dapat dibedakan menjadi tiga kategori besar, yaitu: 

a. Sistem Patrileneal, yakni sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan 

. pada pihak nenek moyang laki-laki, sehingga kedudukan dan pengaruh pihak 



laki-laki dalam hukurn waris sangat menonjol, seperti pada masyarakat Batak, 

yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki, sebab anak perempuan yang 

telah menikah dengan cara "kawin jujur" akan masuk dan menjadi anggota 

keluarga pihak suami, dan akan kehilangan statusnya sebagai ahli waris orang 

tuanya yang meninggal dunia; 

b. Sistem Matrilineal, yakni sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan 

pada pihak nenek moyang perempuan, sehingga dalarn sistem kekeluargaan 

ini pihak laki-laki tidak menjzidi pewaris untuk anak-anaknya, sebab anak- 

anak merupakan bagian dari keluarga ibunya, maka anak-anak itu menjadi ahli 

waris dari garis perempuan atau garis ibu, sedangkan ayahnya masih 

merupakan anggota keluarga sendhi, seperti yang terjadi pada masyarakat 

Minangkabau; 

c. Sistem Parental atau Bilateral, yakni sistem kekeluargaan yang menarik garis 

keturunan dari dua sisi, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Dalam 

sistem kekeluargaan ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam 

hukum waris sama dan sejajar, artinya baik anak laki-laki dan anak perempuan 

merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tuanya349. 

Dengan acianya fakta hukum di atas, akan menjadi sebuah kesulitan 

apabila negara akan membentuk hukum kewarisan nasional berdasarkan hukum 

kewarisan Islam, narnun sebenarnya fakta itu dapat menjadi ide mengenai 

lahirnya solusi hukum, yaitu dengan Wasiat Wajibah bagi ahli waris yang tidak 

mendapat bagian warisan. 

349~man Supannan, Hukum Waris Indonesia dalam PerespektifIslam, Adat, dun BW, Cet. 
2, (Bandung: PT. Rafika Aditarna, 2007), hlm. 41-42. 



3. Penyelesaian ahli waris non-muslim di Indonesia 

Agama Islam merupakan agama yang telah sempurna dari mata rantai 

agama Allah sebelumnya, yang memiliki daya penyempurna, daya pelengkap 

yang senantiasa memberikan solusi, dan perlindungan setiap orang dalam segala 

aspek kehidupan, baik perorangan maupun kelompok. Penetapan hukum Islam 

bersumber kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah senantiasa mengkaitkan dengan 

segi-segi kemaslahatan dan kemanfaatan. Kernaslahatan dan kemanfaatarl itu 

adalah faktor hukum, yang dalarn hukum Islam disebut illat hukum, yang dalam 

penerapan hukumnya itu sejauh sebagai usaha untuk menghindari kemvdaratan, 

apakah illat hukumnya muassirah, mula'imah, qaribah, atau m u r ~ a l a h ~ ~ ~ ,  illat 

hukurn dari segi keadaan pewasiat adalah banyaknya kepemilikan har'a, sebab 

dalam harta itu terdapat hak orang lain. Juga dari segi keadaan penerima wasiat 

yaitu apakah termasuk fakir miskin atau orang yang tidak berhak menerirna 

warisan, seperti ahli waris non-muslim, maka illat hukurn semacam itu dapat 

dikategorikan sebagai illat qaribah dan juga dapat dikategorikan sebagai illat 

mursalah, sebab illat hukurn itu dapat diketahui dengan analisis al-maqasid al- 

350111at hukum adalah faktor-faktor yang dijadikan tempat bersandar, tempat bergantung 
atau petunjuk adanya ketentuan hukum. Terdapat macam-macam illat hukum (faktor hukum) 
yaitu: Pertama, illat muassirah artinya illatnya jelas diperoleh dari nas atau ijma' dan pengaruhnya 
membekas dalam ketentuan hukum. Kedua, illat mula'imah artinya illat yang diperoleh dari nas 
tetapi secara tersirat karena pengaruhnya tidak jelas membekas dalam ketentuan hukum, seperti 
tidak wajib mengqadla' shalat bagi wanita yang datang bulan, jadi illah yang tersirat itu adalah 
"memberatkan". Ketiga, illat qaribah artinya illat yang diperoleh dari nas tetapi pengaruhnya 
tidak jelas membekas dalam hukum dan tidak diketahui sejalan atau tidaknya illat itu dalam 
hukum tetapi dipandang sesuai dengan hukurn, seperti tidak berhak menerima wasiat bagi 
pembunuh pewasiat. Dan Keempat, illat mursalah artinya illat yang tidak terdapat pendukungnya 
dalam nas, tetapi dapat diketahui dari jiwa dan semangat ajaran Islam pada umumnya, seperti 
beberapa contoh ijtihad Khalifat Umar ibn Khattab. Baca: Amir Mu'allim dan Yusdani, Ijtihad 
Suatu Konfroversi antara Teori dun Fungsi, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997, hlm. 1 13-1 18. 



syari 'ah, namun yang pasti semuanya bermuara kepada tujuan hukurn Islam yaitu 

kemaslahatan manusia. 

Dalam ha1 ini Ibnu Qayyim menyatakan bahwa: "Sesungguhnya syari7at 

itu fondasi dan asasnya adalah hikmah dan kemaslahatan hamba (manusia) baik 

dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan al~herat"~~'. 

Pada dasarnya Allah sangat menghargai hambanya yang berbuai kebajikan 

sebagai amal saleh, baik yang bersifat ibadah khusus ataupun yang bersifat ibadah 

muarnalah, berlaku adil, tolong menolong, dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan 

ajam Al-Qur'an Surat an-Nahl(16): 90 yang b e r b ~ n ~ i : ~ ~ ~  

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh @mu) berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, member bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) 
perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan, Dia member pengajaran 
kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. 

dan Surat A!.-Maidah (5): 2 yang b e r b ~ n ~ i : ~ ' ~  

Artinya: . . . dan saling tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.. . 

Ayat di atas, mengajarkan sikap, perbuatan, dan pandangan hidup masyarakat 

muslirn adalah agar berbuat adi!, berbuat kebajikan dan menyuburkan nilai-nilai 

kemanusiaan, termasuk kepada karib-kerabat dan kepada sesama manusia. 

3 " ~ ~ .  Hasbi Ash-Shiddieqy, Op Cit, hlm. 178. Pernyataan Ibnu Qayyim itu berbunyi: 
3LSlg  &dl ~3 JW\ $La9 +I & bL19 lsliLp &&I ( j l  



Secara normatif, wasiat dalam hukurn Islam merupakan hal yang sudah 

mempunyai legalitas berdasarkan Al-Qur ' an dan As-Sunnah, namun 

pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat Indonesia antara fakta dan 

kenyataan belum menjadi budaya hukum masyarakat Indonesia meskipun 

memiliki harta. Kalau di Mesir, Tunisia, Suriah, clan Maroko dikenal dengan 

istilah lembaga Wasiat Wajibah sebagai undang-undang negara yang secara 

unifikasi menjadi hukurn p~b1d54.  Di Indonesia dalam dekade tahun 1991, 

hukum wasiat telah dibukukan dalam KHI dengan bentuk hukum Inpres No. 1 

Tahun 1991, yang legalitasnya masih merupakan norma hukum yang bersifat 

individual konkrit, belum bersifat sebagai hukum publik, yang mengikat kepada 

seluruh warga negaranya. 

Secara kodrati, Allah menentukan adanya tingkatan nasib dan kekayaan 

hambanya itu berbeda-beda, ada yang berkecukupan, ada pula yang kekmangan. 

Karena itu, salah satu ajaran Islam adalah mengajarkan tolong menolong untuk 

saling mengisi peluang atau celah yang ada di antara orang yang kaya clan orang 

yang miskin, antara sesaqanya baik itu menyangkut karib kerabat ataupun 

sesamanya. 

Menurut pandangan Islam, harta itu dinilai tidak saja bersifat pribadi atau 

bersifat mutlak bagi manusia melainkan juga bersifat kemasyarakatan, artinya 

bahwa harta itu, di samping hak perorangan sebagai amanat melainkan juga hak 

fakir miskin, sebab hak mutlak hanya ada pada Allah semata. Dan Islam 

menetapkan bahwa dalam semua bidang kehidupan baik rohani, sosial budaya, 

- -  - - 

354~ahir Mahmood, Family Law Reform in the Muslim World, (India: Indian Law 
Institute, 1972), hlm. 1 15-164. 



ekonorni haruslah berimbang dalam lingkungan kehidupan masyarakat, Allah 

berfirman dalam Surat Al-Ma'arij (70): 24-25 yang berbunyi: 355 

(25) F d s b  &w (24) ifi & &l>l Q! &% 

artinya: "Dan orang-orang yang dalam hartanya ada hak (bagian) yang ditentukan 

(diketahui), bagi orang (miskin) yang meminta dan yang tidak meminta." 

Kembali kepada masalah illat hukurn dalam pelaksanaan wasiat, yaitu 

suatu sifat yang terdapat pada pokok masalah yang menjadi dasar untuk 

menetapkan hukum, karena diketahuinya illat hukum suatu masalah itu sebagai 

pertimbangan hukum, akan dapat mendukung keberadaan masalah itu dan 

memudahkan untuk menerapkan dalam kehidupan masyarakat sebagai norma 

hukum yang dihayati dan dilaksanakan. 

Wasiat merupakan peristiwa hukum dalam bentuk perikatan sepihak, 

maka niat dan hasrat yang tulw merupakzn esensi dari pelaksmaan wasiat, 

sedangkan Wasiat Wajibah juga merupakan peristiwa h u b  dalam bentuk 

perundang-undangan yang mengikat kepada pihak-pihak tertentu, seperti anak 

angkat, ahli waris non-muslim. Semuanya berusaha mewujudkan tujuan hukum 

Islam, yakni dengan memperhatikan adakah segi kemaslahatan dan kemanfaatan 

bagi penerima wasiat. Dalam realitas hidup, tidak seorangpun yang menyangkal 

bahwa masalah yang dihadapi manusia sejak dulu hingga sekarang adalah 

masalah kerniskinan, kemelaratan, dan ketidak-adilan. Dan masalah itu 

merupakan masalah yang tidak kunjung selesai dibicarakan para ahli, sebab 

sebagai contoh, dalam suatu keluarga ada yang nasib ekonominya tidak sebaik 

3 5 5 ~ ~ .  Al-Ma'arij (70): 24-25. 



keluarga yang lain, atau dalam suatu keluarga ada yang tersinglur dari hak 

mewarisi, seperti ahli waris non-muslim, atau faktor sistem kekeluargaan yang 

menentukan dalam kepemilikan harta kekayaan dari kerabatnya itu tidak 

menguntungkan, maka dalam ha1 ini menjadi kewajiban negara untuk 

memperhatikan dan mengurusnya356, yaitu dengan mencarilcan jalan keluar yang 

mencerminkan rasa keadilan. Di antara salah satu cara adalah dengan legislasi 

hukum kewarisan dan Wasiat Wajibah, yakni dengan meningkatkan kedudukan 

hukum KHI dari bentuk hukum Inpres No. 1 Taka  1991 menjadi undang- 

undang. 

Illat hukurn pelaksanaan wasiat yang lain adalah karena adanya faktor 

keadaan penerima wasiat, seperti untuk memperbaiki sistem ekonomi atas dasar 

kekerabatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, atau karena adanya faktor 

normatif yang secara formal menghalangi menerima warisan, sehingga dapat 

diupayakan dengan Wasiat Wajibah, dan termasuk adanya indikator faktor 

keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara, maka negara 

wajib untuk mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera ruhani dan 

jasmani. Oleh karena itu merupakan tindakan yang ma.ruf apabila pelaksanaan 

wasiat kepada karib-kerabat yang sangat membutuhkan, terutama yang terhalang, 

dan berorientasi kepada nilai-nilai kemanusiaan, kemanfaatan, dan kemaslahatan. 

Pelembagaan hukum kewarisan dan wasiat di Indonesia terasa semakin 

kokoh mulai tahun 1989, sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

356~erhatikan teori kedaulatan negara, bahwa dalarn ha1 ini negaralah yang berkewajiban 
membuat hukum, sebab hukum itu merupakan penjelmaan dari kehendak atau kemauan negara dan 
negara dianggap sebagai sumber hukum. Baca: Soehino, Op Cit, hlm. 154. Dan bandingkan 
dengan: Marsilam Simanjuntak, Op Cit, hlm. 155. 



1989 tentang Peradilan Agama, kemudian ditindak-lanjuti dengan perubahan 

undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentmg Perubahan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agarna, artinya sejak 

saat itu perkara yang berhubungan dengan kewarisan telah menjadi ko~npetensi 

absolut peradilan agama, tetapi hukum materiilnya adalah KHI, yang bentuk 

hukumnya masih jauh dari peraturan perundang-undangan yaitu dalam bentuk 

hukum inpres, sebab secara teori, hakim dalam memeriksa dan memutus perkara 

itu terikat kepada undang-undang, sehingga KHI hanya difungsikan sekedar 

pedoman dan petunjuk hukum bagi hakim yang didampingkan dengan undang- 

undang dalam memeriksa dan memutus setiap perkara di Pengadilan Agama. 

Kompetensi absoiut mengenai perkara waris dan wasiat saat ini telah 

kokoh berdasarkan undang-undang tersebut di atas, namun di sisi lain, rasa 

keadilan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam akan semakin 

terpenuhi, apabila legalitas hukum materiil yang telah dibukukan dalam KHI itu 

ditingkatkan dari bentuk hukum Intruksi Presiden menjadi bentuk hukum yang 

sesuai dengan hirarkhi peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang, 

atau peraturan pemerintah, atau .keputusan presiden. Sebab "tindkan penguasa 

terhadap rakyatnya hams dihubungkan (dikaitkan) dengan ma~lahah"?~~ Dan juga 

sejalan dengan kaidah hukum "Kedudukan penguasa (imam) terhadap rakyat 

adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim"?58 Sehingga apabila legalitas 

hukum materiil kewarisan dan wasiat Islam itu memperoleh bentuk hukum yang 

357~symuni Abdurrahman, Qa 'idah-qa 'idah Fikih (Qawa 'idul Fikihjyah), (Jakarta: 
Bulan Bintang, 1976), hlm. 60. Berbunyi: -4 L& &31& d+ 

3581bid, hlm. 6 1, berbunyi: & 31911 &31& 



lebih baik dalam tata urutan atau hirarkhi peraturan perundang-undangan, maka 

hukum itu akan mempunyai kekuatan mengikat dan daya paksa yang dapat 

menghapus semua perbedaan, artinya "Keputusan penguasa (dalam bentuk 

undang-undang) dalam masalah ijtihad (mempunyai kekuatan mengikat) yang 

akan menghapus perbedaan359, termasuk penyclesaian bagian ahli waris non- 

muslim dengan Wasiat Wajibah. 

Karena itu, posisi hukum Wasiat Wajibah adalah sebagai upaya, sebagai 

jalan keluar yang dibenarkan dalam syari'at Islam. Sebab bukan bermaksud untuk 

mengambangkan atau mendangkalkan hukum kewarisan Islam melainkan justru 

merupakan kelengkapan yang tidak terpisahkan dari sistem hukurn kewarisan 

Islam yang sebenarnya, yaitu untuk menampakkan keluwesan, kesejukan, dan 

keramahan, serta kesempurnaan hukum Islam sebagai rahmatan lil'alamin. 

Bukti konkrit akan ditunjukkan dalam sisteni pembagian harta 

peninggalan, antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain, yang kadar 

penerimaannya berbeda, ada yang mendapat seperdua, sepertiga, seperempat, 

seperenam, seperdelapan, ada yang menerima seluruh sisa (asabah), apalagi ada 

yang tidak memdapat bagian sama sekali karena sebab terhalang. Maka disinilah 

fhgsi  dan peranan hukurn wasiat dalam menghadapi fakta atau realitas para ahli 

waris yang berbeda-beda latar belakang sosial ekonominya, yakni dapat ditempuh 

dengan cara musyawarah dan persetujuan para ahli waris, hal ini tak lain seperti 

pemilik harta benvasiat kepada ahli waris yang kaya agar merelakan sebagaian 

359 Ibid, hlm. 70, berbunyi: $2 J & ~ I  &L f pd\ & 



bagiannya diberikan kepada ahli waris yang miskin, atau ahli waris yang terhalang 

karena beda agama. 

Secara normatif, tindakan tersebut di atas adalah dapat dibenarkan dalarn 

hukum Islam, karena pemberian wasiat kepada ahli waris yang miskin atau non- 

muslim sebagai irnbangan penerimaan harta peninggalan adalah alasan yang tepat 

dan dapat dijadikan illat hukum, yaitu kemaslahatan, kemanfaatan, keadilan, dan 

kekeluargaan sesama ahli waris. Jadi rujuannya adalah untuk memelihara jiwa dan 

ruh hukum Islam dalam mewujudkan gagasan yang kreatis dan inovatif dalarn 

memahami kontektualisasi hukum Islam, baik mengenai hak, kewajiban, keadilan, 

dan persamaan yang didasari oleh maslahat, serta memperhatikan keadaan dan 

lingkungan yang mendukungnya adalah merupakan dasar-dasar pengembangan 

hukum Islam yang diperbolehkan oleh syara'. Dalam hal ini Khalifah Umar Ibn 

al-Khattab pernah mengirirn surat kepada Abu Musa al-Asy'ary b e r b ~ n ~ i : ~ ~ '  

artinya: "Kenalilah segala hal-hal yang serupa dan kiaskanlah segala urusan 
kepada imbangannya. Kemudian kiaskanlah segala urusan yang ada di sisimu dan 
tujulah kepada yang lebih disukai Allah dan yang lebih mirip kepada kebenaran 
menurut pendapatmu". 

Pemberian wasiat kepada karib kerabat dan ahli waris yang terhalang lagi 

miskin, seperti ahli waris non-muslim akan mendapat nilai-nilai ma'ruf dan 

kemaslahatan. Hal ini tidak ada halangan dan sejalan dengan kaidah hukum: 

"Hulcum itu mengikuti maslahah yang k u ~ t " . ~ ~ '  Wasiat atau Wasiat Wajibah itu 

akan menjadi jalan keluar atau solusi dalam pelaksanaan pembegian harta 

3 6 0 ~ ~ .  Hasbi Ash-Shiddieqy, Op Cit, hlm. 434. 
36'~bid, hlm. 463, yang berbunyi: -1 & 



peninggalan, dan akan lebih kuat kedudukannya dan lebih berperan dalam 

kehidupan masyarakat muslim, apabila implementasinya telah menjadi hukum 

yang mengikat secara hukum positif yang berlaku di Indonesia. 

B. Peranan Wasiat Wajibah Sebagai Alternatif mengakomodasi Bagian Ahli 

Waris Non-Muslim 

Wasiat Wajibah merupakan penemuan hukunl abad ke 20 sebagai solusi 

substansial hukum Islam dalam memformulasikan keadilan. Sedang keadilan 

adalah jiwa sekaligus tujuan dari hukum. Hal ini sejalan dengan konsep nilai dasar 

hukum menumt Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan 

kemat~faatan.~~~ Keadilan adalah jiwa sekaligus tujuan dari hukum, karena itu, 

akan sesuai dengan rasa keadilan apabila &Ji waris non-muslim diberi bagian 

dari harta peninggalan dengan jalan Wasiat Wajibah, dan sekaligus akan lebih 

memenuhi kepastian hukurn apabila dibentuk melalui proses legislasi atau melalui 

proses yurisprudensi hakim pengadilan. Dengan demikian nilai kemanfaatannya 

bagi bangsa Indonesia akan lebih dirasakan sebagai wujud hukum yang rahrnatan 

lil 'alamin. 

Hal di atas sejalan juga dengan teori keadilan Aristoteles, apabila 

diimplementasikan berdasarkan konsep keadilan distributif yang menghendaki 

bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, maka ahli waris non- 

muslim akan mendapat bagian dari harta peninggalan berdasarkan Wasiat 

Wajibah, dan demikian pula secara keadilan komutatif yang menghendaki bahwa 

362~~tek i ,  Op. Cit., hlm. 39. Baca juga Satjipto Rahardjo, Op. Cjt., hlm. 80. Dan juga 
Theo Huijbers, Op. Cit., hlm. 163. 



setiap orang, termasuk ahli waris non-muslim akan mendapatkan hak yang 

sama. 363 

Sedangkan Majid Khadduri membagi keadilan menjadi dua, yaitu: (1) 

keadilan substansi yakni keadilan yang melekat pada isi hukurn yang dibuat dan 

sebagai sumber untuk kemaslahatan, sebab hukurn dibuat untuk tujuan kebaikan 

dan menghilangkan keburukan (mendatangkan maslahat dan menghilangkan 

mudharat); dan (2) keadilan prosedural yakni keadilan yang didasarkan pada 

aspek eksternal hukurn, atau di luar aturan hukum atau yang disebut keadilan 

formal, dalam praktek melalui peran hakim dalam proses peradilan.364 Ahli waris 

non-muslim diberi berdasarkan Wasiat Wajibah menwut keadilan substansi, 

apakah putusan hakirn berdasarkan Wasiat Wajibah itu melalui instrument 

undang-undang atau instrument yurisprudensi tetap merupakan smber 

kemaslahatan, sebab hukum dibentuk untuk tujuan kebaikan dan menghilangkan 

keburukan. Bentuk hukurn tersebut akan dapat memenuhi kriteria hukum formal, 

yang dalam praktek melalui peran hakim dalam proses peradilan. 

Adapun teori keadilan sosial John Rawls menyatakan sebagai the 

difference principle dan principle of fair equality of 0 ~ ~ o r t u n i t y , 3 ~ ~  bahwa 

perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat yang paling 

besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Dengan demikian, pemberian 

Wasiat Wajibah kepada ahli waris non-muslirn itu merupakan bentuk pengaturan 

karena adanya perbedaan sosial, agama dan ekonomi, sehingga bagi mereka yang 

kurang beruntung akan memperoleh manfaat dari pengaturan tersebut yaitu 

363~smi  Warassih, Op. Cit., hlm. 24. 
364~aj id  Khadduri, Op. Cit., hlm. 135-1 50. 
365 Uzair Fauzan dan Hem Prasetyo, Teori Keadilan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006). 



melalui undang-undang atau yurisprudensi. Hal ini sejalan juga dengan teori 

utilitarianisme Hume, Bentham, dan ~ i 1 1 ~ ~ ~ .  Namun John Rawls menegaskan 

bahwa dalam penegakaan keadilan harus memperhatikan dua prinsip, yaitu: (1) 

memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang seluas- 

luasnya seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang; (2) mampu mengatur 

kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi 

keuntungan yang bersifat timbal balik bagi setiap orang, baik mereka yang berasal 

dari kelompok yang beruntung maupun yang tidak beruntung. 

Beberapa pandangan tersebut, ternyata sejalan juga dengan teori keadilan 

sosial hukum Islam, yang dalam filsafat hukurn Islam disebut maqasid al-tasyri ' 

atau maqasid al-syari'ah yang menegaskan bahwa h h  Islam disyari'atkan 

untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan man~s ia .~~ '  baik di dunia 

maupun di akherat. Karena itu, yang membedakan dengan teori-teori di atas, 

bahwa kemaslahatan karena adanya pengaturan dalam pemberian Wasiat Wajibah 

kepada ahli waris non-muslim baik dalam bentuk undang-undang atau 

yurisprudensi itu akan dapat dicapai untuk kepentingan di dunia bagi manusia 

tanpa kecuali, tetapi kemaslahatan itu akan didapat untuk kepentingan dunia- 

akherat bagi orang-orang yang beriman. 

Hukum wasiat merupakan salah satu bagian dari hukum Islam yang 

bersumber kepada Al-Qur'an Swat Al-Baqarah (2): 180. Sasaran ayat wasiat ini 

ditujukan kepada ibu-bapak dan karib kerabat. Karena itu, perlu direspon sebagai 

366 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Ilmu Hukum dun Filsafat Hukum Studi 
Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 100- 106. 

367~uhamrnad Sa'id Ramadan al-Buti, Op. Cit., hlm. 12. Dan Masdar F. Mas'udi, Op. 
Cit., hlm. 97. 



dasar pengembangan hukurn wasiat Islam di Indonesia, sebab terminologi yang 

dipergunakan Al-Qur'an itu bersifat mum,  apakah mencakup ahli waris yang 

tidak dapat mewarisi karena sebab, seperti ahli waris non-muslim, atau orang lain 

seperti; orang tua angkat, anak angkat, atau mencakup batasan yang lebih luas 

secara konstektual dalam menampung perkembangan hukurn pada masa-masa 

yang akan datang. 

Narnun perlu dicatat bahwa Wasiat Wajibah dalam fikih Islam umumnya 

lebih didasarkan kepada pemikiran akal (ijtihad) yang sejalan dengan teori-teori 

yang telah dikemukan di atas. Di satu sisi dirnaksudkan untuk memberikan rasa 

kesldilan kepada orang-orang dekat dengan pewaris, yang secara syar'i tidak 

memperoleh bagian Cari jalur faraid. Narnun di sisi lain, keempat imam mazhab 

tidak membolehkannya jika ha1 itu akan memberikan madarat bagi ahli waris, 

kecuali dengan syarat jika pewaris meninggalkan harta yang banyak, demikim 

ulama tafsir telah menafsirkan kata "in taraka khairan " dalam Surat 4Baqarah  

(2): 180."" Hal ini juga sejalan dengan potongan Surat An-Nisa' (4): 11 yang 

artinya: "... (Tentang) orang tuamu dan anak-anakrnu, kamu tidak mengetahui 

,9369 siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu ... . 

Potongan ayat ini memberikan isyarat secara m u m  mengenai apaitah ada di 

antara ahli waris yang tidak memperoleh bagian warisan, dan juga mengandung 

368~idzk dinamakan harta itu khairan jika tidak harta yang banyak. Keterangan ini 
dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari 'Aisyah ra: "Seorang laki- 
laki menghadap 'Aisyah dengan menyatakan: 'Saya hendak berwasiat', kata 'Aisyah: "Berapa 
banyak harta kamu?, '3000 (tiga ribu) dirham", jawabnya, "Berapa orang anakrnu", Tanya 
'Aisyah, "4 (empat) orang", 'Aisyah mengatakan: "Allah berfirman: 'in taraka khairan ', hartamu 
itu sedikit, tinggalkanlah untuk analanu, itulah yang lebih baik". Perhatikan lebih lanjut: Ahmad 
Yusuf Sulaiman, Al-I'jaz al-Tasyri'iy li-Nizam al-Miras ji Al-Qur'an al-Karim wa Asarihi al- 
Iqtisady wa al-Ijtima'iy, (Kairo: Dar al-'Ulum, Jami'ah al-Qahirah, tt), hlm. 10. 

3 6 9 ~ ~ .  an-Nisa' (4): I 1 berbwyi: . . . 6k $ &"f G. LJjL( $;q(; $)bT . . . 



maksud kemungkinan lahirnya peluang ijtihadi mengenai penyelesaian kasus 

bagian waris yang berhubungan dengan ibu-bapak dan karib kerabat. 

Wasiat itu mengandung perbuatan sosiologis karena menyangkut harta 

. benda yang diwasiatkan orang yang benvasiat dan penerima wasiat. Hal ini 

berdasarkan A1-Qw?an Swat Al-Maidah (5): 106 yang berbunyi: 370 

artinya: "Hai orang-orang yang beriman, datangkanlah saksi-saksi apabila salah 
seorang di antara kamu menghadapi kematian dan hendak benvasiat, dua orang 
dari diri keluargamu yang adil atau dari luar golonganmu (dm orang yang 
berlainan agama dengan kamu), kalau k a M  dalam perjalanan di muka bumi lalu 
bencana maut menirnpa, tahanlah mereka berdua setelah salat 'asar clan sunrhlah 
mereka bersumpah, demi Allah jika kamu rap .  Kami tidak mencari keuntungan 
meskipun untuk kerabat dekat, dan kami juga tidak akan merahasiakan kesaksian 
Allah. Sung kalau kami berbuat demikian kami adalah orang-orang yang FF berbuat dosa . 
Ayat ini memberikan petunjuk perlunya saksi yang adil dalam benvasiat, dan akan 

memberikan keyakinan apabila saksi itu disumpah sebelum memberikan 

kesaksiannya, dan apabila tidak ditemukan saksi yang adil, maka ahli waris boleh 

mengganti saksi yang adil meskipun berlainan agama. Hal ini mengisyaratkan 

adanya kebolehan benvasiat kepada ibu-bapak dan karib kerabat non-muslim. 

Dalam masalah kebolehan wasiat kepada ibu-bapak dan karib kerabat 

non muslim. Apabila dianalisis berdasarkan teori Aristoteles tentang keadilan, 

maka yang sangat penting bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian 

kesamaan, Dalam ha1 ini dia membuat pembedaan penting antara kesamaan 

3 7 0 ~ ~ .  Al-Maidah (5 ) :  106. 
371 H.Zaini Dahlan, Op Cit, hlm. 219. 



numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap 

manusia sebagai satu unit. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang 

menjadi halcnya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dia 

membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. 

Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata 

dan pidana. Keadilan distributif berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan 

barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalarn masyarakat. Artinya 

distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di 

kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai 

dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi m a ~ ~ a r a k a t . ~ ~ ~  Sedangkan keadilan 

korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Bagaimanapun, 

ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya "kesetaraan" yang sudah mapan 

atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan 

tersebut. Karena itu akan nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah 

peradilan sebagai contoh masala. bagian ahli waris nono-muslim, sedangkan 

keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.373 

Adapun menurut teori keadilan sosial John Rawls, inti teorinya bahwa 

perbedaan sosial dan ekonomis h a s  diatur agar memberikan manfaat yang 

paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Mereka inilah yang h a s  

diberi perlindungan khusus sebagai alternatif bagi teori utilitarianisme 

sebagaimana dikemukakan Hurne, Bentham dan Mill. Mereka itu adalah ahli 

waris yang tidak mendapat bagian waris seperti ahli waris non-muslim. Hal ini 



baginya merupakan program penegakan keadilan yang berdirnensi kerakyatan 

yang hams memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan 

kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan 

yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan 

sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat 

timbal balik (reciprocal benefits) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari 

kelompok beruntung maupun tidak be r~n tun~ . "~  ~ e n ~ a n  memperjuangkan dua 

ha1 penting: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi 

ketimpangan yang dialami kaum lcmah dengan menghadirkan institusi-institusi 

sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan hams 

memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan 

untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah. 

Adapun menurut teori kcadilan social hukum Islam, yang dalam filasafat 

hukum Islam disebut maqasid at-tasyri' atau maqasid al-syari'ah yang 

menegaskan bahwa hukurn Islam disyari'atkan untuk mewujudkan dan 

memelihara maslahat umat manusia. Artinya bagaimana membentuk dan 

melaksanakan hukum sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan manusia dalam 

arti iuas, hai ini sesuai kaidah: "Di mana ada maslahat, di sana terdapat hukum 

374~ohn Rawls, A Theoly of Justice, (London: Oxford University press, 1973), yang sudah 
diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006). 



~ l l a h . " ~ ~ ~  Teori maslahat di sini menurut Masdar F. Mas'udi sama dengan teori 

keadilan sosial dalam istilah filsafat hukum.376 

Dengan demikian, jelas bahwa yang fundamental dari bangunan 

pemikiran hukum Islam adalah maslahat, maslahat manusia universal, atau- dalam 

ungkapan yang lebih operasional- "keadilan sosial". Tawaran ijtihadi yang dapat 

menjamin tenvujudnya maslahat kernanusiaan adalah sah, dan umat Islam terikat 

untuk mengambilnya dan merealisasikannya. Sebaliknya, tawaran ijtihadi yang 

secara meyakinkan tidak mendukung terjaminnya maslahat, lebih-lebih yang 

membuka kemungkinan terjadinya kemudaratan adalah fasid, dan umat Islam 

secara orang perorang atau bersama-sama terikat untuk m e n ~ e ~ a h n ~ a . ~ ~ ~  

Namun ketentuan legal-formal-tekstual yang sah, bagaimana pun, hams 

menjadi acuan tingkah laku manusia dalam kehidupan bersama, kalau tidak ingin 

menjadi anarki. Akan tetapi patokan legal-formal dan tekstual hanyalah 

merupakan cara bagaimana cita maslahat, keadilan, itu diaktualisasikan dalam 

kehidupan nyata. Sedangkan kedudukan hukum dalam teks Al-Quran atau As- 

Sunnah adalah sebagai material hukurn yang pada akhirnya juga dengan logika 

maslahat, bukan dengan logika kekuatan atau kepercayaan, mash harus dibawa 

untuk ditentukan statusnya ke dalam iembaga permusyawaratan. ~ p a b i i a  kita 

berhasil membawanya sebagai bagian dari kesepakatan orang banyak, ia berfimgsi 

sebagai hukurn yang secara formal-positif mengikat. Akan tetapi, apabila gaga1 

memperjuangkannya sebagai kesepakatan, daya ikatnya tentu saja hanya terbatas 

375~uhammad Sa'id Ramdan al-Buti, Dawabit al-Maslahah fi as-Syariah al-Islamiyah, 
(Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1977), hlm. 12. 

376~asdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah" Jurnal 
Ilmu dun Kebudayaan UIumul Qur'an No.3, Vol. VI Th. 1995. hlm. 97 

377~bid, hlm.97. 



pada orang-orang yang mempercayainya. Dan daya ikat seperti ini paling jauh 

hanya bersifat moral-subyektif, tidak bisa sekaligus formal-obyektif. 

Memang, dengan mempertaruhkan "maslahat dan sekaligus norma 

hukurn yang bersurnber padanya" pada ijma' lembaga syura, atau keputusan 

lembaga parlemen dalam terma ketata-negaraan modern, bukan tidak ada 

kelemahannya. Tidak jarang apa yang disebut kesepakatan lembaga syura, 

parlemen, ternyata hanya merupakan hasil rekayasa segelintir elit yang berkuasa. 

Akan tetapi inilah tantangan yang hams dihadapi oleh Islam, yang 

sebenarnya adalah juga tantangan bagi rakyat-manusia di mana pun mereka 

berada. Yakni, bagaimana mereka bisa mengusahakan turnbuhnya satu pranata 

kesepakatan m a t ,  di mana rakyat- secara langsung atau melalui wakilnya- dapat 

mengemukakm pendapat dan pilihannya perihal tata-kehidupan yang menurut 

mereka lebih mencerminkan cita maslahat dan k e a d i l a ~ ~ . ~ ~ ~  Penegakan keadilan 

adalah aplikasi dari nilai-nilai kemaslahatan, namun bagaimana cara penegakan 

tersebut akan sangat bergantung pada kondisi wilayah dimana keadilan itu akan 

ditegakkan. 

Wasiat berlaku setelah orang yang berwasiat meninggal dunia, dan 

menurut ketentuan h u h  waris Islam pelaksanaan wasiat itu didahulukan 

sebelum pembagian warisan dengan batasan-batasan yang telah d i t e n t ~ k a n ~ ~ ~ .  

Allah menjelaskan kata wasiat dalam empat tempat, satu tempat pada Surat An- 

378~bid, hlm. 98. 
379~erdasarkan hadits riwayat An-Nasai dan Ahmad, bahwa Rasulullah menyuruh 

berwasiat sepersepuluhnya, dan kalimat itu diulang-ulang sampai Beliau bersbda wasiatkanlah 
sepertiga, karena sepertiga itu cukup banyak atau besar. Perhatikan: Asy-Syaukani, Op Cit, Jilid 6, 
hlm. 148. 



Nisa' (4): 11 dan tiga tempat pada Surat An-Nisa' (4): 12, yaitu dengan ungkapan 

yang maksudnya "sesudah dipenuhi wasiat dan atau sesudah dibayar hutangnya". 

Ketentuan kewajiban benvasiat ini apabila dihadapkan dengan turunnya 

ayat kewarisan ternyata telah menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan 

fbqaha' dalam memaharni kandungan ayat mengenai apakah hukurn wasiat itu 

wajib atau sunnah?, ataukah ketentuan kewajiban wasiat itu telah dihapuskan 

dengan ketentuan waris?. Hal hi dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Imam mazhab empat berpendapat bahwz kewajiban wasiat pada Swat Al- 

Baqarah (2): 180 itu telah dihapus berlakunya oleh Surat An-Nisa' (4): l l dan 

12, sebab penghapusaaitu telah ditengarai dengan hadits Nabi riwayat dari 

Ashab al-Magazi, Nabi bersabda yang artinya "tidak ada wasiat bagi ahli 

waris JJ380. Sehingga berwasiat kepada ibu-bapak d m  karib kerabat yang tidak 

menerima bagian waris itu hukumnya tidak wajib, dengan alasan: Pertama, 

Nabi di saat menjelang wafatnya tidak mengucapkan wasiat, Kedua, tindakan 

kebanyakan sahabat tidak memberikan wasiat ketika masih hidup, Ketiga, tidak 

ada seorangpun di antara mereka yang menentangnya. Sekiranya wasiat itu 

hukumnya diwajibkan tentu muncul seorang penentang keengganan mereka 

be r~as ia t~~ ' .  

b. Daud az-Zahiri yang didukung oleh Masruq, Tawus, Iyas, Qatadah, dan Ibnu 

Jarir berpendapat bahwa wasiat kepada ibu-bapak dan karib kerabat yang 

38%Iadits riwayat dari Asahab al-Maghazi, Nabi bersabda: b 9  'J , Ibnu Abi 
Syaibah, Musanif Ibn Abi Syaibah, Juz 7, hlm. 281, perhatikan juga: Imam al-Baihaqy, As-Sunan 

al-Kubra li al-Baihaqy, Juz 6, hlm. 264. Perhatikan bunyi yang lain: 
~ J W  b 5  9 a & L& &I d! juga dalam Ibn Abi Syaibah, Ibid. 

38'~atchurrahrnan, 'Wasiat Ikhtiyariyah dan Wasiat Wajibah', dalam: UNISIA, 
(Yogyakarta: Tahun Pertama, No. 2, 1979), hlm. 6. 



menjadi ahli waris telah dihapuskan dengan kewajiban menerima waris, tetapi 

wasiat kepada ibu-bapak dan karib kerabat yang tidak menjadi ahli waris 

hukumnya ~ a j i b ~ * ~ .  Mereka berpegang kepada bunyi Swat Al-Baqarah (2): 

180 itu cukup jelas, sebab tidak mungkin nas hadis itu menghapuskan nas Al- 

Qur'an yang ked~dukannya~lebih tinggi. Lagi pula pernyataan hadis tidak ada 

wasiat bagi ahli waris, yang dimaksud adalah ahli waris yang bagiannya telah 

cukup jelas dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga tidak mencakup ahli 

waris yang tidak berhak mewarisi. 

c. Sedangkan menurut Ibnu Hazm, memberi wasiat itu hukumnya wajib bagi 

setiap orang yang akan meninggal dan mempunyai harta peninggalan. Di 

samping la beralasan pada Suat Al-Baqarah (2): 180, juga bedasarkan Swat 

An-Nisa' (4): 11 dan 12, yang mengajarkan bahwa adanya kewajiban untuk 

memisahkan ha*a peninggalan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan 

dalam nas tersebut. Namun dalam ayat tersebut juga dinyatakan bahwa 

pelaksanaan pembagian waris itu setelah pelaksanaan wasiat dan pembayaran 

hutang. Logika formil menyatakan bahwa karena pembagian waris itu 

hukumnya wajib, maka pembayaran hutang dan melaksanakan wasiat yang 

harus didahulukan itu hukumnya juga wajib. Selanjutnya ia juga bealasan 

bahwa membedakan status hukum membayar hutang dan melaksanakan wasiat 

dengan pembagian waris itu tidak tepat dan tidak logis, karena ketiga masalah 

itu tersurat dalam satu ayat yang tidak terpisah-pisah dan tidak menunjukkan . 

perbedaan status hukumnya.. 

3821bid, hlm. 56. 



Meskipun terjadi perbedaan pendapat mengenai hukum wasiat di atas, 

justru &an mendorong lahirnya pandangan alternatif dari para ahli hukum Islam 

berikutnya mengenai hukum wasiat, sebab dalam rangka pengembangan hukurn 

Islam ternyata cukup relevan pendapat yang dikemukakan oleh Abu Muslim al- 

Isfahani yang didukung oleh Fahmr ~ a z i ~ ~ ~  yang menyatakan bahwa mereka tidak 

sependapat dengan teori nasakh (pembatalan), karena itu hukurn wasiat bersifat 

muhkam. Dalam teori ini ~ s ~ - ~ ~ i h r i s t a n i ~ ~ ~  mengomentari bahwa pembatalan 

bukanlah inovasi h u h  yang berkesinambungan yang berkulminasi pada ajaran 

Islam yang universal, jadi bukan masalah dibatalkan atau tidak melainkan pada 

kontek apa hukurn itu dibutuhkan dalam masyarakat. Dengan demikian tidak ada 

halangan untuk mentaati ayat yang mengatur kewajiban wasiat sebab sifat 

suruhannya dan mutu wajibnya tidak memberikan kesan ada perbedaan sedikitpun 

dengan ayat-ayat kewarisan. 

Kewajiban wasiat itu diatur dalam swat al-Baqarah (2): 180 yang 

sasarannya untuk ibu-bapak d m  karib kerabat, apabila dicermati ternyata akan 

muncul permasalahan yaitu dalam hal mana wasiat itu masih diperlukan lagi 

setelah Al-Qur'an mengatur pembagian harta warisan? Dalam ayat tersebut hanya 

dijumpai suatu syarat "in taraka ... bi al-ma'ruf', maka manakah yang lebih 

ma'ruf dari pembagian yang telah diatur Al-Qur'an secara umum?. Jadi wasiat ini 

merupakan celah munculnya pemikiran dan pengembangan hukum Islam, yaitu 

merupakan jembatan untuk memberikan porsi hukum yang bersifat alternatif 

3 8 3 ~ a ~  Razi, At-Tafsir al-Kabir, Juz 1 ,  (Kairo: 1307 H), hlm. 446. 
384~hmad Hasan, Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup, pandung: Pustaka, 1405 W1984 M), 

hlm. 63 - 70. 



mengenai ibu-bapak dan karib kerabat sebelum pelaksanaan pembagian harta 

~ a r i s a n ~ ~ ' .  Misalnya, jika ada di antara mereka itu menderita sakit lumpuh 

berlarut-larut sehingga membutuhkan biaya pengobatan, atau untuk seorang anak 

yang memiliki bakat dalam suatu cabang ilmu tertentu sehingga membutuhkan 

biaya ekstra untuk pendidikannya, atau untuk seorang saudara yang sangat 

tertekan hidupnya di luar kemampuannya apabila dibandingkan dengan saudara- 

saudara yang lain, atau untuk anak angkat, anak asuh, orang tua angkat, ahli waris 

non-muslim, clan lain sebagainya. Terhadap hal-ha1 istimewa tersebut ukuran 

ma'ruf itu jangkauannya terbatas kepada keadaan istimewa yang berkembang 

dalarn memahami sub sistem karib kerabat di tengah-tengah masyarakat 

lingkungan hukum itu berlaku. 

Hadis Nabi yang diriwayatkan Dar al-Qutni dari Abi Darda' telah 

menetralisasi berlakunya hukum ~ a s i a t ~ ~ ~ ,  dengan berupaya untuk menghilangkan 

kesan seakan-akan ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan wasiat itu telah 

dihapuskan dengan ayat waris, atau secara harfiah fimgsionalisasi wasiat itu 

kehilangan relevansinya, karena hadis di atas berfimgsi sebagai pemberi alternatif 

kebolehan wasiat dengan sepertiga dari harta peninggalan, sehingga ruh hukum 

Islam di dalarnnya tetap tampak dan eksis daiam inengakomodasikan perubahan 

385~azairin, Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dun Hadits, (Jakarta: Tinta 
Mas, 1981), hlm. 57. 

386Nabi bersabda: $G 4 &qj $&- -* $\-&I <* * *Su a\ 6 ir!, lihat: 
Ash-Shon'ani, Subul al-Salam, Juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm.103. Bandingkan: Asy- 
Syaukani, Nay1 al-Authar, Juz 6, (Beirut, Libanon: Dar alJai1, 1973), hlm. 148. Periksa: Thabrani, 
AI-Mu yam al-Kabir li ath-Thabarani, Juz 14, hlm. 452, yang berbunyi: wi $Kj '$ @$ &qj $&- -& '$!-&I +& $'& asu &i 3 a\ bj,, 
Sayid Sabiq, Op Cit, hlm. 416. Dan Muhammad Ali as-Sayis, Op Cit, hlm. 57. 



dan perkembangan hukum Islam, meskipun segmen hukumnya bisa wajib atau 

bisa sunnah. 

Apabila dilihat secara makro, bahwa penyelesaian harta peninggalan 

dengan cara aturan kewarisan secara matematis dengan bagian-bagian yang telah 

ditentukan dalam rangka penyebaran harta pada lingkungan kelompok sosial 

masyarakat tei-tentu belurnlah cukup, sehingga disandingkan dengan m i a t ,  yang 

merupakan cara penyelesaian alternatif yang bertujuan untuk melengkapi cara 

penyelesaian waris bagi mereka yang tidak memperoleh bagian waris karena 

adanya hubungan kekerabatan dan kekeluargaan dengan yang m e n i r ~ ~ ~ a l ~ ~ ~ ,  yakni 

untuk berbuat kebajikan dengan bersedekah dan menjadikan harta itu beredar 

pada lingkungannya yang lebih luas, baik dengan ketentuan wasiat sepersepuluh, 

seperlima, seperempat, atau sepertiga sebagai batasan maksimal dalam wasiat. 

Lebih lanjut Sayyid Qutub menjelaskan bahwa kaurn muslimin itu adalah 

karib kerabat, sebab antara seorang muslim itu bersaudara bagaikan struktur 

bangunan yang berkelindan sebagai ummah wahidah yang tidak lepas dari tatanan 

nilai sosial ekonomi yang bersifat keagamaan, maka wasiat itu hanya sepertiga 

kekayaan miliknya yang disalurkan dalam rangka memberikan jaminan sosial 

secara individu yang ditetapkan bedasarkan prinsip ma'ruf yang berkaitan dengan 

tanggung jawab individu terhadap m a ~ ~ a r a k a t ~ ~ ~ .  Ketentuan batas wasiat itu 

berdasarkan hadis riwayat an-Nasai dan Ahmad yang berbunyi: 389 

387~ayyid Qutub, Keadilan Sosial dalam Islam, (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 85. 
Ibid, hlm. 80. 

389~sy-~yaukani, Op Cit, Jilid 6,  hlm. 148. 



Artinya: "Rasulullah saw menjenguk aku ketika dalam keadaan sakit, seraya 
bertanya: "apakah engkau telah bemiat? ' ,  aku menjawab: "sudah", Beliau 
bertanya lagi: "Berapa?', aku menjawab: "semua hartaku sabilillah", lalu Beliau 
bertanya lagi: "lalu apa yang ditinggalkan untuk anakmu?', sku menjawab: 
"mereka adalah orang-orang kaya". Lalu Beliau bersabda: "Wasiatkanlah yang 
sepersepuluhnya". Kalimat itu diulang-ulang dan aku juga mengatakan berulang- 
ulang ("semua"), sehingga Be!iau bersabda: "Wasiatkanlah sepertiganya, karena 
sepertiga itu sudah cukup banyak atau besar". 

Nabi melarang berwasiat lebih dari sepertiga, bahkan Nabi menganjurkan 

berwasiat sepersepuluh, lalu diulang-ulang, yang akhirnya Nabi menetapkan batas 

maksimal sepertiga, meskipun semua anaknya menjadj orang kaya. Dalam hadis 

lain telah memberikan penegasan yang senada dengan hadis di atas, yaitu hadis 

riwayat Bukhari dan Muslim dari Saad ibn Abi Waqqas yang menceriterakan 

bahwa pada waktu haji wada' Nabi mengunjungi aku ketika dalam keadaan sakit 

keras, dan aku bermaksud mensedekahkan dua pertiga hartaku, karena aku hanya 

mempunyai seorang anak perempuan, tetapi Nabi melarangnya, demikian 

seterusnya, lalu Beliau bersabda yang maksudnya maksimal sepertiga harta yang 

boleh diwasiatkan. 

C. Penerapan Wasiat Wajibah Bagian Ahli Waris Non-Muslim dalam 

penyelesaian sengketa di Lingkungan Peradilan Agama 

Penyelesaian masalah ahli waris non-muslim merupakan salah satu dari 

penerapan fungsi hukum, Steven Vago menyatakan bahwa: 

"Why do we need law, and what does it do for society? More specifically what 
function does law perform? As with the definition of law, there is no agreement 
among scholars of law and society on the precise hctions,  nor is there consensus 
on their relative weight and importance. A variety of functions are highlited in the 
literature (see, for example, Aubert 1969: 1 1, Bredeneir, 1962: 74, Merrnin, 1973: 
5-1 0, Nader and Todd, 1978: 1, Pollack, 1979: 669, and Samford, 1989: 1 16-120) 



depending on the conditions under which law operates at a particular time and 
place. The recurrent themes include social control, dispute settlement, and social 

9, 390 engineering . 

Memang penentuan h g s i  dari hukum dalam masyarakat belum ada 

kesepakatan dari pakar hukum, hal ini bergantung dari kondisi masyarakat di 

mana hukurn itu berlaku sesuai dengan tempat dan waktu. Namun penegasan di 

atas menyebutkan ada tiga h g s i  dari'hukum, yaitu social control (kontrol sosial), 

dispute settlement (penyelesaian sengketa), dan social engineering (rekayasa 

sosial). Jadi hukurn akan dapat berfimgsi sebagai sarana yang cukup efektif dalam 

menyelesaikan sengketa dan sekaligus memberikan solusi dalam penyelesaian 

masalah yang terjadi dalam masyarakat. 

Dalam ha1 ini, Wasiat Wajibah dapat meriadi salah satu cara, sebagai 

tindakan negara untuk memindahkan kepernilikan harta benda dari seseorang 

kepada pihak lain dengan cara sah, juga menjadi salah satu alternatif untuk 

memberikan bagian kepada ibu-bapak dan karib kerabat yang tidak mendapatkan 

harta waris, antara lain ahli waris non-muslim, yang pelaksanaannya setelah 

matinya pemilik harta. Pada dasarnya, Wasiat Wajibah itu .terletak pada 

penekanan "tindahn negma'y3g1. Hal ini sejalan dengan teori negara hukum dan 

ieori icedauiatan negara, sebgga  penerapannya akan melahirkan keadilan dan 

kemanfaatan serta kemaslahatan bagi bangsa Indonesia khususnya dan manusia 

pada urnumnya. 

3m~teven Vago, Law andSociety, (New Jersey: Prentice Hall Englewood Cliffs), hlm. 12. 
391~symuni Abdurrahman, Qa 'idah-qa 'idah Fikih ( Q w a  'idul Fikihiyyah), (Jakarta: 

BuIan Bintang, 1976), hlm. 60. Berbunyi: -4 %$ & eLyl d-)LOj Perhatikan: 
Ibid, hlm. 61, berbunyi: 41 LP Jldl a s  &31 & ?w\ dan baca juga: Ibid, hlm. 
70, berbunyi: dul@# JWY~ &L f edl 



Berangkat dari uraian di atas, maka Wasiat Wajibah merupakan bagian 

dari penemuan hukum abad ke 20, sistem dan metodenya mirip dengan sistem 

pembagian waris, bedanya Wasiat Wajibah ini dibatasi maksiial 113 bagian 

warisan, dan pelaksanaannya berdasarkan putusan hakim di pengadilan. Para ahli 

hukum Islam telah meletakkan dasar pengembangan hukurn Islam bahwa 

benvasiat kepada non-muslim bukanlah ha1 yang dilarang, sepanjang penerima 

wasiat tersebut tidak memusuhi umat Islam, sebab wasiat yang dilarang adalah 

wasiat untuk keperluan maksiat, baik kepada orang Islam maupun non-mu~l im~~~ .  

Sedangkan Allah menyuruh tolong-menolong dalam berbuat kebajikan dan 

ketaqwaan, dan dilarang tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan393 

(... $9' & ' G J ~  % ~cglj 31 9 lAU3 ...). Allah tidak melarang 

berbuat baik kepada orang-orang non-muslim yang tidak memusuhi Islam. 

Ahli waris non-muslim menurut ketentuan hukum kewarisan Ihlam telah 

kehilangan hak mewarisi, namun ahli waris non-muslim dapat menerima wasiat 

berdasarkan ketentuan ahli waris yang tidak mendapatkan bagian warisan. 

Sehingga dalam sistem hukum di Indonesia, ia dapat menuntut haknya ke 

Pengadilan Agama, bukan berdasarkan kewarisan, tetapi berdasarkan wasiaPg4 

dan pengadilan dapat memberikan puiusan yang menyataican bahwa ia mendapat 

bagian dari peninggalan pewaris muslim dengan jalan Wasiat Wajibah. Atau 

melalui perkara gugat waris, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata penggugat 

392~hmad Azhar Basyir, Op Cit, hlm. 
3 9 3 ~ ~ .  Al-Maidah (5): 2. 
394~enurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 berbunyi: "Pengadilan 

Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat 
pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, 
wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. 



terbukti non-muslini, maka hakim akan memberikan bagian kepadanya 

berdasarkan jalan Wasiat Wajibah. 

Sebagai bagian dari sistem hukum positif Indonesia, Undang-Undang 

Nomor: 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimuat pada 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Pasal 28: (1) 

berbunyi: Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum 

dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 

Dalam tradisi hukum Islam, pembentukan hukum tidak didasarkan pada 

tradisi hukum tertulis &tab undang-undang) yang ditetapkan oleh negara 

melainkan dibentuk oleh fuqaha seperti qadihakim, dan proses pembentukannya 

berlangsung secara dinamis lewat serangkaian putusan-putusannya. Karena itu, 

keberadaan KHI mewakili tradisi tersebut yang tidak didasarkan pada tradisi 

hukum tertulis (civil law sistem). Dan Indonesia sementara ini melengkapinya 

dengan tradisi hukum tidak tertulis (common law sistem), sebagai contoh pasal28: 

( 1 )  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 

ini dapat diartikan bahwa dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak 

tertulis, hakim merupakan penggali, perurnus, dan penemu hukum dari nilai-nilai 

hukurn yang hidup dalam masyarakat. 

Untuk itu hakim hams mampu mengenali, menyelami perasaan hukum 

dan rasa keadilan yang hidup dalam m a ~ ~ a r a k a t . " ~ ~  Dengan demikian hakirn 

dituntut untuk menafsirkan hukum agar terjadi keserasian antara idealita hukum 

395 Abdurrahman, Hukum Adat menurut Perundang-undangan Republik Indonesia, 
(Jakarta: Cendana Press, 1984), hlm. 60. 



dalam undang-undang ke dalam realita hukum yang hidup ~ehari-hari.'~~ Sehingga 

hakim dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan 

masyarakat ketika ia menyelesaikan suatu perkara di Pengadilan. 

Cara inilah yang digunakan oleh Pengadilan Agama dan Mahkarnah 

Agung. Sebagai contoh: Pertama, Pengadilan Agama dalam putusan Nomor: 

54lPdt.Gl19991 Pi4JU tanggal 13 Oktober 1999, yang dikuatkan dengan putusan 

PTA. Nomor: 07/Pdt.l2GOO/PTA.JK, tanggal 21 Juni 2000, yang memberikan hak 

Wasiat Wajibah kepada ahli waris non-muslim (ayah pewaris) dari pewaris 

muslim yang kadar bagiannya sebanyak yang seharusnya diterima oleh ahli waris 

muslim dan tidak melebihi sepertiga harta warisan. Kedua, Mahkamah Agung 

dalam dua buah putusannya, yaitu Nomor: 368 WAG11 998 tanggal 16 Juli 1998, 

dan Nomor: 51 WAG11999 tanggal 29 September 1999, yang memberikan hak 

Wasiat Wajibah kepada ahli waris non-muslim dari pewaris muslim yang kadar 

bagiannya sebanyak yang seharusnya diterima oleh ahli waris muslim dan tidak 

melebihi sepertiga harta warisan. 

Berdasarkan kompetensi absolut Pengadilan Agama, dapatkah seorang 

non-muslim mengajukan perkara ke Pengadilan Agama? Jawabannya adalah 

dapat, sebab pada dasarnya Pengadilan Agama berlaku asas '>ersonalitas 

kei~laman"'~~ berdasarkan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 telah 

mengalami ekstensi makna. Kandungan asas ini semakin meluas dengan maksud 

antara lain: 

396~ernon Rich, Law and The Adminispation of Justice, (New York: John Wiley & Soni 
Jic, 1975), hlm. 299-3 15. 

397~bd.  Shomad, Op Cit. hlm. 223-224. 



1. Pihak-pihak yang bersengketa beragama Islam; 

2. Pihak-pihak yang bersengketa juga termasuk orang atau badan hukum 

yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum 

Islam; 

3. Hubungan hukum yang melandasai keperdataan pihak-pihak tersebut 

berdasarkan hukurn Islam; dm 

4. Perkara-perkara yang disengketakan terbatas pada bidang perkawinan, 

waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. 

Menurut hasil Rakemas Mahkarnah Agung RI di Yogyakarta tanggal 21 

- 23 Maret 1995 dalam perkara kewarisan, maka yang dijadikan patokan adalah 

agama pewaris. Sehingga jika pewarisnya Islam, maka menjadi kewenangan 

Peradilan Agama, dan apabila pewarisnya non-muslim, maka menjadi 

kewenangan Peradilan TJmum. Sedangkan dalam masalah perkawinan, yang 

menjadi patokan adalah pada saat akad nikah dilaksanakan. Jika akad nikahnya 

dilakukan menurut hukum Islam, meskipun kemudian salah satu atau keduanya 

k e l w  dari agama Islam, maka perkara perceraian dan sebagainya, tetap menjadi 

kewenangan Peradilan Agama. Sebaliknya, jika perkawinan dilakukan dengan 

tatacara non-muslim, icemudian mereka masuk Islam, maka perkara perceraian 

dan sebagainya tetap menjadi kewenangan Peradilan Umurn. Sehingga secara 

politik hukum, telah diatur berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan 

hasil Rakemas Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas itu sangat 

berpengaruh terhadap eksistensi peradilan agama di Indonesia, khususnya terkait 



adanya pertirnbangan kompetensi, kepastian dan keadilan, bahwa di Pengadilaii 

Agama dapat diperoleh kepastian dan keadilan. 

Putusan Pengadilan Agama di atas telah memberikan bagian kepada ahli 

waris non-muslim melalui Wasiat Wajibah, hal ini merupakan yurisprudensi. 

Sebab putusan hakim sebelumnya akan selalu dikikuti oleh hakim-hakim 

berikutnya. Untuk itu perlu dicermati agar memperoleh gambaran lebih jelas 

duduk perkara di bawah ini, yaitu: 

1. Putusan Nomor: 54/Pdt.G/1999/PAJU tanggal 13 Oktobr 1999 adalah:398 

Duduk perkaranya, bahwa penggugat (Dr. Endah Ronawulan binti Eman 

Sulaiman), seorang warga negara Indonesia asli yang beragama Islam adalah isteri 

sah dari Jen Loeng Tanuwijaya bin Chandra Tanuwijaya, seorang warga negara 

Indonesia keturunan Cina beragama Islam. Dalam perkawinannya mereka tidak 

dikarunia anak. Suami penggugat (Jen Loeng Tanuwijayaj telah meninggal dunia 

pada tanggal 8 Oktober 1998. Karena itu, menurut hukum Islam penggugat adalah 

ahli waris dari almarhun Jen Loeng Tanuwijaya. Selain itu, ia meninggalkan ayah 

kandmg yaitu tergugat (Chandra Tanuwijaya), saudara kandung yaitu turut 

tergugat I (Caterina Tanuwijaya), turut tergugat I1 (Tan Pho Lian), dan turut 

tergugat I11 (Tan P'no Sianj. Tergugat dan semua turut tergugat adalah beragama 

non-muslim, dan alrnarhum meninggalkan harta antara lain: 

Sejurnlah asset dalam perusahaan dalam bentuk saharn: 

398~utusan lengkap perkara ini terlarnpir. 



a. PT. SARANA INTIPRIMA PRATAMA di Jakarta Pusat, J1. Batu Ceper 

No. 3 sebanyak 25 lembar saham, dengan nilai nominal perlembar @ RP. 

1,000,000.- 

b. PT. RONACITA INTI PERSADA di Jakarta Utara, J1. Gunung Sahari 

Raya No. 13 Blok Bl45 sebanyak 4500 lembar saham dengan rilai 

nominal perlembar saham @ Rp. 1,000,000.- 

c. PT. GATRABOGA INTI PUTRAMA di Jakarta Pusat J1. Batu Ceper No. 

33 A sebanyak 25 lembar saham, dengan nilai nominal perlembar @ RP. 

1,000,000.- 

d. PT. SARANA BOGA PRATAMA di Jakarta Pusat J1. Hayam Wuruk No. 

9 sebanyak 1 lembar saharn dengan nilai nominal perlembar @ Rp. 

1,000,000.- 

e. PT. RAMADA INTI PERSADA di Jakarta Pusat J1. Hayam Wuruk No. 9 

Jakarta Pusat. 

f. PT. DUNKINDO LESTARI di Jakarta Pusat J1. Hayam Wuruk No. 9 

sebanyak 4 lembar saham dengan nilai nominal perlembar @ Rp. 

1,000,000.-. 

Harta peninggalan almarhum tersebut menurut hukurn merupakan harta 

warisan dan penggugat sebagai isterinya berhak mendapatkan bagian dari harta 

warisan tersebut. Namun pada kenyataannya semua harta warisan almarhum 

tersebut di atas sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat, Turut Tergugat I s.d 

Turut Tergugat I11 dengan tanpa alasan hak yang sah atau secara tidak sah dan 

melawan hukum dan berdalih harta tersebut adalah milik perusahaan. Meskipun 



Penggugat sudah berupaya secara musyawarah dan damai agar hak Penggugat 

sebagai ahli waris almarhum mendapatkan bagian dan diserahkan bagian yang 

menjadi hak Penggugat, tetapi Tergugat dan para Turut Tergugat tidak mau 

menyerahkannya, sehingga satu-satunya jalan yang terbaik bagi semua pihak 

adalah diajukannya gugatan ini ke Pengadilan agar mendapatkan putusan yang 

adil dan berdasarkan hukum yang berlaku. 

Huts peninggalanhirta warisan tersebut sampai saat ini belum dibagi 

kepada orang yang berhak mendapatkannya, maka menurut hukum Penggugat 

berhak mengajukan gugatan kepada Tergugat dan Turut Tergugat I s.d Turut 

Tergugat I11 kepada Pengadilan Agama Jakarta Utara yang benvenang mengadili 

dan memutus gugatan ini agar dilakukan pembagian harta warisan tersebut dan 

juga dilakukan pembagian harta bersama dari harta peninggalan alrnarhtun sesuai 

dan menurut hukum yang berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam. 

Sampai saat ini seluruh harta warisan almarhum tersebut dikuasai oleh 

Tergugat dan para Turut Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum, maka 

cukup alasan adanya kekhawatiran bagi Penggugat bahwa selama proses 

pemeriksaan perkara ini berjalan harta tersebut secara dim-diam dialihkan, 

diasingkan, atau dihilangkan oleh Tergugat dan para Turut Tergugat, maka 

Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Utara agar sebelum 

memeriksa pokok perkara berkenan meletakkan sita jaminan terhadap semua harta 

peninggalan almarhum di atas. 

Dalam kasus ini, Tergugat dan para Turut Tergugat mengajukan eksepsi, 

dengan alasan, Pertama, bahwa Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan 



absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara Karena dalam kasus ini 

Tergugat dan para Turut Tergugat bukanlah orang yang beragama Islam, sehingga 

dalam kasus ini Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan absolut untuk 

memeriksa dan mengadilinya. Kedua, Bahwa gugatan Penggugat itu bertentangan 

dengan prinsip dasar antar golongan400 Ketiga, sebagai akibat dari eksepsi di atas, 

maka Pengadilan Agama tidak memiliki keweiiangan untuk menjatuhkan 

Penetapan Sita Jaminan dan karenanya Penetapan Sita Jaminan tersebut demi 

hukurn tidak berlaku atau setidak-tidaknya hams dicabut. 

Selmjutnya setelah memperhatikan jawaban Tergugat dan para Turut 

Tergugat di atas, maka Penggugat memberikan pernyataan sebagai jawaban 

bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili gugatan 

Penggugat, dengan alasan: Pertama, dalil eksepsi Tergugat d m  para Turut 

Tergugat ticlak benar karena telah salah dalam mengartikan/menafsirkan ketentuan 

pasal49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 

yang telah memberikan kewenangan mutlak bagi Pengadilan Agama untuk 

memeriksa dan mengadili perkara-perkara kewarisan, sehingga Pengadilan 

Agama Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. 

Kedua, di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahunj 1989 tentang Peradilan 

399~asal 49 ayat (1) butir b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama benven ang memeriksa, memutus, dan 
menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di 
bidang kewarisan. 

'?Sesuai dengan prinsip dasar hukum antar golongan yang berlaku di negara Indonesia, 
terdapat kesetaraan kedudukan antara pelbagai agama yang dianut di Indonesia. Sebagai akibatnya, 
beralihnya seseorang dari satu agama ke agama lain tidak menyebabkan berubahnya hukum yang 
semula berlaku bagi orang tersebut, sehingga hukum yang berlaku adalah hukum si Suami 
(almarhum Jen Leong Tanuwijaya) adalah hukum kewarisan menurut Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata. Hal ini sesuai dengan pendirian Mahkamah Agung berdasarkan SEMA Nomor 2 
Tahun 1990. Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa dan 
mengadili perkara hi .  



Agama, terdapat asas personalitas keislaman yang menekankan kepada asas 

agama yang dianut Penggugat, yaitu beragama Islam, maka konsekuensinya 

Penggugat hams mengajukan perkara ke Pengadilan Agama, meskipun para 

Tergugat tidak menganut agama yang sama. Ketiga, setelah melihat pokok 

perkara yang dinyatakan bahwa hukum Islam berlaku untuk menyelesaikan 

kewarisan, rnengingat bahwa almarhum suarni Penggugat beragama Islam, maka 

menurut hukurn sengketa warisan ini adalah menjadi wewenang Pengadilan 

Agama, meskipun para Tergugat tidak menganut agama Islam. Maka berdasarkan 

alasan-alasan hukum tersebut mohon perkenan Pengadilan Agama Jakarta Utara 

menolak eksepsi para Tergugat atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat 

diterima atau mengesampingkan eksepsi tersebut. 

Menurut hakim, gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan prinsip 

dasar antar golongan, lcarena Pertama, meayatakan dalil eksepsi para Tergugat 

tidak benar, sebab dengan masuk dan meninggalnya suami Penggugat yang . 

beragama Islam, maka dengan demikian berlaku dan tunduk kepada ketentuan dan 

ajaran hukum Islam. Kedua, karena Pewaris beragama Islam, maka dengan 

demikian Pengadilan Agama Jakarta Utara benvenang memeriksa dan rnengadili 

gugatan Penggugai. Sehingga berdasarkan aiasan-alasan hukum tersebut, terbukti 

eksepsi para Tergugat tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, maka menurut 

hukum eksepsi tersebut harus ditolak. 



Selanjutnya penggugat telah menyerahkan swat bukti sebagai bukti diri 

sahnya gugatan ~ e n ~ g u ~ a t ~ ~ l ,  dan Penggugat juga telah menyerahkan swat bukti 

kepemilikan harta tersebut di atas, atas nama almarhurn Jen Loeng Tanuwijara 

(suami Penggugat) dalam pokok perkara402 sebagai bukti sahnya gugatan 

Penggugat. Kesemua swat-swat bukti tersebut telah dicocokkm dengan aslinya 

dan ternyata sesuai dengan aslinya dan kesemua swat bukti tersebut telah 

bermeterai dan Hakim Ketua kemudian telah memberikan kode-kode seperti 

tersebut dalam lampiran putusan. 

Dalam pertimbangan Majlis Hakim dinyatakan bahwa: 

a. Majlis Hakirn dalam hal.ini sepakat dengan Penggugat maupun Tergugat dan 

para Turut Tergugat menymgkut ketentum h u k u q  yang berlaku yaitu 

Undang-Undang No, 7 Tahun 1989 pasal 49 ayat (I), namun dalam ha1 ini 

Majlis Hakim berpendapat bahwa perkara ini berpangkal kepada Jen Loeng 

Tanuwijaya yang telah masuk Islam pada tanggal 2 Maret 1995, telah menikah 

dengan Penggugat yang beragama Islani pada tanggal 7 September 1996 di 

40'~ihat Putusan No. 54/Pdt.G/1999/PkTU tanggal 13 - 10 - 1999, hlm. 26 -28 terlampir. 
Yang dalam halaman 45 merupakan uraian alat bukti keterkaitan diri Penggugat dengan 
alamarhum Jen Loeng Tanuwijaya, yaitu (1) surat bukti P.2.a. berupa fotokopi kutipan Akta Nikah 
atas nama Penggugat dan Jen Loeng Tanuwijaya No, 1 5 5 / 0 0 8 ~ 1 9 9 6  tanggal 6 - 9 - 1996 dari 
KUA Kecamatan Kelapa Gading yang telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya serta 
telah bermaterai, sebagai akta otentik maka seluruh kebenaran isinya sesuai HIR pasal 165 
mengikat kepada Hakii. (2) surat bukti P.2.b. berupa fotokopi surat keterangan No, K.61J- 
2/PW.01/515/1998 tanggal 18 - 11 - 1998 dari KUA Kecarnatan Kelapa Gading yang telah 
diperiksa dan sama dengan aslinya serta telah bermaterai yang menyebutkan ha1 yang sama dengan 
swat bukti P.2.a. sebagai akta otentik seluruh kebenaran isinya sesuai dengan HIR pasal 165 
mengikat kepada Hakii. (3) swat bukti P.28 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 095 1079803959 
atas nama Kepala Keluarga disebut Jen Loeng Tanuwijaya sebagai Kepala Keluarga dan ditanda 
tanganinya yang telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai yang 
menyebutkan bahwa Penggugat adalah isterinya dan beragama Islam dan sekalipun swat bukti ini 
bukan akta otentik namun telah disyahkan (ditanda tangani dan diberi stempel) oleh Ketua Rt. 05, 
Ketua Rw. 0 10 dan Lurah Ancol. 

402~ihat Putusan No. 54/Pdt.G/1999/PAJU tanggal 13 - 10 - 1999, hlm. 28 -32 
terlampir. Merupakan uraian alat bukti kepemilikan harta Jen Loeng Tanuwijaya 



KUA kecamatan Kelapa Gading, dan kemudian Jen Loeng Tanuwijaya telah 

meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 1998 yang kesemuanya ini akan 

dibuktikan. 

b. Majlis Hakim dalam hal ini telah membuktikan dan terbukti bahwa Jen Loeng 

Tanuwijaya (almarhum) atau disebut Pewaris dan juga Penggugat (isterinya) 

beragama Islam, sehingga logis jika Penggugat mengajukan perkara gugatan 

dalam ketentuan seperti disebut di atas. Dan Majlis Hakim berpendapat bahwa 

Penggugat telah ~elakukan pilihan hukum dan telah sesuai dengan asas 

personalitas keislaman. 

c. Majlis Hakim selanjutnya berpendapat bahwa sesuai dengan pendapat 

Mahkamah Agung bahwa dalam hal para ahli waris berbeda agama (Tergugat 

dan para Turut Tergugat beragama non Islam), maka hukum yang berlaku 

adalah hukum yang dianut oleh agama pewaris yaitu Jen Loeng Tanuwijaya 

yang ternyata beragama Islam. Sehingga jelas perkara ini menjadi wewenang 

Pengadilan Agama. Karena itu Majlis Hakim berpendapat bahwa merupakan 

akibat logis bahwa Pengadilan Agama benvenang untuk memanggil dan 

memeriksa Tergugat dan para Turut Tergugat karena adanya keterkaitan 

hukum antara Penggugat dan Tergugat dan para Turut Tergugat kepada 

Pewaris 

d. Dalam prinsip dasar hukum antar golongan sebagaimana disebut oleh 

Tergugat dan para Turut Tergugat, dalam hal ini sebagaimana pendapat 

Mahkarnah Agung bila para ahli waris berbeda agama maka hukum yang 

berlaku adalah hukurn agama yang dianut oleh pewaris, maka Majlis Hakim 



berpendapat bahwa pendapat Mahkamah Agung ini mengesampingkan adanya 

prinsip dasar hukum antar golongan, jadi jelas yang berlaku adalah hukum 

waris Islam yang berlaku di Pengadilan Agama. 

Dalam pokok perkara bahwa gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat 

dan para Turut Tergugat tersebut di atas, Majlis Hakim berpendapat bahwa 

sengketa itu berpangkal kepada beberapa hal, yaitu Pertama, apakah kedudukan 

Penggugat, sehingga ia berhak mengajukan gugatan; Kedua, benarkah Jen Loeng 

Tanuwijaya telah meninggal dunia pada tanggal 8 - 16 - 1998 dan apa agarna 

yang dianutnya?; Ketiga, siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum Jen Loeng 

Tanuwijaya dan berapa bagian-bagiannya?; Keempat, harta benda apa saja yang 

menjadi harta peninggalan Jen Loeng Tanuwijaya dan apakah harta tersebut 

didapat sebelum pernikahannya dengan Penggugat (harta bawaan) atau setelah 

pernikahannya dan merupakan harta bersama serta cara pembagiannya. 

Berdasarkan alat bukti yang diuraikan di atas, Pertama, Majlis Hakirn 

berpendapat secara sah terbukti bahwa Penggugat beragama Islam dan adalah 

isteri dari Jen Loeng Tanuwijaya dan oleh karenanya Penggugat berhak untuk 

mengajukan gugatan waris ini. Kedua, Menimbang tentang kebenaran meninggal 

dunianya Jen Loeng Tanuwijaya dan agama yang dianutnya, Majlis Hakim 

berpendapat secara sah terbukti bahwa Jen Loeng Tanuwijaya telah meninggal 

dunia pada tanggal 8 - 10 - 1998 dan saat almarhum meninggal dunia beragama 

Islam. Ketiga, Majlis Hakirn berpendapat bahwa saat Jen Loeng Tanuwijaya 

meninggal dunia pada tanggal 8 - 10 - 1998, almarhum meninggalkan keluarga 

yaitu Penggugat (dr. Endah Ronawulan) sebagai isteri dan Tergugat (Chandra 



Tanuwijaya) sebagai ayah tidak beragama Islam, anak tidak ada , sedangkan Turut 

Tergugat I, 11, dan I11 (Catherina Tanuwjjaya, Tan Pho Lian, dan Tan Pho Sian) 

adalah saudara tidak beragama Islam. 

Oleh karenanya berdasarkan KHI pasal 17 1 huruf c menyebutkan bahwa 

"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan 

darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak 

terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris" . berdasarkan pasal 171 huruf c 

KHI dapat dijelaskan bahwa ahli waris non-muslim bukan sebagai ahli waris 

menurut hukum Islam, karena terhalang oleh adanya perbedaan agama dengan 

pewaris. Dan KHI pasal 180 yang menyebutkan bahwa "Janda mendapat 

seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak dan bila pewaris 

meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian". 

Dalam kasus di atz,  menurut hukum waris Islam, Majlis Hakirn 

berpendapat bahwa Penggugat selaku isteri mendapat ?4 bagian dari seluruh harta 

peninggalan Jen Loeng Tanuwijaya almarhwn sedangkan ayahnya yaitu Chandra 

Tanuwijaya karena tidak beragama Islam tidak mendapat bagian. 

Namun menurut Majlis Hakim pembagian ini h a n g  memenuhi rasa 

keadiian dan kepatutan ichususnya bila ditelaah dan ditelusuri secara mendalam 

bahwa Chandra Tanuwijaya yaitu seorang yang menjadi sebab adanya dan sebagai 

ayah dengan kematian Jen h e n g  Tanuwijaya tersebut ikut kehilangan, ikut 

merasa sedih dan ikut menangis dan sebagainya, sehingga oleh karenanya 

berdasarkan Surat An-Nisa' (4): 8 yang berbunyi: 403 



artinya: "Dan apabila saat pembagian harta warisan terdapat kerabat (keluarga), 
anak yatim dan orang miskin, maka bagilah kepada mereka dari harta itu 
sekedarnya dan berkatalah kepada mereka ucapan yang bijak". 

Sehingga pantaslah mereka diberi bagian sekedarnya berdasarkan doktrin 

Wasiat Wajibah, sebagaimana keadaan ahli waris non-muslim tersebut. Artiiya ia 

berdasarkan hukurn telah dianggap sudah benvasiat untuk memberikan sebagian 

hartanya dengan ukuran sebanyak-banyaknya sepertiga bagian kepada Charndra 

Tanuwijaya yang merupakan ayahnya, narnun tidak boleh melebihi bagian ahli 

waris yang ada yaitu Penggugat, yang dalam ha1 ini hanya mendapat '/4 bagian 

karena tidak ada anak. 

Selanjutnya dengan menjunjung rasa keadilan dan kepatutan Majlis 

Hakim berpendapat sepakat dengan memberikan bagian sebesar '/r dari seluruh 

harta peninggalan Jen Loeng Tanuwijaya kepada Tergugat (ayah) sekalipun ia 

tidak beragama Islam yang merupakan jumlah yang sama yang diberikan kepada 

Penggugat (isteri) karena ia memang satu-satunya ahli waris dari Jen Loeng 

Tanuwijaya alamarhum. Karena itu, harta peninggalan Jen Loeng Tanuwijaya 

almarhum adalah 414 setelah dikurangi '/4 (Tergugat) dan dikurangi ?4 

(Penggugat), dan sisa harta peninggaiannya masih terdapat 214, maka berdasarkan 

Pasal 193 KHI yang menyatakan bahwa: 

"Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris zawil b d  
manunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan 
tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian warisan tersebut dilakukan secara 
rad, yaitu sesuai dengan hak masin -masing ahli waris, sedangkan sisanya dibagi 
secara berimbang di antara mereka. i 



Dan berdasarkan Fikihus Sunnah jilid XI11 menyebutkan bahwa sekelompok 

ulama berpendapat tentang rad tersebut, yaitu dengan menyerahkan bagian sisa 

tersebut kepada ahli waris dari kelompok zawil furud termasuk kepada suami atau 

isteri. 

Dengan demikian, Majlis Hakim berpendapat: 

a. Untuk membagi sisanya adalah diserahkan kspada Penggugat selaku isteri dan 

sebagai satu-satunya ahli waris, sebab Tergugat (ayah) tidak beragama Islam 

tidak berhak menerima sisa, sehingga pembagiannya sebagai berikut: 

1) Penggugat sebagai isteri mendapat ?4 ditambah 214 (sisa yang karena rad 

diserahkan kepada pihak isteri) menjadi %; 

2) Tergugat (Ayah tidak beraganla Islam) karena rasa keadilan dan kepatutan 

mendapat ?4 didasarkan pada doktrin Wasiat Wajibah. 

b. Apabila harta yang ditinggalkan Jen Loeng Tanuwijaya almarhum ternyata 

terbukti sebagai harta bersama dengan Penggugat, maka pembagiannya 

sebagai beriku?: 

1) Penggugat sebagai isteri mendapat 5'2 dari harta bersama, sisanya % atau 

(418) sebagai harta warisan, dengan pembagian Penggugat mendapat ?4 

dari 418 sama dengan 118 ditambah 618 (sisa yang karena rad diserahkan 

kepada pihak isteri), sehingga yang diterirnanya sebesar 718; 

2) Tergugat (ayah non-muslim) mendapat ?4 dari 418 sama dengan 118. 



c. Selain itu, apabila ternyata Jen Loeng Tanuwijaya almarhum mempunyai 

hutang yang harus dibayar atau wasiat yang hams ditunaikan, maka sesuai 

dengan Surat An-Nisa' (4): 1 1 yang berbunyi: '05 

. & & b ... (... Pembagian warisan itu dilakukan) 

setelah dikurangi dengan wasiat dan hutang dari almarhum (pewaris). . .). Dan 

berdasarkan KHI pasal 171 yang menyebutkan: "Harta warisan adalah hark 

bawaan ditambah bagian dari harta bersarna setelah digunakan untuk 

keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya penguburan 

jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian wasiat". Dalam hal ini, 

majlis Hakirn berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat diperintahkan dan 

diwajibkan untuk melaksanakan wasiatlmembayar hutang-hutang Jen Loeng 

Tanuwijaya alrnarhum baik atas wasiathutang yang telah terbukti dalam 

putusan ini atau wasiatfhutang lainnya yang bisa dibuktikan kemudian dengan 

menggunakan harta warisan yang ditinggalkannya dan kepada Turut Tergugat 

I, Turut Tergugat 11, dan Turut Tergugat I11 diperintahkan untuk tunduk atas 

putusan ini. 

2. Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor: 51 WAG11999 tanggal 29 - 

9 - 1999 

Masalahnya adalah sebidang tanah seluas 1.319 m2, terletak di J'l. 

Prawirotaman MG. 1111593 Yogyakarta adalah tanah milik almarhum M.Ng. Djojo 

Suwiryo, yang kemudian diwariskan kepada anaknya bernama Martadi 



Hendrolesono sehingga menjadi hak rniliknya dengan sertipikat Hak Milik 

Nomor: 924lTahu.n 1990. 

Martadi menikah dengan seorang wanita bernama Jazilah, keduanya 

beragama Islam. Selama dalam perkawinannya sampai dengan meninggalnya 

(Martadi) tidak mempunyai anak, namun Martadi almarhum mempunyai beberapa 

orang saudara kandung, yaitu: 

a. Setijono Hendro (telah wafat) mempunyai 6 orang anak, yaitu: Subandiyah 

(Islam), Sri Haryanti (Islam), Cicilia Sri Draswati (Katholik), Baiibang 

Hendriyanto (Islam), Putut Bayendra (Islam), dan Sri Hendriyanti (Islam); 

b. Hendrowerdoyo (telah wafat), mempunyai seorang anak, yaitu: Indar 

Astuti (Kristen); 

c. Ny. Danusubroto (Islam); 

d. Ny. Hendrowinoto (Islam); 

e. Ny. Hendrotriwiryo (telah wafat) mempunyai 3 anak, yaitu: Fj. Dewi 

Laksmi Sugianto (Kristen), Bambang Wahyu Murti (Islam), dan Bernadeta 

Harini Tri Prasasti (Kristen); 

f. drg. Pantoro (telah wafat) mempunyai 2 anak, yaitu: Ferlina Widyasari 

(Islam), dan Yulis Yudantari (Islam); dan 

g. Lucas Indriya (Kristen). 

Ny. Jazilah (janda) sebagai isteri alrnarhum Martadi Hendrolesono yang 

merniliki harta peninggalan sebidang tanah SHM. Nomor: 924 atas nama dirinya. 

Di mana keduanya beragama Islam, maka Ny. Jazilah menghendaki harta 

peninggalan almarhum suaminya dibagi menurut hukum waris Islam. Namun 



terjadi sengketa antara Ny. Jazilah dengan saudara almarhum .Martadi tentang 

pembagian harta peninggalan tersebut. 

Penyelesaian secara damai dan kekeluargaan gagal, akhirnya mereka 

menempuh jalur hukum, yaitu saudara-saudara Martadi mengajukan gugatan 

perdata terhadap Ny. Jazilah ke Pengadilan Negeri Yogyakarta, terdaftar tanggal 

15 April 1997, Nomor: 35Rdt. Gl1997lPN.JK. sedangkan Ny. Jazilah (janda) 

mengajukan gugatan terhadap saudara-saudara Martadi ke Pengadilan Agama 

Yogyakarta pada tanggal 6 Mei 1997, dengan Nomor: 83Rdt.Gll997PA.JK. 

dengan obyek yang sama yaitu harta peninggalan sebidang tanah SHM Nomor: 

924. Pihak penggugat (Ny.Jazilah) menuntut harta warisan tersebut dibagi 

menurut hukum waris Islam, sehingga para Tergugat yang non-muslirn harus 

dinyatakan terhalang (tidak) mendapatkan harta warisan almarhum Martadi. 

Dalam persidangan para Tergugat (sauclara-saudara almarhum Martadi) 

mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili, 

dengan alasan bahwa sebelum perkara disidangkan di Pengadilan Agama, para 

Tergugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta pada 

tanggal 15 April 1997, dengan Nomor: 35?Pdt.G11997PN,JK. dalam kedua 

gugatan itu, baik di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri subyek dan 

obyeknya sarna. Di samping itu, subyeknya ada beberapa orang Tergugat tidak 

beragama Islam, sehingga Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara 

ini. 

Berdasarkan eksepsi tersebut, Pengadilan Agama menjatuhkan "Putusan 

Sela" yang amamya berbunyi: Pengadilan Agama menolak eksepsi Tergugat. 



Dalam pertimbangan hukumnya, Pengadilan Agama Yogyakarta menyatakan 

bahwa berdasarkan Rakernas Mahkamah Agung RI di Yogyakarta tanggal 21 -23 

Maret 1995, telah diarnbil kesimpulan bahwa pemecahan masalah sengketa waris 

adalah bila terjadi perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris yang 

diberlakukan adalah hukum waris yang berlaku bagi si pewaris. Dan dalam 

perkara ini tidak dibantah bahwa pewaris (almarhum Martadi Hendrolesono) 

sampai akhir hayatnya masih memeluk agama Islam. Maka berdasarkan 

pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama Yogyakarta menyatakan benvenang 

mengadili perkara warisan ini, sehingga eksepsi Tergugat patut ditolak. 

Dalam pokok perkara, Pengadilan Agama Yogyakarta, didasarkan pada 

pertirnbangan hukumnya, antara lain menyatakan bahwa dengan memperhatikan 

ketentuan Pasal 171 huruf c KHI dan juga hadis dalam Kifayatul Akhyar Juz I1 

halaman 18 menyebutkan bahwa: "Rasulullah S.A. W. bersabda: 406 

+I >MI YJ Pull AJ+Y (seorang muslim tidak mewarisi harta 

peninggalan orang non-muslim, dan orang non-muslim tidak akan mewarisi harta 

peninggalan orang muslim). Maka dalam amar putusan Pengadilan Agama 

Yogyakarta menyatakan bahwa para Tergugat yang beragama Islam sebagai ahli 

waris dari alm.arhum Martadi Hendrolesono, sedangkan mereka yang non-muslim 

tidak termasuk ahli waris karena terhalang oleh perbedaan agama. 

Para Tergugat menolak Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut 

dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Narnun 

Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang 

- 

4 0 6 ~ ~ a t  pula Abi Daud, Sunan Abi Daud, JUz 2, hlm. 140 hadis nomor 2909. 



dilakukan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan memberikan hak kewarisan 

kepada ahli waris yang beragama Islam telah sesuai dengan hukum kewarisan . 

Islam, dengan dernikian Putusan Pengadilan Agama tersebut dikuatkan oleh 

pengadilan tingkat banding. 

Kembali para Tergugat menolak Putusan Pengadilan Tinggi Agama 

Yogyakartii dan mengajukan permohonan Kasasi dengan nlengemukakan 

beberapa keberatan dalam memori kasasi mereka. Dalam mengadili perkara kasasi 

ini, Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa keberatan Pemohon kasasi 

tidak dapat dibenarkan, karena yudix factie tidak salah menerapkan hukum. 

Namun demikian Majlis Hakim Kasasi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan 

Tinggi Agama Yogyakarta perlu diperbaiki, karena seharusnya Pengadilan Tinggi 

Agama tersebut memperbaiki m a r  putusan Pengadilan Agama mengenai ahli 

waris non-muslim, dengan memberikan hak bagian warisan berdasarkan "Wasiat 

Wajibah" yang kadar bagiannya sama dengan bagian ahli waris muslim dan tidak 

boleh melebihi 113 harta peninggalan. 

Mahkamah Agung telah memutus dalam tingkat kasasi dengan Putusan 

Nomor: 51 KlAGl1999 tanggal 29 September 1999, dengan menetapkan 

memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 

83P  dt.G/1997/PA,JK tanggal 4 Desember 1997 dan Putusan Pengadilan Tinggi 

Agama Yogyakarta Nomor: 07Pdt.Gl1998PTA.JK tanggal 24 Juli 1998. Dalam 

putusan tingkat kasasi tersebut Mahkamah Agung dapat menyetujui pendapat 

Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta 

sepanjang obyek sengketa dan kedudukan Ny. Jazilah sebagai janda almarhum 



Martadi Hendrolesono ymg mendapat % bagian dari harta warisan. Akan tetapi 

Mahkamah Agung tidak sependapat dengm Pengadilan Agama Yogyakarta dan 

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang mengesampingkan ahli waris non- 

muslim dalam perkara ini. Ahli waris non-muslim berhak mendapatkan bagian 

harta warisan almarhum Martadi Hendrolesono berdasarkan Wasiat Wajibah yang 

kadar bagiannya sama dengan ahli waris lain (sederajat) yang beragama Islam. 

Mahkamah Agung memberikan putusan Wasiat Wajibah kepada ahli 

waris non-muslim di atas merupakan terobosan baru dari pembaharuan hukum 

kewarisan Islam di Indonesia dan mungkin juga untuk dunia Islam. Sebab negara- 

negara Islam seperti Mesir, Syiria, Tunisia, dan Maroko, Wasiat Wajibah hanya 

diberikan kepada cucu yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu. Karena itu 

perlu mendapat apresiasi dan dapat dijadikan salah satu dari pasal-pasal dalam 

K??, tidak hanya untuk anak angkat saja yang mendapat Wasiat Wajibah. 

Menurut ~ a u f i ~ ~ ' '  sebagaimana dikutip Abdul manan dalam bukunya 

berjudul: "Reformasi Hukurn Islam di Indonesia" memberikan harta peninggalan 

pewaris muslim kepada ahli waris non-muslim hanya dibenarkan dan didasarkan 

kepada Wasiat Wajibah dan tidak mendudukkan sebagai ahli waris. Wasiat 

Wajibah dapat dilakukan oieh hakim atas dasar kemaslahatan, karena ahli waris 

non-muslim itu sangat membutuhkan, sedangkan pewaris ketika masih hidupnya 

tidak pernah dirugikan oleh ahli waris non-muslim?'* Namun penemuan hukurn 

oleh Mahkamah Agung dalam kaitannya dengan memberikan hak Wasiat Wajibah 

kepada ahli waris non-muslim adalah penemuan yang bersifat kasuistis, sebab 

407~akim AgungKetua Majlis Hakim Agung yang memutus perkara kasasi tersebut 
408 Abdul Manan, Op Cit, Hlrn. 3 19. 



Mahkamah Agung tetap memposisikan ahli waris ncn-muslim menurutnya 

membiarkan ahli waris non-muslim tidak mendapatkan sedikitpun bagian dari 

harta warisan pewaris muslim itu dinilai kurang relevan dengan nilai-nilai dan 

norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalarn masyarakat Indonesia, 

sehingga alternatihya dengan memberikan Wasiat Wajibah. 

Hal ini juga merupakan penemuan hukum Islam yang didasarkan pada 

kaidah f ~ h i y y a h  yang berbunyi: 409 09s~ !Q+J p J& (hukum itu 

mengikuti illatnya baik ada maupun tidak adanya) dan penemuan hukum ini juga 

tidak dapat dilepaskan adanya urf (adat kebiasaan) yang didasarkan pada kaidah: 

4 J - i  A+ ddk A$J1 maksudnya dengan adanya manusia (masyarakat) akan 

menjadi syarat lahirnya adat kebiasaan, sehingga hukum akan mengalami 

2erkembangan dan perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini sesuai 

kaidah: 410  it^.$\ J& $ A Y (Tidak diingkari bahwa perubahan 

hukum itu disebabkan oleh perubahan tempat dan waktu). Penemuan hukum oleh 

hakirn ini dianggap mempunyai wibawa, karena cenderung akan menjadi 

yurisprudensi. Adapun ilmuwan hukum pun juga melakukan penemuan hukum. 

Hanya bedanya kalau hasil penemuan hukum oleh h i m  adalah hukum, 

sedangkan hasil penemuan hukum oleh ilmuwan hukum (fuqaha dalam h u h  

Islam) tidak dapat disebut hukum melainkan ilmu atau dol~trin.~" 

Pemberian Wasiat Wajibah kepada ahli waris non-muslim sebagai 

alternatif pada dasarnya merupakan bagian dari asas ijbari berdasarkan putusan 

409~bn Hazm alJauziyah, I'lam al-Muwaqi'in an Rub al-Alamien, Juz 4,  hlm. 414. 
410~z-~arqa,  Syarh al-Qawaid al-Fikihiyah, Jilid 1, (Beirut: dar al-Fikr), hlm. 129. 
411~udikno Mertokusurno, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, cet. 1, (Bandung: Citra 

Aditya Bakti, 1993), hlm. 5. 



hakim atau undang-undang, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung, 

sesungguhnya telah memberikan gambaran konkrit bahwa hukurn Islam tidaklah 

eksklusif dan diskriminatif yang seakan-akan menempatkan warga negara tertentu 

sebagai kelas dua di depan hukum. Apabila ahli waris non-muslirn tetap 

dipertahankan sebagai orang yang tidak dapat memperoleh bagian waris dengan 

jalan apapun, maka hukum Islam akan dipandang sebagai ancaman apabila 
' 

ditransformasikan ke dalam pembentukan hukum kewarisan nasional. Dan ha1 ini 

tentu kurang menguntungkan bagi perkembangan hukum Islam di masa yang akan 

datang. 

Islam pada dasarnya tidak melarang warga negara muslim untuk berbuat 

baik dan Serlaku adil terhadap warga negara non-muslim. Allah berfirman dalam 

Surat Al-Mumtahanah (60): 8 yang berbunyi: 412 

artinya: "Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap 
orang-orang (non-muslim) yang tidak memerangimu karena agama dan tidak 
(pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 
yang berlaku adil". 

Oleh karena itu, dengan adanya hak Wasiat Wajibah bagi ahli waris non- 

muslim di Indonesia berarti telah mengakomodasi hak dan kepentingan warga 

negara non-muslim, yang selama ini warga negara non-muslim kerap kali kontra 

judicial ke Peradilan Umum, yang terkesan menghambat proses penyelesahn 

perkara atas sengketa waris yang diajukan oleh warga negara muslim ke 

Pengadilan Agama diharapkan tidak akan terjadi lagi. 



Putusan Mahkamah Agung Nomor: 5 1 .WAG11 999 tersebut telah 

menjadi jurisprudensi karena sebelumnya telah ada putusan dalam kasus yang 

sama, yaitu putusan Nomor: 368.WAGl1998 tanggal 16 Juli 1998. Dalam tata 

hukum Indonesia, jurisprudensi merupakan salah satu sumber hukurn formil, di 

samping undang-wdang, traktat, kebiasaan, pendapat parasarjana hukum, dan 

pendapat hakim sendiri. Menurut ~uj iono,"~  jurispr~densi adalah setiap putusan 

hakim yang terdahulu yang dijadikan dasar mengadili atau memeriksa oleh hakim 

dalam kasus yang sama atau sejenis. Manakala putusan hakim tersebut diikuti 

secara terus-menems oleh hakim lain dalam mengadili perkara-perkara yang 

mempunyai faktor-faktor yang sama, maka ha1 itu menjadi jurisprudensi tetap. 

Dan kasus tersebut belum diatur dalam undang-undang. sehingga hakim wajib 

mencari surnber hukum lain agar peristiwa hukum yang dihadapi tidak lepas dari 

jangkauan hakim. 

Menurut Utrech ada tiga sebab seorang hakirn mengikuti putusan hakim 

yang lain, yaitu: 

a. Sebab psyichologis: Seorang hakim mengikuti putusan hakim lain yang 

kedudukannya lebih tinggi -Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung- 

karena hakim yang puhsannya dituruti tersebut adalah pengawas 

pekerjaannya. Putusan hakim mempunyai kekuasaan (gezag), terutama apabila 

putusan itu dibuat oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, karena 

hakim tinggi maupun hakim agung dipandang telah banyak pengalaman; 

*13~ujiono, Sistem Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet. 2, (Yogyakarta: Liberty, 
2000), hlm. 35-36. 



b. Sebab praktis: seorang hakim mengikuti putusan hakim yang kedudukannya 

lebih tinggi yang sudah ada. Apabila hakim tersebut memberikan putusan yang 

berbeda dengan putusan hakim yang lebih tinggi, maka sudah barang tentu 

pihak yang dikalahkan (merasa tidak adil) akan meminta pemeriksaan pada 

tingkat yang lebih tinggi (banding atau kasasi), yaitu kepada hakim yang 

pernah memberikan putusan dalam perkara yang sama, agar perkaranya juga 

diberikan putusan yang sama dengan putusan sebelumnya; 

c. Sebab dirasakan sudah adil: seorang h- mengikuti putusan hakim lain 

karena dirasakan sudah adil, sudah tepat, sudah patut, sehingga tidak ada alasan 

untuk keberatan mengikuti putusan hakim yang terdahulu  it^.^'^ 

Dengan putusan hakirn di atas, peneliti menawarkan tiga konsep dalam 

mengkontruksi putusan hakim sebagai yurisprudensi, yaitu: 

a. Yurisprudensi sebagai dasar pemikiran pengembangan hukum Islam di 

Indonesia 

Dalam hal ini yurisprudensi dapat dijadikan dasar pemikiran pengembangan 

hukum Islam di Indonesia, karena keinginan untuk mewujudkan unifikasi 

hukum sementara ini dianggap sebagai sesuatu yang utopis. Politik hukum di 

Indonesia yang berdasarkan Pancasila menghendaki berkembangnya kehidupan 

beragama dan hukum agama dalam koridor hukum nasional. Dalam ha1 ini 

Tahir Az,hari415 menyitir teori Stahl dan Hazairin yang mengemukan teori 

lingkaran konsentris mengenai betapa eratnya hubungan antara agama, hukum 

414~iduan Syahrani, Rangkuman Intisari llmu Hukum, Cet. 1 ,  (Jakarta: Pustaka Kartini, 
199 l), hlm. 107. 

415 Muhammad Tahir Azhari, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya 
Dilihat dari Segi Hukum Islam, lmplementasinya pada Periode Madinah dun Masa Kini, (Jakarta: 
Bulan Bintang, 1992), hlm. 30-34. 



dan negara. Sehingga desain kerangksi hukum nasional adalah negara 

berdasarkan hukum yang berdasarkan pada falsafah Pancasila, melindungi 

agama dan penganutnya, dengan sendirinya berusaha memasukkan ajaran dan 

hukurn agama dalam kehidupan berbangsa dan b e r r ~ e ~ a r a . ~ ~ ~  

Yurisprudensi Peradilan Agama, yang dalam wujudnya merupakan hasil 

pemikiran para hakirn agama sebagai bentuk ijtihad yang dibenarkan dalam 

hukum Islam, Nabi saw bersabda yang berbunyi: 417 

AU (kc[ i. +U ,& ljL( dlfl[ J) +bi Y ; ~ U  461 ,& l j j  (pabila hakim 

memutus perkara, lala berijtihad dan benar, maka ia mendapat dua pahala, dan 

apabila ia memutus perkara, lalu salah dalam berijtihadnya, maka ia mecdeapat 

satu pahala). Yurisprudensi tersebut diharapkan dagat menjelma menjadi 

berbagai rumusan hukum yang tidak hanya berlaku di kalangan Peradilan 

Agama saja, tetapi lebih luas lagi berlaku untuk semua lapisan masyarakat. 

b. Yurisprudensi sebagai strategi pengembangan hukum Islam di Indonesia 

Strategi untuk mewujudkan hukum formil dan hukum materiil, dalam hal ini 

hakim mempunyai peran sentral dalam melahirkan produk-produk hukum baru 

sebagai hukum materiil, selain undang-undang, sedangkan hukum formil 

menentukan bagaimana cara melaksanakan dan melahirkan hukum materiil 

berupa yurisprudensi sebagaimana putusan hakim di atas. Hukurn formil 

merupakan hukum acara hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di 

416~admo Wahyono, "Budaya Hukum Islam dalam Perspektif Pembentukan Hukum di 
Masa Datang", dalam Amrullah Ahrnad SF., dkk, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum 
Nasional Mengenang 65 Tahun Prof: Dr. Bustanul Ar@n, SWH, (Jakarta: Gema Insani Press, 
1996), hlm. 178. 

417~mam Ahmad, Musnad Ahmad$ Musnad asy-Syamin, Hadis Nomor 17 106. 



pengadilan dan bagaimana seseorang berprilaku di pengadilan."8 Di sinilah 

peran hakim agama sebagai strategi penemuan hukum dengan memberikan 

bagian kepada ahli waris non-muslim melalui putusannya berdasarkan Wasiat 

Wajibah, yang diharapkan menjadi yurisprudensi hukurn materiil Islam yang 

berlaku di Indonesia. 

c. Pengembangan yurisprudensi sebagai sumber hukum materiil 

Dalam hal penerapan hukum materiil di Indonesia, terutama yang 

berhubungan dengan kepentingan umat Islam, sernestinya telah dituangkan 

dalam bentuk peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berbeda dengan hukum kewarisan yang 

belum masuk ke dalam kategori peraturan perundang-undangan, karena barn 

berbentuk kumpillan yang disebut Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

KHI merupakan bagian dari strategi pengcmbangan sumber hukum 

materiil, sebagai contoh dalam hukum kewarisan telah mengatur ketentuan 

harta bersama dalam perkawinan, masalah perdamaian dan musyawarah dalam 

pembagian harta warisan setelah masing-masing mengetahui bagiannya. 

Namun ada beberapa ha1 yang belum diatur dalam KHI seperti masalah ahli . 

waris non-musiim, karena itu peran iembaga peradilan sebagai upaya 

pengembangan hukum materiil, seperti Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi 

Agarna, dan Mahkamah Agung menjadi sentral untuk melahirkan hukum 

materiil yang belum ada dalam KHI melalui putusan-putusan ijtihadiyahnya, 

418 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 
2000), hlm. 120. 



yang kemudian berkembang menjadi yurisprudensi, dan pada akhirnya 

b e h g s i  sebagai pengembangan sumber hukum materiil di Indonesia. 



BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah memperhatikan dan mengacu kepada uraian dan penjelasan pada 

bab-bab sebelurnnya, maka pada bagian akhir ini peneliti mengambil beberapa 

pokok kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikt: 

1. Ahli waris non-muslim dalam hukurn kewarisan Islam adalah terhalang dari 

hak mewarisi bersama saudaranya yang muslim, sedangkan dalam hukum 

positif, masalah perbedaan agama tidak mempengaruhinya. Namun pemberian 

Wasiat Wajibah kepada ahli waris non-mush adalah suatu cara penyelesaian . 

yang adil meskipun terikat kepada batasan-batasan tertentu, sebab secara 

pembagian waris ia tidak akan mendapatkan bagian. 

Adapun kedudukan hukum wasiat Islam dalam KHI telah menunjukkan adanya 

law and rule dalam prakteknya pada sistem peradilan di Indonesia, meskipun 

masih berfimgsi sebagai sumber hukum materiil yang bersifat pendukung 

utama, yakni sebagai pedoman, landasan, dan pegangan hakim-hakim di 

Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkm.ah Agung, d a b  

memeriksa dan memutuskan setiap perkara di Pengadilan Agama. 

Adapun posisi ahli waris non-muslim tetap dipandang bukan sebagai ahli waris 

menurut hukum Islam, sebab dalam sistem hukurn kewarisan Islam bahwa 

perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris itu merupakan salah satu 

penghalang untuk mendapatkan hak mewarisi. Dan dalam sistem kewarisan 

Islam bahwa harta merupakan kesatuan utuh, yang terbagi menurut tertibnya 



yaitu biaya perawatan janazah, pelunasan hutang-hutang si mati, wasiat, dan 

waris Oleh karena itu penyelesaian masalah ahli waris non-muslim dalam 

pandangan hukum Islam adalah dengan jalan Wasiat Wajibah. Sedaigkan 

dalam Hukum Perdata maupun Hukum Adat perbedaan tersebut bukan 

merupakan penghalang untuk mendapatkan hak mewarisi. 

Adanya penghalang dalarn sistem kewarisan Islam tersebut, terkesan tidak 

adil, namun berbeda jika dilihat dari keadilan h u h  bahwa perbedaan agama 

itu menjadi penghalang menerima waris adalah adil, karena sesuai dengan 

ketentuan bahwa orang Islam hanya mewarisi sesama orang Islam, sedangkan 

orang non-muslim hanya mewarisi sesama orang non-muslim. 

2. Ahli waris non-muslim dapat menerima bagian dari harta peninggalan 

berdasarkan Wasiat Wajibah. Hal ini didasarkan kepada pandangan Daud az- 

DAliri yang didukung oleh Masruq, Thawus, Iyas, Qatadah, dan Ibnu Jarir 

yang berpendapat bahwa wasiat kepada ibu-bapak dan karib kerabat yang 

menjadi ahli waris telah dihapuskan dengan kewajiban menerima waris, tetapi 

wasiat kepada ibu-bapak dan karib kerabat yang tidak menjadi ahli waris 

hukumnya wajib. Demikian halnya menurut Ibnu Hazm, memberi wasiat itu 

hukumnya wajib bagi setiap orang yang akan meninggal dan mempunyai harta 

peninggalan. Di samping itu, Ia berpegang pada Surat Al-Baqarah (2): 180, 

juga bedasarkan Surat An-Nisa' (4): 11 dan 12, yang mengajarkan bahwa 

adanya kewajiban untuk memisahkan harta peninggalan sesuai dengan bagian 

yang telah ditentukan dalam nash tersebut. Namun dalarn ayat tersebut juga 

dinyatakan bahwa pelaksaan pembagian waris itu setelah pelaksanaan wasiat 



dan pembayaran hutang. Logika formil menyatakan bahwa karena pembagian 

waris itu hukumnya wajib, maka pembayaran hutang dan melaksanakan wasiat 

yang harus didahulukan itu hukumnya juga wajib. 

Selanjutnya ia juga bealasan bahwa membedakan status hukum membayar 

hutang dan melaksanakan wasiat dengan pembagian waris itu tidak tepat dan 

tidak logis, karena ketiga masalah itu terswat dalam satu ayat yang tidak 

terpisah-pisah. Dan juga Swat Al-Baqarah (2): 180 menjelaskan bahwa sasaran 

ayat ini adalah wasiat ditujukan kepada ibu-bapak dan karib kerabat, karena 

itu, perlu direspon sebagai dasar pengsmbangan hukurn wasiat Islam, sebab 

terminologi yang dipergunakan Al-Qur'an itu bersifat urnum, apakah 

mencakup ahli waris yang tidak dapat mewarisi karena sebab, seperti ahli waris 

non-muslim, atau orang lain seperti orang tua angkat, anak angkat, atau 

mencakup batasan yang lebih luas secara konstektual dalam menampung 

perkembangan hukurn pada masa-masa yang akan datang. Dan juga Allah 

menjelaskan kata wasiat dalam empat tempat, satu tempat pada Swat An-Nisa' 

(4): 11 dan tiga tempat pada Swat An-Nisa' (4): 12, yaitu dengan ungkapan 

yang maksudnya sesudah dipenuhi wasiat dan atau sesudah dibayar hutangnya, 

serta berdasarkan AiQw'an Swat Al-Maidah (5): 106. yang memberikan 

petun.uk perlunya saksi yang adil dalam berwasiat, dan akan memberikan 

keyakinan apabila saksi itu disumpah sebelum memberikan kesaksiannya, dan 

apabila tidak ditemukan saksi yang adil, maka ahli waris boleh mengganti saksi 

yang adil meskipun berlainan agarna. Hal ini mengisyaratkan adanya 

kebolehan berwasiat kepada ibu-bapak dan karib kerabat non-muslim. 



3. Kasus ahli waris non-muslim di Indonesia, solusi hukum putusan 

Mahkamah Agung untuk memberikan Wasiat Wajibah kepada ahli waris non- 

muslim itu merupakan alternatif sepanjang mereka tidak melakukan tindak 

kejahatan kepada pewaris atau tidak melakukan permusuhan terhadap orang- 

orang Islam. Dan putusan tersebut telah memberikan gambaran konkrit bahwa 

hukum Islam tidaklah eksklusif clan diskriminatif terhadap semua warga 

negara. Sebab apabila ahli waris non-muslim tetap dipertahankan tidak dapat 

memperoleh bagian waris dengan jalan apapun, maka hukurn Islani akan 

dipandang sebagai ancarnan apabila ditransfomasikan ke dalam pembentukan 

hukum kewarisan nasional. Dalam hal ini tentu kurang menguntungkan bagi 

perkembangan hukum Islam di masa yang akan datang. 

Putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan bentuk penemuan hukum 

dalam kaitannya dengan memberikan hak Wasiat Wajibah kepada akdi waris 

non-muslim adalah penemuan yang bersifat kasuistis. Karena itu, asas hukum 

yang berhubungan dengan Wasiat Wajibah adalah mirip dengan asas hukum 

dalam hukum kewarisan Islam, namun Mahkamah Agung tetap memposisikan 

sebagai ahli waris non-muslim. Apabila Mahkamah Agung membiarkan ahli 

waris non-muslim tidak mendapatkan sediiitpun bagian dari harta warisan 

pewaris muslim, tampaknya b a n g  relevan dengan nilai-nilai dan norma- 

noma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, 

sehingga alternatifhya dengan memberikan Wasiat Wajibah. 

Penemuan hukurn oleh hakim ini dianggap mempunyai wibawa, karena 

cenderung akan menjadi jurisprudensi. Adapun ilmuwan hukum pun juga 



melakukan penemuan hukum. Hanya bedanya kalau hai l  penemuan hukurn 

oleh hakim adalah hukum, sedangkan hasil penemuan hukum oleh ilmuwan 

hukum (fuqaha dalam hukum Islam) tidak dapat disebut hukum melainkan 

ilmu atau doktrin. 

Oleh karena itu, dengan adanya hak Wasiat Wajibah bagi ahli waris non- 

muslim di Indonesia berarti hukum Islam telah mengakomodasi hak dan 

kepentingan warga negara non-muslim, yang selama ini warga negara non- 

muslim kerap kali kontra judicial ke Peradilan Umum, yang terkesan 

mengharnbat proses penyelesaian perkara atas sengketa waris yang diajukan 

oleh warga negara muslim ke Pengadilan Agama diharapkan tidak akan terjadi 

lagi. 

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 5 1 .WAG/ 1999 tersebut telah menjadi 

jurisprudensi karena sebelumnya telah ada putusan dalam kasus yang sama, 

yaitu putusan Nomor: 368.WAGl1998 tanggal 16 Juli 1998. Dalam tata hukum 

Indonesia, jurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum formil, di 

samping undang-undang, traktat, kebiasaan, pendapat para sarjana hukurn, dan 

pendapat hakim sendiri. Jurisprudensi adalah setiap putusan hakim yang 

terdahuiu yang dijadikan dasar mengadili atau memeriksa oleh hakim daiam 

kasus yang sama atau sejenis. Manakala putusan hakim tersebut diikuti secara 

terus-menerus oleh hakim lain dalam mengadili perkara-perkara yang 

mempunyai faktor-faktor yang sama, maka hal itu menjadi jurisprudensi tetap. 

Dan kasus tersebut belum diatur dalam undang-undang, hakim wajib mencari 



sumber hukum lain agar peristiwa h u h  yang dihadapi tidak lepas dari 

jangkauan hakim. 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian disertasi ini, peneliti berusaha untuk 

mengajukan beberapa saran sebagai rekomendasi sebagai berikut: 

1. Kepada masyarakzt muslim yang dalam keluarganya terdapat anggota keluarga 

non-muslim, hendaknya dapat memberi wasiat atau pemberian lain seperti 

hibah untuk anggota keluarga non-muslim, dengan tujuan untuk menghindari 

sengketa di kalangan dlli waris apabila pewaris meninggal dunia, dengan 

dernikian keharmonisan dalam keluarga tetap terjaga. 

2. Putusan Mahkamah Agung yang memberikan bagian dari harta warisan 

pewaris dengan jalan Wasiat Wajibah, hendaknya patut menjadi acuan bagi 

para penegak hukum dan pars pencari keadilan, dalam hal ini h&im 

Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara kewarisan beda agama. 

3. Wasiat Wajibah kepada ahli waris non-muslim dalam putusan Mahkamah 

Agung sifatnya kasusistik, sehingga tidak dapat mengikat seluruh rakyat 

Indonesia, karena itu perlu adanya pembentukan suatu peraturan perundang- 

undangan tentang hukurn kewarisan nasional, termasuk di dalamnya mengatur 

bagian ahli waris non-muslim dan lain sebagainya. 
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BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Aqama di J a k s r t a  Utara dalam tingkat 

psrtama telah memeriksa, r n e ~ . ? a Z i l i  dan telah rnenjatuhkan 

putusan atas perkara perdata qugatan waris antara pihak- 

pihak seperti tersebut di bawah ini : 

Dr. RNDAH RONAWULAN binti. EMAN SULAIMAN, umur 34 tahun, 

agama Islam, pekerjaan Dokter Puskesmas 

berternpat tinggal d i  galan Pasir Putih V/2, 

Rt. 005/010 Kel. Ancol, Kecamatan Pademangan,. 
Jakarta Utara 

Selanjutnya disebut. "Panggugat" ;-------------- 

L A W A N  

TANUWIDJAJA ALIAS TAN PHO THAY, umur . tahun, 

agarna non Islam, pekerjaan swasta, bertempat 

tinggal di J1. Pejagalan 11/62,Rt. Jakarta 
Barat ;--------------------------------------- 

CATHBRT NA 

Selanjutnya disebut "Tergugat" ;-,-------------- 

TANUWIDJAJA, urnur tahun, - agama non Islam.. 

pekerjaan swasta, bertempat tinggal d i  J1. 

Gading Barat VI Blok F6/15, Kec. Kelaga Gading 
Jakarta Utara .:------------------------------- 

Selanjutnya disebut "Turut Tergugat I 'I ; ------ 

TAN PHO LIAN, umur 52 tahun , agama non Islam, 

oekerjaan swasta, bertempat tinggal di J1. 

Pantai sanur No. .26, Rt. 006/010: Kel.'Ancol, 

Kec. Pademangan, Jakarta Utara ;-------------- 

Selanjutnya disebut "Turut Tergugat I1 'I ;----- 

TAN PHO SIAN, urnur .46 tahun agama non Islam, 

pekerjaan swastabertempat tinggal d i  J1.Pantai 

sanur No. 5 2 :  Rt. 010,/010, Kel-. Ancol: Kec. 

Pademangan, Jakarta Utara ;------------------- 

Selanjutnya disebut."Turut Tergugat 111 " ---- 



Pengadilan A~ama tersebut ;------------------------------ 

Setelah membaca dan rnernperhat.~kan surat-surat yang 

diajukan oleh kesemua pihak b e r l k u r  surat-surat bukti 

yana dia4ukannya dan ket.ersrTan para saksi yana 

diajukannya ;-------------------------------------------- 

TENTANG DUDUK.NYA PERKARA 

Menimbang, bahwa P ~ n g g u g a t  dalam ha1 ini dengan 

surat kuasa tanggal 19-2-1999 yang telah didaftarkan di 

~(e~anitaraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 

22-2-1999 dan No. 08/SKH/1999/PAJU diwakili oleh kuasa' 

hukumnya dengan surat gugatan waricnya tangga 1 22-2-1999 

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama 
I-.- . .'. 
,f! ,:+.+:>. Jakarta Utara pada tanggal 22-2-1999 dengan No. 

-,:..:'.:;..;\ 54/Pdt :G/ 1999/FAJU telah menqemukakan hal-ha1 sebagak ' 
i:., kY>ke k,,t : 

.., .'. ' 
::: :; : 

Bahwa Penggugat, seorang warga negara Indonesia asli 

yang beragama Ielarn adalah isterisah dari Jen Loeng -- 
Tanuwidjaja bin Chandra Tanuwidjaja, seorang warga 3 negara Indonesia ketuzunan Cina yang beraqama Islam 
rnemeluk agama Islam berdasarkan bukti surat 

pernyataan memeluk agama Islam dari masjid agung 

Sunda Kelapa Jakarta No. MASK:7052/155/1II/MASK/l995 

tanggal 2 Maret 1995 yang telah melangsungkan 

perkawinan secara Islam di KUA Kelapa Gading; 

Jakarta Utara, DKI Jakarta, pada tanggal 7 September 
1996 dengan Kutipan Akta ~ i k a h  No. 115/008/TX/1996 
(bukti p.1 dan P.2) ;------------------------------- 

2. Rahwa selama hidup dalam perkawinan antara Parigpugat 

dengan Tergugat Jen Loeng Tanuwidjaja tidak 

dikaruniai atau tidak dilahirkan anak ;------------- 

3. Rahwa saat rnenjalankan tugas perusahaan pada tanggal 

8 Oktober 1998 suami Penggugat (Jen Loeng 

Tanuwid jaja) telah meninggal dunia di RS. Rashid  ,. 

Dubai Al-United Arab Emirates,karena kecelakaan dan 

telah dikuburkan di TPV Tanah Kusir Jakarta (bukti 
p . 3  dan P.4) ;-------------------------------------- 



4. Bahwa oleh karena itu menurut Hukum Islam Penggugat 

adalah ahli waris dari alrnarhum Jen Loenp % 
Tanuwidjaja sebaqalmana s;:rat pernyataan Ahli waris 

tertar.gga1 5-11-1993 !bukti P.5) ;------------------ 

5. Bahwa ketika almahum rner?lnagal dunia masih mempunyai 

ayah kandunq yang masih hidup yaitu Tergugat 

sedangkan ibu kandunqnya telah rneninggaldunia lebih 
. 

dahulu dari almarhumdan juga mempunyai saudara 

kandung yang masih hidup yaitu Turut Tergugat I, 

Turut Teraugat I1 dan Turut Tsrguaat 111 ;---------- 

6. B-ahwa almarhum rneni.ngga1 d u n i a  ~@lain meninggalkan 

isteri yang sah yaitu Penggugat dan seorang ayah 

kandung yaitu Tergugat, saudara kandung yaitu,Turut 
-.__ ....... . . .  

x :. : . . .  . . -. Teraugat I serta paman dan tantenya yaitu para Turut' 
. :  > '.. 

..;...... '.. . . .  ..,. .: . . .  .- ..: . . . . ' . ,  Tergugat I1 dan Turut Tergugat . 111 dan juga . . . . . . . . . .  . . -. .,, ,:2 '.' . . .  . . ,' . . . . . . .  . . .  . . . . . . .  .. . .:, .: < '1 meninggaikan harta antara lain : 
:.; .... . . . . . . . . . .  :; ....... . . : . . .  : ; i  -. . . . . . . . . . .  . _ .  ._ . *::: j/ 

-;:j,:;....--.;:: :.. .I . . 

. ...-... -::.:.. ../ 
. . , . 1 )  Sejumlah aset di dalam perusahaan dalam bentuk 
:i; !,; :, +-5:y 
........... ._____-**  saham : 

a. PT. SARANA INTIPRIMA PRATAMA dl Jakarta 

Pusat, J1. Batu Ceper No. 3 sebanyak 25 -fdua 

puluh lima! lembar saham, dengan 'nilai 

nominal perlembar (a Rp. 1.000.000,- ! satu 

b. PT. RONACITA INTI PERSADA d i  Jakarta Utara, 

J1. Gunung Sahari Raya No. 13 Blok 73/45 

sebanyak 4.500 lembar  aha am dengan nilai 

nominal perlembar saham @ Rp. 1.000.000,- 

(ratu juts rupiah) ( P. 7 ) ; ------------------- 

c. PT. GATRABOGA INTI PUTRAMA di Jakarta Pusat 

1 Batu Ceper No. 3 3  A sebanyak 25 tdua 

puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal 

perlembar @ Rp. 1.000.000,- (satu juta 
rupiah! (P.8) ; - - - - - - . - - - - - - - - - - - - -  - ---------- 



d .  P T .  SARANA EOGt ?F?.A.?IIMA d i  J a k a r t a  P u s a t  J1. 

Hayam Wuruk Nc. m e b a n y a k  1 ( s a t u )  l emba r  

saham denqar!  - 1 1 ~ :  nomina l  p e r l e m b a r  @ R p .  

1 . 0 0 0 . 0 0 0 , -  ! s z t 7 2  j ~ t a  r u p i a h !  ( P . 9 )  ;------- 

e .  P T .  RAMADA INTI TERSADA d i  J a k a r t a  P u s a t  J1. 

Hayam Wur:~k Ns. 9 J a k a r t a  P u s a t  (P. 1 0 )  ;----- 

f .  P T .  DUNKTNDO LESTART d i  J a k a r t a  P u s a t  J1. 

Hayam Wuruk No. o - s e b a n y a k  4 ( e m p a t )  l e m b a r  

saham dengan  n i l a i  nomina l  p e r l s m b a r  @ Rp- 

1 . 0 0 0 . 0 0 0  ,- ( s a t u  j u t a  r u p i a h !  (P.11) I------ 

-.-- ........ ; -  2 )  S e r t i f  i k a t  NCD Bank Global c a b a n g  Ke lapa  G a d i n g  I - .  '...;.:, < . .  .?\.. 

J 1 .  Raya K e l a p a  Gading  Bou leva rd  Blok  LC-6/36 

J a k a r t a  U t a r a  yang  d i  t i  t i p k a n  d a n  b e r a d a  d a l a m  . 
p e n g u a s a a n  T u r u t  Tergtlga t. I TT/Ny. Tan Po L i a n  
(P.l2);---------------------------------------- - 

3 )  S e b i d a n g  t a n a h  d a n  bangunan rumah yang  . a d a  d i  

a t a s n y a  b e r i k u t .  s e g a l a  p a r a b o t a n  rumah t a n g g a  

yang  a d a  di. dalamnya serta s e g a l a  t u r u t a n n y a  
,~. < 

t e r l e t a k  d i  J1. P a s i r  P u t i h  V/2, Ancol, 

Pademangan, J a k a r t a  Ut.ara ;--------------------- 

4 S a t u  u n i t  m o b i l  RMW 530 i dengan  No. P o l i z i  

R.888.GS y a n g  h e r a d a  d i  . 7 1 .  P a s i r  P u t i h  V/2, 

Anco l ,  Pademangan, J a k a r t a  U t a r a  ;-------------- 

5 )  S a t u  buah l e m a r i  Rssi a , n t i  a p i  ( b r a n g k a s j  

b e r i k u t  dengan  s e l u r u h  i s i n y a  a n t a r a  l a i n  s u r a t -  

s u r a t  b e r h a r g a  dan  c i n c i . n  berlian m i l i k  almarhum 

yang  b e r a d a  d a n  t e r l e t a k  d i  k a n t o r  PT. DUNKINDO 

LESTARI, J1. Hayam Wuruk No. 9 J a k a r t a  P u s a t  ; -- 

6) S a t u  buah jam t a n g a n  rnerek Rolek  yang d i t i t i p k a n  

d a n  b e r a d a  da l am p e n p i a s a a n  T u r u t  T s r g u g a t  11.1 

(Ny. Tan Po S i a n )  ;----------------------------- 

7 )  S s t u  buah Computer Lap Top merek T o s h i b a -  

HP.2000 yang  b e r i s i  d a t a - d a t a  p r i b a d i  almarhum 



yanq d i a m b i l  dari berada 3alam s e n g u a s a a n  ~ u r b t  

Te rguqa t  11 ( T a r !  PC I. i a n  ) : --------------------- 

8 )  Deviden-Deviden d a r ?  caharn-saham pada p e r s e r o a n  

tersebut:---.----------------------------------- 

9 )  Tunjanaan  kernat ian d a r i  pe rusahaan-pe rusahaan  

t e r s e b u t  s e r t a  ba ranq-ba ranq  b e r g e r a k  dan  t i d a k  

b e r g e r a k  l a i n n y a  a t a s  nama almarhum suarni 

Pengguqzlt yang dal.am penguasaan  T u r u t  T e r g u g a t  

' dan  n a n t i n y a  akan  Penggugat  s u s u l k a n  j e n i s  
barang-barangnya:---------.--------------------- 

. .  >. . .  
,..,: ,.. . 1 0 )  S e b i d a n g  t a n a h  dan  banuunan Ruko yang ada d i  .. ' , . . . - . . . . .  . . . . . .  

'-4 , ,, . , . ' 

a t a s n y a  s e t e m g a t  d i k e n a l  umurn t e r l e t a k  d'i ITC 
: ;.+ .:' .': . . . .  
i,![ i .  i :  .: . . . . . . . .  Roxy Mas, l a n t a i  d a s a r  N o .  2 4 - 2 5 ,  J1. KH.~asyi .m - .  , ! .:,. .. ; . . . . . .  . .  ' ' :  ., . . . . .  . . . . . . . . . .  , .,. .. - ,... . .': . . . . .  . . . . A s h a r i ,  J a k a r t a  p u s a t  ;-----------;------------- 

. . . . . .  , . . .  ..........-..a . 

.I 
: . ' . ... .. . . 

, .!,, : . : .. < '  ..,' ... .':" ........:. . . . . . .  .), .... ;. . . .  , . . . . . . . . .  / . 
c;:; .. : ........... _.-. 11) Uang da lam r e k e n i n g  Bank C o u t t  Bank, 50. R a f l e s  

P l a c e  F 06-01 Singapura  Land Tower, S i n g a p u r a  

048623 a t a s  nama J e n  Loeng T a n u w i d j a j a  

[almarhum] dengan AC No. 3081330331 ;----------- 

12) Uang da lam r e k e n i n a  pada  Bank DBS BANK, 6 ,  

Shenton  Way DBS B u i l d i n g ,  S i n g a p u r a  068809,  a t a s  

nama Jen Loeng Tanuwid ja j a  (almarhum) dengan AC 

13) Uang dal.am r e k e n i n g  Bank AMIRICAN EXPRESS BANK 

'LTD. 1 6 ,  C o l y e r  Ouay, S i n g a p u r e  049318 P O .  Box 

3063 S i n g a p o r e  905083 a t a s  nama J e n  Loeng 

Tanuwid ja j a  (almarhum! dengan A C .  No. 060355001. 

1 4 )  Uang d a l a m r e k e n i n g  Bank Elali J l .  Hayam Fluruk 

J a k a r t a  P u s a t ,  Tabungan B a l i  Turbo,  a t a s  nama 

J e n  Loeng T a n u w i d j a j a  (almarhurn) dengan AC No. 
930065986.:----------.--------------------------- 

1 5 )  ~ i i o  No. 569992 Rank Ba1.i t a n g g a l  2  September 

1938 yang d i . t i . t i p k a n  dan  b e r a d a  dalam per.c_ruasaan 

T ~ l r u t .  T e r g u g a t  I11 (Ny. Tan Po. S i a n )  ---------- 



16) Dua bidang tanah dan bangunan Ruko ysng ada di 

atasnya, setempat dikenal umum terletak di 

Karawanp Plaza No. 2 Karawang, Jawa Rarat ;----- 

7. Bahwa oleh karena itu menurut hukum barsng-barang 

harta peninggalan almarhum tersebut merupakan harta 

warisan dan Pengpugat sehaqai isterinya adalah 

berhak mendapatkan bagian dari harta warisan 

tarsebut akan tetapi pada kenyataannya semua harta 

warisan almarhum sebagaimana tersebut di atas sampai 

saat ini masih dikuasai oleh Tergugat, Turut 

Tergugat T s/d Turut Tergugat T T T  dengan tanpa alds 

hak-yang sah atau secara tidak sah dan melawan hukum 

dan berdalih barang-barang tersebut adalah milik 

. perusahaan;---------------------------------------- 

Walaupun Penggugat sudah berupaya secara musyawarsh 

dan damai agar hak'penggugat ssbagai ahli waris 

almarhum rnendapatkan bagian dan diserahkan bagian 

yang menjadi hak Penggugat, akan tetagi Tergugat - maupun para Turut Tergugat tidak mau menyerahkannya 

sehingga satu-satunya jalan yang terbaik bagi semua 

pihak adalah diajukannya g~igatan ini ke Pengadilan 

agar msndagatkan putusan yang adil dan berdasarkan 
hukum yang berlakll ;-------------------------------- 

8. Bahwa olsh karsna harta peninggalan/harta warisan 

tersebut sampai saat i n j  belum dihagi at-au 

dieerahkan kepada Penqguqat sebacai orang yang 

berhak mendapatkannya, rnaka menurut hukum Penggugat 

berhak mengajukan gugatan kspada Terpugat dan Para 

Tergugat I s/d  Turut Tergugat TI1 kepada Pengadilan 

Agama Jakarta Utara yang herwenang mengadili dan 

memutus gugatan ini agar dilakukan pemhagian harta 

warisan tersebut dan juga dilakukan pembagian harta 

bersama dari harta peninggalan almarhum sesuai dan 

menurut hukum yang berlaku bagi orang yang baragama 
Ts]~m:--------------------------------------------- 

9 .  Rah:ia mengingat sarnpai s a a t  ini s e l u r u h  h a r t a  

warisan almarhi~m t a r s a h r ~ t  dikuasai oleh Terqugat clan 

para Turut Tergugat a e c a r a  tidak  ah dan melawan 



hukum, maka cukup alasan sdanya kekllawatiran. bagi 

Penqq~qat bahwa selarna proses gemc~riksaan perkara 

ini berjalan, Senpan iktikad buruk Tergugat dan para 

Tllrut Tercccat secara diarn--diam tnengalihkan atau 

menqzsingkan ataupun menqhilanqkan dan atau memakai 

untuk kepentinaannya sendiri harta warisan 

(peningaalan) alrnarhun~ Jon Loen9 Tanuwidjaja 

tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan Penqgugat; 

03nh karena itu dengan i n i  Pengougat tnohon kepada 

Pengadil.an Agama Jakarta lltara agar sabelum 

msmeriksa pokok perkara berkanan meletakkan sita 

jaminan atasharta peningyalan almarhum Jen Loeng 

. Tanuwidjaja yang antara lain herupa : 

Sajumlah aset di dalam pnruaahaan dalam bentuk 

saharn yang ada pada : 

a. PT. SARANA INTIPRIMA PRATAMA di Jakarta 

Pusat, J1. Batu Cepsr  No. 3 sebanyak 25 (dua 

puluh lima) 16rnbpr cnham, dengsn nilai 

nimonal perlembar @ Rp. 1.000.000,- (satu 
juts r u p i a h )  ,:------------------------------- 

b. PT. RONACITA INTT PERSADA di Jakarta Utara, 

J1. Gunung Sahari Raya No. 13 Blok B/45 

sebanyak 4.500 lembar  aha am dengan nilai 

nominal perlembar saham fa Rp. 1.000.000,- 

(satu jut- rllpiah) ;------------------------- 

c. PT. GATRABOGA INTT PUTEAMA di Jakarta Pusat 

Jl. Bat11  Ceper No. 33 k sebanyak 25 (dua 

puluh Lima) lembar saham d e n ~ s n  nilsi nominal 

perlembar @ Rp. 1.000.000,- (satu juta 
rupiah) ;--------.---.------------------------- 

d .  PT. SARANX 90GA PRATAMA d i  Jakarta Pusat J1. 

Hayam Wuruk Nc. 9 sebanyak 1 (satu) lembar 

saham densan nil.ai. nominal perlernbar @ Rp. 

1.000.000,- (satu juta rupiah) ;------------- 



s .  PT. RAMADA I N T I  PERSADA d i  J a k a r t a  P u s a t  J1. 

Hayam Wuruk N o .  9 . l a k a r t a  P u s a t  ; ------------ 

f .  PT. DUNKTNEO LE5TART d i  J a k a r t a  P u s a t  J1. 

Hayam Wuruk No. 9 sebanyak  4 ( e m p a t )  lembar 

saham denqan n j  l a i  nomjnal p e r l e m b a r  @ R p .  

1 ; 000.000 ,- ! s a t u  juta rupiah  1 ; ------------- 

2 )  S e r t i f i k a t  NCD Bank Glohal cahang Kelapa  Gading  

J 1 .  Rava Kelapa  Gading  Boulevard  B lak  LC-6/36 

J a k a r t a  U t a r a  yang d i  t j t i p k a n  dan  b e r a d a  da lam 

penguasaan  T u r u t  T e r q u q a t  T i 1  /Ny. Tan Pa L i a n  ;- 

3 )  Seb idang  t a n a h  dan banalman rumah yang ada  di 

a t a s n y a  b e r i k u t  ssgala p e r a b o t a n  rurnah t a n g g a  

yang ada  d i  dalamnya s e r t a  s e g a l a  t u r u t a n n y a  . 
t e r l e t a k  . d i  J l .  P a s i r .  P u t i h  V/2, Ancol, .  

Pademangan, Sakart .3  U t . a r ~  :--------------------- 

S a t u  u n i t  mobil  BMW 530 i dengan No. P o l i s i  

B.888.GS yang b e r a d a  d i  J1. P a s i r  P u t i h  V!2, 

Ancol ,  Pademangan, J a k a r t a  U t a r a  :-------------- 

S a t u  buah l e r n ~ r i  Resi a ' n t i  a p i  ( b r a n g k a s )  

b e r i k u t  denqan  se- luruh i . s inya  a n t a r a  l a i n  s u r a t -  

s u r a t  h e r h a r g a  d a n  c i n c i n  b e r l i a n  m i l i k  alrnarhum 

yanq b e r a d a  dan  t e r l o t a k  d i  k a n t o r  PT. DUNKINDO 

LESTARI  , J1. Hayam Wuruk N o .  9 J a k a r t a  P u s a t  ; -- 

6 )  S a t u  buah jam t a n g a n  merek Rolek yang d i t i t i g k a n  

dan  be rada  dalam penguasaan  T u r u t  T e r g u g a t  I11 

(Ny. Tan Po S i a n )  

7 1  S a t u  b i ~ a h  Computer Lap Top merek Tosh iba -  

HP. 2000 yang h e r i . s i  d a t a - d a t a  p r i b a d i  almarhum 

yana d i a m b i l  dan  h e r a d a  dal.am penouazaan  T u r u t  

Te rquga t  T 'I ( T a n  Po 1,iat-t) ; --------------------- 

8 )  Deviden-Deviden d ~ r i  saham-saham pada p e r s e r o a n  
tersebut;-------------------------------------- 



9 \ T!ln jangan komatian dar i pfirllc3haan-perusahaan 

tersebut serta harang-baranq bsrgerak dan tidak 

berqerak lainnya atas nama almarhum suami 

?er-,~gugat yanq d a l a n ~  penguasaan Turut Tergugat 

dan nantinya akan Penggugat susulkan jenis 
baranq-haranqnya ,: ------.--- --.---------------------- 

10\ Sehj .dang t.anah dan bangunan Ruko yang ada d i  

atasnya setempat dikenal umum terletak di ITC 

Roxy Mas, lant.ai dasar No. 24-25, J1. KH.Hasyim 
Ashari, Jakarta Pusst, : - --.--.-------------------- 

11) Uang dalam rekening Bank Coutt Bank, 50 Rafles 

Place F 06-01 Singapura Land Tower, Singapura 

048623 atas nama Jen Loeng Tanuwidjaja 
- .. . 

.:.. . :  
.i . . . .  . . . . . . .  _ .:. . . . . . .  (almarhum! dencan AC No. 408133'0331 ;----------- 

. . . . . .  . . .  . . . . . . . .  .':. 
'% ._ . , ". :::. 
: .:. . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . .  " .  12) Uang d'alam -rekening pada Bank DBS BANK, 6, 

. .' 
. . 

. . _ .  . . . . . .  ..:. . . . . . . .  . ... . . .  Shenton Way DBS Building, Singapura 068809, atas 
. . . . . . . .  . . . . . . . .  . . 
. . . . .  . . 

. . 
. . narna Jen Loeng Tanuwidjaja !al.rnarhum) dengan AC 

No. 065-006258-5 ;------------------------------ 

13) Uang dalam rekening Bank AMIRTCAN EXPRESS' BANK 

LTD. 16, Colyer Ouay, Singapure 049318 PO. Box 

3063 Singapore 905083 atas nama Jon Loeng 

Tantlwid_i.aja < almarhum! dengan P.C. No. 060355001. 

1 4 )  Uang dalamrekening Rank Bali J1. Hayam Wuruk 

Jakarta Pusat, Tabungan Rali Turbo, atas nama 

Jen Loeng Tanuwidjaja (almarhum) dengan AC No. 
930065985;------------------------------------- 

1 5 )  Giro No. 569992 Bank Rali tanggal 2 September 

1998 yang dititipkan dan berada dalam psnguasaan 

Ttir~it Terzupat. TTT ( N y .  Tan PC Sian) ; ----------- 

1 6 )  Rua hidang tanah clan bangunan Ruko yang ada, di. 

atasnya, setempat dikenal llmum terletak di 

Karawana P l ~ z a  N2. 7 K?r=twan~,, Jawa Rarat ;----- 



10. Bahwa .quaatan Pengc;ugat adalah d i d a s a r k a n  pada  

b u k t i - b u k t i  yang s a h  dan o t s n t i k  s e r t a  mempunyai 

n i l a i  pernbuktian yang sempurna.  s e h i n g g a  memenuhi 

k e t e n t u a n  p a s a l  180 H I R  ;--------------------------- 

Oleh k a r e n a  i t u  cukup a l a s a n  b a g i  P e n g a d i l a n  u n t u k  

menpatakan agar p u t u s a n  ini d a g a t  d i j a l a n k a n  l e b i h  

d a h u l u  meskipun ada  b a n t a h a n ,  Banding a t a u  K a s a s i  ;- 

11. R a h w a  g r ~ g a t a n  Penggugat  a d a l a h  mengenai penyerahan  

h a r t a  warisan m i l i k  almarhum yang d i k u a s a i  o l e h  

Torguga t  dan  P a r a  T u r u t  Terguga t  s e c a r a  t i d a k s a h  . 

danrnelawan hukum yarrg mengakibatkan k e r u g i a n  b a g i  
..-------_, 

I .  

=>:::..-, !:.-..;.r;..,?-: :: Penggugat  s n l a k u  a h l i  war i snya  yana s a h  ;----------- 
, . '.: 
v~,:*,?,>,'~;.,'.: : .,: .., 
.??k.: -, 
; : :  : ' I  ka rena  j.tu sudah waktunya dan p a t u t  a p a b i l a  , ye:.,.G::..' :<. . , , 

.:/-.>,: .:::::;-.; . 
'(;-:F-.'.'.'.;f- -.. .. . .-.<. ... . $eng.gugat - mohon a g a r  Pengad i l a n  be rkenan  menghukum 

. . ;--. * . -- ;.?<;f/ 
,. ,,< r r - .  : ; I  %., Terguga t  danpara  T u r u t  T a r g u g a t  u n t u k  rnelakukan 
*.2"- :* :- :: -/ ---- 

pembagian dan penyerahan h a r t a  w a s i s a n  t e r s e b u t  dan - b a g i a n  hart .a  bersama Pengatlaat s e c a r a  dan  menurut  

hukuln Islam kspada P e n q g u a ~ t .  dan ah1 i w a r i s  yang s a h  

d a r i  almarhr~m J a n  -Loeng Tanuwidja ja ; --------------- .. . 

12. Bahwa apabila Tergugat  dan p a r a  T u r u t  . T e r g u g a t  

t idakmau s e c a r a  suka r ~ l a  melakukan pembagian dan  

a t a l l  menyerahkan h a g i s n  hart.a hersama dan b a g i a n  

war1 s a n  Pengguaat. ,  maka p a t u t .  a p a b i l a  Terguga t  dan  

p a r a  T u r u t  Tergugat. d i h u k u m  membayar uang p a k s a  

s e b ~ s a r  Rp. 10.000.000.. - ! ~ e p ~ l l l h  j t l t a  r u e i a h  

setiap hari ka lamba tan  d a n  =~ ta i t  k a l a l a i a n  memenuhi 

Maka b e r d a s a r k a n  ha l -ha1  t e r s e b u t  d i  atas dengan hormat 

Panggl~pa t mohon perkenan Pengad i I a n  l tntuk memutuskan 

s e b a q a i  b a r i k u t  : 

-- 
I 1. Menqabulkan s e l u r u h  g119at.an Penagtrgat. :------------- 

2 .  Menyatak3t-1 sah ment1r1:t h ~ l k ~ ! m  Pengquqat a d a l a h  s a t u -  

saturiya a h l i  wsric  A ~ r i  j l rnarhum J e n  Loeng 

T a n ~ i w i d j a j a  yang t e l a h  meninqqal dllnia  d i  Rumah 



C J ~ I :  h i  I .  A l  Vnirs:I: Arab Emirates, pada 
tap.qaal 8 Oktober 1998 ; ---. -.- -------------- ------- 

3. Men.;at.akan sah menurut hukuni bahwa harta peninggalzn 

a j marhum Jen laeng Tanuwid ja j  3 ada l ah  : 

1 )  Ssjumlah aaet d i  d a i a m  2erusahaan dalam bentuk 

eaham yang ada pada : 

a .  PT. SARAMA TNTIFRTMk PkkTAMA di Jakarta 

F u s a t ,  ,TI. Ratu Csgor ! I , : ) .  3 sebanyak 25 (dua  

pu luh  lima! lembar s t l h ~ l n :  dengan nilai 

nimonal gerlembar P Hp. 1.000.000,- ( s a t u  
iuta rllpj ah! ; ------------ -------------.-------- 

... 
. . . . . .  

b. PT. HONA(:ITA INTI PBRSADA d i  Jakarta Utara; 
. . . . 

J1. Gununcj Sahari Haya No. 13 Blok B/45 

sebanyak 4.500 1.embar saham dengan nilai 

nominal perlombar & a h a ~  @ Rp. 1.000.000,- 

(satu juts rupiak:) ; ----- .- . -------------------  

c. PT. GATRA-RQGA INTI PUTRP.MA di Zakarta Pusat 

. J1. Batu Ceper 'NO. 33 A sehanyak 25 !dua 

puluh lima 1 lerntar saham dangan nilai nominal 

perlembar Rp. 1.000.000,- (satu juta 
rupiah! :------.------------------------------ 

d .  PT. SARANA BOG.&. PRATAYA di Jakarta Pusat 31. 

?layam Wurulc No. 9 sebanyak 1 (satu] lembar 

~ a h a m  dengan n i l a l  n o m i n a l  perletnbar (3 Rp. 

1.000.C100,,- (eatu juta rupiah) 1------------- 

e. PT. RAMADA INTI PERSADA di Jakarta Pusat J1. 

IIayarii Vuruk Nc. 9 Jakarta Pusat I------------ 

€ .  ??. ! ',EST,SEI i J a k a r t a  Pusat  J l .  

Hay;l!".uruk N3. 4 s o k s n y a k  4 (empat) lembar 

saham dengar. nilai ncminal perlembar C4 Rp. 

1.001).1)00,- ( s a t u  juta rupian! ;------------- 



J1. Raya Kelapa Gading Boulevard Blok LC-b/3b 

J a k a r t a  Utara  yang d i t i t i p k a n  dan berada  dalam 

penguasaan Turu t  Tergugat III/Ny. Tan Po Lian  ;- 

3.1 Sebiclang t anah  dan bangunan rumah yana ada d i  

a t3snya  be r i i t u t  s e g s l s  perabo tan  rumah tangga  

yang ada d i  dalanrnya s e r t a  s e g a l a  t u r u t a n n y a  

t o r l e t a k  d i  J1. P a s l r  P u t i h  V / 2 ,  Ancol, 

Pademangan, J a k a r t a  Utara ;--------------------- 

4 Sa tu  u n i t  mobil BMW 530 i dengan N o .  P o l i s i  

,R.888.GS yang be rada  d i  J1. P a s i r  P u t i h  V / 2 :  

Ancol,  Padentangan, J a k a r t a  Uta ra  ; --------------. 

5 )  Sa tu  buah l emar i  Besi  a n t i  a p i  (b rangkas !  

b e r i k u t  dengan s e l u r u h  i s i n y a  a n t a r a  l a i n  s u r a t -  

s u r a t  be rharga  dan c i n c i n  b e r l i a n  m i l i k  almarhum 

yang berada dan t e r l e t a k  d i  k a n t o r  PT. RUNKINDO , 

1,RSTARI , J1. .Hayam Wuruk No. 9 J a k a r t a  Pusa t  ; -- 

Sa tu  buah jam tangan merek Rolek yang d i t i t i p k a n  

dan berada dalam genguasaan Turu t  Tergugat  I I T  
(-Ny. Tan PC 3 i a n )  ;----------------------------- 

7 )  Sa tu  huah Computer Lap Top merek Toshiba- 

HP: 2000 yang b e r i s i  da t a -da t a  p r i b a d i  almarhum 

yany d i amb i l  dan berada dalam penguasaan Turu t  
Tergugat  11 (Tan Po Lian )  ;--------------------- 

Deviden-Devidan d a r i  sanam-saham pada p e r s e r o a n  
tersebut;-------.-------------------------------- 

Ttlnjangan 1,:elnatian da r ' i  perusahaan-perusahaan 

t e r s e b u t  s e r t a  bsl-dng-barang bergerak  dan t i d a k  

hergarak  Isinnya a t a c  nalna almarhum suarni 

F e n ~ g u g n t  1-sng  dalam perlguasaan Turu t  Tergugat  

d a n  n a n t i n y a  akan  F e n g 2 u g a t  susu lkan  j e n i s  
harang-5.3rangnya; --- --.- -.--- - ---- --------------- 



1Gj Sebidang tanah dan bangunan Rult,o yang ada di 

atasnya setempat dikenal umum terletak di ITC 

Roxy Mas, lantai dasar No. 24-25, J1. KH.Hasyim 
Ashari, Jakarta pusat ;------------------------- 

11) Uang dalam rskeninp Bank Coutt Bank, 50 Rafles 

Place F 06-01 Singapura Latid Tower, Singapura 

048623 atas nama Jon Losng Tanuwidjaja 

(almarhum) dengan kC No. 4081330331 ;----------- 

12) Uang dalam rekening . pada Rank DBS BANK, 6, 

Shenton Way DIJY Building, Singapura 068809, atao 

nama Jen Loeng Tanuwidjaja (almarhum) dengan AC 
No, 065-0(j(j258-5 ;------------------------------- 

13) Uang dalarn rekening Bank AMIRICAN EXPRESS BANK 

LTU. 16, Colysr Quay, Singapure 049318 PO. Box 

3063 Singapore 905083 a t a a  nama Jen Loeng 

'ranuwidjsja (almarhum) dengati AC. No. 060355001. 

14) Uang dalamrekenina Bank Bali. J1. Hayam Wuruk 

Jakarta Pusat, Tabungan Bali Turbo, atas nama 

Jsn Loeng Tanuwidjaja fa!~narhum) dengan A C  No. 
93uo65986; - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

15) Giro No. 56999% Bank Bali tanggal 2 September 

1998 yang dititipkan d a n  berada dalam penguasaan 

Tilrut Tergugat I 1 1  !Ny. Tarr PO Sian) ;----------- 

16) Dua bidang tanah dan bangunan Ruko yang ada di 

atasnya, setsmpat d~kenal umum terletak di 

Karawang Plaza No. 2 Karawalig, J'awa Barat ;----- 

Manyatakan sah menurut hakum bahwa atas harta 

peninggalan almarhum Jen [.oenq Tanuwidjaja tersebut 

Penqaugat berhak mer,dapa c k i n  separoh bagian seba'gai 

bagian darl harta jersam.2 . i 2 : 1  separoh bagian sisanya 

Penqgi~gat bernak mendac:~ti: i!n seperempat hagi.an 

warlsan sesuai dangaii k a t o r r t 9 a n  trukunl Islam dan atau 

menurut pertimbangan dan raEa keadilan Pengadilan ;- 



5.  Menetapkan b a g i a n  dan  a t a u  hak b a g i  T e r g u g a t  s e b a g a i  

ayah  kandung almarhum J e n  Loeng T a n u w i d j a j a  yang  

mas ih  h j d u p  dan  beragama non Tslam s e s u a i  dengan  

kepa t .u tan  d a n  norma-norma yang ni.dup d a l a m  p e r g a u l a n  

m a s y a r a k a t  I n d o n e s i a  dan  p e r t i m b a n g a n  s e r t a  r a s a  

6 .  Menghukum T e r g u g a t  dan  p a r a  T u r u t  T e r g u g a t  I s / d  

T u r u t  T e r g u g a t  T I T  s e c a r a  t a n g g u n g  r e n t e n 9  a g a r  

t a n p a  s y a r a t  dan  dalain keadaan  b a i k  d a n  u t u h  

menyerahkzn b a g i a n  h a r t a  bersama d a n  b a g i a n  h a r t a  

w a r i  s a n  Penggugat  t e r e . a h u t  k e g a d s  d i r i  Fenggugat-  

a t a u  kuasanya  yang  s a h  d s l am t e n g g a n g  waktu 8 

fde!apan! h a r j  : s e t e l a h  p ~ i t u s a n  i n i  d i u c a p k a n  dan  

/;.::.:'. , .. , .. . . . .  a p a b i l a  g e n y e r a h a n  t e r s e b u t  t i d a k  d a p a t  d i l a k u k a n  . ..., : . . . .>, .. _ .. . 
~,~,:,.:.~.;~~:., ... .. . ... .. . . s e c a r a  nat .ura,maka d i l a k u k a n  dengan c a r a  d ' i s i t a  dan  
L ! :. I< ..;.,. : . . , , ..>... , ,  :>: . > . . d:i lakl lknn l n l a n g  m s l a l l ~ i  Kan tc r  l e l a n g  ~ e g a r a  yanp  

. . 
.' . . . .. . .  . . . .  . . kernudian d a r i  h a s i l  pen jua  J an  l e l a n g  t e r s e b u t  

. a ..,;:. 
. . , . . . . . . . . . . .. 

. . .:..':.' d i  lakt lkan pembagian dan  p6nyera  han kepada  penkguaat  

serztliii dengan  h a g i a n  yarly t a l  a h  dit .ent .ukan oldh 
Pen"tdi.lan:---------------------------------------- 

Mengh~~kum T e r g u g a t  dan p a r a  T u r u t  T e r g u a a t  I s / d  

T u r ~ r t  Te rg i iqa t  I I I  s e c a r a  t angaung  r e n t e n g  membayar 

'uanq  p a k s a  s a b e s a r  Rp. 11).000.000,- ( s e p u l u h  j u t a  

r u p i a h ]  s e t i a g  h a r i n y a  a p a h i l a  l a l a i  a t a u  t e r l a m b a t  

mamanuhi k e p ~ l t ~ x s a n  t a r s e b u t  ; ----------------------- 

8. Menyatakan p u t u s a n  i n i  d a p a t  d i l a k s a n a k a n  l e b i h  

d a h u l ~ r  meskipiln ada  b a n t a h a n ,  Randin9  a t a u  k a s a s i  ;- 

9 .  Menyatakan s a h  d a n  b e r h a r g a  s i t a  j aminan  yang  t e l a h  

d i l a k s a n a k a n  t e r h a q a p  h a r t a  p e n i n g g a l a n  a lmarhun~  J e n  

I,oenq T a n u r c r i d j a j a t e r s e h u t  :------------------------ 

10.  Menghukum T e r u u g a t  dan  p a r a  T u r u t  T e r g u g a t  s e c a r a  

t a n g a u n g  r e n t e n q  membayar b i a y a  p e r k a r a  i n i  menurut  
hllkllm: , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  --------------------- 

Atau a p a h i . l a  ~ d n g a d i l a n  b e r p e n d a p a t  l a i n  ; -------------- 
' .  - 
I 

Mohon put.11san yang s e a d i l - a d i l n y a  :----------------- 



Menirnbang, hahwa pada h a r i  s j  d;7nq yang  d i t e t a p k a n  

Penggugat  h a d i r  hersama kuasa huk\lmn:ra T a u f i k  Hais ,  S H  

a d v o k a t  dan  p e n g a c a r a ,  d a r j  k s n t o r  Teguh Samudera Ilan 

Associates ,  Advoca tes  And Legal  C o n s u l t a n t s ,  J1.Kramat 

Raya No. 5 p e r k a n t o r a n  Maya Indah F-12: Senen ,  J a k a r t a  

P u s a t  s edangkan  T e r g u g a t :  T u r u t .  T a r q u g a t  I ,  T u r u t  

T e r g u g a t  TT dan  T u r u t  T o r a u g a t  T T T  dengan s u r a t - s u r a t  

kuasa  t e r t a n q g a l  23-3-1999 ysng t e l a h  d i d a f t a r k a n  d i  

Kepani t e r a a n  t . anga l  8-4-1 9 3 9  dan No. 2O/SKH/1999/PAJU 

h a d i r  di .waki l  i 01 e h  kuasa hr~!ct~rnnya And i Fa tmawat i  , SH 
a d v o k a t  d a n  p e n a a c a r a  d a r i  k a n t o r  Syamsul A r i e f  And. 

P a r t n e r s  Taman Kebon J e r u k  I n t e r c o m  Rlok AA IS1 N o .  15 .- 

J a k a r t a  Rhra t ,  - S e l a n j t l t n y a  M a j e l i s  Hakim t e l a h  b e r u s a h a  

u n t u k  mendamaikan dengan  memberi s a r a n  d a n  n a s e h a t  namu.!? 

t i d a k  b e r h a s i l :  .kemndian Majelis Hakim t e l . a h  membacakan 

g u g a t a n  yang  t e r n y a t a  t e t a p  d i g e r t a h a n k a n  o l s h  . 
:-------------------.--------------------------- 

Menirnbang, hnhwa kuasa hukurn Tnrguga t  Ban p a r a -  ~ u r u t  

dangan  s u r a t n y a  t e r t a n g g a l  21.-4-3.999 t e l a h  

menyampaiksn jawaban yangpokok-pokoknya s e b a g a i b e r i k u t :  
A 

I. EKSZPSI TENTING KETIDAK WENANGAN ABOOLUT PENGADILAN 

I .  1. Tanpa menqlxrangi raga hormat  kami pada  P e n g a d i l a n  

Agama, s e s u a i  dengan  ke ten . tuan  p a s a l  49  UU No. 4 7  

t a h u n  1998  t e n t a n f f  P e n g a d i l a n  Agams., Pangadilan 

Agsma t i d a k  mamil i k i  Icewenanyan a b s c l . u t  uri tuk 

memeri k s a  dan  mengadi l  j. p s r k a r a  i n i  ;-------------- 

Menurlit k e t e n t l ~ a n  p a s a l  4 9  a y a t  ( 1 )  b u t i r  b  d a r i  

Undanq-Undang N o .  4 7  t a h u n  1998  t e r s e b u t  d i  a t a s ,  

P s n p a d i . l a n  Agama berwenanq rnemor ikea, mernutus d a n  

menye1.ssa ilcan p e r k a r a - g e r k s r ~  d i  t . i n g k a t  p e r t a m a  

a n t a r a  ORANG-ORANG YP.NG BERAGAMA J SLAM d i  b i d a n g  

kawar i s.3.n .. DAN D.a.l,AM T!.r\.S!JS T N T  RP. T K TERGUGAT MAUDUN 

TURUT TERGI!SAT I  ! T i  5ERAGAIMANA JIJGA 

ETNYATAK.4.H O L E H  PENGGUGXT SEND1 R I ,  EUKANLAH ORANG 

YP.NC: 9ERAC;AMA TSLIq!-!, SEr!TtrGC.i.i\ 1?4tl..M K A U  IN1 

PENCI-ADTI,P,N A64.MA 7'TPF.F. M F M T  L l  K T KFttEIJANGAN A S S Q L U T  

UNTIII! MEMERTKSA PAN KEN0.4DTI.TNYP. : ----------------- 
L.. 



P a s a l  49 a y a t  (1) d a r i  Undang-Undang t e r s e b u t  d i  

3 t . 3 ~  1 1 ~ ~ 1 1 s  i i i a r t i l s a n  sctbaaa i berikur : 

a .  J i k a  Eorilua pihak f Tergucat, clan Yenggugat  1 SETUJU 

!TID.iIR MENOTAR DIADT 1.T OLEH PENGADTI,?& AGAMA .; 

maka P e n g a d i l a n  Aaama h i ~ a  m e l a k s a n a k a n  

g u t u s s n n y a  (msksudnya memeriksa dan 

h .  Seandainya s a l s h  s a t - ~  g i h a k  ( T e r g u g a t  at.au 

Penqguqat) t i d a k  a e t ! l j u  d i s d i l i  berdasarkan 

hukum Islsnr., rn~ lc .3  pe r i ca r s  ir.i h a r r l ~  d i s e l e a a i . k a n  

dalam l i n g k u n q a n  P e r a d i l a n  U m i t m .  Da lam hat -  

semacsm i n i  ., Hakin, Y s n g s d i l s n  Umum t i d a k  b o l e h  

..-.-. ' - . , , ._.  . menclak  3 t 3 ~  merneriken dan . m e n g a d i l i  g e r k a r a  ,<.. .. : ; /;..,. .:.. -:. . . , , . . . .  . .. -... . . . 
a .  .: , . .  yang d,iz i?lkan par2  p i h a k  ' !Tergugat  a t a u  . . 

. . . . . . 1 
.+d ;;.:: . .. . , . 
4- , G . . . . : ' ~ c ~ g g t : q a t  dengan cia1 j [I bahwa hukum t i d a k / a t a u  '- 

; .: ,'-..:.I .'. z 
! > ..,. ,-:.: , >  .. ... ; 
! : <... :. : .... .: ; kkurang jeias sebaca imana  d i n y a t a k a n  o l e h  

c.- \ ;! .... : .;:.:::..+ . , 
>f.%,l: -L--. :.-::.,;,:.,'' 7. 

+,4'J-:-,5--..::c:.,. ke ten t r l an  gasa: 1 4  a y a t  ! 1) UU No. 1 4  t a h u n  1970 ,..;<,., 1. . , :.::: . .'/ 
!? !I .to.? 

k . : -  -.-___.C t e n t a n y  Ke ten tuun-Ke tgn tcan  tentang Pckok 
I;.ekua~,qan xski3kiman : - --- - ---.- ------------------- 

c.. k g a b i l t  p e r k a r a  i n i  cl?dnh masuk P s n q a d i l a n  

Agama, pada s a a t  pe rmulaan  s i d a n g  seba i . knya  

! f lk im ~nansnyiikan spakah  k e d i ~ a  Gelah g i h a k  se tu ju  

d i z d i  1  i. denaan ht~kum I sl am a t a s  p e r k a r a  t e r s e b u t  
a t . 9 ~  t-dak ; ---- - - - - - - . -  .-------------.------------ 

Hzgi pihak  ysrjG tidak $:e tuju  dengan  hukum I s l a m  

.sebai knya eajak swal rner~+aju!cai~ e k s e p f i  bdhwa 

Pencad i 1 ;3n P,.z.ama 1. i d a  k ' S ~ ~ ? ~ I P ? I R . ' I ~  mengadi  li 

,~:erknra i . r t i  d t ? n c _ ~ ~ n  :I 1 :I":II !?ihsknys tidak s e t u j u  

r i iad i  1.i o l eh  h~ikt~rn T F . ~  . ~ : 7  : . -  .- -.------------------- 

d .  b.pzbi 13 syayat-  yanc1 r ! i  1:r:i k.;n ?.?lambutir c t e l a h  

di.t.emp~th, makaapabi 1 a ?add Eaa t permulaan  s i d a n g  

p i h a k  r r . - I  . - : . a t 9 1  !: ..-I i 1 i d o r ? ~ a r .  hukurn 

1 E 1 A IT: ~ n e ~ t > a  j i 1k .z~ .  c.~:?;:?T.: . ~ 3 k 2  p t ~ t u s a n  

Yeng?~?!il .sn .z\ty.?rna b e r b r ~ r l y  l: "7 iEP.R E k P A T  M E N E R T M A "  

Ne!. i ) a t*~~IIka . !  ! ? k  ;I . A z . 3 n  t . u t ap i  jllgi7 s e j a k  

!>e.rrngl.33!?1 ~ . id l i l \q  I r. ~.C!ak s e t u j a  diadili 



dengan hukum I s l a m  i t u  t i d a k  menga jukan  e k s e p s i ,  

dapar d i a r t i k a n  p~ha i :  yanq b e r o a n g k u t a n  

menerl:na, ~ s n 1 1 1 g g a  u t i t s a n  P e n g a d i i a n  Agama i t u  
P b: dapa t  d n i a k s a n a k j n  ( i L h a t  11. Achrr~ad K o e s t a n d i ,  
$ 
p S H  dan R u c h j d i n  E f f a ~ ~ d i  S, SR ko~~ron ' ia r  atas 

Ilndang-Endan9 No. ? t -anur~ 198 9 t a n t a n g  Per-adilan 

Agama dilengkagi Kopgi l a e i  Ilukum I s l a m .  P e n e r b i t  

~ u s g n t a r a  P r e s s ,  Unir'i1.c; ljanclung 1991, H a l .  6 9  

s e t e r g s n y a )  ; ----- ---- ---------- ------------ 

k g 1.2. Penciapat kclmenr3r i n i  ( ! E I I ~ ~ I I  p e n d i r i a n  ~atlkarnall 
8 
b. P.gung dalan:  S u r a t  Edarartnya N o .  2 t .anun :L390 
5 .  
P t e n t s n g  p e r u n j u k  Pa lakss t l aan  1 I l I .  H o .  7 t a h u n  ,1989 B: 

"PEREARA-PERKAEh. P.NTAR.4 !lFP.NG-ORANG YANG BERAGAMA 
. .  . 

T.?I,AM. b i  b idang  kcwar i. .:?:I JlIGA BEHKAITAN DENGAN 

- . : .  ' MASALAH Y I L ~ H P . N  HUK!IN i:er~daknya d i k e t a n u i  bahwa 
. p r i  i h a n  hukun! rr1.i t upalcdn masalaf.; yang 

t:er letak d i  l u a r  badan pel-iicii Ian.. dan b e r l a k u  bagi 

ysna go lonoan  r a k y a t  yano t~ukurn w a r i z n y a  t u n d u k  

p a d ~  hukurn a d a t  cfar~/at?i:! !>~!t: i !m Tslam, a t a u  t u n d u k  

pati3 11ukun1 p s r d a c a  Eara t  i nW j .2.qn/atau hgkurn I ~ l a m ,  

dimana mereka BOLEH MEMILTI1 HUKUM ADAT ATAU HUKUM 

PEPfkTA BAHIiT i t3ti j 'fP.NO ."(ENZi'\fi l WEWENkNG FENGADI LAN 

!4E:l-;E:RI .ATkU MEMTCIH H\!KUH ?SLAM YANG M E N J A D I  

WEWEHANG ~ ~ N ; ; . \ D I  ,4,3,q.!:?'' , ..- - -------.------------- 
p.  
F 
E 1 . 3 .  Kar-ena d i  dslarn kaeus  i r . i  Tergugat d a r ~  para T u r u t  
n; P- T e r g u g a t  I s / b  T u r u t  Ter3r:qat. T T  I  DERKEEERATAN DAN 
I' 

f TTDAE MENGADAXAN PZLIHAN ?!I jRuM ISLAM dalam ~ ~ a s a l a h  
.e  d.3 l a m  per iye leaa ia r ;  Il111~11rn \..:3r i sdn a lmarhu~n  Jen tcsng k Tarillwid jaja, !neks Pongadi l s n  r\g%ma s e ~ u a i  p a n d i r i a r .  
L. F. M.?t~kamah kgsng 5slarn Sur.:#t '? tIarannya N o .  2 tthun 
; 2. Q90 terseba t d l  a t a s  ata.? ( j a s a r  a l a s a n  T'IDAK 
L 

k ADkNYk PTLIHAN HUKUM TSLAM, TIDAK t-!EMILIKI 

6: KEWENANGAN &!iSOLU1.' UNT!.IE: MF:MEIi.IP;SA E?,M MENGP.DIL1 

PERKAHA INT ; - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Dan sebagai akibatnya P ~ ! r - s : i I i a n  yzing har'wenang 

s d a l a h  Perad i l a r r  Ur~rurn $:Gz:i:-=.l i r econ tuan  LJU E!o. 1 4  



(?UG,\TAN FENGGUGAT ADALAH ARSCUUR 

1 Denq3n merumuskan di satu Pihak, T u r u t  T s r g u g a t  

sabagai Para T n r u t  T e r o u p a t  'I e / d  Pa ra  T u r u t  

Terqugst T I T ,  skan t.at.qp1 d l  l a i n  p i h a k  a k a n  

mernintakan 3 a l a m  pet.itam a a a r  P a r a  T u r u t  T e r g u g a t  I 

a/d para  T u r u t  T e r g u a a t  I I I urltuk dihukum ~ e c a r a  

~ , t i b ~ . t a n - ~ . i a l  ~ e b a g z i r n a n a  sd irn in t  a k a n  dalam a p e t i t u r n ,  

mxka Penggugs t  t .e leh me1 aktlkan ~ e ~ a l a h a n  beracara 

SSSVAI DQKTRIN HUKUM A C A R A .  SRORAMG TURUT TERGUGAT 

HANY P. DAPAT I3IMIMTAKAN I I N T I I K  DIHUKUM AGAR TUNDUK 

DAN TP.AT PADA EUNYINYA !'\ITUSAH DAN TIDAK DAPAT.  

DIMINTAKaN UNTUK DIHUKUM SECARA S U B S T A N S I A L  

SEBP.GAIMANA HALNYA TERJATJI  I N  CP.SU ; --------------- 

SA3 ANTAR GOGONGAN. 

Sesuai  dengan p r i n s i p  dasar  hukum an ta r  golongan 

yang b e r l a k u  d i  negara k i t a ,  tedapat kesetaraan 

k e d u . d u k a n  antara pelbauai  agama yang d i a n u t  di 
neqara kits ;----------------------------------- 

Sebagai. sk iba tnya  mska BERAI,THNYA SESEORANG DARI  

SATU AGAMA KE AGAMA LATN TTDAK MENYEBABKAN PULA 

BERUEAMNYA HUKUM YANG SEMULA EERLAKU BAGI ORANG 

c .  Dan sebagai  a k i b a t n y a  p u i a ,  m s k a e e s u a i  dengan 

p r i ~ s i p  d a s a r  p e r a t ~ ~ r a n  parkawinan campuran 

( Q H R .  .StbJ. t s h u n  1898 N o .  158 pasa l  2) maka 

da lam ha]. ada g e r k a w i n a n  c a r n p u r a n  s e b a a a i r n a n a  

h a l n y s  I n  Csnu:  HUKUM YANG EERLAKU ADALAH HUKUM 

ST SUP.MT , SEHINGGP. SEBAGAT AKIBATNYA PULA HUKUM 

YANC-l MENStrAS.41 MASP.r, 4H L<E:WARi SAN ALMARHUM JEN 

L.OENG TANUWIEJAJt. ADALAH HUK Ui.1 FIEWAR I SAN MENURUT 

1.: I TAR !lNDANG-IINT!.4NG if UKlJEI 7 Ei?CP.Tk, kecua  1 i ada  

?i  l i h a n  hukllm J s i n  d ~ a n r a r a  para a h l i  w a r i ~  ;--- 

d .  fjan KAE?El\IA D A L A M  KP.SUIS i P I l  TIDAK ADA P T L I H A N  

HUKUM L A I N  DIANTARA PARA AHLT WARIS,  maka se rua i  



per1h.i r l ' a n  Yahkarnah F.g!9nq ( i27 ?~r..c:i~?-at eci'inrzr1r;ya 

No. 7 tahun l99CI t s r s sbut .  cii .?t:a~:, Pzng3d i . l an  

kqac:a tldak rnen1i3ikj  kevenangsn %scar3 a b s o l u t  

~int:rlz rnomeriksa dart ntengadi l i  perkara ini : ----- 

DALAM PRO11 J S T 

- Sebagai a k i b a t  d a r i  apa yang diuraikan dalarn e k s e p s i  

t e r s ~ b ~ ~ t  d i  a t a s ,  maka Pengadi lan  P.ssrna t i .dak memilikl 

kawenang.q~t rrttt.t,~k manja tahltar. Psnetxp,?n Sits .7arninan d a n  

karenanya Fenetapar.  Bits J a r n i ~ e n  + . o r s e h ~ ~ t  clsrni. h ~ ~ k u m  

t i.d.zlk her I alc!.~ atall  set i d s k - t  i . d g k n y ~  harur; Ai.cabut. ; ---- 

DALAM POKOK PF?ER.A.RA 

Tergugst dan Pa ra  T u r u t  Terocgat. 'I s/d 1x1 mon:ianglral 
. . 

cemua dalil-dalil Penggugat :------------------------- 

Karena eksegsi i n  i a d a l . ~ ? ;  FKSEPSI YANG REHKENP.AN 

DFlNGAN KZTTDAK WENANGAN ?!?NO?L!?TLAN SECARit AESOL!!T , 
MP.KA SESirAI KET%NTrj&.?J P.4SJ.I. 1 3 5  H I R  TERCI.rJG.\T SERTA 

P A R A  T!lR!JT TEP.G!lP-5.T T F!T! F!. TlJRIJT TERG!IGAT I11 

MKMX I , T K X  HAK DAN GENQAN I N I  MERESERVER HkKNY?. U?ITlIK 

MEN.; 4f-.;t.n 5; i-.Fl+! PCRCII( PFlRKARA S.J.MPF\T ADANYA P U T U S A N  

P E N 0  4 D I 1 . 4 N  Y P . I G  HEMPIINVAT I<EK!JATAN HUKUM YANG TETAP 

DP.LAM . PRRI;:.C.Rk TI$? TEE!??.. Hi? W.9SALA.CI KETIEAX WEMA?!OP.M 

ABSOL'JT TRhREBlJT 91 AT.93 :------------------------------ 

PAN SE1.,.4Y,Ti!TIJ:;.9 iiEIiK:EN3,W I:T!i.h.l ' iP.  i?fi.2Ei41S Y.4PG TERH9RHP.T 

MENZArfI!HY..PP PIiTIIr.;41U' : 

p,&.[,Ab1 p(::>Vy!;T 

..- u , n i l  i J ! :  I ! : i 4 I a l  am 
~ n ~ . j : - a l - a  j i ,; ---- ---.-. .  .. . . . . --  .. ----.- ----------------- - 



ahzc111t. ~na:ncrl ksa clan r n e ~ g a d i  1 j perkzra i n i  : ---------- 

?. 2 .  membet!sr.krn b i s y a  perksrs k.epada Penggugat ;---------I 
F. 
Q c 

Mer.itr.hanc_r, ballwa sshuSun!?an 8er.gan jawahan Ku.asa " . F! 
g. Hukum T e x g u u ~ t  cian para Tergugat  rli a t a ~  yang me.l i .put. i  
9 
F ekscpei Ban j aw.ql:a?. t a z  po!sol:; pfirkr71-R P e n g a 1 1 ~ 3 t  cjenuan 

sura tnya  t . ?naqa l  3 9-5-!.c)9? t'a 1 apt m~nyampailcsn - jaw:laI?an 

8 a t a s  e k a e p s i  P e n y q 1 ~ g 3 t  dan rap! i k ' a t a s  pokok perkara yang 
2. %. pokok-pokoknya s e b a g a i  h e r i k u t  : 
1 .  
i ,  
P 

DALAM EKSEPSI 
6 .  

.. 

t h.n Pengguga t : 

c r 3  Terqugaf bati r 1 sub a ,  b, c dan d 

ira.ren3 tc?r.rya?-.l  gar.\ Tsrgugat  t e I a h  rafah 

dalztn nsngart . ikan/rnc?naf o j  rkan k e t e n t ! i a n  pls31 

4 i t  :! 'Jr?-1.3nr? t!nd.lr?cr Po. . ? tahr~n 1 Q!?9 

t e n t a n ?  Undanq-UnOan? P e r s d i i a n  Aga~na (hukan 

Un6arLc!-Undanc_r F!?. 4 ? t. 3h~lr1 ! 348 sebaaa irnar.a 

I p a r a  Tergugat d a l  ? l k a n  !, s ~ n y a t a ~ y i !  

nte~-nilr i k s . 3  d3r. manpiid j 1 i perkara-perksra 

kewari sari ; ---- - ----- -.------------------------ 

i Gieh i r a r ana  i t u  Pr?nela!3i 1 sn Agama J a k a r t a  
i. r: Uti!ran berwenan(1 nrerne1-i kss dan  mengsdi  1 i  

aa,;,:~:. !-,a n ' P ~  r.qcJl;na !- : .. . - - - - - -.- -.-. - - -. --- - ---.- -.--- 

b Rahwa p e r l u  p.?r? TerguGat k s t a h u i  d i  r3 .713~1  

tl:!dsng--!lndnnc Forad i 1 ,qn 9gsm3 tardapat  axas 

p e r s o n a l  i tas k o j . s l  aman yana menekankan kep..ida 

3S.4E 3281rt5 '?3:'I7 d i . ' . ! ?~ t  c h ? ~ ; . 3 j ' ~  _ D S ~ ~ ~ Y Z :  9 l s h  

k.lrena i t u  rlslsrn h.2 1 ini Psaggu.z~t  beragama 

Islam, rnaka konsekwensinya Penqgugat harus 



2 1  

rnengajukan pe rkz ra  i n i  ke Pengad i lan  Agama? 

seka l i pun  p a r a  Terpugat  t i d a k  menganut agama 
yang sama :---------------------------------- 

c .  Eahwa s e l a i n  i t u  pa ra  Tergugat  ha rus  

rnengartikan k e t s n t  uan p a s a l  49 a y a t  (1 1 
dengan rnel ihat  pokok pe rka ra  yang t e l a h  

dinyatakan dengan t.egaa bahwa Hukum Tslam 

ber laku untuk menyelesaikan kewar i san?  dengan 

dernikian kewarisan t e r s e b u t  t e l a h  nya ta -nya ta  

d i lzkukan berdasarkan  Hukum Is lam (alrnarhum 

suarni Penggugat beragsma Tslarn!: maka menurut 

hukum sengke ta  war i san  i n i  a d a l a h  rnenjadi 

wewenang Pengad i lan  agama, walaugun s a l a h  

s a t u  pihaknya i.c. pa ra  Tergugat  t i d a k  . . 
beragama Is lam a:--------------------------;- 

d . Haka berdasarkan  a l a s a n - a l a s a n  hukum 

t e r s e b u t  d i  a t a s  rnohon perkenan Pengad i lan  

Agarna J a k a r t a  Utara  menolak e k s e p s i  p a r a  

Terqugat  a t a u  s e t i dak - t i daknya  d inya t akan  

t i d a k  d a p a t  d i t e r i r na  a t a u  rnengesarnpingkan 

2 .  Bahwa d i t o l a k  d a l i l  e k s e p s i  p a r a  Tergugat  b u t i r  

1 dan 1 .3 .  karena p i l i h a n  hukurn yang 

. dikemukakan o l e h  p a r a  Tergugat  j e l a s - j e l a s  

merupakan upaya untuk menqhindari  d i r i  dar ' i  

pernbagian/pernecahan h a r t a  war ican  almarhum suami 

Penggugat,  gadaha l  t e l a h  nyata-nyata  P e n ~ g u g a t  

maupun alrnarhurn suami Penggugat t e l a h  rnenetukan 

p i l i h a n  hukumnyya berdasarkan  hukum Is lam karena  

sama-sama beragarna Is lam,  seh ingga  o l e h  karena 

i t u  Pengadi lan  Agama J a k a r t a  Utara  berwenang 

rnemer i k sa  dan mengadi li gugatan Penggugat ; ----- 

I f .  - Rahwa d i s angka l  dan t i d a k  benar d a l i l  e k s e p s i  

Tergugat  b u t i r  I 1  yanp rnenyatakan qugatan 

Penggugat ada l ah  abscuur ,  karena senya tanya  

Penggugat t e l a h  s e c a r a  t e q a s  dan j a l a s  

mensuraikan rnasina-masing p o s i s i  hukum p a r a  



Turut Tergugat, sehingaa permohonan Penagugat 

agar para Turut Tergugat dihukum secara 

substansial tidaklah bertentangan dengan 
ketentuan Hukum Acara .;------------------------- 

111. Bahwa gugatan Pengrugat tidak bertentangan denqan 

prinsip dasar antar golongan : 

1. Bahwa disangkal dan tidak bernar dalil eksepsi 

para Tergugat butir I, karena dengan masuk dan 

meninggal dunianya suami Penggugat yang beragama 

Islam, makadengan demikian herlaku dan tunduk 

kepada ketentuan dan ajaran hukum Islam a.:------ 

/..<. :..;:,-.. 
... . .  . . <., .. . . 
. .i .. ... . , . . 2. Rahwa oleh karena Pewaris adalah orang yang taat .. , . .- ..:' , ;:.:....::.: , . .  . . . 

1 4 " ' .  :.. .. .. i meninggal dunia adalah beragama Islam, dengan' 2 >" :.<:.':'. .:; <.:: :-.. .! 
v&:. . .: . ;.; :, , : ! 

\ ; ,  demikian Pengadilan Agama Jakarta Utara 
..'..-' -: .:.-. ...<,..,,, . f 

*.. ..-- --;;;.;q-,/ 
i:$v,; , 1 : y ;  +.. /' berwenang memeriksa dan mengadili gugatan 
\.-<.-I:'. -..- i,/ \-.-. .ia Penaaugat;-----------------------------.-------- - - 

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, 

terbukti eksepsi para Tergugat tidak benar dan tidak 

berdasarkan hukum, sehingga menurut hukum eksepsi 
tersebut harus ditolak ;--------------------------------- 

. Maka berdasarkan hal-ha1 tersebut di atas: dengan ini 

mohon perkenan Pengadilan Agama Jakarta Utara rnemutus 

sebagai berikut : 

I DALAM EKSEPSI : 

- Menolak eksepsi para Tergugat ~leluruhnya ;------------ 

- Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenans 
memeriksa mengadiliperkara qugatan Penggugat ;-------- 

1 DALAM PROVISI : 

- Menyatakan sita jaminan y a n q  telah dilaksanakan 

Pengadilan Agama Jakarta Utara sah dan berharga :------ 



DALAM POKOK PERKARA : 

1. Bahwa e k s e p s i  T e r g u g a t  dan  p a r a  T e r g u g a t  a d a l a h  bukar! 

mengenai e k s e p s i  kompe tenc i  r e l a t i f  yang mewajibkan 

b a g i a n  P e n g a d i l a n  u n t u k  memutus l e b i h  d a h u l u  Zengan 

p u t u s a n  s e l a .  O leh  k a r e n a  i t u  a t a s  e k s e p ~ i  T e r g u g a t  

dan  p a r a  T u r u t  T e r g u g a t  t e r s e b u t  h a r u s  d i p u t u s  l e b i h  

d a h u l u ,  a k a n  t e t a g i  h a r u s  d i p u t u s  bersama-sarna dengan  

pokok p e r k a r a ,  bahkan s e m b a r a n g w a k t u  P e n g a d i l a n  d a p a t  

menyatakan d i r i  t i d a k  berwenanq m e n g a d i l i  g u g a t a n  

Penggugat  a p a b i l a  merasa  t i d a k  berwenang dengan  t i d a k '  

menggantungkan/tidakmensyaratkan adanya  e k s e p s i  ;---- 

Bahwa t e r n y a t a  T e r g u g a t  dan  p a r a  T u r u t  T e r g u g a t  d a l a m  

jawabannya hanya mengajukan e k s e p s i  s a j a  t i d a k '  

men jawab pokok p e r k a r a  s e h i  ngga menuru t  hukum T e r g u g a t  

d a n  p a r a  T u r u t  T e r g u g a t  t n l a h  membenarkan dan  mengakui 

k e b e n a r a n  d a l i  1 - d a l i  1 g u g a t a n  Pengguga t  ; ------------- 

3. Bahwa Penggugat  mohon a k t a  a t a s  pengakuan s e c a r a  diam- 

diam t e r s e b u t  s e h i n g g a  menurut  hukum d a l i l - d a l i l  

g u g a t a n  s e l t i r u h n y a t e l a h t e r b u k t i  k e b e n a r a n n y a  ;------ 

4 .  Bahwa o l e h  k a r e n a  i t u  dengan adanya  pengakuan b e n a r  

t e r h a d a p  g u g a t a n  P e n g g u g a t .  maka g u g a t a n  Pengguga t  

g a t u t u n t u k d i k a b u l k a n  s e l u r ~ ~ h n y a  :------------------- 

Maka b e r d a s a r k a n  h a l - h a 1  t e r s e b u t  d i  a t a s  dimohon 

pe rkenan  P e n g a d i l a n  Agama J a k a r t a  U t a r a  u n t u k  mengabulkan 

s e l u r ~ ~ h  quga tan  Penggugat  ;------------------------------ 

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum T e r g u g a t  d a n  p a r a  T u r u t  

T e r g u g a t  dengan  s u r a t n y a  t e l a h  menyampaikan d u p l i k n y a  

yang pokok-pokoknya d a p a t  d i s e b u t k a n  s e b a g a i  b e r i k u t  : 

DALAM EKSEPSI 

1. S e k a l i j l a g i  t a n p a  mengurangi  r a s a  horm'at kami kepada  
! 

P e n g a d i l a n  Agama, s e s u a i  k e t e n t u a n  p a s a l  4 9  U U  N o .  4 7  

t a h u n  1989 t e n t a n g  P e n g a d i l a n  Agama d a n  b e r s e s u a i a n  



p u l a  dengan  S u r a t  Edaran  Mahkamah Aqung No. 2 t a h u n  

1990,  P e n g a d i l a n  Agama t i d a k  m e m i l i k i  Y u r i s d i k s i  

{kewenangan a b s o l u t ) ,  u n t u k  memerikra d a n  rnengad i l i  

2 .  S e c a r a  t e p a t  dan  b e n a r  P e n g a d i l a n  Agama J a k a r t a  U t a r z  

s e k a l i p u n  t i d a k  m e n y e t u j u i  pertirnbangan-pertimbangan 

t e l a h  l e b i h  d a h u l u  menja tuhkan  p u t u s a n  da lam E k s e p a i  

b e r k e n a n  dengan  kewenangan a b a o l u t  yang  t e l a h  kami 
a j u k a n  :---------------------------------------------- 

3 .  H a l  mana a d a l a h  b e r s e s u a i a n  dan  bahkan merupakan .  

p e r i n t a h  d a r i  p a s a l  1 3 6  HIR yang menyatakan bahwa 

da lam h a 1  ada  e k s e p s i  t e n t a n g  kewenangan a b s o l u t ,  maka 

s-r=.~.,, pengad i  l a n  Agama t e r l e b i h  d a h u l u  men ja tuhkan  p u t u s a n  
$i, t. ,!; .;: -::, 
,.-.:i;r.c..;.;:!.jk;.;. t e r h a d a p  e k s e p s i  t e n t a n g  kewenangan a b s o l u t  t e r s e b u t .  
<..I.'..:. . .... ... . :,:- a\; 

f' ,..;:..,.. :'.. . , ' '. .. .' 
.ti.,,., --.> ":,; ..;:.-.'. 1 
$3 (p? 3 .; i 2'. " 
ZG:.::..~..~ :I ?.. .'A 9. ,'palam hubungan i n i  a d a l a h  f i d a k  b e n a r  p e n d i r i a n  
. . .. . f !  - ...- </ . .: ., :-.# : - -.... . ,..,. ;, Penggugat  yang menyatakan bahwa e k s e p s i  T e r g u g a t  d a n  p;.r, U'': $.-'. .;.. 

-& -:::.. ::.+' p a r a  T u r u t  T e r g u g a t  a d a l a h  bukan mengenai e k s e p s i  

kompe tens i  r e l a t i f  yanq mewajibkan P e n g a d i l a n  u n t u k  

memuturrkanterlebihdahulu dengan p u t u s a n  se la .  j u s t r u  

k a r e n a  e k s e p s i  T e r g u g a t  d a n  p a r a  t u r u t  ~ e r g u g a t  t i d a k  . 

mengenai  masa lah  kompetens i  r e l a t i f ,  a k a n  t e t a p ' i  

rriengenai kornpetensi  a b s o l u t ,  rnaka s e s u a i  k e t e n t u a n  

p a s a l  136 H I R  . t e r s e b u t  d i  a t a s  e k s e p s i  t e r s e b u t  
haruslahdiputusterlebihdahul~u;-------------------- 

5.  Hal  mana t e l a h  d i l a k u k a n  o l e h  P e n g a d i l a n  Agama J a k a r t a  

U t a r a .  Namun demik ian  kami t i d a k  s e t u j u  t e r h a d a p  

d a s a r - d a s a r  pe r t imbangan  P e n g a d i l a n  Agama J a k a r t a  

U t a r a  dalam menja tuhkan  p u t u s a n  s e l a n y a  t e r s e b u t  d a n  

o l e h  k a r e n a n p a  kami t e l a h  mengajukan band ing  t e r h a d a p  

g u t u s a n  s e l a  t e r s e b u t  s e s u a i  B e r i t a  Acara Permohonan 
Bandin.g t e r t a n g g a l  1 4  J u l i  1999 1-------------------- 

6 .  Pada a s a s n y a  kami t e t a p  b e r t a h a n  g a d a  p e n d i r i a n  yanp  

menyatakan bahwa P e n g a d i l a n  Agama J a k a r t a  U t a r a  t i d a k  

m e m i l i k i  kewenangan s b s o l u t  u n t u k  memeriksa d a n  

m e n g a d i l i  p e r k a r a  i n i  sebagaimana  t e l a h  d i u r a i k a n  

da lam b a g i a n  e k s e p s i  ( d a l a m  jawaban! d a n  sebagaimana  



nanti akan diuraikan sekali laai dalam memori bandinq 
kami ;------------------------------------------------ 

7. Adalah tidak benar pernyataan Penggugat dalarn 

repliknya yang menyatakan bahwa Tergugat dan para 

Turut Tergugat dalam jawabannya hanya mengajukan 

sksepsi saja, Dengan tegas-tegas Terguaat dan para 

Turut Tergugat dalam jawabannya menyatakan mereservir 

haknya untuk menjawab dalam pokok perkara, apabila 

terhadap eksepsi tentang kompetensi absolut 

sebagaimana halnya In Casu. Tegrugat dan para Turut 
Tergrrgat bahkan rnemberi jawaban yang isinya menyangkal . 

dalam pokok perkara ;--------------------------------- 

Majelis yang terhormat bahwa Penggugat 

repliknya sama sekali tidak menanggapi dalil .. 

dan para Turut Tergugat bahwa pugatan 

adalah abscuur, sehinggg atas dasar alasan 

gugatan Penggugat haruslah ditolak atau 

i' setidak-tidaknyatidakdapatditerima ;--------------- 

9 Adalah tidak benar dalil Penggugat dalam repliknya 

yang menyataka'n bahwa didalam Undang-undang Peradilan 

Agama terdapat azas personalitas keIslaman yang 

menekankan pada azas agama yang dianut Penggugat ; 

'Hal ini jelas ditekankan oleh M. Yahya Harahap dalam 

bukunya "Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan 

Agama" Pustaka Kartini 1990 Hal. 38 Dalam bukunya 

tersebut M. Yahya Harahaptegas-tegas menyatakan bahwa 

jika ketentuan pasal 2 dan penjelasan umum angka 2 

alania ketiga serta pasal 49 ayat (1) diuraikan dalam 

azas ~orsonalitas keIslarnan yang melekat pada Undang- 

Undang No. 7 tahun 1989, dijumpai beberapa penegasan 

yang melekat membarengi azas dimaksud pihak yang 

bersengketa (jadi bukan hanya pihak yang Penggugat 

saja) harus sama-sama pemeluk agama Islam ;----------- 

dengan demikian dalil Penggugat dalam repliknya 

terssbut di atas adalah keliru sama sekali, dalam 

dslil gugatan Penggugatn !elas dicantumkan bahws 

Terguqat dan para Turut Terq~iqat heragama non Islam. 

jelas berdasarkan uraian M. Yahya Harahap tersebut di 



atas, Pengadilan Agama tidak memiliki Yurisdiksiuntuk 

I_; 

DALAM POKOK PERKARA 

1. Dengan tetap bertahap pada dalil kami, sesuai 

ketentuan paeal 136 HIR, sekali lagi kami mereservir 

hak kami menjawab dalam pokok perkara. Dan untuk 

; menegakkan bahwa sejak semula Tergugat dan para Turut 
b 
? Tergugat dalam jawabannya dalam Pokok perkara telah 

dengan tegas-tegas menyangkal dan dengan' ini 

mengulangi sekali lagi dengan tegas-tegas menyangkal 

semua dalil-dalil gugatan Penggugat; Dengan demikian 
=3.\ , c . .  Tergugat dan para Turut Tergugat sekaligus mensomir 

.,;9 -..:t . ,:> q,. 
&??;,::r.7,!, Penggugat untuk mernbuktikan kebenaran dalil-dalilnya 

AT.  * %.:j 4 7:" . . 
b ,  ,. J .pAij yang ditangkal tersebut ; -------------------------I----- 
-1 & &Vr.J,/ ;/ 

- 
KIRANYA MAJELIS YANG TERHORMAT MENJATUHKAN PUTUSAN : 

$!. 

DALAM EKSEPSI 

- Henerimaek~epsi Tergugat dan para Tergugat I r / d  111. 

DALAM ..PROVISI 

- Mencabut kembali penetapan tentang sita jaminan dalam 
pgrkara ini ;----------------------------------------- 

DALAM PQKOK PERKARA 

1. Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang secara 

absolut rnemeriksa dan menqadili perkara ini atau 

setidak-tidaknya menolak gugatan Penggugatseluruhnya. 

2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;---------- 

Menimbang, Bahwa Penggugat telah menyerahkan surat- 

surat bukti ~ebadai berikut : 

1. Foto Copy Surat Keterangan tentanq masuk Islam atas 
!. 



nama Jen Loeng Tanuwidjaja No.7052/155/III/M.9SK/1995 

tanggal 2-3-1995 dari mas j id Sunda Kelapa (P. 1) ; --- 

2. Poto Copy Srirat Keterangan akta nikah atas nama 

Penggugat dan Jen Loeng Tanuwidjaj Nomor : 

155/008/IX/1996 tanggal 6-9-1996 dari KUA ~ecamatan . 
Kelapa Gading (P.2.a) ;----------------------------- 

3. Foto Copy Surat Keterangan No.K.6!J-2/PW.01!515/1998 

tanggal 10-11-1998 dari KUA Kecamatan yang sama 

dengan atas dan masksud yang sama !P.2.b) ;--------- 

4. Foto Copy Surat Keterangan Kematian dari Uni Emirat 

.. . .. . 
Arab/Departemen Kesehatan/Dinas Kesehatan Prevebtip, 

.. . , ., .: . _ . 
.. . .  .... . ._ : .  . . .  :' ., - wilaya-h kesehatan Dubai yang te-lah diter jemahkan 
:.,-.:. ... . _ .. . ' . '  

.::a:.. . - ., .. - 
;;:.. . :..,. ;., .. .,: .;:.::l..;vang .: -:..:..- menyebutkan bahwa Jen Loeng Tanuwidjaja telah ,. 

... . . : .:.:: . .-. -... .... 1 .. i 
. . . . .meninggal dunia pada tanggal 8-10-1998 (P. 3 .a ;-.--- 
\! _ . .  .. . 
:: I... . . .. . . . _  .. ' . 
. . .  .. ,. . . . .  .. . .  . 

.. - 1 ,  5. Foto Copy Surat Keterangan pembalseman dari Dep. 

Kesehatan Dan Pelayanan Medis Pemerintah Dubai yang 

telah diterjemahkan, yang menyebutkan bahwa Jen 

Loeng Tanuwidjaja telah meninggal dunia pada tanggal 

8-10-1998 di Rumah Sakit Rauhid (P. 3. b) ;----------- 

=-y: 
6. Foto Copy , Surat izin penggunaan tanah makam No. 

?' 475/1.776.121.101 tanggal 14-10-1998 dari Dinas Tata 

Pe.makaman Umum yang maksudnya member i iz in 

penqgunaan tanah makam untuk jenazah Jen Loeng 

7. Foto Copy Surat Keterangan kematian No. 54/1.755.02 

tanggal 10-10-1998 dari lurah Ancol yang menyebutkan 

bahwa Jen Loeng Tanuwidjaja telah meninggal dunia 

pada tanggal 8-10-1998 di Dubai dan beragama Islam 
(P.4);--------------------------------------------- 

8. Foto Copy Surat pernyataan ahli waris yang dibuat 

oleh Penggugat, yang ditulis di atas kertas segel 

U p .  2.000 ,/- tertanggal 5-11-1998 yang telah 

diketahuildisahkan dan ditanda tangani oleh Ketua 

Rt. 005/010, Ketua Rw. 010 dan Lurah,Ancol serta 



diberi keterangan olehnya bahwa oranq tua Jen Loeng 
t 

Tanuwidjaja dan keluarganya beragamanon Islam, surat 

keterangan tersebut diperkuat oleh camat Pademangan 

9. Foto Copy Surat akta pendirian PT. Sarana intiprima 

yang. dibuat di depan notaris Trisnawati Mulia, SH 

pada tanggal 28-5-1996 No. 119 yang antara isinya 

msnyebutkan bahwa Jen I,oang Tanuwidjaja adalah 

pendiri PT. tersebut bersama Turut Tergugat I1 dan 

Turut Tergugat 111, mempunyai 25 saharn/modal yang 

F disetor sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima 

1 juta rupiah) dan sebagai Direktur (P.6.a) ;--------- 
D 

to Kopi Akta Perubahan PT. Sarana Inti Prima yang 

buat di depan Notaris Trisnawati Mulia, 'SH- pada. 

nggal 20-12-1996 No. 96 yang antar-a -isinya 

nyebutkan bahwa tentang perubahan ayat 9 pasal 12 
6.b);------.------------------------------------- 

11. foto Kopi Akta Pendirian PT. Ronacita Inti Persada 

yang dibuat di depan ~otaris Trisnawati Mulia, SH 

pada -tanggal 28-5-1996 No. 120 yang antara lain 

isinya menyebutkan bahwa Jen .Loeng ~anukidjaja 

sebagai pendiri PT. bersama Turut Tergugat I1 dan 

Turut Tergugat 111, rnempunyai 25 saham/modal yang 

telah disetor sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh 

lima juta rupiah) dan sebagai direktur (P.7.a) ;---- 

12. Foto Kopi Data Akta perubahan Anggaran Dasar 

Perseroan PT Ronacita Inti Persada yang dibuat di 

depan Notaris Linda Herawati, SH tanggal 2-12-1997 

yang antara lain isinya menyebutkan bahwa telah 

terjadi perubahan atas ketentuan pasal 4 tentang 

modal dari sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar 

Rupiah) menjadi sebesar Rp. 150.000.000.000~- 

(seratus lima puluh milyar rupiah) Jen ~anuwidjaja 

sebagai direksi/pimpinan rapat yanq mempunyai 4.500 

saham/mo$al yang telah disetor sebesar Rp. 

4.500.000.000 (empat milyar lima ratus juta rupiah) 
(p.7.b);-------------------------------------------  



Foto Copy Berita Acara rapat PT. Ronacita Inti 

Persada yang dibuat di depan notaris Linda Herawati, 

SH pada tanggal 2-12-1997 No. 16 yang antara lain 

isinya menyebutkan bahawa rapat dihadiri oleh Jen 

Loeng Tanuwidjaja, Turut Tergugat 11 dan Turut 

Tergugat I11 masing-masing sebaqai Direktur; 

Komisaris Utama dan Komisaris dan masing-masinq 

sebagai pemilik saham, Jen Loeng Tanuwid ja ja 

memp~iyai 4.500 saham/modal yang telah disetor 

sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus 
juts rupiah) (P.7.c) ;--------------------------.---- 

14. Foto Kopi akta gendirian PT. Gat-raboga Inti Pratama 

pang dibuat di depan notaris Trisnawati Mulia, SH 
r--- .-.. 

. . pada tanggal 28-5-1996 No. 121 yang antara lain 

menyebutkan bahwa Jen Loeng Tanuwidjaja 
.* ' . 

bagai pendiri bersama Turut Tergugat I1 dan Turut 

111, mempunyai 25 saham/modal yang telah 

sebesar R .  25.000.000, - (dua puluh lima 

juta rupiah) dan s~bagai Direktur (P.8.a) I - - - - - - - - -  

15. Foto Kopy Akta perubahan PT. Gatraboqa Inti Putrama 

yang dib~rat di depan notaris Trisnawati Mulia, SH 

pada tanggal 20-12-1996 No. 71 yang antara lain 

isinya menyebutkan tentanq perubahan Anggaran Dasar 

PT ayat 9 dari pasal 12 tentang Keputusan rayat 

Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk 
mufakat (P.8.b) 

16, Foto Copy akta berita acara PT. Sarana Boga Pratarna 

yanq dibuat di depan notaris Trisnawati Mulia, SH 

pada tanggal 8-9-1997 No. 16 yang antara lain isinya 

menyebutkan bahwa rapat tangqal 8-9-1997, dihadiri 

oleh Jen Loeng Tanuwidjaja ssbagai Direktur Utama 

PT, pemegang saham bernilai Rp. 1.000.000,- (satu 

jt~ta rtipiah) dan sebagai Direktur mewakili Direksi 

PT. Ronacita Inti Persada, dnn dihadiri pula oleh 

Turut Tergugat I1 dan Turut Tergugat 111, Jen Loeng 

Tanuwidjaja selain selaku direktur Utama PT, 

memgunyai satu saham bernilai Rp. 1.000.000,- (satu 

juta rupiah) mewakili Direksi PT. Ronacita inti 



P e r s a d a  mernpunyai sembi lan  puluh saharn s e n i l a i  Rp. 

90.000.000,-  ( sernbi lan  puluh j u t a  r u p i a h )  ( P . 9 . a )  ;- 

17 .  F o t o  Kopy a k t a  b e r i t a  a c a r a  r a p a t  PT.  Sa rana  Boga 

Pra tama yang d i b u a t  d i  depan nntaris Linda H e r a w a t i ,  

, SH pada t a n g g a l  2-12-1997 Iran$ a n t a r a  l a i n  i s i n y a  

menyebutkan r a p a t  d i a d a k a n  pada t a n g g a l  2-12-1997, 

d i h a d i r i  o l e h  J e n  Loeng Tanuwidja ja  s e l a k u  D i r e k t u r  

Utama PT, Perni l ik s a t u  saharn dan d i w a k i l i  D i r e k s i  

PT. Ronac i t a  I n t i  Pe r sada  dan juqa mewaki l i  D i r e k s i  

PT.  Dunkindo L e s t a r i ,  P e n i n g k a t . a n  modal P T .  menjadi  

Rp. 40.. 000.000.000,-  (empat p u l ~ i h  m i l y a r  r u p i a h ?  dan  

J e n  Loeng Tanuwidja ja  rnempunyai s a t u  saham/modal 

yanq d i s e t o r  s e b e s a r  R p .  1 .000.000, -  ( s a t u  j u t a  -- 
>. . \.. 

.. . r u p i a h ) ,  Ronac i t a  i n t i  Persada  rnsmpunyai 90 saham! 
modal yang t e l a h  d i s e t o r  s e b e s a r  Rp. 90.000.000,-. 

i 
r .:< .. ] {sembi lan  p u l u h  j u t a  r u p i a h !  dsn  d a r i  PT. Dunkindo . 
..I .: ; ; / 

e s t a r i  mempunyai 19.900 i s e m b i l a n  b e l a s  r i b u  

@;/ kembi lan  r a t u s  lembar! saham yanp. t e l a h  d i s e t 6 r  

s e b e s a r  Rp. 19 .900.000.000, -  ( s e m b i l a n  b e l a s  M i l y a r  

sembi lan  r a t u s  j u t a  r u p i a h !  ( P . 9 . b )  ;--------------- 

18. Foto  Kopi  Akta b e r i t a  a c a r a  r a p a t  PT. Ramada I n t i  

P e r s a d a  yang d i b u a t  d i  depan n o t a r i s  T r i s n a w a t i  

MuLia, S H  pada t a n g p a l  8-9-1997 No. 1 7  yang a n t a r a  

l a i n  i s i n y a  menyebutkan hahwa r a p a t  d i a d a k a n  pada  

t a n g g a l  8-9-1997: d i h a d i r i  o l e h  Sen Loeng 

Tanuwidja ja  s e l a k u  ~ i r e k t u r  Utarna PT,  s e b a g a i  

pemeganq s a t u  saharn h e r n i l a i  s a t u  j u t a  r u p i a h ,  

s e b a g a i f d i w a k i l i  d i r e k s i  PT. Ronac i t a  I n t i  P e r s a d a  

yang memil ik i  90 saham b e r n i l a i  sembi lan  p u l u h  juts. 

r u p i a h  dan juga d i h a d i r i  o l e h  T u r u t  Terguga t  I 1  dan 

T u r u t  Tergugat  1 1 1 ,  t e n t a n g  perubahan Anggaran Dasar 

PT dan menyebu.tkan bahwa J e n  Loeng Tanuwid ja ja  

memgunyai s a t u  saham/modal yang t e l a h  d i s e t o r  

s e b e s a r  Rp. 1 .000.000, -  ( s a t u  j u t a  r u p u a h ) ,  PT. 

R o n a c i t a  I n t i  Pe r sada  mempunyai sembi lan  p u l u h  saham 

modal yang t e l a h  d i s e t o r  s e b e s a r  Rp. 90 .000 .000~ , -  

(sembi1an;puluh j u t a  r u p i a h )  (P .1O.a )  ;------------- 



19. Foto Kopy akta berita acara ragat PT. Rarnada Inti 

Persada yang dibuat di depan notaris Linda Herawati, 

SH pada tanggal 2-12-1997 No. 18 yang antara lain 

isinya menyebutkan bahwa rapat diadakan pada tanggal 

2-12-1997, dihadiri oleh .Ten Loeng Tanuwidjaja 

sebagai Direktur PT, pemilik satu saham mewakili 

Direksi PT. Ronacita Inti Persada dan juga mewakili 

Direksi PT. Dunk-indo Lsstari, daihacliri pula oleh 

Turut Tergugat I1 dan TurIlt Tergugat 111, 

peningkatan modal menjadi Rp. 50.000.000.0001- 

(lima puluh rnilyar rupiah) dan menyebutkan bahwa 

Jen Loeng Tanuwidjaja mernpl~nyai satu saham/modal 

yang telah. disetor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu 
<-.--..,, , . iuta rupiah), PT. Ronacit~ Inti. Persada mempunyai 90 

. ~i,,:;>s - 
! ,-:;.;:--..: . .. .: . .:-$aharn/moda 1 
i5;; .., 2 .  .. Yang t.e lah disetor senilai p ; ,.,.:" ".% " 
s' -2.'- ..:~p. 90.000.000,- (sembilan puluh juts rupiahldan PT. " \&,<: 3.j) 

!I ..... 
3 .  ;,), Qllnkindo Lestari mempunyai 24.900 (dua puluh empat 
.> ...-...-,.-. ,, -;q::./ 4),9~~~,:3,, ribu sembilan ratus! lemhar saharnlmodal yang telah - 

k*dd disetor sebesar Rp. 24.900.000.000,- (dua puluh 

.- empat Milyar sembilan ratus juta rupiah) (P. 1O.b) ;- 

20. Foto Kopi berita acara xapat PT. Dukindo Lestari 

ya:ng dibuat di depan notaris Trisnawati,SH pada 

tangga 18-9-1997 No. 15 yang antara lain isinya 

manyebutkan bahwa rapat diadakan pada tanggal 8-4- 

19.97,. dihadiri oleh Jen Loeng Tanuwidjaja selaku 

Direktur Utama PT, pemegang satu saham bernilai Rp. 

1.000.000,- (satu juta rupiah) mewakili Direksi PT. 

Ronacita Inti Persada dan dihadiri oleh Turut 

Tergugat II dan Turut Tergugat TIT, penambahan modal 

rnenjadi Rp. 400.000.000,- (ernpat ratus juta rupiah) 

dan Jen loeng Tanuwidjaja mempunyai 4 saham/modal 

yang telah disetor sebesar Rp. 4.000.000,- (empat 

juta rupiah) dan PT. Ronacita Inti Persada mempunyai 

360 saham/modal yang telah disetor sebesar Rp. 

360.000.000 ,- (Tiga ratus enam pul.uh juta rupiah) 
(P.ll.a!;------------------------------------------ 

Foto Kopy bdrita acara rapat PT. Dunkindo Lestari di 

depan notaris Linda Herawati, SH pada tanggal 2-12- 

1997 No. 17 yang antara lain isinya menyebutkan 



bahwa rapat diadakan pada tanggal Rp. 2-12-1997, 

dihadiri oleh Jen Loenq Tanuwidjaja selaku Direktur 

Utama,, pemilik 4 saham dan mewakili PT. Ronacita 

Inti Persada juga dihadiri oleh Turut Tergugat 11 

dan t-urut Tergugat IIT, ?sningkatan modal dasar PT 

menjadi Rp. 150.000.0!30.000,- (seratus lima puluh 

rnilyar rupiah), Jen Loeng Tanuwidjaja rnempunyai 1000 

(sseribu) saham/modal yang telah disetor sebesar Rp. 

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),. PT. Ronacita 

Inti Persada mempunyai 90.000.000,- (sembilan puluh 

jtita rupiah! saharn/modal yang t-elah disetor yana 

-.-. telah disetor sebesar Rp. 15.000.000.000,- (empat .. . . . .. 
4,:. ;,, ,: , . 
% .  .:'...., pull111 milyar rupiah) (P. 11. b! : ..................... ,. . . . . \  

oto Kopy STNK mobil BMW No. B. 888 .GS atas nama PT. . . 

unkind0 Lestari (PI21 ;---------------------------- . r‘ . 
, :  

23 Foto Kopi Deposit Confirmation dari Coutts Bank, 

Singapura atas nama Jen Loeng Tanuwidjaja yang 
\ 

menyebutkan bahwa yang bersangkutan memgunyai 

Deposito sebesar Rp. 52?.555.555..56 (lirna ratus dua 
=-I 

puli;h juta lima r a t ~ ~ s  lirna puluh lima ribu lima 

ratus lima pult~h lima rupiah lima puluh enam sen 
rupiah! (p.13) ;------------------------------------ 

24. Foto Kopy Simpanan Auto Save-dari DBS Rank Singapura 

atas nama Jen Loen9 Tantlwidjaj9 yang menyebutkan 

bahwa yang bersangkutan mernpunyai simpanan sebesar $ 

1.663,83 Singapura (seribu snam ratus enam puluh 

tiga koma delapan puluh tiga d o l a r  Singapura f P. 14 1. 

25. Foto Kopy simpanan Deposito dari Bank American 

Express atas nama Jan 1,osng Tanuwidja'a yang 1 
menyebutkan bahwa yang bersangkutan mempunyai 

sirnpanan sebesar $ .  229.907,82 US (dua ratus dua 

puluh sernbilan ribu sembilan ratus tujuh koma 

delapan puluh dua sen Dolar ~ m e r i k a i  (P.15) ;------- 

26. Foto Kopy si,mpanan tabungan d a t i  Bank Bali atas nama 

Jen Loeng Tantiwidjaja yang menyebutkan bahwa yang 

bersangkutan mempunyai tabungan : (P.16) ;---------- 
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a. Rekening No. 903.043717 sebesar Rg. 50.563.562,- 

{lima puluh juta lima ratus enam puluh tiga ribu 

1 ima ratus enam puluh dua rupiah) ; ------------- 

b. Rekening No. 930.065986 ssbesar Rp. 34.795.970,- 

(tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan 

puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh 
rupiah),:--------------------------------------- 

c. Rekening No. 903.080241 sebesar Rp. 53.941.535,- 

! lima puluh tiga. juta sembilan ratus empat puluh 
satu ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) ;-- 

Poto Kopy keterangan pendaftaran tanah. No. 

485/SKPT/1999 tanggal 23-8-1999 dari Kantor 

pertanahan Jakarta Utara yany menyebutkan bahwa 

sartifikat tanah atas narna Jen Loeng Tanuwidjaja, 

luas tanah 510 mi HOB dan rnrletak di Jl. Pasir Putih 

V ,  (.Ancol Timur I )  Blok F - Q /  C Kav No. 21 dan 

diajukan oleh Penggugat, dokter beralamat di. J1. 

Pasir Putih V No. 2 Rt. 005/010 Kel. Ancol, Kec. 
pademangan. (P.17) .:--------.------------------------ 

28. Foto Kopy catatan titigan dari Turut Tergugat' IIT 

"yanq dibuat oleh Jen Loenq Tanuwidjaja dengan nilai 

titipan sebesar ~ p .  203.653.997,- (dua- ratus tiga 

juta enam ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus 

sembilan puluh tujuh rupiah) ! P. 18 ;--------------- 

24. Foto Kopy surat tagihan kepada Jen .Loeng Tanuwidjaja 

d3r . i  PT. Vins6ri aAKarya Prirnatama atas pembelian 

meja makan, 8 kursi dan kelongkapan lainnya sebesar 

Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratusribu rupian! 
(P.lg.a!;-----.------------------------------------- 

E 

30. Foto Kopy surat tagihan kepada Jen Loeng Tanuwidjaja 
9 

dari PT. Serba Antik untuk pembelian qordyn lengkap 1 sebesar Rp. 5.703.125,- lima juta tujtih ratus tiga 

1 ribu seratus dua pu1u.h lirna rupiah) (P.19.b) ;------ 

I. 



31. Foto Kopy surat tagiaan k e g a 9 a  .Jen Loeng Tanuwidjaja 

dar iPT. Citatah untuk pembel l a p  marmer sebesar Rp. 

804.820,- delapan ratus dua rihu delapan ratus dua 
pul l lh  rupiah) (PS1$,c) ;--- - -  - - . - - - - - - - - - - -  - --------- 

32. F0t.o Kopy surat tagihan kc?=?da .Jan Loeng Tanuwidjaja 

dari PT. Jay3 Alam Tshnik l~ntuk pemaeangan instalssi 

Air Condition sebssar Rp. 13.655.350,- (tiga bslas 

juta snam ratus lims pul~!h llma ribu tjga ratua lima 
pulljh rupia]~) (P, 19.~1) ; - - . - - -  - -.--------------------- 

33. Foto Kopy tagihan kepada .Ten toeng Tsnuwidja j a  dari.' 

.-.-... ..--... 
, . .-:.-., 

PT. Jaya A l a m  Tohnik untuk instalasi ducting Genset 
\. 6 ;; ,; .'.,..- 
7--!:: ..., . .-.... . sebesar Rp. 3.5.75.000 ,- tiga jut-a linta .ratus tujuh .. 7...> - .:. .:.\ ,. .>. .. ..; 
.:I:;;,..*.. h. ::<....:.. 
p ...: =. pul tlh lima ribu rupiah) ! P. 19 e 1 ; -------------------- ., ,;.? ifi C-'':i 
$3;:. ?; ; : 
!; :. :: ;.- . :I 

: ...-.-.';: .:.- 3 f ..; .' /' ;j .... .- 
'-"' '..;:a:$'. Fclto Kopy surat tagihan kepada ,'en Loeng'Tanuwidjaja -__... c t: -. . 
y 4 '.'> ., -. :y 
! & y.; 2 
.-- .- c.. dari PT. Nusatama Sekawsn untuk instalasi. l a m p ~ ~  

sebesar Rp. & .10'0.000 ,- (dalapan juta seratus ribu 

ii) 35. Foto Kopy surat tagihan kspada Jen Loeng Tanuwidjaja 
/ (nyonya! dari PT. Buana Iron Design untuk.pembuatan 

pagzr rumah/tombak anti maling dan lain-lainnya 

sebesar Rp. 23.952.37S1- !dua puluh tiga juta 

sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tujuh 

pnluh lima rupiah! (P.19.g) ;---------------------- 

36. Foto kopy surat tagihan kepada Jen Loeng Tanuwidjaja 

(nyonya) dari PT. Duta Cucindo untuk pengadaan loose 

Furniture ysng telah direvisi menjadi/tinggal 

Rp.31.000.000,- (tiga guluh satu juta rupiah! 
(, p. 19 .h 1 ; -.------------------.----.------------------- 

37. Foto Kopy surat tagihan kegada Jen Loeng Tanuw.i.djaja 

dari PT. Pola baja untuk pembuatan/pembangunan rumah 

sebesar Rp. 30.222.000, - (t iga p1111lh jnta dua rat.us 
dua puluh dua rihu rupiah) ! F. 19. i ; --------------- 

38. Fot.0 Kopy surat tagihan kepada Jen Loeng Tanuwidjaja 

dari Griya Citra Arsicon untuk pengadaan/pembelian 



Furniture dan bsnda-benda antik sebesar Rp. 

50.750.000.,- (lima puluh juta t u j u h  ra't.11~ lima puluh 
ribu rupiah) (P.19.j) ;----------------------------- 

Kesemua surat-curat bukti tersebut telah dicocokkan 

dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan 

kesemua surat bukti tersebut telah bermat.erai dan Hakim 

Ketrla kemudian telah memberikan kode-kode seperti telah 
tersebut di atas ;---------------------------------------- 

Menimbang, bahwa kuasa Hukum Tergugat dan para Turut 

tidak menyangkal/membantah atas surat-surat bukti yang 

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menyerahkan 

sebagai berikut : 

Pernyataan yang dibuat oleh Effendi Lie dari PT. 

Karya Primatama.. ditulis d i  at.as kertas 

2.000,- tanggal 27-8-1999 yang 

bahwa pihaknya masih rnsrn?ttnyai pihutang 

(tagihan! terhadap Jen Loeng Tanuwidjaja sebesar Rp. 

4.500.000,- (empat juta setengah! untuir rjembelian satu 

meja- makan dan 6 buah kursi maksn dan dua 'kursi maksn 
lainnya (p.20) ;-------------------------------------- 

2 .  Surat pernyataan yang dibuat oleh Alrus dari Toko 

S-erba An.tik yang ditulis di atas materai Rp. 2.000:- 

tanggal 3-9-1999 yang menyebutkan bahwa pihaknya masih 

mempunyai tagihan (pihutang! terhadap Jen Lceng 

Tanuwid j a  ja sebesar Rp. 5.700.000 (lima juta tujuh 

ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Gordyn. (P. 21 ) ;-- 

3. Surst pernyataan yang dibuat Sella Feliana dari PT. 

Citatah yanG ditulis di atas kertas bermat.erai tanggal 

5-9-1999 yang menyebutkan bahwa pihaknya masih 

mempunyai pihi~tang (tagihanj terhadap Jen loeng 

Tanuwid~aja sebesar Rp. 804.822,- (delapan ratus empat 

ribu delapan ratus dlla puluh dua rupiah! untuk 



4 .  S u r a t  p e r n y a t a a n  yang d i h u a t o l e h  Gho Sie Hiong, S E  

d a r i  PT. Nusan ta ra  S e l i w a n  d i t u l i s  d i  a tas  k e r t a s  

b e r m n a t e r i  Rp. 2 .000, -  t a n g q a l  7- -.I999 yang 

rnsngehuttan bahwa p i h a k n y s  m a s i h  mempunyai p i h u t a n g  

( t a g i h a n )  t e r h a d a p  J e n  Losng T a n u w i d j a j a  s e b e s a r  Rp. 

5 . 1 0 0 . 0 0 0 . -  ( d e l a p a n  j u t a  s e r a t u s  r i b u  r u p i a h ]  u n t u k  

pambe l i sng  l.ampu ( s p e s i a l  l i g h t i n g )  (P.23) 1---------- 

5 .  :%]rat p e r n y a t a a n  yang d i b u a t  o l e h  I s k a n d a r  Mandar d a r i  

PT.  Data Cucindo d i t u l i s  d i  a t a s  k e r t a s  b e r m a t e r a i  Rp. 

?.On9 ,- t S n g g a l  27-8-1.999 yang m.enyebutkan p ihaknya  

mas ih  memptlnyai p i h u t a n g  ! t a g i h a n )  t e r h a d a p  bahwa J e n  

Loeng T a n u w i d j a j a  s e b e s s r  Rp. 31 .000.000 ,- ( t i g a  g u l u h  

satu j u t 3  r u p i a h )  u n t u k  b j  aya p e n g e r j a a n  pembuatan 

wer K i t c h e n  f cyer  c a b  bar . d a n  l a i n - l a i n n y a  

1 : --- --- --- ------- - - - - - - - -- -------.--- ----------- 

p e r n y a t a a n  d a t i  Fdy Darwin d a r i  Buana P u t r a  

d i t t i l i s  d i  a t a s  k e r t a s  b e r m a t e r i  Rp. 2.000,-  t a n g p a l  - 2?-8-1999 yang r n e n y e h ~ ~ t k a n  bahwa p ihaknya  mas ih  

mempunyni p j h u t a n g  ( t a g i h a n !  t e r h a d a p  J e n  Loeng 

Tanuwid ja j a  s e b e s a r  R?.. 23.052-3'75,- ( d u a  p u l u h  t i g a  

j u t ?  s e m b i l a n  r a t u s  l i n t 3  pu luh  dua r i b u  t i g a  r a t u s  

t-ujl?h p u l u h  I.ima r u p i a h !  u n t u k  b i a y a  pembuatan Vrought 
Tron ( P . 2 5 )  ;------------------------------------------- 

7 .  Surat p e r n y a t a a n  yang d ibua t .  o l e h  Ponod jo jo  b e r t a n g g a l  

28-f?-1999 yang d i t u l i s  d i  a t a s  k e r t a s  b e r r n a t e r a i  Rp. 

2 . 0 0 0  ,- yang menyebutk3n hahwa p ihaknya  mernpunyai 

p i ! ~ i a n g  ( t a g i h a n )  a t a s  J e n  t o e n 9  T a n u w i d j a j a  s e b e s a r  

Rp. 30 .222 .000 , -  ! tign guluh j u t a  dua r a t u s  dua  pu luh  

dlt.3 ri bu r t r p i a h )  u n t u k  p e m b ~ a y a a n  pembangunan rurnah 
(p.26) ;----------------------------------------------- 

3 .  Surzit g e r n y a t a a n  yang dihliat .  o l e h  S I T A  d a r i  PT. G r i y a  

Cit.rs R r s i c o n  yang d i t u l i s  d i  a t a s  k e r t a s  b e r m a t e r a i  

Fy. 2 .000 , -  yanp rnenyebutkan bahwa p ihaknya  mempunyai 

p i u t a n g  t t a q i h a n )  a t a s  J e n  Loeng Tanuwid ja j a  s e b e s a r  

R p .  5 0 , 7 5 0 . 0 0 0 , -  ( i i rna  pu luh  juta t u j u h  r a t u s  lima 

gulul., r i b u  r u p i a h )  u n t - ~ k  b i a y a  pernbuatan f u r n i t u r e  
rumah (P.27) ;---------------------------------------- 



9 .  Potc  Kapy Kartu Ksluarga No. 0851079803959 a t a s  nama 

Xepa! s Keluarga J e n  Loeng Tnnuwid j a j a  yang d i b u a t  dan  

ti i t-anda t angan i  o l e h  .Ten t,-eng Tanuwidjaja pada 

tanggal 15-8--1998 yang t e 1 a h  r i j  k e t a h u i  dan d i t a n d a  

t...ny.?r?i oleh Ketu? R t .  0 5 ,  KGt.ua Rw. 010 dan l u r a h  

c.ni.,o 1 a i l e n g k a p i  dengan s tempo1 masing-rnasing pen j a b a t  

yanp menyebutkan bahwa yanq hersangkutan beragama 

? s l a m  jlsn Penggugat saba?si I r s t ~ r i n y a ,  s u r a t  b u k t i  i n i  

t s l a h  d i p e r i k s a  dan s e s r ~ a i  d e n a ~ n  a ~ l i n y a  s e r t a  t e l a h  
hrtrmatsraj. (P.20) ;----------------------------------- 

Menirnbang, bahus, atas c . l ~ r a t . - s ~ ~ r a t  t e r s e h u t  d i  a t a s  

k u a ~ a  hukun? Terguc3t clan p.31-a Turut  t i d a k  memberikan 

. . . . -  &,;.+* , . .. .:. .. . . . . . 
.>. . . . .. . . .  . . . -., &s:.-;..:... ..... . . . ::. . . Ma?limhan<,: hahws Psngqttgat: i l ~ q a  t e l a h  menyerahkan ' r, ) ., ... : .  ... . ,. . .. _ ..... .. - : . 

! , !..:?':'... 2~.:..::. .... :..x.:.:.. i;.:";sutat d a r i  Kantor Akrtntan ~ l r h l  i k ' T ~ h a k ,  Sa leh ,  Soewondo 
. . , -' .;,I .',!'...... -::... .. 

P ; <, ?. ... - ....-, -.- Relcan be r t angga l  31 -8-1.999 b a r i k u t  lampiran- 
.- .,< . ,;y>,<. 

:.. .: 1 ;;. y? '*. :<<:' \-... --, lampirannya ; -------------------------------------------- 
-._.- -/ 

Menirnbang, bahwa kuasa hukum Tergugat  dan p a r a  Turu t  

Tergugat  a t a s  s t i r a t  t e r s e h u t  d i  a t a s  rnenyatakan 

kebnrstannya karena menurutnya belum./tidak ada a u d i t  a t a s  

per~lgahaan-perusahaan yang dimakaud da l  am auga t an  i n i  ; -- 

Menirnbang.. bahwa Pengauqat t e l a h  manghadapkan s a k s i -  

s a k s i  b e r i k u t  r 

Saks i  I : D r s .  H . A .  Nur Alam b i n  B a c h t i a r ,  t g l .  l a h i r  

28-2-1956, agama fsEam sebagai rohaniwan 

( u s t a d z )  bertempat t - inqgal  d i  J1. Cipucang 

11/19.. R t . .  006!012, Kel .  Koja, Ksc. Koja, 

J a k ~ r t a  Utara t-idak ada hubungan ke luarga  

dengan Penggugat a t a u  Tergugat  dan jtiga t i d a k  

mendapat gaji dar i  Penggugat dan d i  bawah 

s~irnpahnya menerangkan sebagai  b e r i k u t  : 

- Kana1 dengan Penggugat karena ia menjadi  u s t adz  

{rohaniwan! ~ a d a  ke luarga  Penggugat dan k sna l  dengan 

s u s m i  P o ~ g g u p a t  almarhum ,Jsn Lceng ~ a n u w i d j a j a  pada 
c -h . . ,  1 oar; cart almayhum masuk Islam ; ----------------- 



- I a  t a h u  bahwa J e n  Loeng Tanuwidja ja  t e l a h  meninggal  

dun ia  pada t a n g g a l  8-10-1998 dan dimakamkan d i  TPU 

Tanah K~isir dimana upacara  pemskarnan s s c a r a  I s l a m  dan 

i a  bez.t.ir~daR s e l a k u  pemberj caraniah :------------------ 

- S a a t  J e n  Loeng Tanuwidja jn  t e r s e b u t  meninggal  d u n i a  

alrnarhum meningalkan Pengguaat  s a b a g a i  i s t e r i  namun 

dar: s r k a w i n a n n y a  b e l l ~ m / t  i 6.3 '~  d i k a r l l n i a i  a n a k ,  ayahnya 

yanc j u ~ a  i a  k e n a l  y a i t u  C h a n d r s  Tanuwidja ja  masih ada  

t e t a p i  t i d a k  beragama I s l am:  kel t iarganya yang l a i n  

s e p e r t i  Turu t  Tergugat  i dsn yang Lain semusnya t i d a k  

beragama I ~ l a r n  ;--------------.-.------------------------ 

Atas  p a r t s n y a a n  kuasa  hukurn T e r g u g a t ,  s a k s i  juga  

menerangkan bahua J e n  Loeng Tanuwid ja ja  benar  k e t u r u n a n  

C i n a ,  s a a t  masuknye Islam J e n  Loeng Tanuwwidjajs  sampai  

dengan ~nen ikah  dengan Pengguqat  k i ra -k i i - a  a.da waktu s a t u  
' , 

s e j a k  masuk I s l a m ,  S h o l a t  dan ibadah  l a i n  t e r u s  
t-erinasuk bahwa almirhum sudah b e r n i a t  un tuk  

unlroh . 

I1 : Abdul k z i s  b i n  Husein ,  11-8-1973, I s l a m ,  

Mahasiswa, b e r t e m p a t  t i n g g a l  d i  J1. Kebon 

P a l a  11, Rt.002103 Kel.  Kebon ~ e l ' a - t i ,  Kec. 

Tanah Abang t i d a k  .ads hubungan k e l u a r g a  

' d e n g a n  Penggugat  a t a l l  p a r a  Tergugat  dan juga 

rnanerima g a j i  d a r i  dan d i  bawah sumpahnya 

men.erangkan s e b a g a i  bor i : ru t  : 

- Kenal dengan Penggugat s o j a k  tahvn 1 9 9 6  ka rena  s a k s i  

berkawan s a t o  f a k u l t a s  dengan a d i k  Benggugat dan k e n a l  

dengan J e n  Loeng Tanuwidja ja  se j3k  parnikahannya dengan 

Pengsugat ;em--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- I a  membenarkan tent-ang t e l a h  meninggal dunianya  J e n  

Loeng Tanuwidja ja pada t a n g q a l  e--10-1998 ka rena  s a a t  

pernakamsn i a  juga hadir dimana upacaranya d i l a k u k a n  

d a r i  r ~ ~ r n a h  7enggtigat yang d i  had i r i .  o i e h  ayah almarhum 

J e n  Loena Tanuwid ja j s  dan keluar?ar .ya  ysng l a i n  s e p e r t i  

Ttirut Tergligat 'I, Tl1r11t  Tergiis.3 i I I , T ~ l r u t  Tergugat  I I1 

a t a u  yang lain :yang keeemuanya t -c l rsebut  i a  k e n a l  walau 



tidak pernah berhubungan dan berdasarkan keterangan 

keluarga Penggugat, kesernuanya tidak beragama Islam ;-- 

.- la dari ~ernikahan Penggugat dengan Jen Loeng 

Tanuwidjaja tidak ada anak. 

Atas pertanyaan kuasa htlkum Tergugat ia menjawab 

bahwa Jen Loeng Tanuwidjaja adalah benar masih .keturunan 

Saksi 111: Fitrisia, SE binti Noor Sahib, tanggal lahir 

2-2-1965, agama Islam, pekerjaan swasta, 

bertempat tinggal d i  Pondok Bambu Kuning F 
. -/.- . . ... . 

... -:.. :. .. .,.: 
1/23 Rt. 0012/014 Kel. Rojong, Kec. Bojong, 

[ '. , . . . . . ;;>;.;,' .. . . . . 
. . ' .  . 

Kah. Bogor tidak ada hubungan keluarga dengan 
1 &- ;:?:. ' , 

. . 
.. . . ,.. . Penggugat atau para Terqugat dan juga tidak 

1 ' I  \;:\ ..... ' .  .... -. . % . . .  :.I ; men+rima ga.j i dari Penggugat dan di bawah* 
. , 3 . .  . ..., ,. ... .. '..':>.,' .'i 

;<,,:5..:':: . . ;,. ..:. . . .  ? .:.' . .  . . .  , . . .  '.. \.'. . . . .. ,;-' ..'. . sumpahnya menerangkan sebagai berikut : 
..., ..-: .::.::-- 

- Kenal dengan Penggugat sejak tahun 1995 karena bekerja 
pada ayah Penggugat Drs. Eman Sulaiman dalam ha1 

pembukuan dan pada tahun itu pula ia kenal dengan Jen 

Loeng Tanuwidjaja (saat bergacaran dengan Penggugat) 

walau tidak berhubungdn dangan yang bersangkutan dan 

benar kini Jen Loeng Tanuwidjaja telah meninggal dunia. 

- la membenarkan bahwa Jer! Loenq Tanuwidjaja keturunan 
Cina, namun almarhum st~dah beragama Islam dan 

keluarganya yaitu ayahnya dan keluarga yang lain semua 
tidak beragama Islam I--------------------------------- 

- Dari ketsranyan Eapak Eman. Sulaiman (ayah Penggugat) 
yang bekerja sebagai pejabat di Dipenda DKI, ia tahu 

bahwa semula Jen Loeng Tanuwidjaja adalah sebagai 

manager perusahaan, dimana baik Penggugat atau ayah 

Penggugat banyak membantu usaha/berkembangnya 

perusahaan-psrusahaan almarhurn seperti menjalin relasi 

baru,pombuksan cabana-cabang haru dan termasuk memberi 

label halal untuk hasil produksinya ;------------------ 



- ~a j11ga p s r n a h  msndengar d a r i  ke te rangan  k e l u a r g a  J e n  

C o n n g  Tanuwid ja ja  bahwa mereka pernah berkata /member i  

n a s n h a t  k ~ p a d a  Pnnggugat  yang maksudnya untuk  b e r s a b a r ,  

msreka d a h ~ t l u  ~ I J ~ R I  s l l sah  h i d u p  (li Taman Kota, s a a t  

panas  kepanasan ,  dan sai l  t hu jan  s e r i n g  keban j  i r a n  

rumahnya dan i a  l i h a t  rumah mi.lik Penggugat d a n  J e n  

T,oeng Tanuwj.djaja 1 P a s i r  P u t i h ,  ~ n c o l ) :  beluni . . 

s e l e s a i  pembangunannya, jenazah almarhum juga  

d i  semayamkan d i  rumah t e r s e b u t  sebslum d ikuburkan  ;---- 

- Saat  me laya t  dan m ~ n j s l a n a  diktiburkan d i  rumah t e r s b u t  
\. d i  a t a s ,  i a mendengar d a r i  banyak p s l a y a t  membicarakan 

/ a  \ 
s,. ", . \ . bahwa Jen Loeng T a n u w i . d j ~  j a  b e r n i a t  membangun masjid 

! I 
',/ ' sedangkan t anahnya  sudah ada d i  w i l a y a h  Ancol ;-------- 
. .-.- ; I . . 

, -. 
:,'. ,/ ' . :. 
./ At.as p e t f a n y a a n  kuasa  h u k ~ ~ m  ~ e r ~ u g a t  , .  . ' d in  . .. . p i r a  ~ u r u t  

Tergugat., ~ a k s i  rnenerangkan bahwa al.rnarhum se ' la rna /se ta lah  - masl~k  Tslam msnja lankan s y a r i a t .  I ~ l a m  ( s e p e r t i  S h a l a t ) ,  

s e j a k -  masuk Tslam sampai dengan meninggal  

ada  waktu k i r a - k i r a  satu t ahun  dan membenarkan 
\ ' I  ! .  .' * ,  

almarhum a d a l a h  k e t u r u n a n  Cina ;------------------ 
. . 

T V  : W i j i  L e s t a r i  b i n t i  Puiwa ~ a r t o n b ,  t a n g g a l  
I ' . .. 

l a h i r  12-2-1974,  agama Islam, p e k e r j a a n  

k a r y a w a t i ,  b s r t e m p a t  t i n g g a l  d i ' K p .  Curug R t .  

001/08 Pondok Kelapa ,  Kac. D u r e n ' s a w i t  t i d a k  

ada  hubungannya k e l u a r g a  dengan Penggugat  

a t a u  p a r a  Terguga t  dan t i d a k  menerima g a j i  

d a r i  Penggugat at.au p a r a  Terguga t  d i  bawah 
. . .  . . ,  i sumpahnya,,menerangkan s o b a g a i  b e r i k u t  : 

. , ,  . , 6 .  . . . : I . .  . 
. - " ' :  !'.$~.:I.;;!~J&:[.. :.;,.? , . t r  ! I . . . , 

I , . '.' ! ' ?  : ,  . , * .  , . ., r !! t; 1 ;!: !'v, 11 . j, ,. : ' . I  ; . . .  

- Mulai : . k e n a l  dengan .  , ~ e n g g u g a t '  . . .  d a r i  se jak'" tah~r i '~~1996 ,  . : 

!,.. , r .  , :, '1' . . . i.YP-b!. q'r.'., .+ :. . . 
, . .  

k a r s n a  is yang b e k e r j a  d i  k a n t b r  ~ k u n t a n  ~ubllk'-lshalc, i ::.! :;: 
: . I ! " :. . ,. .. . . I : , . . . .  

,?" t .- .. I .  

S a l e h ,  Soewondo Dan . R e a p  . . .  mendapat 'tugasybekerja ,pads , : ,;. 
. . . .  . :-I ' I !. !rp ] ? , ! J  ., c .  .a. ':e! ,, , : . : . . . . :  

ayah Penggugat  ( Ernan, s Sulairnan) (. dan pada  tahu*"ith':pula . 
' ' 

. .  . 
0 1 . : ,., I ., . .. * : I  ! ;  ! : . '  

i a  ) renal  dengan nuami . ,  ~ e n g b u g i t  . (J& Ldeng ~alibividja ja) : .  y .: 

. . !  . . ; . I 
I I ,  . . 

d i  mana s a a t  i t u  keduanya . . macih ?engantidii baru 'id-%---- ' 

' 
' . .  ..- i ..., c .  

. . . . .- .. . . . .._ , 

'- l a  t a h u  bqhwa suami Penggugat y a i t u  J e n  Loeng 
. . . , .. : " i i  ! . : ; i j , ,> . !b; ! :  ., 

Trnuwid ja jn  beragama I s l a m  d a r i  k e t e r a n g a n  yang i a  
.., . , . . I .  



dengar dari keluarga Pengguqat, l e  tahu bahwa suami 

Psr~ggugat mempunyai perusahaan Dunkin dimana ayah 

PEnggugat yang gejabat di Dipenda DKI ikut membantu 

perkembangan perusahaan tersebut ;--------------------- 

Saksi V : Asriyanto bin Salio, beragama Isam, pekerjaan 

Mahasiswa.. berternpat tinggal di J1. Mantang 
Gg. IV No. 10 Rt. 006/07, Kel. Lagoa, Kec. 

KO ja tidak ada hubungan keluarga dengan 

Penggugat dan para T'ergr~gat. dan juga tidak 

menerima gaji dari Penggugat dan di bawah - 
sumpahnya menerangkan ~ebagai berikut : 

dengan Penggugat .sejak tahun 1996 karena ia 

bersahabat dengan adik Penggugat dan tidak lama 

kemudian di tahun itu juga kenal dangan suami Penggugat 

(Jen Loeng Tanuwidjaja) dan ia sering eekali datang ke 

rum.ah Penggugat juga rumah orang tua Penggugat karena 

berkawan dengan adik Penggugat tersebut :-------------- 

- Ia tahu bahwa suami Penggugat mempunyai mobil BMW No. $ B.888.GS yang selalu dipakai/dikendarainya: berangkat 

"lI darf rumah untuk beke,rja dengan mobil tersebut, pergi 

// menqantar Penggugat juga dengan mobil tersebut dan 
I 

ditarul~/disimpan di garasi rumah Penggugat (bersama 

- Membsnarkan bahwa suami Penggugat tersebut kini sudah 
meninggal dunia ;-------------------------------------- 

Saksi VI : Denny Oktaviandi bin M. R i z a l ,  tanggal lahir 

21-1-1970, agamaIslam, pekerjaan Mahasiswa: 

bertempat tinggaldi Meruya Indah Blok C No. 4 
Rt. 0011/01 Kel. Meruya Selatan, Kec. 

Kembangan, tidak ada hubungan keluarga dengan 

Penggugat maupun para Tergugat <an juga tidak 

menerima gaji dari Penggugat dan di bawah 

sulnpahnya rnenerangkan ~abagai berik~it : 

- .  Kenal dsngan Penggugat s e j a k  tahun 1996 karena ia 

bprteman dengan adik Penggugat (Ronanda) dan pada tahun 



i t u  p~11..3 I n  !:oral .,!erly?n c:,:sn!i l'enggilg,.lt i Sen Loeng 

Tan;jl..?idj 3 j 2 ) ; ------.-.--- -- -.-- .-..-- - -.-.-.---.-.-- ---- ----------- 

- Ta t,?hu bahw$ zuami TonQguga t: ( J s n  Loeng Tanuwidja ja) 

mempunyei. rtobil SMTd ' N O .  ,Pglisi l2.888 y a n g -  s e l a l u  

dip3l:ai ka'la:! i a  p:=:f$ i d31i 2 ! 1 1 . ~ n ~  :!9r i karja  .. digimpan 

di rumall P ~ : n ~ ; u g s t  dan L c t i k a  pinclnh rumah d i p a k a i  

ilnt.lrk rnarnba~~fa P ~ n g g u g a t  dan bsrang-bzirang dari rumah 

r1,i)ts l a p a  C7:lc:lng +:.a rumah lr.3ng dibangdnnya d i  J1. P a s i r  

G..--.:-_ P u t  i ?I ' J ! 2  P1:col dan i a  t s l ~ ! ~  bnhwa Fengaugat d a n  Jen 
\', ;! :: .". -. !'- . '  ..:.. c3c4ng Tar,ur.li:'lj;:ja sebelum t.ii?qcw l d i  Ancol jllga p e r n a h  .. . .. . . ,,.. . . .<.. ., 

' ,.<. , : .  . : ... . .  . 
,,: .; :- , .. ,.. '.. .::,t,j,'hgqal c f .  j r:;~!.?: agar 6 ~18" ; - .. .--. ---.--...-.-.-.-- --- ----------- 
..I . .. . . ,.. . ;;: , '. ." . . -. 
- .  : , :I . .. . .: ..'.. : :: 

: .:: .r . , ..:: . ! . . .  2 . .  : I  
. : . : ! :: 
3 ..:-,,. :::-::::.. :: >'.,'*'-. :/ 

. f.ehli b a h m  zebelun! ,let? l.z.*nq Tanuwidja ja menikah 
. -.- ...* c . , '&. . . 
,/ :-> .,. , .., .; .., % 9' 

,-a !< ; .>, -.-,_..:1.$dengan ?or,ggt!c;;tt., ma!?! l t.erocbt! t. ~ g d a h  ada  ; ----------- <----.*- 

Mc\r.irn!~..~nc, I:ah!l;5 kii233 I ?  Tsrquga t  d a n  p a r a  

- T e r g ~ ~ g a t  :?a-islc ~ ? l  6an-2 !::.: K V T T ' I  : :?LX :!an sic?.anq ke X X  i .ni  

t j .dak h a ? i  r ssk4rl.iyxlti panggilan ?:.el 211 clissrnaaikan sacara 

p a t u t  49y.113 ;..i.h3knj:.l sc:!?.i~gca ..)lsh k a r e ~ a  t i g a  k a l i  

b e r t u r l l t - t u r u t .  t i d a k  a i r  t . i a i~1 . i . s  bargmndapat bahwa 
'4 

t s ' lah c.l!k.:\l!.. kas-r;3pa t 3 n  y:?nq 4 .! h e r l l . r ? n  kopadanya namun 

yhrtq hsl--: c::;F:1)t:z!'! t o  la!: ~tongn5a-i kr?!'lnya d s n  karenanya  

bfa jel is H . q l r i r r  b e r ~ e z d 3 3 . s  t ~tnt!:lr n:t r?c.ekhj.ri pernerj.ksaan/ 

gembt~k t i .-IS ?a2 i 'ceportt i n a ~ s n  ~:?r.? T;.r?!!gaf. ; -------------- 

N O R ~  nba2gI ?? :?~a  ~l.nt?!!< i t  u r a i a n  d a r i  

p u i u s r ; ~ ~  i T i . 35 t v n j u ? ~  ki? le i t3  c a t -  yerkar ,?  i n i  k a r e n a  

sarnil.~ 5c?l %r!:aitaz dsnp?r! ! , t ~ r . F : , 1 r 1 . ~  irri tercantl lm d i  

dr!l.arqr?ya ?o:". ir!?~-? aPeh I !n.?k3 h e r i t a  a c a r a  

perlcar:? i n i iaarttz c! i z n g ~ a ' , ,  I r~e :  ! I ~ B L : . ~ T !  i):i.gi .qn d a r i  p u t u s a n .  

TRNTANG HIIPIIMKY A 

1 . Hen i rnhlng . kchw;?. i . .  n . t4ajgLi.s Hakitn 

d a l  ,ir? hz !  ! n i  r :=..2::.;! :.;nn:~a:: I ) e r l ~ y ~ i g a t  maupun 
T I  3 . 3 1  . i i  T i  f TI- r c711~.gar, menyangkut 

k o t  3n:.;!.zr: h u k u n  y , m q  t ~ e r  I 21:1! y83 i t11 Undang-Undang 

No. 7 ?.ahl-~n 198? 9 a s a l  4 9  1 1  ! n,qrnun dalam ha1 i n i  



d 
- - _ t -Ju  Z U L A Y  L u l a l I  

masuk Islam pada tanggal 2 Maret 1995, telah 

nenikah dengan Penggugat yang beragama Islam pada 

tanggal 7 September 1936 d i  KUA 1:ecamatan Kelapa 

Gading dan kernudian telah menj.ngga1. dunia pada 

tanggal 8-10-1998 yang kesemuanya inf akan kita 
b0ktikan kemudian ;------------------------------- 

2. Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam ha1 ini 

berpendapat bahwa terbukti bahwa Jen Loeng 

Tanuwidjaja (almarhum) atau disebut Pewaris dan 

juga Penggugat beragama Islam, sehingga menurut 

Ma je 1 is adalah. logis sehubungan dengan meninggal 

dunianya Pewaris yang beragama Islam dan Penggugat 

beragsma Islam, Penggugat kemudian . telah 

j ukan perkara gugatan da lan ketentuan sepert i 

di atas, dalam ha1 ini pula Majelis Hakim 

bahwa Penggugat telah melakukan 

dan te lah uesuai dengan azas 
Islaman :------------------------- 

3. Menimbang, bahwa Majelis selanjutnya berpendapat 

bahwa sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung bahwa 

dalam ha1 para ahli waris berbed~ agama (Tergugat 1 dan para Tergugat beragama non Islam), maka hukum 
i/ yang berlaku ad-alah hukum yang dianut oleh agama 

pewaris yaitu Jen Loeng Tanuwidjaja yang ternyata 

beragama Islam, sehingga olsh karenanya jelas 

bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan 
Agama;------------------------------------------- 

4. Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat 

bahwa adalah menjadi akibat logis bahwa Pengadilan 

Agama berwenang untuk memanggil dan memeriksa 

Tergugat dan para Turut Tergugat karena adanya 

keterkaitan hukum antara Penggugat dan para Turut 
Tergugat kepada Pewaris ;------------------------- 

5. Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa 

sehubungan dengan prinsip dasar hukum antar 



qolonqan sebagaiinana d i  ~ e h u t  o l e h  Kuasa Hukum 

Tergugat  dan  pa r a  u Tsi";ugat d813tn hal. i n i  

sebagaimana pandapa l Nan#.anizn Arjung h i l a  p a r a  a h l i  

w a r i s  berbeda agama tt~akd I;uf:um 17ar?g b e r l a k u  a d a l a h  

hukum agama yang d 1 i t r 1 1 1 t  o l  c-.h ?ewar i s ,  naks  M a j e l i s  

Hakim berpendaga t t:ahwi! p.3ndspa t Mahkamah . Agung 

i n i  rnengesampingkiir~ >da11:/3 p r i n s i p  tlasar hukum 

a n t a r  golongan,  j a d l  ~ 6 1 d 6  t~ahwa yang b e r l a k u  

a d a l a h  hukum waris islarrt yang b e r l a k u  d i  

Pengad1 lanAc_fama; - - - - --- .-.---.-----.-------------------- 

6 : Men.imbang, bahwa I.(a:!a i is Hakim bsrpendapa t  bahwa 
. 

e k s e p s i  s e l a i n n y a  d k a n  c!rpsr t-inlbangkan kemudian ;- 

~ e n i m b a n c j ,  bahua ~ i j e l  :i Hakin be rda sa rkan  

p e r t  imbangan-per r in11,.?nga11 ce.rs9but berpandapa t  

nienolak eksops i  Tergupat  d i ~ n  pa ra  T t ~ r u t  ? a r q u i a t .  

11. Dalam Pokok Perkara. 

1. Menimbang , bahwa maksud d a n  tujuan d a r i  g u g a t a n  

Penggugat  sebagaimana t e i a h  d i ~ ~ t a i k a n  d i  atarr ;------- 

2 .  Menimbang, bahwa d a r i  guyarai: Ponggugat dsn  jawaban 

Terqllgat.. Tu ru t  T e r g ~ ~ g a t  1.. Turu t  Terguga t  I1 dan  

Tu ru t  Terguga t  III ne j e i i . ~  Xakim herpandapa t  bahwa 

sengketa i n i  herpangkal  ke9ada bakerapa h a l t  y a i t u  : 
t 

a. kpskah kadudukan P e n g w g a t ?  seh ingga  i a  he rhak  

m e ~ g a j u k a n  gugatarc w a r i s  ;-------.----------------- 

b .  Benarkan Jen Loeng 'Canitwiii j a j a  t e l a h  meninggal 

dun i a  yada t angga l  h - l G - 1 4 Q 8  d a n  apa agama yang 

d i anu tnya ;  ---- ---- ---. --- ---- --------------- ---- --- 

c. Siapa  yang merljadi a h l i  i c a r i s  d a r i  almarhum Jen 
Loeng Tanuwidja ja  5 2 5  herapa  bagian-bagiannys ;--- 

cl . Har ta  benda a p a s a j a  .?.in.? tne:nj s d i  h a r t s  pen ingga lan  

J e n  Loeng T a n u w i d l a j . 3  dan apakah h a r t a  t e r s e b u t  d i  

d a p a t  sebelum p a r . n i % a h i l n n y ~  dengan Penggugat 



[ h a r t a  hawaznI, a t a r l  setslah p e r n i k a h a n n y a  dan 

merupakaq ]ha r t s  b e r s a r ~ a  aorta c a r a  pembagiannya : - 

3.  Menirnbang t e n t a n g  kedudukan Penagugat ,  bahwa 

b e r d a s a r k a n  : 

a .  S u r a t  b u k t i  P . 2 . s  yait.11 Foto Kopi K u t i p a n  Akta 

Nikah a t a s  nama Pengqligat dan J s n  Loeng 

Tanuwid ja j a  No. 155/00EI/IX/1996 t s n g g a l  6-9-1999 

d a r i  KUA Hacamatan Kelapa  Gading yang t o l a n  

d i p e r i k s a  dan  telah d i c o c o k k a n  denqsn  s s i i n y a  

s e r t a  t e l a h  b e r n a . t a r a i  yang menyebutkan bahwa 

Penggugat  dan  J e n  Loeng Tsnuwid j a j a  + _ ~ . l . a h  mea i k a h  

. .pa-da t a n g g a l  7-9-1996, sebagaj a k t a  o t e n t i k  rnaka 

k s b e n s r a n  i s i n y a  s e s u a i  H T R  pa .ea l  3 6 5  
k a t  k ~ g a d a  Aakim ; -------------------------.-.- 

b u k t i  P. 2 .  b y a i t u  F o t o  Kopi s u r a t  k e t e r a n g a n  

No. K.~/J-2/?~.01/515/1998 t a n g g a l  18-11-1998 d a r i  

R U A  Kelapa Gading yang t e l a h  d i p e r j . k z a  dan sana 

dengan a s l i n y a  ser ta  t e l a h  b 2 r m a t e r a i  yang 

menyebutkan h a 1  yang 881~ta dongar! s u r a t  b u k t j .  P. 2 . 1  

s e b a q a i  a k t a  a c e n t i k  s a l u r u h  k c b e n s r a n  i s i n y a  

sesuai dengan 8 T R  para1 165 mengikat. kepada  Hakim. 

c. S u r z t  1?11kti P. 22 ys i t ! :  F r ~ f o  Kogy K3ri.11 Ke lua rga  

No. 0951079803959 a t a s  nama Kspa la  Ke lua rga  

d i e e b i i t  J a n  J,oeng T a n : ~ ~ . ~ i d  j n  jz yang d i b l ~ a t .  o l e h  .Ten 

Lcer~g Tanuuidiaja se5agaL Kspala  ka111arga d a n  

d i t a n d a  t a n g a n i n y a  yang te l .ah  d i  g e r l k ~ a  dan  s e s u a i  

der.gar. a s l i n y a  s e r t a  teI?h b e r m a t e r a i  yang  

menyeb~!tkan bahwa Penggugat  ada l ah  i r t s r i n y a  dan  

heragama Tslam +an s e k a l i p u n  s ~ ~ r a t  h111cti i t i i  bukan 

a k t a  o t e n t i k  namun t e l a h  d i  ~ y a h k a n  ( d i t a n a a  

t a n g a n i  datl d i b e r i  s t e m p e l !  c!eh K 6 t l j i r  R t .  0 5 ,  

Ketua Rw.  010 dan  l u r a h  AnccZ : --------------------- 

M a j e l i r  Hakin1 o leh  k a r e n a n y a  beti-pendapn.r. C C Z ~ L - , ~  5dh 

t a r b ~ ~ k t  i I~nlit-!a P a n g r g ~ g a t  be ragama I 9 1.3m d a n  ada  1 ail 

i s t e r i  suarni :I.s.n.ghn J e n  Loenq 'ranl~t.: 1 !!:I = ? a  clan cnlel! 

karenanya  I ) e n g ~ ~ ~ g d r  berhak ~lnculr menoa2ukan g u g a t a n  
w a r i s  i n i  ;---------I--------------.-------------------- 



4 .  Msnimbang t e n t a n g  kebenaran m e n i n a a a l  d u n i a n y a  J e n  

Losna i'arluwicijaja dan agania apa yang d ~ a n u t n y a ,  bahwa 

b e r d a s a r k a n  : 

a .  5:vrat 11ukti P .  3 . a  y a l t u  cu ra t ,  1~otor~;ngan k e m a t i a n  

921- i  E i r ~ a s  Kssehatan :r!ilbysh Dl1l3aj. dsri Cegartemen,  

:!e,.Ji.:n: t.an Urlr Bn~i r . . . l t  . . \ : . - .~LJ y ~ r i . 2  !-?1 =:-I clipel-iksa dan 

s c j c ~ i i i ~  ~ ~ ! t : g s n  dvn t.:i 2 . ~ 1 1 .  b e l - ~ ? ~ a . t , e r a i  yang 
:.nuri~re.i~u::?jr:r 5 ~ 3 ~ 3  Jei-: t,oeri',r l ' a n u w i d j a j a  t s l a h  

msni n9gcj.i r i u n i a  y:dtla  i.iingg;i'i 42 - 1 1 )  .- ! (59&? ; - --------- 

: -  > ~ : < t i  f . . C : . \  v ~ I ~ _ I !  : T ( 3 r i  Dc!p,qrt:t;r(:~~n 

i- 1 . I  : i I .... -:?. . . ~ I ; I !  -i - 3  i : 1 p~:l i lc l?~.j .r~t~h 

i yekp t o !  it\ djpnr  : ksti  cl.317 sesuai dengan 
carts + a ?  ah '  b e r l - +  e r a  i :rang m ~ n y e b u t k a n  

3 m 2  ~ o g 4 r t !  Z ~ J ~ ; ' .  ?-'!kt i P .  3 . a  di a t a s  ; - 

. c. C I I T A ~  b i lkt i  P .  4 -::'"!ti! k y i  :::IYY'' I~.ip=.zran. kernat-ian 

Nr!. . 5-3 11.. 7 5 5  . r !?  tanqga1 10-1 0--1.9=6 dari l u r a h  . 

Anco 1 vans tel ah  cliyer i l.!ca dari s e s i i a i  dsngan 

as1 inya ssrta t e I . a h  herrngt .~rs i  g.=tnq mengebut.kan 
.. . 

bahwa Jen  loenq Tanuwidj?j?  T e !  ah meninqgal pada 

t a n u u a l  8-10-1933 dan hernclam.;l i~lsm, s e b a g a i  a k t a  
o.1:arbt i k  s s l i l r u h  kebenaran 1 h i n y c 1  s ! ? s u a i  dengan  HI8 

- pass 1 1 6 5  menjikat kepada H.a k j  1.n : ----------------- 

d .  S u r a t  b u k t i  P . 2 8  cian dengan k ~ t a r a n g a n  ~ e b a g a i m a n a  
p e r t  irr.bsngar! z s r s e b u t  but  1 r 3 .  c : ------------------ 

e .  .311raY b ~ : k t i  P.1 yait11 Koyy I g e r n y a t a a n  

rn~in~a 1 . u ~  agams I s  i.3rr1 Nc . ' iC! f i2 ..' 1 5 5  /TIT/MASK/1995 

rlar 1 rr , -=.sj lu agling S~rntia Xoi a g a  yang t e l a h  

cii.par ~ic.c,a d t n  s e s u a i  cien:an .IS 1 i n y a  s e r t a  telah 

kt. r ~ a  te l -aa  yap$ nien$ebtr k ~ r ?  t..?hs:s Jeri Loeng 

T I  1 3 . 3  m,=isilF: Is 1.3m d . 3 ~  a sebelurnnya 
adas  a n  Fudna ; ---.-.-------. ------- - - - ---------------.-.- 



Maje ! 'i s !!ak.i lr: o l ~ h  k a t - e n a ! ~ ~ . ?  h ~ r ~ e r ~ d  ? ~ ? t .  secara sah 

r b ! .  :;ohaaal k a r i k u t  : 

a .  3en  Tcnng Ta~luwidjaja t e l a h  met~inggal dunja pada 
t.3rI:?,> 3 1 8-16-1 S43 ; ------. - --..-..- ----------- --...-- --- 

. Sii. it .  ;i l ~r;ar!-.!:ot r n . l n i ~ ~ c y n  i d u n ~  :i \ ? ~ ~ . + . C J Z Q =  Islam : ------ 

5 .  Msni.";\!?ar.; t an tang  siagakah yan? men~adi shli waris Jen 
Loenp T a n u w i d j a j a  almarhum dan h e r a p a  bagian masing- 

mssinq . b3hwa berdasar kan : 

a. Surat h112t . i  2 . 7 . .  a dan S , ~ T ) A ; I H ~  nlarla kst.erangannya 

tslah disebut dalam perr.imbangan 3.a di atas. 

t.ukti P. 2. b dan sehayaimsna keterangannya 

telah disebutknn dalsrn per t iaaanyan 3 .  b .  di 
; - -. - --- - - - -- -- -------- - - -- . . . - - .. -- - -- -.----------- 

c. Surtt bukti P.28 dan sebagsimana katerangannya 

7 yang telah disebutkan dalam pertimbangan 3 . c  di 

d.-Surat bukti P.5 yaitu surat pernyataan yanp telah 

d i b u s t  o l e h  Penggugat di atas kertas bermaterai 

yang kemudian telah ditanda tangani!disahkan olsh 

Katua Rt.55 Rw 010, Kei Ancol serta telah 

clistempol 01el.i masing-masi.ng pejabat tersebut 

dalam keterangannya tersebut diberi tambahan 

p ~ n j s l . a s a n  01 e h  l~irah yanc menyehuckan bahwa 

keluarga (ayah Jen Loeng T2nuwidjaja t i d a k  
horagsma Isla@ ,a ----- -.---- ---.--.-.- -----.- ----- - ------- 

e . S a k s i  T yang k e  tsra~~annya seb;tc~aim.:.na A i.sebut.kan 

f . Saksi I I yang kst.erang?tnr~ya :?ebagaim?na '7isebutkan 
di a-tas ;----------------------------------------- 

g.  Saksi-Saki l a j n  yang keterangan~ya sebagaimana 
disebut d i  atas ;--------------------------------- 



M ? I ~ G  l j s Hakirli bsrpanilapac b.7nw.q saat Jen Loeng 

T i i  :nal-..inggal tun la 3 . 3  r .hngga l  13-113-1'3'23 

l a i r  n : ~  ! : I  i -  y.i I r.:! :2er.ggugat; { Gz . 

Eni~at :  .Ctonavr;l<i~! sohaqai  ii t .5 t . i  <!nn Ter.qugat ( C h a n d r s  

Tan:!:~id jz ja \, ,cei=c?ga?. ;jya!'l t:2ak b--r,-aga~!~a Is lam,  anak 

t i d s k  243 eedartgknn sau.3al .z  t ids!:  k,crsgama Isl.an: ; --- 

6. M s n i n i t ~ a n ~ ,  ),anwa o:! c h  k.:srena ?y.? !.:nrd:~s.cirkan Kompil=i:;i 

Huki~m Islam : 

a. .  P a ~ a l  171 huruf I.! y . 2 3 ~  '!nrlnqrohutkan : 

n h a l . s h  oranq  y s n q    ad^ s a a t  rnnn.i.ngge.1 '' 
n l a q y l n y a  ;. tttlbunuan d qr ah a t  au hubungan 

kawl nsti dangan peuari p. , b ~ r a ~ l i t n l l  Irl.am d a n  

torh+!.aag k.lran.? tiukum ilrlt-uk men j a d i  a h l i  
------------------------ 

.Tanda m ~ n d a g s t  ceperempat a b i l a  pewaris 
t l c i a k  alenj.ngc~alk3r. znak : h i l a  pewaris 

meni!':.>yalkan anak, naka janda sspardslapan bagian.  

I J ! . is Ha kirn nerpeni!apa-c b~k:i<a Panzgugat s e l a i t u  

i s t .ar i  mendtipat li4 hsg i  en d a r i  selllruh harta 

peni n g g a l a n  Zen Loung Tanuwid ja j a  almarhurn, sedangkan 
ay3h.q ya y a i  t r r  Cliancra r ~ w  I a karena t i d a ~  

be;rnq.qn:a 'I'x'i.an! t i r j . 3 : ~  niijrlci6p.c t 1;ao i a n  ,. namun msnurut 
.'I E. la t~1 j .x  X I  rr\eml.agian l n i  i.:~!rz~r~g irtarnenuhi resa 

. k ~ a . ~ i .  !.?n 2 .  ! r c t ~ t  t.tlt:tn : I :  Bi 13 d i t e  l a ah  dan 

11 i t e ?  - ~ r ! ~ r j  c.?c.??-s :r:e~t5i7 1 ;!D! 'r:;?f:s::a Chsriclra Tanuwid j a j  a 
( ~ s r q i ~ y s t r i  a:'lalc?h 1 y 3 h  k:iitldblr:y JF:?! Losng Tanuwid j a j a  

y a  it!! snor.ar:y y a i ? ~  ~ q c n j . i d i  S E ' = : . J ~  s r lanya  dan sebagai.  
(>l-?i!lg y3Tlt1 *!91?93!1 kf:iii? t. '! .;rST.'!.? .7~!9 i ,~-?! ' l9  T Z i ~ l l W l e j  3.j 3 

tti~:eetu:t. : f ! r t .  ;;;!hi 2 a:iun!:,. ! \ t . ~ ~ t  i r x r  rlsa ~ i a c l i h  dzr: ; .kut.  

r ! r :  ~ I e h  k.?rananva menanai z riar: -.eh?gaF!:y~! _! : 

b e r d i i s a ~  kan : 
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A r t i n y a  : Dan a p a b i l a  s a a t  pernbagian h a r t a  w a r i s a n  

t e r d a p a t  k e r a b a t  ( k e l u a r g a )  ,. a ~ a k  y a t i m  d a n  

o r a n g  m i s k i n ,  n~aka  b a g i i a h  kepada  mereka 

d a r i  h a r t a  i t u  s e k e d a r n y a  d a n  b e r k a t a l a h  

kepada merska u c a p a n  yang - b i j a k  ; ---------- 

b. D o k t r i n  t ras iyah w a j i b a h ,  yang dslbin h a 1  s e p e r t i  . 

keadaan meninggal  dunianya J a n  Loan: Tanuwidja . ja  

s c j p e r t i g a  t e r s e b u t ,  j.a t~e rdbs . a . rkan  hukum t e l a h  

d i a n g g a p  s11dah berwauiar.  unfuk  men~kcr i l can ' s ebag ian  

h a r t a n y a  dengall  uku ran  sel)a!~yak-bet?yaknya lrepada 

Chandra T a n ~ i w i d j a j a  ysny ts~~r1iga1:al: ayahnya namun 

dak  b o l e h  m e l e b i h i  b a g i a n  a h l i  waris yang a d a  
. . i t u  Fenyat lgat ,  yang d a l a i ~ i  I I E ~  1 11;; har~ga lrtsndapzt 

4 ny;l : -- ---- - .  - .-..--.- - .- .--.---- -.-- ------- 

n dernikian dengen-  men j t ~ n l u n g  t i n g g i  rasa  k e a d i l a n  

k e p a t u t a n  X a j e l i c  Hakim her?eclapa!: s:naa!cat dengan  

mernberilcan b a g i a n  sebesar ? ' 1 1  ciari se.lur11h h a r t a  

p e n i n g ~ a  I an  Je?l Lo6rtg a r t  d :  E lcapad.3 T e r u v g a t  

( a y a h  1 f e k a l . i p u n  ia t i d a k  e r a  1 dan yang 

merupakan jumlah yang sama yang i i i h e r  4.lran kepada  

Penggugat  ( i s t e r i  ) k a r e n a  i a  rneniang xat .?~-sa t t inya  a h l i  

w a r i s  d a r i  Jen Loeng Tanuwidje  ja s.lmarhun? ; ---------- 
S e l a n  j u t n y a  sisa peni.n.ggalan .lccn T,oe?lg T a n u w i d j a j a  

almarhtl~n y a i t u  4 / 4  s e t e L a h  d i kur.3ngi. 1/4 ( 'Terpupat  1 
d a n  d i k u r a n g i  1 / 4  ( P e n p g u g a t )  dan masill t e r d a g a t  2 / 4  

b e r d a s a r k a n  : 

A i Calam p o r n b ~ p ~ a n  rl.+l I i i  :~ar L : I ~ I I  d i a n t a r a  

p a r a  a h l i  w s r i s  azawrl  L ,  r k a n  bahwa 

angka pembi iang  e l  a i i 3r?5i (3  p e n y e c u t  ,. 
c e d z r ~ y k a n  t-iAak adz 1 ;  v a r l s  s s s b a n ,  maka 

~ a r n b a q i ~ r ~  ' k a r l s a n  ~ ; J ~ ~ % L c K .  r!; ;::kul:~r: cecara  rad ,. 
y a i t u  s e s u a i  dengan  hak rnasing-rnasing a h l i  w a r i s ,  

sedanglcan s i s a n y a  d i b a g i  r;ecal.,=. t.!or.!lnb.?.ng d i a n t a r a  
lfiereka ; -------- ---.--- ---.- - - .-.-. .. .-..-.- - .-.. - . - - - - - - - - - - -  



b .  F i q h u s  Sunnah J i l i d  XI11 

Menyabutkan bahwa sskelcxnp?k u lamabergendapa t  

t en t . sng  r a d  t e r s e b u t ,  y a i t u  dengan menyerahkan 

b a g i a n  s i s a  t e r s e b u t  kepada  a h l i  w a r i s  d a r i  

kelr~nip->k d z a w i l f u r u d  termannk kspada suami s t a u  

M a j e l l s  Hakim o l e h  ka renanya  n e r p e n d a 2 a t  u n t u k  

membagi r1y3 d a n  rnenyerahkan s s  1.1~?-11hnya k s p a d s  P e n a q u a a t  

s e l a k u  t r i  s e b a g a i  sat.11-uatunya a h l i  w a r i s  

sedan2kan Te rguga t  I ayah) kcareria t. ~ d a k  beragama I s l a m  

t . idak  mend.?pat-kannya deni ki.ati mentirut. p a s a l  17.1 b ~ i r u f  

disebut 5 1  a t a s  ,. s e h i n g g a  

annya  a d a l a h  s n b a p a i  ller . kilt : 

. . sc!f:agaj. isiari c:enda~:~ i t .  1 / 4  d i t a m b a h  

2 / 4  ( s i s z  yang k a r s n a  rod  d i s e r a h k a n  

kepsda  pihat i s t a r i )  menja.d i : ; / , I  ; - --------------- 

b .  T e r q u j a t  s e b a g a i  ayah karer:a 1 - 3 3  k e a d i l a n  dan . . 

k e p a r u t 2 n  mendspat 1 / 4 ; --.-- -...- -- . -  ----------------- 

7 .  Menirnbang, bahwa namun b i l a  t e r n y n t a  harta yang 

d i t i n g ~ z l k a n  3 e n  Loeng Tanuwicljaja ~ L m n r h u r n t e r b u k t i  

s e b a g a i  h a r t a  bersama c?enq.qn Penggugat ,maka 

pembagiannya sebagai h e r i k u t  : 

a .  Pencfgugat s e b a g a i  isteri mandapat 1!2 a t a u  ! 4 / 8 !  

yang mernang merupakan m i 1 1  knga d i  tarnhah 3 / 8  yang 

menjadi  haknya k a r e n a  a h l i  waris ~ e h i n g g a  yang 
ditarimacyz s e b e s a r  7 / 8  ;------------------------- 

b. T e r g u g a t  s e b a g a i  ayah  mendapat 1 / 4  deri  4 /8  
m9njad.i 1/8 

Menirnbang, bshwa selain i t u  b i l a m a n s  t e r n y a t a  J e n  

Loeng T a n u w i d j a j a  mempunyai h u t a n g  yang h a r u s  d i b a y a r  

atail w a s i a t  yang h a r u s  d i l a k s a n a k a n !  maka s e s u a i  

dengan : 



k r t i n y s  : ! Pernbagian wari kan i t.t! (!I l_~ktikan 1 s e t e l a h  

cli knrangi dengan w a s i  at. a ;  i;uEang d a r i  

b .  KI4T 3 a s a l  171. yanp menyeb!ltk.qn 

Harta warisan  adalah hart-a hawaan d i l - a ~ b a h  bagian 

d a r i  i ~ a r t a  barsarna sstelah d igunakan untuk 

& - .  kegexluzn pewar i s  selarna sakit sampai < 7: :! . '\,. js'.!, : .- :.' .>, . 
:.:I-2mke~.i ngga lnys , h1ay3 ~ P ~ ~ U I - U H ~ I I  j c n a z a n  ( taj h i z  ) .. 

'f, ;:::;;.+: ;.. !;'; 
: 

. pdmbayaran hutang 933 pemberian untuk kerabat  ; --- 
- ' : ,  : ...'.. .: 

1 . 
Hakim berpendapat  o l o h  karenanya bahwa 

clan Terpugat diparintahkan dar~ d i w a  jibkan 
unttlk malaksanakan .wasiat!rnernhc?yar hutanc;- l i~~tanq Jen 

Lcsng 'Pal~uwidjaja alrnarhum h a i k  atae was ia t jhutang  

yang t e l a h  t erbukt i  dalam u t u s r ? n  ini atau  w a s i a t !  
hutsr,g lainnya yang b i s a  clibukt.i car. F-,ernudiat.l dengan 

mengcul?akat~ harta v a r i s a n  yang B i t i  nqgaikannya dan 
kepada Turut Tergugat I ,  Turut Tergugst T I  d a n  Turut 

Teraugat T T T  d iper intahkan tlnttik tut?:.dl?k a t a s  Gutusan 
ini;------------------------------------------------ 

1 .  Menimbang, 5t?hwa tantang h a r t a  benda yana d i t i n q g a l k a n  

oleh slmathus Jan Lcena Tanuwidj a j a  aciaiiin sebagai 

berikut.  : 

A .  Yana ada'  ~ a : l a  PT. sa rana  I1lf.i Prima Pratama, 

berdiear izan  sur-at  t u k t i  P 6 . 3  ynng sebaga i  akta  

o t e n t  i.k clan 'ntrdssarkart n a s a l  165 .HIPI menaikat 

kepada Hakim, o lah  karenanya M a j e l i s  Hakim 
berpenddg.lt  t erbukt i  Jsn I,oenq Tsnuwi.djaja 

almarh!~!:l rc~s~np~inyzi 2 5  satlam hsrnilai Rp. 

175 .Q00 .0<10, - -  [ s u a  gui i ih  ~ ' L I I I ~  :~tlt.a r u p l a n )  sebagai  

pe9fnggaln:myn dali yang e a r b ~ l k t j  lnerupakan h a r t a  
bawaan a ]  r r ,arhu~n ; ------- --.--.--.----.- - ----. ------------- 



3 .  S l l r a t  bulct i  P . 7  . b .  yang  s e b a ~ a i  a k t e  o t e n t i i r ,  

cian b e r d a s a r k a n  p a e a l  1 6 5  HI3 menailcat  k e p a d a  

h. S u r a t  b u k t i  P.7.c. yang s e b a g a i  a k t a  o t e n t i k  

d a n  b e r d a s a r k a n  paaal  1 6 5  HIR meng ika t  kepada  

13leh ka renan?a  E f a j e l s s  Hakim b e r p e n d a p a t  t e r b u k t i  

Lceng T a n u w i d j a j a  almarhum mempunyai 4 . 5 0 0  

b e r n i l . a i .  Rg. 4 . 500. 000. 000 ,- ! empat m i . l y ~ ? :  

r a t u s  j u t a  r u p i a h !  s e b a g a i  harta 

annya dan  yang  t e r  tukt i rnar~ipakan h a r t a  

Penggugat  , k e r e n a  k e b e r a d a a n  PT. 

t e r s e b u t  !pena!nbtihan moda; ~ e c u a i  dengan  b u k t i  

P .  7 .a. d a n  P .  7 .  b) p a i t u  t n n g g a l  2-1.2--1999 s e s u d a h  

perkawinannya  denaan  P e n g g t ~ g a t  , sehingga 

s e w a r l ~ h n y a  sudah men j a d i  m i  1 ik Penggugat  s e l a k u  
i s t e r i  :------------------------------------------ 

C .  Sang  ada pada  FT.  Gat.ra B o g ~  Pratarna,  b e r d a r a r k a n  

e u r a t  b u k t i  P.8.a s e b a a a i  akt.3 o t e n t i k  d a n  

h e r d a s a r k a n  pasal  165 i I I R  meng ika t  kepada  Hakim, 

c l e h  k a r e n a  M a j e l i s  Hskim berpendapat t e s b u k t i  Jan 

loel la  T a n u w i d j a j a  a l rnarhun~ mampunuyai 25  l embar  

saha~n terlli l a i  Rp. 25.000.009: - (dl13 p l i luh  Lima 

j u t i  r u p i a h  sebagairnana h a r t a  peni .ngqa lannya  d a n  

83ti i.91-bilkti n~brupakan  harta hawaar~ ;------------- 

5 .  Y . ~ : ! . I .  3d.i pnrln P?'. Sacatla Bocj.4 F't atama: b e r d s s a r k a n  

s t  t ~ u k t i  P . 9 . b  yang s e k ~ ~ q a i  a k t a  otcrnt . ik  d a n  

b e r d a s a r k a n  pass1 1 6 5  FiIR man? i k ~  r. kaqada  H a k i m ,  

olol l  k3renanyz  Miijslis Hski!!~ h e r p e n d a g a t  : 

3. e  dar117an b!~i:ti P .  3 . 5  bahwa J e n  L o ~ n a  
'I'antlwid j a  j a  mempllnyai sa t11  sah.qm h e r n i  l .ai  RE. 

1 . . 0 - ! s a t a  juts r L J &  i a n  i clan y.ang j r ~ g a  

t e r b r ! k t i  merupakan !:.3rta bersama dengan  

Penggl;qa t , k a r e n a  itoherari:iannys i . e r j a d i  s e t e l a h  
k 



pernikahannya denqan Pengauger s sh incga  
s6parohng.3 sudah mer . j a2 j  53!; zi i I % Dn!?qgr?q.r.+ ; - 

b .  Sesuti s u r a t  b u k t i  ysna sama F T .  Eonacit-a I c t i  
P9rssd.a mam?unyai 90 lsnibtr czkarr. berrti lai  R g .  

3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , -  (nembilan puluh  j z t a  r ~ g i a h ?  yang . 

'. kornposis i gernbagizn s.?hainn:r..: 3srdzsarkan 
Konlsoci.si ~ a h ~ r r ,  P?. ;:on,:ri :. .? 1:;t i. Forsada clan 

terbukt  i merrlpnkan : - I  bar  % -'.as denaan 

Psngauga t sehincxqa csparohnya  slidah menjadi. 
milik Ps~ggugat ; --.------ - ------- - .------------- 

c. S a s u a i .  deagan surat b1ikr.i yanjr ?anspuLa PT.  

kind:? I , t ;starl  meny1r:yiir i. s .son eaham 

n i  l a i  Rp. 5 9.900. QQO. ni)O, - ! sarnbilan b e l a c  

yar  sernbilan r-atuc jt~tzi  rup iah)  yang 

pos i.3 i pembagian sitha:nnya Gerdasarkan 

p o s i n i  saham PT. T)!~n:ndi~. 1.sstari dan 
b u k t i  merupakan harts - barsarna denaan 

enggugat, sehingga separohnya menjadi hak 
mil j k pengallgat ; ----- -----.--.----- ------------- 

. Yany ada pa3a P T .  Hamada I n t i  P a r ~ a c l s ,  bardasarkan 
.. . 

surat .  Gukti Y.1O.b sebaga i  a k t a  ctentik dan 

berdasarkal? pasaL 165 H I R  menqikat ke-par?& fiakim, 

o l c h  karcnanya Majslis Hakirn b e r p e n d a ~ q t  terhukti 

Jen 1,oer:g Tanuwid j a j a  mempunyai : 

a. Satu  sahzm b e r n i l a i  Ry. 1.000.000,- ( E E ~ U  j u t a  

rupiah)dsn t a r b u k t i  nlerupakan harta  bersarna 
dengan Pengg~igat karena keberadaannya s e t e l a h  
psrkawinannya dengan Pengguyat sshingga 

segzrahnya ~ u d a h  inenjadi milik Yonggugat ;----- 

b. MelaLui PT. Ronacits I n t i  Persadn mempunyai 90 

saham herni.  la i .  Rp. 90.000.9Q0, - ! sembi ].an pu luh  

j u t a  rupiah)  dan pemhagiannga h r d a s a r k a n  
komgos i s i  saham PT.  Ronaci ta  Inti Parsada dan 
t e r b u k t i  merupakan hart.? bnrsarnn dengan 
Penggugat karena koberadannnys a e t e l a h  

perkawinarinya denqan Penqgugat sehingga 

6 
separohnya sudah rnsnjadi milik Pengg~igat  ;----- 



c .  Malalui P T .  Dunkindo ! .P?  ta:. :  me!npllnyal 2 4 . 9 0 0  

s.%haiit b e r r l i l a i  f?p . ;?,I . ? ( 2 ! !  5r~!l . Cl55 - !. iix? ~ ~ i l ~ r i  

. . .  
dinpat nlilyar semoj 1 z n  3 .  I :  I :  ?tin 

. . 
pembagiallnya b e r d a a a r k 3 ~  i cc?~g!?c  1.s s  am ?T .. 
L.!!n!:ii.rno Lostari  ciiifi  tarbuk:. I rr,srupal-rar. h s r t a  

b~roama dengan Penggugat karena keberadaannys 

.=etalati ~ o r k a t ~ i n a n n y ~  <Icir!<~sr. t e n ~ ? l l g - . t  sehinqga 

.~;er;ar.c,itnyn sudah manjail i 1r.i 1 ~i Pclnfrgt~gat : ----- 

srti-ac oilkt L P. 11. b s ( 3 h 9 j l a j  a k r a  otsntik dar, 

b ~ ~ - ( J . ~ s a r k a l ?  pasal 6 5  H T C  ineng ik i~  t kepada Hakim, 

o l eh  k a r e n a ~ y a  Majel i s  bet-pendzpat. t-erbukt i Jen 

ja menlgunyai : 

bern. ..ia~. Ry . SQO. 000.000 :- 

riliarr ; i.;i(n t i r .Gr ik t i  ~nerupakan 

bsraa~na denga 11 Vanc igu~a t  karena 

pel-kawinannya dengan 

b .  h e l a l l ~ i  PT. Rc~scits Inti ?PI s:clda z e n ~ _ ~ u n y a i  
30.OGf .00Cj,- saham b a r ~ ~ i l a l  Rp..l5.00r3.000.000,- 

(empat puluh imamilysr r u p i a h ?  dzn p~mhagiannya 
berdasarkan komposisii ssnam P T .  k o n a c i t a  I n t i  

Parsadz! dan t erbr~kt l  n?erugakzr! harts bersama 
dangan Penggugat karena keberadaartr~yzr s e t e  lah 

parkawinannya dengan Pengyugat, sehingga 

saparohnya sudah menjsdi hak m i l . j k  Penggugat 3 -  

G. ZoLidanq tanali yang t e r l e t a k  d i  JI.. Paf i r  Put ih  

; ?  i t .  005/01i) 1 .  Anc.01. Kec. Pademangan,. 
. - 

f c?::ai-~a i l tara dan bangunan di at .asnya berlkut 

p r  rurnah tangga yariq ada di dalamnya s e r t a  

n a g a l b  tu.r,ritannya, berdasarkan : 

a . ;+ Q . .I : .. ;,ukci F. 17 sebagsi a k t e  o t e n t i k  

I.)erd,::sarl:an g a s a l  26  5 HI R mengj R a t  kepada 
li.?L:i.tri, c: i e h  karaizanra Majsi is Hak1.m berpendapat 

torbtlkti  Jnn Loer?g T a n u w i d j a j a '  m e m i l i k i  

rc!hi:?a.!'~g t.,sr.ah sebagairnana dit lraikan dalam 

st1 ra  t' titikt i C O ~ E O L > ~ I ~  ;Ian ntereupa.kan harta  



bersama dengan Penggugat, sehingga separohnya 

sudah menjadi milik Penggugat ;---------------- 

b. Tentang bangunan dan isinya, berdasarkan : 

1. Surat bukti P.19.a yang menyebutkan tentang 

pembelian meja makan, 8 kursi dan 
kelengkapan lainnya;---------------------- 

2 .  Surat bukti P.19.b yang menyebutkan tentang 
pgmbelian gordyn ;------------------------- 

3. Surat bukti bP.19.c yang menyebutkan 

tentang pembelian marmer ;----------------,- 

Surat bukti P.19.d yang menyebutkan tentang 

pembelian/pemasanganAC ;------------------ 

Surat bukti P. 19 .e yang menyebutkan tentang 

pembelian instalasi Ducting Genset ;------- 

8 .  SuratbuktiP.19.fyangmenyebutkantentang 

pembelian instalasi lampu ;---------------- 

9 .  Surat blikti P.19.g yang menyebutkan tentang 

10. Surat bukti P.19.h yang menyebutkan tentang 
pembelianFurniture ;---------------------- 

12. Surat bukti P.19.i yang menyebutkan tentang 

pembiayaan pembangunan bangunan ;---------- 

13. Surat bukti P.19.j ysng menyebutkan tentang 

pembelian furniture antik ;---------------- 

kesemua surat-surat bukti tersebut di atas, 

menurut Majelis Hakim telah membuktikan adanya 

bangunan, berikut perabot rumah tangganya serta 

berikut turutannya, namun dalamhalkepemilikan 

Jen Loeng Tanuwidjaja bersama Penggugat sebagai 

isteri atas tanah, bangunan dan turutannya 



sebayainiana d i s ~ b u t k a n  :li ~ : s s ,  m s n u r u t  Majelis 

Hakim berdaszrkan : 

a . !;urar. Su!,:ti F.. 2C! y62.2 ?.t*rya1'?:.?;k311 tahwa Jen 

- Loeng Tanuwidja j a  a.i~::.:-t~,:ii; ~.~,.;l-,:unyai h u t a n g  
~ : ~ ~ ~ d ~  - r i ,  - -  .-.. . - nvm . l!incen Karya 

Pr ima tan la  xebesir 1 4 . 5 9 .  . f iQ - ( empa t  

juta l i m . 3  yat l ls  ? b.., - I : - - . ;  ;ah ' 9 ----.----------- I Llv .. . A * . - r .  - 

h. Surat Imkt-i P ?!. yaricj !!r.onyebt.!tkan bahwa J e n  

T,oeng Tsn*~-lwi.cija j .3 ;I l.m;lrhl!n\ rnemp~!nvai  h u t a n g  

kepnda A l r u s  d a r  i '?*>!:o Rerha Ant.ik sebesar 

R?. 5 .  TCO. OOC . - ! i r.3 i ~ ~ t  3 t.11j11h r a t u s  r i b u  

rapiah  I ; ------.. . .-- . . - . - -  ------------ ---- - ----.- 

Ftjr.at b u k t l  P .  2 2  ";In$ rnerryebutkan bahwa J e n  

ke_naAa Se ! a F-1  ! i 3rl.3 A a r i  PT. C i t a t a h  

snhasaa Rp. 804 . fi170, - (de! span ratus empat 

r i,'cy r 1.l.p lab ! ; ----- -. . . - - - -  -.------------------- 

S u r a t  b u k t ~  P.;':; y a : l ?  !:i?nyehlitkan bahwa J e n  

Loeng Tanuwld j a  j r l  3 lvnr . . ! . r ) !~rn menlpungsi l ~ u t a n q  

kepada Gho :<ie H i.1-11 d a r i  PT. Nusatama 

Selcawan s a o e s a r  F p .  3 1.00 . C O O , -  . ( d e l a p a n  
jyra s erc7 . t~~  r.i ..,lg,i 1:: : -- -------------- - 

a .  Surat ;;blct, i F . 24 :;in? !n.?n:rr?h~~t.kan bahwa Jen 

I.n(ij~g Tan~:wiclja j.3 ! ! r ,~rh\~rn  mempunyai. h u t a n g  

kepdrla 1skar:dsr Y ~ n d a r  d a x i  PT. Duta 

Cucj.nBo soberi3.r: !IT) ? i  . finCj. GOO ,-( t i g a  p u l u h  

snt-u jUirr. y ! , p i h l :  ! -.- ---.-.-. ----.---------- ---- 

f . S u r a t  bukt-.j. P. 2 5  ~;in;! mcr?yaDl!t.kan bahwa Jen 
!,mr:g Tanuwi d i .q i .a a !:n.?rh~~rn memp~inyai h u t a n q  

kepada Bdi  Dal.:!;?.in dax'j PT. R!lana P u t r a  

sehesar 1 .  23.352.375. - ( d u a  p u l u h  t i g a  

juts s s m l ? i 1 3 r !  r - 9 t . t ~ ~  1 jnia pu111h d u a  r i b u  

t i g a  r a t u s  t u j ~ ~ h  p ~ . ~ l u h  lima r u p i a h )  ;------ 

2 .  S u r a t  bl.tkti P. 2 5  ysng rnenysbutkan bahwa J e n  

Loeng T a n u w i d j a j a  almarhilm mempunyai h u t a n g  



kepada Ponodjaja dari PT. Baja sebesar Rp. 
30.222.000,- (tiqa puluh jut3 dua ratus dua 
puluh dua ribu rupiah 1 : ---------- - - - - - - - - - .  

h. Surat bukti P.27 yanp menyebutkan bahwa Jen 

Loeng Tanuwidjaja almarhum mernpunyai hutang 

kepada Sita dari PT. Griya Citra Arsicon 

aebesar Rg. SO. 750.000, - ! 1 ima puluh juta 
tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;------ 

Majelis Hakim berdasarkan ~~~rat-surat bukti 

P.19.a sampai dengan P.19.j dan surat bukti 

P.20 sampai dengan P.27 seperti disebutkan di 

at as berpendapat bahwa ter bukt i sehubungan 

denqan bangunan/pembangunan rumah dan seqala 

isi perabot rumah tangganya, Jen Loeng 

Tanuwidjaja almarhum bersama Penggugat.sebagai 

isterinya terbukti masih mempunyai hutang yang 

h a m s  dibayar sebesar Rg. 155.299.197 ,- (seratu 
limapuluh lima juta dua ratus dua puluh 
sembilan ribu sera.tus sembilan puluh tujuh 

rupiah), sehingga berdasarkan : 

a. Pasal 171 huruf e. K. H. I ;--------------- . 

b. Surat An Nisaf ayat 11 

Majelis Hakirn berpendapat bahwa sebelum 
Penggugat dan Tergugat membagi harta 

peninggalan almarhum, diperintahkan untuk 

membayar/melunasi hutang-hutang almarhum dengan 

menggunakan harta peninggalan tersebut dan 

kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat TT dan 
Turut Terpuqat I11 digerintahkan untuk tunduk 
atas putusan ini ;----------------------------- 

H. Tentang mobil BMW No. Polisi B.888.GS berdasarkan: 

a. Surat bukti P.12 sebagai akta otentik dan 

berdasarkan pasal 165 HIR mengikat kepada Hakim 

b. Saksi I1 dan saksi VI yanp keterangannya 
sebagairnana telah diebutkan di atas ;---------- 



Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun 

rnenurut surat bukti P.12 menunjukkan PT. 

Dunkindo Lestari adalah disebut sebagai 

pemiliknya namun karena barang tersebut 

termasuk barang yang bergerak dan kedua saksi 

menyebutkan secara tegas sebagai milik Jen 

Loeng Tanuwidjaja karena almarhum selalu pakai/ 

mengendarai dan dis irnpan di garasi rumahnya 

serta tidak adanya bukti klaim dari pihak lain 

dan berdasarkann fakta-fakta tersebut Majelis 
,;r: .-::..-.- .> . 
.. .. - .  . -.>, . .. .. 
.,?. . . ' . .  ..i .>. Hakirn berpendapat bahwa terbukti rnobil BMW No. 

.... , ... : ., 
: . . ' I  .. . . . . .\ 

. .. ... . . . . .  . ... . .: . : . . Polisi B.888.GS adalah milik Jen Loeng,. , , .:.;,. 1 : ". .,; .. . . . . .... .. . . .  . . .  . . Tanuwidjaja alrnarhum;------------------------- 
.. . . . . .  . . . . .  . . . . 

. __ .  '. : . . . . . . . . . . . . . . . . ' .-i 
-.. . . . 

7. ..I... -. 1 ::. . . . . .: . :. . t :!..;.I. . ..... I.'; Tun.jangan kematian, berdasarkan surat-surat bukti . . <..::, ;.;.., .:-.Y' 
-.- .-/ P.6.a) P.6.b, P.7.a) P.7.b, P.8.a, P.8.b, P.9.a, . 

P.lO.a, P.lO.b, P.ll.a, P.ll.b, yang kesernuanya - 

akte otentik dan berdasarkan pasal 165 HIR 

mengikat kepada Hakim. dan surat-surat buktl P.4 

Majelis Hakim berpendagat bahwa terbukti dengan 
meninggal dunianya Jen Loeng Tanuwidjaja selaku " " " 4  :-:.: ,.. , :'.. I 
direktur gada PT., PT tersebut almarhurn memgunyai 

tunjangan kematiannya sebesar Rp,. 95.213.749,- 

(sembilan guluh lima juta dua ratus tiga belas . 

ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) ;-- 

J. Sejurnlah uang dalarn rekening Couts Bank Singapura, 

berdasarkan surat bukti P.13 sebagai akta otentik 

berdasarkan pasal 165 HIR, oleh karenanya Majelis 

Hakim berpendapat terbukti Jen Loeng Tanuwidjaja 

uuang di rekening Bank tersebut sebesar 

Rp.527.555.555,56,- lima ratus dua puluh tujuh 

juta lima ratus lima puluh lima ribu lirna ratus 

lima puluh lima rupiah lima puluh sen) dan 

terbukti rnerupakan harta bersama dengan Penggugat 

karena keberadaannya setelah perkawinannya dengan 

Penggugat, sehingga oleh karenanya separohnya 

sudah menjadi milik Penggugat ;------------------- 

K. ~ejurnlahi uang simpanan di DBS Bank Singapura, 

berdasarkan surat bukti P.14 sebagai akta otentik 

dan berdasarkan pasal 165 HIR mengikat kepada 



Hakim! oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat 

terbukti Jen Loeng Tanuwidjaja mempunyai simpanan 

di Bank tersebut . sebesar $ 1.663,83 Singapura 

(seribu enam ratus enam puluh tiga koma delapan 

puluh tiga dolar Singapura dan terbukti merupakan 

harta bersama dengan Penggugat karena 

keberadaannya setelah perkawinannya dengan 

Penggugat sehingga separohnya sudah menjadi milik 
Penggugat;--------------------------------------- 

L. Sejumlah uana simpanan di. Bank American Express, 

Singapura berdasarkan surat bukti P.15 sebagai 

akta otentik berdasarkan pasal 165 HIR mengikat 
kspada Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim 

Jen Loeng ~anuwidjaja mempunyai 

$ . 229. 907,82 US (dua ratus dua 
ribu sembilan ratus tujuh koma 

apan puluh dua sen Dolar Amerika! dan terbukti 

dengan Penggugat karena . 

keberadaannya setelah perkawinannya dengan 

Penggugat sehingga separohnya sudah menjadi milik 
penggllgat;--------------------------------------- 

M. Sejumlah Gang tabungan di Bank Bali, bahwa 

berdasarkan surat bukti P.16 sebagai akta otentik 

dan berdasarkan pasal 165 HIR mengikat kepada 

Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat 

terbukti Jen Loeng Tanuwidjaja mempunyai simpanan 

di Bank tersebut : 

a .  Rekening Mutu No. 903.043717 sebesar Rp. 

50.563.562,- (lima puluh juta lima ratus enam 

puluh tiga ribu lima ratus enam puluh dua 
rupiah);-------------------------------------- 

b. Tabungan Bal'i Turbo No. Rekening 930.065986 

sebesar Rp. 34.795.970,- (tiga puluh empat juta 
tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan 

ratus tu juh puluh rupiah! ; -------------------- 

c. Tabungan Bali Turbo No. Rekening 903.080241 

sebesa'r Rp. 53.941.535,- (lima puluh tiga juta 



sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus 
tiga puluh lima rupiah) ;---------------------- 

dan terbukti kesemuauang tersebut merupakan harta 

bersama dengan Penggugat, karena keberadaannya 

setelah perkawinannya dengan Penggugat, sehingga 

separohnya sudah menjadi milik Penggugat ;-------- 

10. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terrebut 

pada butir 6, 7 dan 8 Majslis Hakim membagi harta 

peninggalan t.ersebut pada butir 9 di atas sebagai 

berikut : 

A. Atas 25 saham bernilai. Rp. 25.000.000,- (dua 

puluh lima juta rupiah) pada PT. Sarana Inti 
,!../.:'-:.-;.7 . Prima Pratama sebagai berikut : 
. . ,> . _ .  . . . .  

. . . . " ,-:'.\ : . . . . . .  .. t 

1) Penggugat, isteri sebagai ahli waris mendapat ' 

3/4 ;""-----'---"------~---------------~--- 

2) Tergugat, ayah karena rasa keadilan dan 

kalayakan mendapat bagian 1/4 ;--------------- 

- 
B. Atas 4.500 saham bernilai Rp. 4.500.000.000,- 

(empat milyar lima ratus juta rupiah) pada PT. . 

Ronacita Inti Persada aebagai berikut : 

1) Penggugat, isteri sebagai ahli waris mendapat 
7/8 

2) Tergugat, ayah karena rasa keadilan dan 

kegatutan mendapat bagian 1/8 ;--------------- 

dan dengan pembagian yang sama dengan atas, atas: 

a. 90 saham bernilai Rg. 90.000.000,- 

(sembilan puluh juta rupiah milik PT. 

Ronacita Inti Persada yang ada pada PT. 
Sarana Bogs Pr-tams ;---------------------- 

b. 90 saharn bernilai Rp. 90.000.000,- 

(sembilan puluh juta. rupiah) milik PT. 
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Ronacita Inti Persada yang ada pada PT. 
Ramads Inti Persada ;---------------------- 

c. 90.000.000 saham bernilai Rp.45.000.000,000 

! empat puluh lima milyar rupiah! yang ada . 

pada PT. Dunkindo Lestari :---------------- 

C. Atas 25 saham bernilai Rp. 25.000.000,-(dua puluh 

lima juta rupiah) pada .PT. Gatraboga Pratama 

sebagai berikut : 

I) Penggugat, isteri sebagai ahli waris mendapat _ __. --.. . . . .  -... 
,-. . . . . . . .  . . . .  :.. bagian 3/4 ;---------------------------------- 

I.. , . . . . .  .: . 
I . . . . .  . . . . .  i:: '.. ' . . . . 1 .  . .  . . :  . . . . .  

. ...: 1: : . . . .  .: , .<, :: . . .  ..:.:.: : . . . .  -:'.-2 ) Tergugat, ayah karena rasa keadilan dan \. ,.,.-.; ; ,  .. . . . .  :. . . .  :! ..... : . . . . .  ".' 
I . . .  . . .  -.:. ' . . . . . . . - . . . .  . .:. .. kepatt~t-n mendapat 1/4 .; -----.----------------- ,. 

... : . . . .  - . . . .  . ::. , ....... . . ' a  

;,; . . . ; . ; . l . - . - '  . . .  ,,,.. ; ,! ; ; ; ;. . .t :.-. .... 
? , I  : !'* ;y 

''<.-.--A, --.-/ D. Atas satu saham bernilai Rp. 1.000.000,- (satu 

juta rupiah) yang ada pada PT. Sarana Boga 

Pratama sebagai berikut : 

1) Penggugat, isteri sebagai ahli waris mendapat 
7/8 ;--------------------------------------- 

2 )  Tergugat, ayah karena rasa keadilan dan 

kepatutan mendapat'bagian 1/8 ;--------------- 

E. Atas s a t ~  saham bernilai Rp.l.000.000,- ( s a t ~  

juta rupiah) yang ada pada PT. Ramada Inti 

~ersada sebagai berikut : 

1) Penggugat, isteri sebagai ahli waris mendapat 
bagian 7/8 ;---------------------------------- 

2 )  Tergugat, ayah ksrena rasa keadilan dan rasa 

kepatutan mendapat bsgian 3.18 ;--------------- 

F. Atas 1.000.000 saham ssnilai Rp. 500.000.000,- 

(lima ratus juta rupiah) yang ada pada PT. 

Dunkindo Lestari sebagai berikut : 



I )  Pengguga t ,  i s t e r i  s e b a g a i  a h l i  w a r i s  mendapat 
7 /8  ;----------------------------------------- 

2 )  T e r g u g a t ,  ayah  k a r e n a  r a s a  k e a d i l a n  dan  

k a p a t u t a n  mendapat b a g i a n  1/8 ;-----------.---- 

Dan dengan  pombagian yang sama dengan  a t a s ,  atas: 

a .  19. '900 saham h e r n i l a i  19 .900 .000 .000 , -  

s e m b i l a n  b e l a s  m i l y a r  s e m h i l a n  r a t u s  ju ta  

r u p i a h )  m i l i k  PT Dunkindo L e s t a r i  yang  a d a  

PT. S a r a n a  Eoga Pratama ;------------------ - 

b .  24 .900  sahain b e r r i i l a i  2 1 .  900.000.000,  - ( d u a  

p u l u h  empat m i l y a r  s e m b i l a n  r a t u s  j u t a .  

r u p i a h )  m i l i k  PT. Dunk indo  L e s t a r i  yang  a d a  . 
pada  PT. Ramada I n t i  P e r s a d a  ;------------- 

:-, iN :;:..,, G .  A t a s  s e b i d a n a  t a n a h  seluas 510 ,A' L e r i k u t  bangunan 

rumah di a t a s n y a  b e r i k u t  p e r a b o t  rumah t a n g g a  

yang a d a  d i  dalamnya Jan  s e g a l a  t u r u t a n n y a ,  . 

t e r l e t a k  d i  J1. P a s i r  P u t i h  V / 2 ,  R t .  005/010 K e l .  

Ancol ,  Kec. Pademanqan, Kodya J a k a r t a  Utara - 
s e b a g a i  b e r i k t l t  : 

1 )  Pengguga t ,  i s ter i  s e b a g a i  a h l i  waris  mendapat 
7 / 3  ;----------------------------------------- 

2 1  T e r g u g a t ,  ayah  k a r e n a  r a sa  k e a d i l a n  dan  

k e p a t a ~ t a n  mendagat b a g i a n  1/8 ; --------------- 

yaitu n e t e l a h  Penggugat. .  T e r g u g a t ,  T u r u t  T e r g u g a t  

1: Turut. T e r g u g a t  I T  dan T u r u t  T e r g u g a t  111 

rnernbayar h u t a n g  J e n  Loanq Tanuwid j a  j a  almarhum 

t s r l e b i h  d a h u l u  sebesar Rp. 1 5 5 . 2 2 9 . 1 9 7 , - ( s e r a t u e  

lima 1:uluh l i m a j u t a  dua r a t u s  dua p u l u h  s e m b i l a n  

r i b u  s e r a t u s  s e m b i l a n  pu luh  t u j u h  r u p i a h )  dengan  

c a r a  menggunakan h a r t a  p e n i n a q a l a n n y a  ; ---------- 

H .  A t a s  s e b u a h  mobi BMW No. P o l i s i  B.888.GS s e b a g a i  

b e r i k u t  : 



1 )  Pengguga t ,  i s t e r i  s e b a g a i  ahli waris mendapat  
3.14 ;----------------------------------------- 

2 )  T e r g u g a t :  ayah  k a r e n a  r a s a  k e a d i l a n  d a n  

kepatcr tan mendspat, h a g i a n  1 / 4  ;--------------- 

I .  A t a c  uang t u n j a n g a n  k e m a t i a n  J e n  ~ o e n ' g  

Tanuwid ja j a  almarhum s s h ~ s a r  R p .  9 5 . 2 1 3 . 7 4 9  

f~ernhifar.  puluh lim? jr i ta  dua r a t i s  t i g a  b e l a s  

r i b u  t u j u h  r a t u s  empat p u l u h  s e m b i l a n  r u p i a h )  

s e b a y a i  b a r i k u t  : 

1 )  Pengguga t ,  i s t e r i  s e b a g a i  a h i i  w a r i s  mendapat  . 
/.,.. .-::-'. 

.?5..., .".< .-..: i ,: .; .,>. ,:. . . 
3 / 4  ; --------------.--------.--.------------------ 

. . .. . . . . .  . .. ... 
1' -.. ,.. . I. 'i - : .  . . . . .  . . ,  ~ . . , 

. . . . . .  . 
8 . .  . .. . . . .  : 
;; - . {  1, :, 
!. , . , - , ,  .2'$ Tergugat . ,  ayah  k a r a n a  r a s a  k e a d i l a n  clan \: !> ::, . '. . . .  ! .: . 

. . . . .  \,, .: . . . . . .  I 
I 

:.J k e g a t u t a n  mendapat bagian 1 / 4  ;--------------- -. ,' ' .. :. A.: .y,.::,- a, 

v;.'.?. d .  ..,.#.-:..7' 
.fi- , > ... , ,.?, x,;.:'.: ... ! , :  < .  

+<.;:,.I,..< &: ..,: -;/" . -.-AT> - ,...-. 
J .  Atas ee jurn lah  uang s impanan s e b e s a r  R p .  

5 2 7 . 5 5 5 . 5 5 5 , ! 5 6 , -  ( l i m a  r a t u s  d~!a  g u l u h  tuj11h j u t a  

l i m a r a t u s  l i m a  p u l u h  l ima  r l b u  l ima  r a t u s  l i m a  

g111uh l i m a  r u p i a h  l i m a  p u l u h  enam s e n !  d i  ~ o u t h  

Bank S i n g a p u r a  s e b a g a i  b e r i k u t  : 

1) Penggugat  , i s t e r i  s e b a g a i  ah1.i. w a r i s  mendagat  

2 )  T e r g u g a t ,  a y a h  k a r e n a  r a a a  k e a d i l a n  d a n  

k e p a t u t a n  mendapat b a g i a n  1 /8  ;--------------- 

K .  A t a s  s e j u m l a h  uang sirnganan $ 1.663,82..- 

S i n g a p u r a  ( s e r i b u  enam r a t u s  enam p u l u h  t i g a  koma 

d e l a p a n  p u l u h  dua d o l a r  s i n g a p u r a )  d i  DBS bank 

S i n g a p u r a  s e b a g a i  b e r i k u t  : 

I! Penggugat ,  i s ter i  s e b a p a i  a h l i  waris mendapat 
? / 8  ;----------------------------------------- 

2 )  'Tergugat ,  ayah  k a r e n a  r a s a  k e a d i l a n  d a n  

k e p a t u t a n  mendapat b a g i a n  1/8 ;--------------- 



L. Atas sejumlah uang simpanan sebesar $ 229.907,82 

US (dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan 

rat,us tujuh koma delapan puluh d r ~ a  dolar Amirika) 

di American Express Bank ~ebagai berikut : 

1 )  Penggueat! isteri sebagai a h l i  waris mendapat 
7/8 ;----------------------------------------- 

2 )  Tergugat, ayah karena rasa keadilan dan 

kepatutan rnendapat hagian lj8 ;--------------- 

1 M. Atas sejumlah uang simpanan dalamrekening yang 
1 berbeda di Bank Bali :.. 

I 

Rekening Mutu No. 903.043717 sebesar Rp. 

50.563.562.,- (lima puluh juta lima ra.tue enam 

puluh tiga ribu lima ratus enam puluh dua 
rupiah) ;------------------------------------- 

b. Tabungan Eali Turbo No. Rekening 930.G65986 

eebssar hp. 34.795.970,- (tiga guluh empat 

juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu 

sembilan ratus tu juh guluh rupiah) ; ---------- 

c. Tabungan Bali Turbo No. Rekening 903.080241 

sebesar Rp. 53.941.535,- {lima puluh tiga juta 

sembilan ratus empat puluh satu ribu lima 
ratus tiga puluh lima rupiah) ;--------------- 

dengan pembagian sebagai berikut : 

1) Penggugat, isteri sebagai ahli waris mendapat 
7/8 ;----------------------------------------- . . 

2) Tergugat, ayah karena rasa keadilan dan 

kepatutan mendapat baqian 1/8 :--------------- 

11. Menimbang, bahwa surat bukti seperti P.18 yang hanya 

merupakan catatan menurut Majnlis Hakim sama sekali 

tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga 

dikesarnpinqkan dan demikian apula surat 'dari Ishak 



Saleh Soewondo dan Rekan yang ternyata isinya bukan 

dari hasil audit atas keonam PT. yang dimaksud ;---- 

12. Menimbang, bahwa s-impanan di NCD Bank Global, satu 

lemari besi tahan api berikut dengan seluruh isinya 

antara lain surat-surat berharga dan cincin berlian 

milik Jen Loeng Tanuwidjaja, satu buah jam rolex, 

satu buah lap top komputer merk Toshiba, sebidang 

tanah dan bangunan Ruko yang -terletak di ITC Roxy 

Mas latai dasar No. 24-25 dan dua bidang tanah dan 

bangunan Ruko terletak di Karawang Plaza No. 2 dan 

No. 3 kerawang serta sojumlah Giro di Bank Bali . 

telah tidak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga oleh 

: ,..:.-..-- -.-..:.?.:-.. .. . karenanya itu gugatan Penggugst atas harta benda 
;: ., .,-. <: ! ! : .: 
.,.,:? :..: . ::.)'tersebut di atas harus dinyatakan tidik dapat 

.. -: ... :.: i . / . . .  - . .  . . . . . .  , 
h .  ,;:. 

! .  

. . .. 
: . I .  . . - .  . '.:dxterima, . . dan oleh karena gugatan dinyatakan t idak 

. . aiterima maka sita jaminan yang telah dilaksanakan 
.. - . . 
.... . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . .... h'hrus diangkat sedangkan terhadap perintah sita 
,'..',' , ; , , :. 1 ',.: ;. - . :.. 
, ..;. . . .i ,: 1 !'<'.. ...'.... .... 

.--- ;=: . 
jaminan yang telah dilaksanakan harusdinyatakan ! <:.:--.-<..,.. :, 
dicabut/dibatalkan;-------------------------------- 

13. Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim 

memerintahkan kepada Panitera/Jurusita uctuk 

melaksanakan mengangkat sita jaminan berkaitan 

dengan harta henda tersebut dan sesuai berita acara 

14. Menimbang, bahwa Maje1j.s Hakim dalam ha1 ini 

mengesampingkan surat-surat. bukti P.6.b, P.7.a, 

P.8.b) P.9.a, P.lO.a, P.lO.c, P.1l.a dan P.18 karena 

menurut Majelis. Hakim sl idah tidak relevan lagi, 

demikian pula surat dari akutan publik Ishak, saleh, 

Soewondo dan Rekan karena tidak merupakan hasil 

audit .atas PT, PT. tersnbut yang dimaksud dalam 

gugatan ini, maka Majelis Hakim tida.k mempertimbang 
kannya;-------------------------------------------- 

15. Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat untuk 

diberikan putusan serta msrta menurut Majelis Hakim 

karena petitum ini tidak memenuhi syarat sebagaimana 

yang dikehendaki dan berlaku untuk ini, maka Majelis 
Hakim tidak dapat mengabulkan pet itum ini ; --------- 



66 : 16. Menirnhang, hahwa tsntang wasiat atau hutang Jen 

loeng Tanuwid jaja alrnarhum. bila ternyata terbulcti 

ada wasiat/h~ltang selain yang telah dipertimbangkan 

rnaka Majelis Hakim sesuai dengan pertimbanqan hutir 

8 di atas berpendapat bahwa Pengangat dan Tergugat 

diwajih%an/diperintahkan untuk membayarnya denqan 

mengambil dari harta yang clitinggalkan Sen Loeng . 

Tanuwidja ja alrnarhurn dan kepada Turi~t Tergugat I, 

Turut Tergugat 11 dan Turut Ter~ugat JT T  
diperint-ahkan unt~lk tunduk atas putusan ini ;------- 

17. Menimbang, bahwa ol.eh karena T~lrut ~eraligat T: T~rriit 

Tergugat TI dan Turut Tergugat T T I  t s l ~ h  nyata tidak 

termao~~k sebagai ahli waris dan olsh karenanya tidak 

ba9iz.n dari harta peninggalan Sen Loeng 
*<-----. !+:,$!L4,;$& . iIwidjaia 
:. qndapat ,/;5.~....-~;,-:. -- --. -<,-;.%. 

- - almarhum, namun t.ernyata terbukti hahwa 

. .  aian harta peninqgalan terfiebut berada/dikuasai 
'$ ... ,,; %< +.. . .7.*.: . . 

.< <../. . 3  :A : 
; .. .: :..--. : :.:? ,,p"$.h knya, maka menurut Ma jel i R sesuai dengan hukum 
.?j.'.. ' ,!,.,;;.;?;2~y;' i 

a her laku ~ u r u t  Terqugat I . Turut. Terqugat 11 dan 

-! 

i . -:2*-v2 - 
p u t  --.--.- 

Targugat 111 dihebani untuk tunduk . dan patuh 

atas seluruh amar putusan ini :--------------------- 

18. Menimbanq, bahwa tentanq biaya perkara bahwa sesuai 

dengan pasal 181 HIR Majeli~ Hakim berpendapat bahwa 

Tergugat dihukum dan diperintankan .untuk membayar 

I biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara 

I 

M E N G A D T L I  

I. Dalam eksepsi 

I. Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut 
Tergugat I1 dan Turut Tergugat I11 ;------------- 

2. Menyatakan bahwa Pengadilan Aqama Jakarta Utara 

berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan 
waris ini ;-------------------------------------- 

11. Dalam Pokok Perkara. 

1. Mengabulkan gugatan Pengguqat untuk sebagaian ;-- 



A .  Menyatakan bahwa Jen I.oeng Tanuwidjaja telah 

meninggal dunia pada tanggal 8-10-1998 dalam 

keadaan Almarhum beragama Tslam ;---------------- 

3. Menyatakan ahli waris dari Jen Loeng Tanuwidjaja 

almarhum dan bagiannya sebagai berikut : 

1) Penggugat, isteri sebagai ahli waris satu- 

satunya mendagat bagian 3/4 ;----------------- 

2) Tergugat, ayah karena keadilan dan kepatutan 
mendapat bagian 1/4 ;------------------------- 

4. Menyatakan harta b'enda tersebut di bawah ini . 

sebagei harta benda pdninggalan Jen loeng 

Tanuwidjaja almarhum sebagai berikut : 
,, A ,": ; ; >..:, #$.,,-: . . .: ! ;. ,, /-,\ ',/--- --.- . y ' -  , \  - ;  ;a  I 

. $ .,.- - .. (g (dua puluh lima) ' saham bernilai Rp. 
/ ;. 

. ... 
/ . .  . .. , 

J 
,-. . .. . . . . - - . . i  
'7. . !. , .. . . . .  25.000.000:- (dua puluh lima juta rupiah) yang ... 
,.;: .: . <,.. . .:- ::; .,.: :>! --a;; . .. .. 
'c:: . --..*? 
;,. , .+..-. -,--- .a/-' 

. t  beiada pada ,PT. ~arana Inti Prima Pratama. diin 
3 '  merupakan ; ---------------- ------ 4 

. 
@ 1.500 (emp~t ribu lima ratus saham bernilai 4 \d \ . <& 1; 

\ - . i . l  - = I ?  Rp. 4.500.000.000, - ( empat mi lyar lima ratus 
jut2 rupiah) pada PT. Ronacita Inti . Persada 
dalam keadaan masih merupakan harta bersama 
denganpenggugat ;---------------------------- 

Dan dengan pernbagian yang sama dengan atas, 

atas : 

a .  90 (sembilan puluh) saham yang bernilsi 

Rp. 90.000.000,- [sembilan puluh juta 

rupiah) milik PT. Ronacita Inti Persada 

pada PT. Sarana Boga Pratama, dalam keadaan 
masih merupakan harta bersama dengan 
Penggllgat ;-------------------------------- 

b. 90 (sembilan puluh) saham yang bernilai 

Bp .  90.000.000,- (sembilan guluh juta 

rupiah) milik PT. Ronacita Inti Persada 

pada PT. Ramada Inti Persada dalam keadaan 
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masih merupakan harta bersama dengan 
Penggugat 

c. 90.000.000 (sembilan puluh juta) saham 

bernilai Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh 

lima milyar rupiah) milik PT. Ronacita Inti 

persada pada PT. Dunkindo Lestari, dalam 

keadaan masih merupakan harta bersama 
. dongan Penggugst ;------------------------- 

@ 2 5  (dua puiuh lima) saham yang bernilai Rp. : v" 
- 

25.000.000,- (dua pul.uh lima juta rupiah) pada . 

PT. Gatraboga Inti Putrama dan merupakan harta 
bawaan ;------------------------i--------------- 

,L-;y:> \, 

, : ., ! '. ' / <, ..:,,. 2 ;;;+. :.~~$.<..?:... ,.:. - 
,, ; ;. ..,,.; ,;,,..:... :- , . ./''A, 

1. .. -. 
I t :  . :( 4 satu saham bernilai Rp. 1.000.000 ,- (satu juta 

' x' 

J 
\: . " rupiah) pada PT. Sarana Boga Pratama, dalam 
. . 

;I. 2 . ; .  - .  

%. . ' 

\f.,-. ' .. _.. . 
. - ..,; . . . 

; ..; keadaan masih meruakan harta bersama dengan 
,.;,. ,, :.-" ,; ? . : , : - > . . - : ; z  

.,. .. ,,. . i  , ,.. .,% ..,. . Pengmqat ;----------------------------------- 
\:: . .: .. . , :. .. . .. .- - 

;:':., / 5), Satu saham hernilai Rp. 1 .OC)0.01)0,- (satu juta . 4/' 
\-..-*.' 

.; rupiah) pada PT. Rzmada Inti Pratama dalam 

keadaan masih merupakan harta bersama dengan 
Penggugat 

' 6 ) '  1.000 (seribu) saham bernilai Rp.500.000.000,- 

/ -1 
L. 

(lima ratus juta rupiah) pada PT. Dunkindo 

Lestari dalam keadaan masih merupakan harta 

bersama dengan penggugat. 

Dan dengan pembagian yang sama dengan atas : 

a. 19.900 (sembilan rjhu sembilan ratus) saham 

bernilai Rp. 19.900.000.000,- (sembilan 

rnilyar sembilan ratus~uta rupiah) milik PT, 

Dunkindo Lestsri y a n y  ada pada PT Sarana 

Boga Pratama dalam keadaan masih merupakan 

harta bersama dengan Penggugat ;----------- 

b. 21.900 (dua puluh empat ribu 'sembilan 

ratl!~) szham bernilai Rp. 24.900.000.000,- 

i d u a  2uluh empat m i l y a r  sernbilan ratus juta 

rupiah! rnilik PT. Dunkindo Lestari pada PT. 



Rarnada I n t i  Pe r s ada ,  dalam keadaan masih 

rnerupakan har t -a  berssma dengan Penggugat ; - 

2 ' 7 ,I> Sakiclang t anah  selarna 51 0 m b e s e r t a  a e l u r u h  C/ .- 
j banguzan di a tasnya  h e r i k u t  s e g a l a  p e r a b o t  

~ i .  
rumah tangga yang adz d i  dalamnya dan s e g a l a  

t u ru t annya  yang t s r l e t a k  d i  J1. P a s i r  P u t i h  

V/2 Rt. 005/010 Kelurahan Ancol ,  Kecamatan 

:'ademangan, Ja'xarca U t a r 3  termasuk d i  dalamnya 

kewaj iban membayar hu tang  a t a s  b i a y a  

pembangunan rumah berikut i s i n y a  s e b e s a r  

Rp. 1 5 5 . 2 2 9 . 1 9 ' 7 , -  ( serat .r~s  lima pu luh  lima 
juta dud r a t u s  & U E  puluh' s e m b i l a n r i b u  sera tds  

semhi lan  puluh tu juh . r u p i a h )  dalam keadaan 

masih merupakan ' t ~ a r r a  bersama dengan 
Penggugat;------------------------------------ 

-.._ 
u n i t  mobil BHW No. P o l i s i  B . 8 8 8 z 7  

. . 
rnerupakan barang b~waart :--------------------- 

., -.. ----- - -. - . . . - -  _ 

9 )  Tunjangan kematian s e b e s a r  Rp. 9 5 . 2 1 3 . 7 4 9 , -  

f s e m b i l a n  pu luh  l ima j u t a  dua r a t u s  t i g a  b e l a s  

r i b u  t i l juh  r a t u s  empat puluh sembi lan  r u p i a h ) .  

, 

(10)i ~ e j u m l a h  uang ~ e b n s a r  Rp. 5 2 7 . 5 5 5 . 5 5 5 , 5 6  
L--' 

- (. 1 ( l i m a  r a t u s  dua puluh j u t a  l ima r a t u s  l ima  

pu luh  l ima r i b u  lima r a t u s  l ima puluh l ima  

r u p i a h  1,ima puluh enam s e n  r u p i a h )  d i  C o u t t s  

Bank Singapura  dalam keadaan masih merupakan 

h a r t a  bersama dengan Penggugat ;------------- 

, - ... 
I l l ) ,  Sejumlah uang s e b e s a r  $1.663,83 ( s e r l b u  enam 

. - \  . /  1. ;" ... - rztus enam p111uh t . iga koma de l apan  puluh t i g a  

d o l a r  Singaplira!  d i  DBS Bank S ingapura  dalam 

k e a d ~ a n  m a a i h  rnerupakan h a r t a  bersama dengan 

1 2 1  Sejumlah uanq aebesar $ .  2 2 9 . 9 0 7 , 8 2  U S  ( dua  

r a t u s  dlia puluh sembi lan  r i b u  sembi lan  r a t u s  
i 

t u j u h  koma de lapan  puluh dua s e n  Dola r  

Amerika) d i  American Express  Bank dalam 



keadaan masih merupakan harta bersama dengan 
Penggugat ;---------------------------------- 

13,) sejumlah uang masing-masing : 
.. C . . 4 fl 

a .  Rekening . No. 903.043717 sebes'ar Rp. 

50.563.562,- (lima guluh juta lima ratus 

enam puluh tiga r i h u  1 ima ratus enam puluh 
dlla rupiah);----------------------------- 

b. Rekening No. 930.065986 sebesar Rp, 

34.795.970,- (tiga puluh empat juta tujuh 

ratus sembilan puluh lima ribu sembilan 

ratus tujuh puluh rupiah) ;--------------- 

Rekening No. 903.080241 sehesar Rp. 

53.941.535,- (lima puluh tiga juta 

sembilan ratus empat puluh satu ribu lima 

ratus tiga puluh lima rupiah) ; ----------- 

~etiga rekening di atas di Bank Bali dan 

dalam keadaan masih merupakan harta bersama 
denganpenggugat ;----.----------------------- 

5 .  Msmerintahkan kepada Tergugat untuk membagi harta 

peninggalan almarhum Jen Loeng Tanuwidjaja secara 

riil dan andaikata pembagian secara riil tidak 

dapat dilaksanakan hendaknya dijual secara lelang 

di muka umum dan kemudian hasil bersih penjualan 

lelang tersebut dibagikan kepada Penggugat dan 

Tergugat sas~iai dsngan bagian seperti disebut di 
bawah ini I--------------------------------'------- 

) 25 daharr, bsrnilai 25.000.000,- (dua puluh 

lima juta rupiah! pada PT. Sarana Inti 

Pratama dsngan garnkagian sebagai berikut : 

3. l?enggug=t, i s t e r i  rnendapat 3/4 ;---------- 

b. Tergugat, ayah rnendagat 1/4 ;------------- 



2 )  4 .500 saham b e r n i l a i  R g .  4.500.000.000,- 

(empat  m i l y a r  lima r a t u s j u t a  r u p i a h )  pada PT. 

R o n a c i t a  I n t i  P e r s a d a  dengan  pembagian : 

a .  ? s n g g u g a t ,  F s t . e r i  nlendapat 7 / 8  ; ---------- 
h .  T e r g u g a t ,  ayah  msndagat  1 / 8  ;------------- 

2 . a . )  dengan pemhagian yang sama dengan  b u t i r  2 )  

d i  atas, a t a s  : 

- 30 s a h a ~  Gcrni.2.ai R p .  90 .000 .000 , -  

(sembilen puluh juts rupi.afi) m i l i k  PT:: 

.. R o n a c i t a  I n t i  F~rnaea yang a d a  pada  PT. 
, s a ranabogaprz t an la  ;------------------- 

) dongail parnbngiari yang sama deogan  br1Li.r di. 

a t a s ,  a t a s  : 

.-.+ - 93 saham S e r n i l a i  Rp. 90.000.000,-  iis 
( se rnb i l an  p u l u h  juca  r u p i a h )  m i l i k  PT. 

R o n a c i t a  l n t i  Parsacfa yzng ada pads PT. 

. Ralnada I n t i  Persada ;------------------ 

2 . c . )  dengan pembagian yang ssma dengan b u t i r  d i  

a t a s ,  a t a s  : 

- 90 saham b e r n i l a i  R p .  45.000.000.000,-  

(empat  p u l u h  l ima  m i l y a r  r u p i a h )  m i l i k  

PT.  R o n a c i t a  i n t i  P e r s a d a  yang ada pada  

PT. Dunkindo L e s t a r i  ;----------------- 

3 )  25 ~ a h z m  b e r n i l a i  Rp. 25 .000 .000 , -  (dua  puluh 

l ima  j u t a  r u p i a h )  pada PT.  Ga t r aboga  I n t i  

Putrama d ~ n a a n  penbeci.an : 

a .  Penggucat , ,  isrsri ntendapat 3 / 4  ;----------- 

h a  'Pergucst , sytttr s e n n a p s t  1 / 4  ; ----------- 

4 I s a , f . ~ ~  ~ a h ? ~  her:!? 1 3 1  Rc. 1 . 0 0 0 . 0 9 0 , -  [ s a t ~  

ju:a r u p i a h )   atin in P T .  s a r a n a  Boaa Pra tama 

dengan  pembagian : 



a.  Penggugat, isteri mendapat 7/8 3----------- 

b. Tergugat, ayah mendapat 1/8 ;----------- 

5 )  Satu saham bernilai Rp. 1.000.000,- (satu 

juta rupiah) pada pt. Ramada Inti Persada 

dengan pembagian : 

a. Penggugat,.isterimendapat 7/8 ;----------- 

b. Tergugat, ayah mendapat 1/8 ;----------- 

6 )  1.000 saham bernilai Rp. 500.000.000,- 

(lima ratus juta rupiah) pada PT. Dunkindo 

Lestari dengan pembagian : 

a. Penggugat, isterimendapat 7/8 ;----------- 

ergugat, ayah mendapat 1/8 id---------- 

pemhapian yang sama dengan butir 

6) di atas, atas : 

- 19.900 (sembilan belas ribu sembilan 

ratus) saham berni.lai Rp.19.900.000.000 

- (sembilan belas milyar sembilan ratus 

juta rupiah) milik PT. Dunkindo Lestari 

yang ada pada PT. Sarana Boga Pratama ; 

6.b. ) 24.900 (dua guluh empat ribu sembilan 

ratus! saham bernilai Rp. 24.900.000.000,- 

(dua puluh empat milyar sembilan ratusjuta 

rupiah) milik PT. Dunkindo Lestari yang 

ada gada PT. Ramada Inti Persada ;-------- 

7) a. Sebidang tanah seluas 510 d berikut 

bangunan rumah di atasnya berikut segala 

perabot rumah tangga yang ada di dalamnya 

dan segala turutannya yang terletak di J1. 

Pasir Putih V / 2 ,  Rt. 005/010 Kel,. Ancol.. 

Kec. Pademangan, kodya Jakarta Utara ;---- 

b. Hutang yang harus ditanggung dan dibayar 

oleh Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 



155.229.197,- ( ~ a r s t u s  lima pu luh  l i m a j u t a  

bl-~a ratus dua pt1111h sembi l a n  r i b u  s e r a t u s  

~ f m b i l a n  puluh t .vjuh r u p i a h )  dengan c a r a  

t - e r l e h i h  d3h?i! u Ponffgugat dan T e r g u g a t  

msmbayar hutal-rq d a n  s i s a n y a  d i h a g i  s e b a g a i  

b a r i k u t  : 

- Psnggugat ,  i s t . e r  1 rnendaga.t 7/8 ;--------- 

- T e r g u g a t ,  ayah mer:dapat 117 ;--------- '.. 

8 )  Satu  u n i t  mobil BMW 530 No. P o l i s i  B.888.GS 

dengan pen~bagiar;  : 

a .  Penggugat ,  i s t e r i m e n d a p a t  314 ;----------- 

b.  Tergugat,. ayah rnetrda~at  1/4 ; ----------- 

9 1 Uang t u n  j angan kemat i a n  s e b e s a r  R p  . 
95 .213 .749 , -  isornbi.1an pltluh l ima  j u t a  dua  

r a t u s  t i g a  b e l s s  rib11 tu- juh  r a t u s  empat p u l u h  

semhi~ lan  r u p i a h )  dengan pembagian s e b a g a i  

t , i s t a r  i rnendapat 314 ; ----------- 
ayah msnd.apat 114 ; ----------- 

--.. _. 

10) Sejumlah uanj s e b s s a r  R p .  5 2 7 . 5 5 5 . 5 5 5 , 5 6  

I ( l i m a  r a t u s  dua puluh t u j u h  j u t a  lima r a t u s  

lima gu luh  l ima r i b u  l ima r a t u s  l ima p u l u h  

l ima r u p i a h  lima puluh s a n )  d i  C o u t t s  Bank 

S ingapura  dengan pemhagian s e b a g a i  b e r i k u t  : 

I a .  Penggliqat,  i s t e r i m e n d a p a t  7/8 ;----------- 
~I b .  Tergugat  : ayah rnsndzpat 118 ; ----------- 

11) Sejumlah u a n g  s s b e s a r  $ 1.663..83 S i n g  ( s e r i b u  

enam r a t u s  an.srn p111uh t l s a  Lorna d e l a p a n  p u l u h  

t i g a  d o l a r  Singaglira1 d i  DBS Bank S ingagura  

dengan psmhngian s e b a g a i  S e r i k u t  : 

a .  Penggugat:  i c t o r i  s e n c l a p a t  718 ; ----------- 
b. T e r g u g a t ,  ayah mendapat 1/8 ;----------- 
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12). s e j ~ ~ m l a h  uang s e t e s a r  $ 229.907,82  U S  [dua 

r a t u s  dua p u l u h  s e m b i l a n  r i b u  s e m b i l a n  r a t u s  

t u j u h  koma d e l a p a n  p u l u h  dua  d o l a r  A m i r i k a )  

d i  American Express Bank S i n g a p u r a  dengan  

pembagian : 

a .  Penggugat ,  i s t e r i m e n d a p a t  7/8 ;----------- 

h. T e t g ~ ~ g a t .  ayah mendapat 1 /8  ;----------- 

1 3 )  Se jumlah  uang masjnq-masing : 

a .  Rekeninff N o .  903.013'717 ~ @ b e s a r  R p .  

50.553.562,-  ( l i m a  g u l u h  j u t a  l i m a  r a t u s  

enam p u l u h  t i g a  r i b u  lima r a t u s  enam pu luh  

dua r u p i a h )  ; ----------------------------- 

. Rakening N o .  930.065966 sebesar Rp. 

34 .795 .970 . . -  !ti.cja piiluh emyat j u t a  t u j u h  . 

- .  . .- r a t u s  sernhi lan p i ~ l u h  l ima  ribu sembilan 

r a t u s  t u j u h  p u l u h  r u p i a h  1 ; ----------------- 

c. Reksning K c .  903.980241 cehesar Rp. 

53.941.535:- (Lima pu luh  t i g a  j u t a  
- 

sernbi lan r a t i l s  -empat pu.l.t~h s a t u  r i h u  l i m a  

r a t u s  t i g a  p u l u h  Lima r u p i a h )  ; ----------- 

kesemuanya d i  bank B a l i  dengan  pembagian 

s e b a g a i  b e r i k u t  : 

a .  Penggu.gat , i s t e r  i mendapat 7 /8  ; ----------- 
b.  Tergugat . .  ayah  n ~ e n d a p a t  1/8 ;----------- 

6 .  Menyatakan s a h  ttan h e r h a r g a  s i t a  jaminsn  yang 

telah dilaksanak8n : 

3 .  25 saham b e r n i l a i  Rp.  2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , -  ( d u a  p u l u h  

l i m a  ju ta  r u ~ i a h )  p a d 3  P T .  S a r a n a  Inti Pr ima 

Pratama yang dil.-il:ukan pada  t a n g g a l  12-4-1999 

s e s u a i  dengar,  h o r i  t 3 . ~ c . ? r a  t a n g g a l  12-4-1999 

No. 54/Pdt.G/19QQ/PAJu :--------------------- 



b. 4.500 saham bernilai Rp. 4.500.000.000,- 

(empat milyar lima ratus juta rupiah) pada 

PT. Ronacita Inti Persada yang dilaksanakan 

pada tanggal 17-3-1999 sesuai dengan berita 

acara tanggal17-3-1999No. 54/Pdt.G./1999!PAJ.U 

c. Uang sebesar Rp. 95.213.749 ,- (sembi'lan puluh 
lima juta dua ratus tiga belas ribu tujuh 

ratus empat puluh sembilan rupiah) tunjangan 

kematian, sesuai dengan berita acara pada 

tanqgal dan nornor yang sama dengan di atas ;- 

d. 25 saham bernilai Rp. 25.000.000,- dua puluh 

juta rupiah) pada PT. Qatraboga Inti 

dilaksanakan pada tanggal 12.-4- 

sesuai dengan berita acara tanggal 12- ' 

NO. 54/Pdt/G/1999/PAJ" ;-------------- 

bernilai Rp. 1.000.000,- (satu 
.- 

juts rupiah) pada PT. Sarana Boga Pratama 

yang dilaksanakan pada tanggal 12-4-1999 

sesuai dengan berita acara tanggal 12-4-1999 

f. 1.000 saham bernilai Rp. 500.000.000,- flima 

ratus juta rupiah) pada PT. Dunkindo Lestari 

yang dilaksanakan pada tanggal 12-4-1999 

sesuai dengan berita acara tanggal 12-4-1999 

NO. 54/Pdt.G/1999/PAJU ;--------------------- 

g. Sebidang tanah selvaa 510 mf berikut bangunan 

rumah di atasnya beserta sebagala perobat 

rumah tangga d i  dalamnya dan segala 

turutannya yang terletak d i  J1. P a s i r  Putih 

V/2 Rt. 005/010 Kel. Ancol, Kec. Pademangan, 

Jakarta Utara yang dilaksanakan tanggal 1-4- 

1999 sesuai dengan berita acara tanggal 1-4- 

1999 NO. 54/Pdt.G/1999/PAJU ;---------------- 
. .. . - _ .. ---.. 

. . . . . . , . -. - . . . . - . 
r" 

7 
Ih. Sebudh mobil BMW 530 i No. Polisi B.888.GS 

( yang dilaksanakan pada tanggal 1-4-1999 ,,I 



s s s u a i  dengan b e r i t a  a c a r a  t a n g g a l  1-4-1999 

No. 54/Pdt.G/1999/pAJU ;--------------------- 

i .  Se jumlah  uang  dalam : 

a .  Relteninu Eto. 90:!.!343717 s e b e s a r  R p .  

50.563.562;- ! lima p u l y h  j u t a  lima r a t u s  

erlam pul.uh t i g a  1-ibu l ima  r a t u s  enam p u l u h  
3113 r t l p i a h )  ; -..--- -------------------- -------- 

b .  Rskening  No. 9 3 0 . 0 $ 5 9 5 6  s e b e s a r  Rg.. 

3 4 . 7 9 5 . 9 7 0 , -  (tige pc?uh  emgat j u t a  t u j u h  

r a r u s  sm5iI .an ptiluh Lima r i b u  s e m b i l a n  

r a t u s  t u  j ~ i h  p u l u h  r u p i a h  1 ; --------------- 
?. 

9c3  -080241  s e b e s a r  R p .  

! l i a a  p u l u h  t i g a  j u t a  

einybt g u l u h  s a t u , r i b u  lima 
tiga p u l u h  1 ima rurlah) ; ---.--------- 

dF Ban,k Bali ysng d i l a k s a n a k a n  pada  t a n g g a l  

7-4-1999 s a s u a i  dengan  b e r i t a  a c a r a  t a n g g a l  

?-4-1399 NQ. 54/Pdt.G/1999/PAJU ;------------ 

7 .  Memerintahkan kepada  Penqgugat  d a n  T e r g u g a t  u n t u k  

msmbayar hu tang-hu tang  J e n  Loeng Tanuwid j a j a  

almarhum dengan h a r t a  hend.a yang  yang  men jad i  

h a r t a  g e n i n g g a l a n n y a  dan  s i s a n y a  d i b a g i k a n  kepada  

yanp b e r h a k  meneri.manya dengan  pembagian 

3sbagaimana clikturn di. ataz :--------------------- 

8 .  klemerintahkan kepada T u r u t  T e r g u g a t  I ,  T u r u t  

Tergl!gat T I  clan T u r u t .  T e r g u g a t  I11 u n t u k  tunduk 

3an  p a t u h  2t3s s e l u r ~ l h  isi put l l san  i n i  ;-------- 

2 .  ? ( en~a t .nRan  b3llern I 3 t a n  Penqauaa t  t e n t a n g  

simpanar! d i  NCP E a ~ ? k  Gl.:b?I, s a t u  lernari b e s i  

:shall * p i ,  ber ik t r t  .vof!~?-~!!? I .z inya  a n t a r a  l a i n  

x u i r a t - s u r a t  harhsrsa dar :  c.i.r?.nin b e r l  i a n  m i l i k  J e n  

Loenq T a n u w i d j a j a  al , rnsrhurn,  s a t u  jam Ro lek ,  s a t u  

Lag Tog merk T o s h i b a ,  s e b i d a n g  t a n a h  dan  bangunan 



Ruko diITC Roxy Mas l a n t a i  d a ~ a r  No. 24-25 dan 

dua bidang t a n a h  dan bangunan Ruko t e r l e t a k  d i  

Rarawang P l a z a  N o .  2 dan No. 3 Karawang: se jumlah  

uang dalam r eken ing  Giro No. 569992 Bank B a l i  

d i nya t akan  t i d a k  d a p a t  d i t e r i m a  ;---------------- 

10. Memerintahkan o l e h  karenanya kepada Pan i te ra !  

J u r i s i t a  Pengad i lan  Agarna J a k a r t a  ~ t a r a  untuk 

mengangkat s i t a  jaminan diktum 2 dan 3 Penetapan 

No. 54/Pdt.G/1999/PAJU b e r k a i t a n  dengan ha l -ha1  

t e r s e h u t  d i  bawah i n i  : 

a .  Simpanan d i  NCD Bank Globa l  s e s u a i  Berit 'a 

a c a r a  s i t a  jaminan t a n g g a l  23-3-1999 ;------- 

b. Lag Top Tgshiba ,  s e s u a i  dengan b e r i t a  a c a r a  

s i t a  jaminan t a n g g a l  1-4--1999 ;-------------' 

c. ~ e b i d a n g  t a n a h  dan tangunan Ruko d i  ITC Roxy 

Mas l a n t a i  d a s a r  No. 24-25 d i  J1. Haspim 

A s h a r i ,  s e s u a i  dengan h e r i t a  a c a r a  tangial 7- 
4-1999 ;------------------------------.------- 

Sejumlah uang dalam r eken ing  G i r o  No. 569992 

d i  Bank 'Ba l i  s e s u a i  dengan b e r i t a  a c a r a  

t e r s e b u t  t a n g g a l  7-4-1999 ;------------------ 

I I .  Manyatakan mencaht~t diktum 4 d a r i  Penetapan yanq 

sama b e r k a i t a n  dengan dua bidang t a n a h  dan 

bangunan Ruko yang d i k e n a l  dengan Karawang P l aza  
No. 2 dan No. 3 Karawang :---------------------- 

IIT Momerintahkan kepada Tergugat  u n t r ~ k  rnambayar b i aya  

ge rka ra  s e b e s a r  R p .  905.500,- ( s emb i l an  r a t u s  l ima 
rib11 lima r a t u s  rup iah!  ;-L------------------------ 

Demikian d ipu tu skan  pada h a r i  Rabu t a n g g a l  13-10- 
mWc?qy*,, 

1999 M .  dalam s i d a n g  yanq t e rbuka  untuk urnum dan pada 
#-'--Ur)..b 

hari+Zit.~t jtrga di~irnumkan o l eh  D r s .  H .  Ahmad Ahyadi,  SH 

s e l a k u  Hakim Ketua didamping1 o l e h  U x s .  H .  A .  Fadly Hasan 

dan Dre. H .  AH. Chairuddin  r idwan,  S H  rnasing-masinq 



selaku Hakim anggota dibantu oleh Daud Ali Akbar, SH 

selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat 

tanpa hadirnya Tergugat ;-------------------------------- 

Hakim Anggota Majelis, Hakim Ketua Majelis, 

ttd. ttd. 

Drs. H. A. Fadly Basan Drs. H. Ahmad Ahyadi, SH 

ttd. 

Drs. H-AH. Chairuddin Ridwan, SH 

Panitera Pengganti, 

ttd, _, ' 

Daud Ali Akbar, SH. 

Rincian M a y a  : 

Pencatatan Rp. 2.000,- 

Administrasi Rp. 30.000,- 

A. P. K. ' Rp. .30.000,- 

Panggilan Rp. 760.000,- 

Pemberitahuan 

isi' Putusan Rg. 80.000,- 

Redaksi Rg. ' 1.500,- 

Materai Rp. 2.000,- 

Untuk salinan yang sama bunyinya 

an. Panitera 
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MAHKAMAH AGYNG 'R.1. 
. . . . , . . :, . , : ,,< !.:T;:f;j:~ 

.. . . . . . .  ., .:l!. :. . . P U T U S A N  ... ., . .. . ,  :.-.:;, 
. . . . . . .. . . .  . . . . . .  . . ..$ '::.,?. 
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. . . . .  . . ;.-:.:.$: . . .  . . 

. . .  .? .. . . . . . .  REG.NO. 51 W'AGII~~~. . . -  -. .? . - 
. . . .  . . . .  .' . . ;. 

- - .: J. 
. . . . . .  . . . '  ' . : . . . . . . . .  , .  . . ..- 

. . .  . . . . . .  . . a - , BISMI'LLAHIRF~AHMANIRM~IM: : :  . ' .  . ' , - . , . . . . . . .  
:+I 

. . . . .  . . . . . . . _ .._ . 
. . . . . .  . . .  . . . . DEMIKEAD~LAN BERDASARKI\N . . .  KETUHANAN YANG MAHA ESA . . . . . .  . . . . .. .-:% 

. . .  :. 
. , . . .  M A ~ H - K A M . A H  A G U . . N G .  1 . .  . . . .  . . . -'P : 

. . .  . . 
. . . .  . . .  , . ... . . . . .  '...d'. 

. . . . .A. 

, . '. . . . ..%. 
. rnemeiiksi dalam tingkat kasasi . . .  telah mengbmbil . 

. 
p'utusan seba&i'beiikut dalam. ,, . .:% 

. . .  . . . . . .  perkara : . .- 
. . .  : . .  

. ,:a 
. . -  - . c:: .. - 

1. Ny. ~ubandiyah Amrnarhsof, SH binti Setjonp Hindro, bsrtempatfinggal d i  , , $ 
. . . . .  Komplek BNI 1946/PLN Nomor 5, Pesing, Jakarta Barat ; ' .. . . . .  .: .I.. : 

- 2. Ny. Sri Haeanti binti Setjono Hindro, bertempat tinggal d i  Perurnahan ioleko . - .  , .:;!$. 

group Blok C/13, Tambun, Bekasi; , .. ' 

. . 3. :VN~. Cicilia Sri Draw'asih binti Setjono Hindro, bertern,pattinggal d i  Selomai 
. . . . . . .  1/344 ; .. . . . . .  . . . . 

. . 
4. . Bambang Hendfiyanto bin Setjono Hindro, bertempat tiriggal di ~e run~ahan  . : 

. . . .  Cipondoh Makmur, Ellok D.X Nompr : 3, Tangerang ; ,: . . . .  . . . . 
. - 

. 5. PGut Bayendra bin Setjono Hindro, berteppat tinggal di'j i. daru- l l  ~ 3 9 3 ,  . ' ..! . . Perumahan Margah'ayu Jaya, Bekasi ; . . . . - .  . . 

.6. Sri ~endr&ati binti Setjono Hindro. bertempai tingg& di Bumi Le'stari H;45/, . :: . . . . 31,Tambun, Bekasi; . . . .  . . . . . . . .  . . . . . .  . . .  . . .  

. . . . . ' .  7; . lnda i  AStuti ~ ran8wo:  bihti ~indiowiiddyo,'beitempat ting6alr- d i  JI. . . 

: .. trawirotaman No.4, Kecamatan Margangsan Kotamadya Yogyakarta- ; . . ' ,  . . . . .  

, , 
8.. , . '. . Ny. Hj. Danu Subroto binti. b as NgibehiDjojo ~oewirjo; bertempat tinggal 

. . . . -di JI. Langknarjan No.24,'~ecamatan Kraton, Kota'madya Yogyakaita.; 

9. - N,y. Hendrowinoto b i d  Mas Ngabehi Adjojo Soewirjo; bertempat $nggal di . ' 

Prawirotamnn Mg. 1111595, Kecamatan Mergangsan, KotamadyaYogyakaita; 

10 Fi Dewi lakslni ' ~ug ian to -  binti Hindro Triwirjo, bertkmpai tinggal' d i  
. . . - Mantrijeron Mj. 111/804. Kecamatan Mantrijeron, Kotamad,x@,%~(~yakafta ; 

11. Bambang Wahyu ~ " r t i  S bin Hindrotriwirjb, bertemeat tirf&$il.di. Internal 
. . . Audit PT. PO..BOK132.Jalan Jendrat Sudirrnan Nomor 24,Balikpapan ; 

12: ., Bernadeta Har i" l .~r i  ~resasti binti Hindrotriwlrla; .b&tempat tinggal di ,JI. . : - 

Cimaridiri 50 A RT.04 RW.V, Cipayung; Ciputat, Tangerang ; . . ' , 

. . .  13.. f6rlina ~ i d ~ a s & i  binti ~ r g ;  . . .  Pantoio,. be&irnpat'tinggal'di . . dl. parangtritis . . 67 ' .  

., ' . . ' ..' . . m 3 ,  Yogyakarta ; . '  

. .14. . .Yulia Yudantari bIntiDrgr Pantoro; . . .  bertempit t inggil  di'~a+rt&ritik.67 . . . .  A183 . .  
. . .  . . . . ... . . . . ' . . . ' Yogyakarta; : ., 

. .  15; Lucas Indriva bin Mas ~ ~ a b e h i  C j j~ jo  ~b&v\r]o,. berternpat. tinljgal. d i  JI. . . .  

. Parangtritis No; 95, dalam ha1 ini diwakili oleh kuasanya M. Satiawan, SH 
. . . . . . . . 



. . 
. . 

. . . . . .  . . ,<-: 1. . ::- ;--< .. ,. ' :e.;. ..; .: -' ... I. 

. Advokatf~enasehat Hukum. berkantor. di::Jatimul\;;o~~~ru . . ~o rnd i  . ~ . 3 ' : . f  . . s c . - . . .  ?*&:.--. 
. 

: Ydgyakarta, berdasaean surat kuasa khusus~tanggal25~~giistus~~998,-pa.~ 15. +.. ' . 
: --pemohon kasasi (dahulu para tergugatlpembanding).; ..:.:sf $;,;:;;::: : l::.,., :i,p c:il.:.' . . 

. . .  . ... . . _ .,. . ,  aka h..:.a.. .: :;.: .: ..c.2:: .-... :I:. ..,.. .: ...;, ..,. :',-.::.,; :,*., .,?,A -. L.i;.. .., .,!:x:l .:.,. , . . . .  . . ... : . . .  . . .  2:; : .;- .....,..... . -- -.,.:,:. .. ;..: . .,. v. .,:i .:.;>;:.. . . .  .. . . . .  , 3 :  ...'.. - ,* 3. .->. 

. , . .  &t;Jazilah. ~ a r t a d i  ~&drolesono bini tokrbhi6n6, be~bm~dt'iln~Q~~,.'dii;~~~~:~~.i . . . .  

. -:~irtodipura'n No.7 RT.64 RW.XVII, Kelurahan .Mantcijeronj-~eaaniatan,';?,:: ' 
. ' 

. ,. ,... . 
' - -  :. : ., ~a~t r i je ron!  Kotamadya fcigyakarta,.dalarn .hal:ini .diwaklli oleh kuasanya i.2:. .:;:; : 

. . . .  .:'.;' .:fH, Djbko-Prabdwo Saebanl, SH, Avlv Dihan K~ihtdro, SH 'dan Dwi Haryono,'.: :. :::I. .  ; 
' 

; ' , ' . ,-.::Sli. . Advokat dan Konsultan Hukum berkantor.di Jalan ,Sultan Agung No.56. :': i:, . . 
, 

.- Yo.gyakaCa, berdasarkan surat kuasa khusus'tanggal'31 'Agustus 1998.: ..:;. 
. .  ....., ... 

:. Qrmohon kesasi (dehullr Penggugaflerbaridlng) ;;.- ' - . . . .  . . . . .  . . . . . . . . .  .: . . . .  .... . . . . .  . . . . . . . . .  . . .  
.:: . . ' .  . , : , . ' . . , .  . . . .  ( . .  .. . . .  . . . . . :  . . .  . . 

Mahka'mah Agung tersebut; ' . . . .  . . .  . . ,. . . . . . .  . . . . . . . . . .  .- . . , '  , 

Melihat surat-surat yang bersangkutan ; -. 
Menimhang, t;ahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang termohon 

kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang para pemohon kasasi sebagai 
para tergugat ssli dimuka persidangan Pengadilan Agama Yogyakarta pada pokoknya 
atas dal~l-dalil : . - . , 

bah& telah meninggal dunia Bapdk Martadi ljendro Lesono; pada tanggal 17 
Nopember 1995 dengan meninggalkan seorang isteri bernama Ny., Jazilah Martadi- 
Hendro Lesono (penggugat asli) tanpa meninggalkan anak; 

bahwa disamping meninygalkan ahli' waris juga meninggalkan harta berupa 
sebidang tanah, yang letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat 
gugatan ; 

. . .  
bihwa pewaris.(almayhljm) adalah. beragama lslam, maka pembagian warisan . . 

harus mengikuti Hukum lslam bukan mengikuti kemaua"para ahli waris &in penggugat . . , 

-ash memba,gi harts peninggalan almarhum'tersebut~secara Hukum.lsl.am, tetapi 
. 

. . . . . . . .  . keinginan penggugat asli tersebut tidak pernah ditanggapi oleh paratergugat .asli ; 
. . . .  

bahwa menurut pasal 174 Kompilasi Hukum ~ s l & n , . ~ e n ~ ~ u ~ a t  asli.adalah ahli , 
. 

waris yeng berhak atas harta peninggalan almarhum Martadi Hendrolesono, karena " 
masukdalam kelornpok ahliwaris menurut hubungan perkawinan,sedangkan menurut , 
Q.IV : 12 penggugat asli termasuk dalam ahli waris golongan Dzawul Faraidl dan 
termasuk dalam semua kelompok keutamaan; 

bahwa berdasarkan pasal 180 Kompilasi Hukum lslam disebutkan bahwa janda .' 
. . 

akan mendapat 114 bagian, apabila pewaris tidak meninggalkan anak dsi, maka' . :. 
berdasarkan kedua pasal tersebut diatas harta peninggalan alm. Martadi Hendro1esono.-. -. 
secara yuiidis formal maupun materil haruS dibagisesuai dengan aturan Hukum Islam; : 

.. Dengan demikian hak dari penggugat asli adalafi 114. bagian, sedangkan hak. para".. 
i . . . %  . .. .  . .  . . " . . . . . . . . .  tergugat asli se1uruhnya:adalah 113. bagian; ": . . . . .  :. . .  . . .  . .  : . . .  .:,; . . .  :. .:.. . : . .  . . .  

bahwa terhadap teiglgat'asli Ill, VII, X, Xll,dan  nurut rut ~ u k u m  lslam adalah:. :- ' 
:- bukan merupakan ahli waris dan tidakberhak un!uk mhwarisi atas wa'risan dari.pewaris ; ':. 

yang meninggal, Rarena para tergugat asli berlalnan.,agama dengan pewaris/bukan . !; 
bsragama Islam, ha1 ini sesuai dengan Hadist.Rasul Rfwayat Bukhorl dan Muslim: ,. . , .  

. .  . . .  
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. . . . ... . . . ,. . _ .... 
..... ...... . . 

. -: lny!i?q !e6eqa; fiunq~aq eAu~elue 6ueA YA'vd/L6,cL/B')Pd,&8 : ~outo~'~ ueq,e~$ .. 

ti le66uei LieBuap ueiedauaq 'p~,~66~ JaqwasaG p (e66uei eAuuesnwd ni!eAluesnand -: . . ... 
l!qweSuew ...... 4elei hvqe~~o~ ewe~~,uel!pe~uad inqas~ai ueie6nG depqy~al e~qeq : : . . 

... ... . . ..... . . .... . ... ... ... .... %:I: . ........ . . ... :.eAul!pe-)!peas fiue~uosnlnd uoqoW - : '! ... .... ;. .... ..... . . ..... . . , . ...... :.: J!ep!qnS .. .;. .. 
.:L_ . . . r. . . . . .... ..... ... ... . . 

. . . . .: . . .. . . ' . . , :6qalua~ 0u'n66uei emas . - : ...... . . 

. .!u! e~ei~ad welep Inqiu!l6ueA e~e!q +;ieqluaiii yniu'n 1~6n~~al e~ed wnyny8uayy. :a. , 
.. ,. . . . . .... . . . ' :. OUOS~~OJ~U!~( !pl?&IepJ , 

uenl -up pep ueld66u!uad uuoq ue!6equ:ad ueynqelaw eun6 welsl wnynH . 
!sel!dwo)( eped ynpunl ynlun ie6n66uad uep le6nGlai wad epeday ueyyerupauayy 'L . . ., . -. . 

: o~osa~o~pua~ !pel~ely.-wle uele66u!uad euey !lop :, ... 
, ue!baq (86!uadas) E/L se)~ yeq~pq @n&a) . e~ed.e.~yeq . wnyny eJrt3es ueyeieAualy,. , :g 

. : 
..... :'ouosalo~pua~ !pebe~y.ui~e !~l?p'ues!J&~~ele66~!~ad weq qrunles yep 

"e!6eq (aedwa~pdes) p/l sne yeq~sq.l@n66Liad . e~qeqlunynq . e~e3as "eyepAualy ;.g .' 

... . . 
... .'. . . . 

: 
. . .:E~~~L/PP~~Z'~S;SZL : JCJWON qeuel : pin qe~aqas. . - 

... . . . . 
...... ..... ~. ' ' .. : iny!~aq !e6dqas.se~cq-seieq uebuap ou~sa~o~~ua~ . ' , ' 

; !peudyy-wle u~~$66u!u~d~e~eq uayedn~aur qelepe ifl ~L&-L sen(o66~.~aqwa1d?~g . - 

.i~66uei ZLSQ 'ON !seni!s ~eqlue6 'ouosalo~puzH !peileyy eweu seie p~6 .ON ~!I!w . . , ' 

' . . '. .qeH ieyD!uas ueuaueq uep. ~liues, Suep!qas e,\nqeq wnqny eJe3as uey?pAuam . :p . . . . ....... ... ! ouosaloipue~ !pr+e~ 'urle !J8F uele66u!uad eueq sale ye,qJ?q.uep.. 
. . yes 6ueA epuel syeM ![Ge qo;epe )a~nbSuad EMqeq wnynq eJeoas uryde~auayy '-& ... ... ,. . . . ... 

. : :uielsl eGebaq ueepeay wejep ~66~ ~aqwado~ LL 1eSljuei 
e!unp~~n13i3u~uaw ouos~~o~~ua~( !pepom yj .wle errnqeq tirnqny weoas uqeieA.ujw: ... . *t 



. . .  .:.. . :  .. . . .  . . . .  .; ....... ...'......'.. " . . .  . . . .  . I .  , .  . . . . .  . ... . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  .... . . .  . :.;. . , .. .. . I 
. -< .  . .  ?. 

. , 9al~,i$;eb,3j1.,, ?;:; , . . .! ;, :,.<-.:,::;::. ..,>:tx;~;;::, ........ . . . . . .  _ . . .  -I-. . : 
. . 

. . . . . . .  . . : . . . . . . .  . . :., 
. . . .  . . . .  , :  :.,, . . . . . . . . . : . : . . .  . . . .  _ _  _-. .. -- ...... : .  ,,,.-.'.,,',. '.' 

. . .  . .  .c2 . : . . . 
..... M& ;., > . ._,.,: . . ".. . , no l$&+k~~@i i  Tergugat I, Tergugat (I, Tergugat Ill, .T&giigat N. ~erguga: ;v,-:'.<.?"':. :.:jr 

, ' . r g u g t  .VIl, Tergugat VIII, Tergugat IX Tergugat' X, .Tergugat.XlI;."<i.". . . . .  :!: 
a.: .  . 

. . . :  ;.,:;Tergyg#txI~i,iTergugat XIV, Tergugat XV, selur,uhnya ; .:. :;;...: .;::,?::. . . . . .  ;... ..:. . . .  .... . . . . . . . . . .  < ...... !.!.. : . . . . - . . . - . .  . .. . . . .  . . . . .  ,-.,: ..:. ". . . . . .  . . ..- ,..:.?.. ..-: .. :., ............. .::.. . .... . . ; .  . . . . . . . .  . . .  :&@4i;p&&&;, : , . . . .  . ., . . ! > . -.::+;: # ..;',. .:. ;::.:;ij.: :.'. :,-. ... 
....... ..;. .. . . . . . . . . . . . . .  : . .  , ...;,.: ..:;.; .,,. '>;. ::.:: : . : . . . ; I ? :  : 

. . .  , .'.,>.'. ." ' . '  . 1 .-.: i.',, M,eng.&;~iarl:Bugatan peng6"iat sebagien;.:; ::::I::.: '-.". ,.,,, .:''.i::.L. :t .':-. '.C . . . .  . . . . . .  
.. . . .. '. .:.i . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  .,! -,.;:,;::.. > :  ;::y <,,/ ::..y:: ..;.>:..: .$.;: :.:, 

' 

' 2, :'i'::M.&fiygi$(& , jko&ra 'h"kum ,bahwa Hi Me&i ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ b ~ i & , b i ~ ; : ' ~ ~ ~  ' ~ g ' ~ ~ ~ ~ l . , : f ~ ~ ~ : ' ' : ' ,  :$, 
' . . DJpjoso$wirj$telah meninggal dunia tanggal 17 Nopem6er.j995dalam kgadaarit::r:,'. ::< ' 

. 
. . . . :  . . . : . . .  . . . .  . . ..:I. ,.,. .; 

. . . .  t&$sd$ag,at pem@luk agama Islam; . ..  , - : , : ; ;  I_i. _ . . . .: ....... ,,. . . .:. 4.. . .  :" . . .  . . .  ....I..... , :  . . .  .L,' . .  . . .  ':.*'-. . . .  .' :.:2;., . . ) :::.; 
3. ?jMe"&iapkan ecara hukum bah\ivb Pe"g.gugat,(Nlj; Jizilah ~ i ~ ~ d i ' ~ ~ n b r o l e s o ~ o .  3:;. .-: . .. . 

. . 
. : b i . n$ '~~k ro les~ r io~  adalah ahli waris.(jenda) . . . .  dari.H. Martadi Hendrole~~no. bin"'i::'. ; 

. .. . . Mas ~~:abe;hf~~jojosoewirjo; ' ,: . . .  . ,_ . . .  . . . .  . .  _ .  .._ . . . .  I :. . : _ - . ' . .  
. . . .  . . . 

. . 
. . . ,  : . , .I... .- 

. . 4. '~e 'h ia t t i k t in  s w r a  hukum -bahwa sebidang.ia&h dengan bangunan sertifik-d: . . . . . . .  . ' - . '  . 
. . Hak Millk .#omor : M.924JBtk dengan gambar situasi Nomor : 3572 tanggal ,3 . , .- 

September 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadyz Yogyakarta , ..' . ' 

'seluas 1.319 M2 atas nama Martadi Hendrolesono,,yang!erletak dijalan Prawiro; ,.  , 
' .  

. , . taman Mg. llt/593, Kelurahan Brontokusuman, Kekmatan Mergaiigsan, Kotamadya : 
. . :Yogyakaffa, derigan batas-batas sebagai berikut :; :, ,; . ' .  ' .  

a ,  . . . . . . 
. . . .  . . . . .  . . . . . .  1 . . .  I - :~ebe lah  IJtara : Tinah Nomor : l25.~~.2544/i986; : . . . . . . . . . . . .  . . . . 

. . . .  Sebelah Selatan : Jalan Kampung; :.... q. " .  : .  . . . - .  , .  . 
. . . .  . . :  

. . . '. . sobelah rrmur : Tanah ~e rs .  170.~~.1387/!938;; -. -. . .  ;.: . . .  : ". . . 
. . 

~ebe lah Barat : Tanah ~er~.1256.~ .~ .922/923.~~.357lk990; ' ]  ' .' . . . . .  
: '  adalah merupakan harta warisan dari H. ~artadi.Hendr6lesono bin Mas ~ ~ a b e h i  

. . . .  . . . . .  . . . .  Djojosoewirjo; . . . .  .. _ . . ;  . . 

5. ~ e n ~ a t a k a n  bahwa ~enggugat berhak 1/4 (s&irampst) bagian h r i  
herta warisan H. Martadi Hendrolesono -bin.Mas.Ngabehi Djojosoewirjo . . 
sebagaimana tersebut dalam angka 4; . . ' . . . .  '.,. . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . .  

.>  - 
6. ~ k n i a t a k a n  secara hukum bahwa disarnbing Penggugat, !hi i a r i s , ~ .  ~ a r t a d i  .. . . .  : .:. 

. . .  Hendrolesono bin Mas Ngabehi Djojsoewirjo adalah :- ; . . . . .  

a. Subandiyah Amma; Asof, SH binti setjd"6,~ind.m (Tirgugat-l) sebegai.ihli . . . 
. . .  waris Pengganti dari saudara kandung laki-laki ; . . . . . .  . . . . .  

b. S i i  Haryanti binti.Setyono Hindro (Tergug;t 1.1) iobagai i h l i  waris penggi"ji. . .  

dari saudara kandung laki-laki; . . . . .  
I . . . . .  

c. Bambang Hendriyanto bln Seijono Hind& ~~ergu;at. i~) sebagai ahli w.;risL : - 
. . . . . .  . . .  . . .  pengganti dari Sdr. kandung laki-laki. . , . . . . ' . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . 

. . 
. . .. i. 

. d. Putut ~ a ~ e n d r i  bin S6tyo"o Hindro f f&gu~at~) .ah l ihar is  bengganti . . . . . . .  dari-- .. ' . 
. . . . . . . . . : . . . .  . . " . . . .  . . . .  . . . . . .  saudara kandung laki-laki. I . . .  . ,. . 

. . 
. , .. . . .  . . . . . .  

e .  sri ~endri~ati 'bint i  ~ e t j o n o  ~ i n d i b  (Tir&gat'~l) ibSgai:ghli,&aris penggairti., . :. 

. . . . . . .  . . .  ..'. : . .  dari saudarakandung lakiblaki. ' : :-':I-. '.:. '; . . .. , . .  . .... 
; . ..: .... ..' . . 

- .  , - f . .  Ny. ~anvsubroto binti M. N i .  ~jbjo&wGjd 6eigugt4t VIII) sebagii ah l i bh i s  .: '. .: 
. . .  . . 

L .  : pengganti dari saudara kandung perempuan. . . . . . . .  . . .  .: . . . . . . . :  
. . 

. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  ::. ; ;  . :. 
' a  . . .  . . . . .  . . .  ' .  '. 

. . .  . . . . .  . . . . .  . . 

. . 
. . - . V A R I A P E R ~ D I L A N ~ ~ ~ - ~ ~ ~ , ~ ~ . ,  . . .  :. 

. .  . . . -. 
. . . . . . . .  . . . . 

. . .  . . . . 
... . . 

. . :. . . '. . . 
< .  
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: NY. ~endr iwinotb binti M. Ng. ~jojosuv&jo Uergugat IX) ahli%ris . . .  beng&$ ., i-1:;-'!:., .:: . 
.', . : ., 9. ,. . . . . . . . . ;  .. . .  dari.saudara kandung perempuan. '., . . . . . . . . . . . . .  ,: .;,. .,;y,,;,, ;.:.: ;..,. 

. . . . . . .  , . . . .  
h. ~ ~ q b a n g  Wahyu Murti bin Hindrotriwirjo (Tkrgugat XI) ah,i war7sp&&&ti., -,': -:.::..' . ' .  ' '' 

. . . . .  . . . . . . . .  . . . .  ..:. . . . .  dari,saudara kandung perempuan. ':, . . ' . . . .  . . . . .  - . . .  . . , . . . I  ;. : 

.. ....... i. Ferlina Widyasari binti Pantoro (Tergugat .XIII) ahli waris peng&&i.d&rj .: ;: 
. . . ,. . . . . _ . ; .  

. . .  . . . .  . . ,saudara kandung laki-lakl; . , - ..' , . . . . . . . . . .  . . . .  
. . 

. . . . .  
. ' . j.l. : : ' ~u l i a  ~udantari binti ~antoro  (Tergugat XIV) ahli waris pe"ggar;'ti dari Jaudara .. f ' .!  . . 

. . I .  . ' ' . , .,-- kandung laki-laki. . .  .... . . . . .  . . . . 
. . .  - . . '  ' -. ~ e i i m u a  bkrhak mernperoleh 314 (ti'ga perembat) bagia" darihiFta waris, . 

. . H i  Martadi Hcndrolesono bin Mas Ngabehi Djojosuwirjo.seb.aga1rnana - --  
. . . .  

. .  . ' . tersebut dalam angka 4; ' ' . . . . .  . . .  . : . . 
. . .  . . . . 

. .  7. . ~ e k r i n t a h k a n  kepada Penggugat dan ~ a r & T = r g u ~ a t  yan i  tersebut sebagaizhli. . . . . . . . . .  . . 
waris untuk mentaati dan melaksanakan pernbagian atas Harta Wartsac-H. ... M a h d i  . : ....... 
Hindrolesono bin Mas Ngabehi Djojosoewirjo sebagaimana tersebut; . . . . "  .:: 

. . .  8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.; :. . , " 

. Menghukum para Tergugat untuk membayai biaya jaerkara sebesar ~ p .  473.600,- 
( ~ m p a t  ratus tujuh'puluh tiga rib11 enam ratus rupiah);. ,. . . . 

. . .  . . 
. Putusan mana dalam tingkat bandlng atas permohbnsn pare tergigat tatah 
dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dengan putusannya tangga! 24 Juni 1998 . , . 

. . . . .  'M, bertepatan dengan tanggal 29 Syafar 1419- H No. 007/PDt.G11998/PTA.Yk. ;' .: . . . . .  . . 
. . 

. . . . . .  
. . bahwa sesudah putusan terakkir in i  diberitahukan keljada para:tergygatl.. 

. . pembanding pada tanggal 18 Agustus 1998 keinudiantethadapnya oleh par? tergugati , .- 

pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan svrat kuasakhusus : . ,  

,tanggal 1 September 1998 diajukan pormohorian untuKpemeriksaan kasas,i secara lisan.'. , . 

. pada tanggal 1 September 1998 seljagaiman?.ternyati dari-suratketerangan No. 83i 
Pdt.Gl1997lPA.Yk yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta permohonan 
'mana, kemudian disusul oleh. memori kasasi yang m m u a t  alasan-alasannya yang 

' 

diterima di Kepaniteraan Pengadilin Agarna tersebut pada tanggal 14 September 1998; 
- \ j. , . . . .  

' bahwa setelah itu oleh penggugatltertjandin yang pada tanggal 17 september 
1998 telah diberitahu tentang memori kasasi dari-para tergugatlpembanding .diajukani 

. . jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta 
pada tanggal 30 September 1998; . . 

&leiimbang, bahwa permohonan kasasi a quo.besorta a1osa.n-alasanriya yang telah. 
. . diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggeng waktu 
. . .dan dengan cara, yang ditentukan Undang-undang, maka olch karenn . . .  i tu . . .  permohonan . . . .  . 

. . . . .  . ,  kasasi tersebut formil dapat diterima; . . ' . . . .  
. . .  . . 

. . 
. ~ k n i k b i n ~ ,  .bahwa '.kebi&tan-keberatan yang dlajukin.oleh pkrnbh6n kaSasi -. 
dalarn rnernori kasasinya tersebut pada pokoknya . . ialah : 

. . . . . .  
. 1. , ~ a h w a  tirr"oh6n ka-sasi/6en&ugat asal 'sebelum. men.gajukan 'gugatan.di 

. . .  , Pengadilan Agama Yogyakarta, peniohon. kasasiltergugat asal telah mengajukan 
. . . . gugatan di  Pengadilan'N'egeri Yogyakarta No : 35lPdt.Gl1997. Dengan demikian 

yang pertama merasa terusik kepentingan 'hukumnya adalah pemohon kasasil 

. . 
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'? , - : ,. '., : 
... tgf ":*dt, asal dan telah melakukan pemiliha.n'hukui;i dalam p&iiyiles&iannya. ~ = i  .i. 

. . .'~$:$&~"~~den,ganstaatblad 1917 No. 12 $ad1 29 tentang penunaukkan diri secam'ij , : .  . . .  j&, .? r :  :,, . :. 
1 &ai,ain, sehingga pengajuan gugatan di Pengadilan Agama tianyalah dugatan:'::. .; 

. . 
mwan sehingga tidak boleh dito1eri.r dan hanis batal demihukum,atau .'Nebis:,;::,{:;, 

....... . . , .  : .  . . . . . .  . . i n . . i d$ ,~  ata".gugatan dinyatakan tidak dapatdite'ri*aj. ..:'...:;!:.. .;:.. , .'ifi2.;:,. :. 
. ,;A ,.:> +.,..:< - .... .-: .... ... . 

, . . *..::. . B-a tTir.5'.J..:, .- . .'. :. .: i,:.-: .f 
uds~c facti Qlah salah menerapk;n h"kum;karena &did&aaiitgn 7.: :,.. 

. . ..:- - :;: ,. Ni$=~199@.dan. jug8 ,Kompilasi Hukum Islam,:dimana sebenarnya surat,edaran]::i 'j.3 
. . .  : .' : .. 'ter&&uf bersifat tidak mengikat dan hanya sebagai salah satu acuan,sa]a; Demiklai\j;::, -.: ., 

. . 
. . . .  , . ,: :::, juga,..~omiilasi H~ikut'h Islam tianya merupakan pedoman, tetapi secara: hirarkig?;: ::,; . . .  . , G:? : ,;+$ .< b ;:; .. 

. . .  
. . . : ..!. 

nb meiijadi pedoman utama adalah U.U'No.711989; yang dalam pen]elasarinya.$: " : 
. . .  :>, j,el$s.dimu.ngkinkan memilih hukum, adapuntentang penjabarannya yang terleblhz :.':( 

:: .:. :.- :pe.ntipg, adalah hakim wejib menggali, mengikuti.dan memah>mi hukurn .yang .': ;;.-<" 
- . ,: . . :.:: nien,mrminkari rasa lieadilan dalarn masyarakat tpasal27,ayat 1; UU, ~0..14/~970);~:~.::.; ." : .. 

: . ,, :.: sed,angkan putusen'Judexfacti dalam penerapannya sangat kasuistis, tidakboleh.;..:.. : ]  ,' 
. :: ;.:. digeb'.jak uyah, karena daiam'berkara ini yang sangat mempdnyal .kepentingaii ', ;- 

...  . .  . . .  . .  hukum adalah para pihak danbukan para pewaris, lebih-lebih UU No.711989 adalah: . :. 

- . . belum lama dan ternyata diantara pemohon kasasWergugstasalyang non Islam ::. , . ! 
. . . .  

- . . $udah sejak sebelum U1; No.7L1989 .ber:aku, sehingga semestinva, hukum ,yang.':;. - . - 
. . .  . . 

. . .  
. 

. -.-:"":dith[apkan adalah yang dapat .mencerminkan keadilan para pihak mengingat::.: ' 

' . 1- kehiflupan beragama di Indonesia sangat pluralistis, sehingga untukperkara.yang-'.:: 
. . .  . : sangat melibatken person yang berlainan agam? harus dapat diambil jalan tengah',,;.: ,.: .- . 

. . . . .  . - sehirigga akan manjadi suatu hukum yang satu . . .  dapat dlterimaoleh semua -pihak I;.~., 
. . . .  . . . . . .  ... 3. . : . . . . . . . . . . . .  

::i . . 
' 

yaitu di Pengadilari Umum ::, .. - -  : . ,: 
, 

. .  " ..,:... ....:.. .!. :... , . . . . . .  : . . . . . . .  : : c '.: . .......... . . .  . , .  , .  t. ...- :*-. 

. .  .'3: .:' 'Bihwa ~ u d e x  fa& telah keliru dalam.men8f.&kai sedipat mln'gkin (vide p;t~iiiiii:(.. ..... 
. . 
. . , 

'. : . N i  0071Pdt.Gl19981PTA.Yk. hal. 12) dengan mendasarkan Sufat Keputusan.Menferi .:'. ' :. 
. . . . Agama No. 1-54/1991,.karenasebenarnya hakim beisifatmandiri dan ti&+ boleh::.' :, -. 

. . . .  . .  -terpengaruh Instansi manapun dalam .memutiui perkara,,~sehingga~putusan,:; ...:. 

. . . . .  . . .  tersebut bataldemi hukum (YurisprudensiMahkamah,Agong. . . . . . . . .  . . . . . . . .  RI tanggal, 1f-9.:i . . . .  . , .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1975 No : 149 WSipl1973) ; .: -1. .: : .  . . .  . .  . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . .  . . . .  . . .  s . . .  . .  . . , .. : . . - I . .  : . .  : '  . .  ,..  

- ' 4; Bahwi ~ " d e x  facti tidak niemberi pertimba"$jan h u h b  'ya"iX,6ukup, ker&n&&.~~ ''. 
memberi pertimbangan hukumriya tidak secara utuh atau hanyasepoton,g-pot~ng'i:.-7 
serta tidak niempertimbangkan dalil-dalil 'pemohon kasasiltergugat asal yai,tu.:.:, : -' 
tentang pembagian harta, bahwa termohon kasasilpenggugat asal mendapat 1/41:., ' 

. . dari ahliwaris lainnya 314;bahwa diantara pemohon kasasiltergugatasai ada yang ' . "  

beragama Katholik sehingga tidak turidukpada putusan Pengadilan~gama;karena,: ': 
peradilan ini hanya untukorang Islam,.maka jelas gugatar: termohon kasasi/. ' - .  ' 

. . . .  penggugatasal kelebihan silbyek yang semestinya untuk . . pihak'Non Islam/Muslim'. 
ha'rus gugatan tersendiri di Pengadilan Negeri'; . :- . ; . . .  .... . .. .  

5. ~ a h w a  Jude; facti tel'=h sa!ah meneia'pkan hbkum; karena haiiia mkngambil alih.: : ,  

dari pe&mbangan hakim pertama, kernudian juga telah.memberi putusan'yang ' . : "  . 
berlebihan yaitu derigan memberikari bagian.~Ny.,Jazilah.(term'ohon. kasasV:,.,., . ' 

. . . .  penggugat asal) mehdapat.l/4 bagian dan ahli .waris lain rnendapat.314 bagian . -. 

. . tanpa didukung dengan alasan. hukum yang jelas, bubi-bukti yang.kongrit,,, . . 
: ... .  . .  sehingga putusan tersebut.harus dibata1kan:demi hukum ;-:- ; 1.'' : . ._  

. .  ... :. . .;. ' . . . . . .  
6. ' Bahwa ~udex ' f lc t i  telah salah menerapkan,hikum, karena telah l&i memenuhi ' .  :, 

. . syarat-syarat ying diwajibkan peraturan-peraturan yang berlaku . dan . beitentangan : . . .  . -' 
. . . . 

. . .  . . . . . '  . . . . 
. . . . .  . . . .  . . . . 
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. . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . :  . j  . . . . .  . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . .  . . :  . ; 
. . . . . . . . . . . .  

. . . . . . .  , . . . . . . .  . . .  . . . . .  . . . .  :; ..: . .  -- .:. . . . .  . . . :  ' _  . .  .. . . 

. .... : . .  .:j. dengan'.~&ispruddnsi ~ahkamah ~ ~ u n g  RI. tanggal 22-7-1972 NO. 638 WSi$/1969 : : 
. : - dantanggall&lO-l972 NO. 672 WSip/1972. Dengan demikian putusan Judex facti . . . . . . . .  . . 

. . . . . . .  .. . . . ;  'hiru.$ dibatalkan,dengan mengadili sendiri ; . . . . .  . . .  . . 
. . .L.;:'. 

. I .  , 

. ~ i " i A b a i i ~ : -  : . - '  1.. . .  . 
... ;:..: : .. . . . .  

. . . .  men~enal'kkbehfan ad. 1. . . .  - ~. . . . i. .... . . . . . . . . . . : . . . . . .  . . . d  

.' bih&kibkiatan 'ini tidak dapat dibenarkan, karena keberatan ini tidak mengenai ' 
', . . - .  . . ....' yang menjadi pokok porsoalan dalam perkara ini (Irrelevant) ; 

. . I.:. . % .  . : 
: . .  rne"genaik6beiitin ad.'2,3,4 dan 6. 

. . .  

. . .  . . . .  . . 
. . .  . . bah<a &k&ian-koberatan ihlpun tidak dapat dibenarkan, karena hal ini mengenai . . .  
' . penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, ha1 

: 'mana.tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena . 
. . pemeriksaandala~ tingkat kasasi. hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau 
. , ada kesalahan dalam-penerapan atau pelanggaran hukurn yang berlaku, sebagairnana 

yang dimaksud dalarn pasal30 Untlang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang- 

I i . . :  undang No, 14 tahun 1985) ; . ,  
! . , .  

. mengena12keberatan ad. 5. . 
' W  ,, 

. . bahwa keberatin ini jug; tidak dapat dibenaikan, karena ~ u d e x  facti tidak salah 
.'  menerapkan.hukum ; , . . 

. . Menimbang; bahwanamun demikian Mahkaniah. Agung berpendapat bahwa 
putusan Pengadilon Tinggi Agama Yogyakarta harus diperbaiki, karena seharusnya 

'. Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama 
Yogyakarta mengenai ahli wan's yang non Islam, mereka berhak mendapat'warisan 

. wasiat walibah yang kadarbagiannya sama dengan bagian ahli waris rnuslim; 
. . . . . . 

. . ~ e i i i m b a n ~ ,  bahwa. berdasarkan apa yang dipertimdangkan diatas, maka ; ' 
permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Ny. Subanaiyah Ammar 
Asof, SH binti Setyono Hindro tersebut harue ditolak denganperbaikan amar putusan 
Pengadilan Xnggi Agama Yogyakarta sedemikian rupa sehingga berbunyi disebut 
dibawahini : ' ' . . . . . . .  

\ 

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak. maka biaya perkara 
. dalam.tingkat kasasi dibebankan kepada pemohon kasasi ; 

Mcmperhatikan pasal-pasal dari Undarig-undang No.14 tahun 1970, Undang- 
undang No.14 tahun 1985 dan Undang-undalig No. 7 tahun 1989 yang bersangkutan ; 

- .  . Minolak pkmitihonan kasasi dad p&nohon k&&si : 1. Ny. Subandivah.Amrnar , , 

' ~ s o f , ' ~ ~  binti Setjono,Hindro, 2.,Ny. Sri Haryanti binti Setjono Hindro, 3. Ny; Cicilia Sri 
, Drasv~asih binti Setlono Hindro, 4. Bambang Hendriyanto bin Setjono Hindro, 5. Putut 

' '  Bayenctra'bin Setjono Hindro, 6. Sri'Hendrjyati binti Setjdno Hindro;' 7. lndar Astuti 
'. - .  Pranowo.binti Hindrowerdoyo, 8.. Ny. Hj. Danu Subroto binti Mas Ngabehi Djojo" 

Soewirjo, 9. Ny. Hindrowinoto binti Mas Ngabehi Adjojo Soewirjo,. 10. -Fi Dewi Laksmi 
~ug ian to  'binti Hindro Triwirjo, 11. Bambang Wahyu Murti S bin Hindrbtriwirjo, 



. . . . . . .  i. 
. . . .  . . 

.12. Bernadeta Harini Tri Prasasti binti Hindrotriwirjo, :l3: ~er l ina  ,wdyasari binti Drg. . 

Pantoro, 14. Yulia Yudantari binti Drg. Pantoro, 15..Lucas Indriya,bin Mas Ngabehi Djojo . 

Soewirjo, tersebut dengan perbaikan amar putusan Pengadilan.Xnggi Agarna 
Yogyakarta tangjal24 Juni 1998 M, bertepatan dengan tanggal 29 Syafar 1419 H No. . . "  

;:. . .  . . .  , 007pdt.G/1998/PTA,Yk sehingga berbunyi sebagai, berikut: . . ::. . , . . . . . . . . . . . .  ; :  .( . . 

. . . .  Menyatakan bahwa perrnohonan banding pembending dapat diterirna'; .,:-:.I. ;', . . <.: . '  
. . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . .  Dalam ~ksepsi: , .. . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . .  - . ' . I  - _ ..' 

- ~ & o l a k  eksepsi Tirgugat I, ~ergugat ' l l j  ~ e r ~ u ~ i t  111, ~ e r g u ~ a t  IV, ~ergukat  'V. :. '. 

%rgugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII..Tergugat 1X;Tergugat X, Tergugat XI\, ; . !. : 
Tergugat XIII,Tergugat XIV, Tergugat XV, seluruhnya ; , . . . . . .  . 

. , .  
-. Dalam ~ i k o k  Perkara,: . . .  

. . . .  
1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian:' . 

2. ~enyatakan ~ecara hukurn bahwa H. Martadi Hendrolesono bin mas ~ g a b e h i  
-0jojosoewirjo telah rneninggal clunia tanggal 17 Nope%ber 1995 dalarn keadnan 

. . tetap sebagai perneluk agama Islam; . . . . .  . . 
3. Menetapkan secara hukurn bahwa ~ e n g g u ~ a t  (Ny. Jazilah Martadi Hendrolisono , . 

bi~i,$okrolesono) ada!ah ahli wails (janda) dari H. Martadi Hendrolesono bin, ' . 

. . . i Mas Ngabehi Djojosoewirjo: . . .  . . 
4. ~ e n ~ a t a k a n  secma hukurn bahwa sebidang tanah dcngan bangunan sirtifikat .' - '  

. Hak Milik Nornor : M.924IBtk dengan garnbar situasi Nomor-: 3572 tanggal 3,. - , -  . 

September 1990 yang dkeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadyn Yogyakarta . 

seluas 1.319 M2 atas narna Martadi Hendrolesono, yang terletak dijalan Prawiro- 
tarnan Mg. 111/593, Kclurahan Brontokusurnan, Kecamatan Mergangsan, Kotarnadya I ' 

.... ~og~akar ta ,  dengan batas-batas sebagai.berikut : - ' . . . . . . . . . . . . . . .  ' .  i 

Sebelah Utara f Tanah Nomor : 1.25;~~.2544/1986;. - ' : . - . . . . .  . . . . .  
. . sebeiah Selatan : Jalan Kampung:' : i.. , . . . . . .  . . . . . . .  . . 

. . 
. . . .  . . . . .  _ _  . . . . . . . . .  . .. Sebelah ~ i m u r  :  ana ah ~ers.'170.~~.138711938;' - . .  . . . : .  .. . . . . .  . . .  . . .  . . . . . .  Sebelah Barat - : Tanah ~eis.1256.H.M.9221923 ~~.3571/1990:, . . . .  . . . . . . ,  .. 

adalah rnerupakan harta warisan dari f l . ' ~ i k a d i  ~endiolesonb bin Mas ~ g i b i h i  . ;. . ,  1 
. . .  . . . .  - . . i . . . .  . Djojosoewirjo; 

5. Menyatakan bahwa Pec~3ugat berhak rn&npdrdleh 114 (&pe';ekpat) baglan dari, . " .  

harta warisan H. Mnrtadi Hendrolesono bin Mas-Ngabehi Djojosoewirjo . : . . . . .  
. . . . . .  

sebagairnana tersebut dalarn angka 4: .: - :. . '  . . . .  . . . . . .  . . .  . . . .  
6. Menyatakan kecara hukum bahwa disamping penbg"6at, ahli waris fl..Mariadi . : ':,. 

. - .  
..? Hendrolesono bin Mas Ngabehi Ojojosoewirjo~adalah~~ 2;. . :,' . :. . ,.., :, , I;,:. , :I ::.. - ,  . . . 

a. Subandiyah ~ m m a r  ~ s o f ,  SH binti ~etj'd"o kindro (Te!GuQ.at I) sebigai,ahli - .  j-: !.. 
. . . . . . .  . . . .  . . waris Pengganti dari saudara kandung laki-laki ;j ..., - .,:.:.: .. . . I .? .  - ,. - - .  . . 

b. Sri ~ i r ~ a n t i  bintj ~et~on&~indro' (T&,~u&at II! gebigai:ihli &a& ~;"&anti - .  . ,. . . . . . .  .:<:;., 
. . . .  dari'saudara kandung laki-laki; '::i := :'.-' ' :. ; . " . . : .  . . . . . . .  . . .  . . .  :.:. 2 .  _.a. . . . .  . .  .: ... j .  .: 

c. ' Barnbang ~end i i~a 'n to  bin Setjdnb "dro (~6 r~u .c j i t  . IV) . sebagai ahliWw.ari; . . .  (::; 
. . . .  . . : 

penggantidari Sdr. kandung laki-laki. . i  . - . , . .  . . ' . . .  . . .  . . . . : . z .  . . . . .  . . . .  . . . . . .  . . . .  ..5'. 
. . . . .  . . . . . . 

. . 
. . . . . .  ... 

.?' .< 
.:.. :: ' . :  . . .  . . . .  . . . .  : 

. . . .  . . :  . . , .. . , 

. . .  . . . - 
. . VARlA P E R A D I M N ' ~ ~ ~  -.I09 ::... ," 

. . . . .  . . .  . . 
. . .  . . . . . . . . .  

, . ,  
. . . . . . . . : . .  ., : . . . . 

. . . . , . '. ' .  . . . . . .  . . .  7 .  -, ; 
I . . .  . ,  . 



. .  . . . . 
i .  . . . . 

' - : . .  . :. d>. ~ u t u t  ~a iend ra  bin Setyono Hindrd ( ~ e r ~ u ~ ;  V) ahli waris.pengg,anti dari ' . . ... . , - : . saudg.ra kandung'laki-laki. . .  . . . 

'.. . . . . . B .  . . . ~ r i  ~ e ~ d r i ~ a t i  binti ~e t i ono  ~ i n d r o ' ( ~ e r ~ u ~ a t  VI) sebagai ahli waris pengganii . . ' '. 
*. .. . :dari . saudara kandung laki-laki. 

. .. 
.:f. , Ny. ~ a ~ s u b r o t o  binti M. Ng. Djojosuwirjo (Tergugat Vlli)sebagai bhli Garis.':. . ' 

. . ., . . 
, . . . . : .  . ' pengganti dari saudara kandung perempuan. .. 7 . . . .  .. 1 . . . g .  . fly: ~erid;dwinoto binti M. Ng. Djojosuwirjo (Tergugat IX) ahliwaris pengganti 

' . . .  ..dari saudara kandung perempuan.. 
. . 

. hi. ' Bambang Wahyu Murti bin Hindrotriwirjo {Tergugat XI) ahli waris pengganti 
. . - . .dari saudara kandung perempuan. 

. . . . . .  . ;. 
- i.. Ferlina ~ i d ~ a s a r i  binti Pantoro (Tergugclt XIII) ahli waris pengganti dari 

saudata kandung laki-laki; 

j. Yulia Yudantari binti Pantoro (Tergugat XIV) ahli waris pengganti dari saudara 
kandung laki-laki. 

k. Ny. Cicilia Sri Draswasih binti Hindro Werdoyo (tergugat ill); 

1. ' l h a r  Astuti Pranowo binti Hindro Werdoyo (tergugat IV); . 
. . 

, m. F.I. Dewi ~aksmi  Sugianto bin Ny. Hendro Triwirjo (tergugat X); . . 

n .  Bernadeta Harini Tri Prasasti bin Ny. Hendro Triwirjo (tergugat X) ; 

' 0; Lucas lndriya bin Mas Ngabehi Djojosoewirjo (tergugat XV); 

Kesemua berhak memperoleh 3/4 (tiga perempat) bagian dari harta waris , 

. . . .H. Martadi Hendrolesono bin Mas Ngabehi Djojosuwirjo sebagaiinana 
tersebut dalam angka 4; . . 

7. . Memerintahkan kepada Penggugat'dan Para Tergugat yang tersebut sebagai ahli 
waris untuk mentaati dsn melaksanakan pembagian atas Harta Warisan H. Msrtadi 
Hindrolesono bin Mas Ngabehi Djojosoewirjo sebagaimana tersebut;' 

8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya'; . . 

9. ~ e n ~ h u k u m  para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 473.600,- 
(Empat ratu.s tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah); 

'.. . Menghukum para pembanding untuk membayar biaya perkara ditinokat banding 
: sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah); 

~ e n g h u k u m  pemohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi 
. . ini ditetapkansebanyak Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah); 

. . . . . . 
. . ~emikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratah ~ a h k a m a h  Agu"g.pada 

hari : Selasa, tanggal 28 September 1999 gengan Drs. H. Taufiq, SH Ketua Muda yang " - -  

: . ditunjuk o,leh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Chabib Sjarbini, SH . 

. . ' dan H. Achmad Syamsudin, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam 
: Sidang terbuka pada hari : Selasa tanggal 29 September 1999 oleh Ketua Sidang tersebut 

dengan.dihadiri oleh H. Chabib Sjarbini, SH dan H. Achmad Syamsudin, SH. Hakim- 
HakimAnggota dan Drs. Fakhrurrozi Harli Panitera Pehgganti, dengan tidak dihadiri . 

oleh kedua belah pihak; 

. . 
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MUSYAWARAH NASIONAL VII 
MA._~ELIs ULAMA INDONESIA TAHUN 2005 

KEPWSANFATWA 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Nomor: 5 / MUNAS VII / bIUI / 9 / 2005 

KEWARISAN BEDA AGAMA 

Majelis Ulama Indonesia (MUIJ, dalam Musyawarah Nasional MUI 
W, pads 19-22 Jumadil Akhir 1426 H. / 26-29 Juli 2005 M., setelah 
MENLMBPLNG: 'a. bahwa belaltangan ini sering terjadi 

kewarisan beda agama; 
b. bahwa sering dimunculkan pendapat- 

pendapat yang membolehkan kewarisan 
beda agama; 

c bahwa oleh karena itu MU1 memandang 
perlu untuk menetapkan fatwa tentang 
kewarisan beda agarna. 



MENGINGINGAT : 1. Firman a& SWT : 

\ I : r u \ ; w  ~ 3 3  &I 3! 
'Allah mensyari'atkan bagimu tentang 
(pembagiun pusaka untuk)anuk- anakmu. 
Yait~'bahag;Zn~mganakI$akisamacEargm 
b a f ~ g k n  a h  cnanganakpenptran;ckzn jika 
a d  itusemuanyapmpran lebih daridtia, 
maka &m& dua pertiga dari hmta yang 
&&pal&n; jijikaamkpwemplru2 iturnrang 
saja, maka iu memperoleb stparo hartu. Dan 
trntuk dtla orang ibu-bapd, bagi masing- 
masingnya seperenam dari harta yang 
ditinggalkan, jika yang meninggalkan itu 
mmpurryaiamk,- jrka orang yang meninggal 
tidak mempunyatnyatanakdan iadiwrin'oleh ibtt- 
Ewpanya&+zj, maka i h n y d  menabpt~"pwtka; 
jika yang meninggalitli mempunyai hehapa 
sazmdara, maka ibunya menciapat sepwenam. 



lpet~zlngian-ph@n  but Aiatas)mdd~.:. 
dipeturimsizt yang rabwt atau (&n)ses~&~ .' : 

dhyarhtrtangqu (Tentanglorangtrum~~cian I 
anak- anakmzr, kamu ridak mengetal~uiskp : : 
di antnra mere& yang lebib d e h t  (banyak) 1 
manfi'kmy hgiml.~ Ini&3kd- AM2 
Ses~ngguhnya Allah Maha Mmgetal~ui lagi '. 

Maha Bijaksana*. (QS. al-Nisn [4]:11). 

( I  i I : c u ~ )  >L -. 

"... Allahsekali- kali ticlakakan memhi jahn 
&&orang-ormghfirzintr/k mmrimalkan 
orang- orang yang h m m " .  (QS. al- Nisa [4] 
141). 

2. Hadis Rasul Allah s.a.w. 

Dari Usarnah bin Zaid r.a., sesungguhnya 
nabi s.a.w. bersada: "Orang Muslim t h k  
&leII)mm7isi orang &fir, ddn orang &fir 
tidak (boleh) mewanii orang Muslim" (HR 
Muttafaq alaih). 



Dari Abdullah bin Umar r.a., dia berkata: 
Rasut Allah saw. bersabda: ut&ada ding  
mewarin'dtrapemeliik agama(jangbwh&) 
(HR. Ahmad, imam empat dan Turmudzi) 

I 

MEMPERHATKAN: 1. Undang- undang nomor 1 tahun 1974 
tentang perkawinan 

2. PP. No  9 tahun 1975 tentang 
? I  Pelaksanaan UU no I/ 1974 tentang 

Perkawinan. 
3. Instniksi Presiden no 1 tahun 1990 

tentang Kompilasi Hukum Islam 
4. Pendapat Sidang Komisi C Bidang 

Fatwa pada Munas VII MU1 2005. 

Dengan bertawakkal kepada Alah SWT 

MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN : FATWA TENTANG KEWARISAN ' . . 

BEDAAGAMA . 

1. Hukurn waris Islam tidak mernberikan h a .  
saling mewarisi antar orang- orang ' yang 
berbeda agama (antara muslim dengan 
non-muslim); 

2. Pemberian harta antar orang yang berbeda . 

agama hanya .dapat &lakukan dalam 
bentuk hibah, wasiat dm hadiah. 



. . 
Ditetapkan di: Jakarta 

Pada tanggal : 2 1 Jumadil Akhir 1426 H. ; 

28 Juli 2005 M 

. . 

MUSYAWARAH NASIONAL VII 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

. # 

Pimpinan Sidang Pleno 

Ketua, Sekretaris, 

Ttd Ttd. 

Prof. Dr. H.Umar Shihab Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin 



MUSYAWARAH NASIONAL VII 
MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 2005 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 
NOMOR: 4 / MUNAS VII / MU1 / 8 j 2005 

I -.' Tentang 

PERKAWINAN BEDA AGAMA 

Majelis Ularna Indonesia (MUl), dalam Musyawarah Nasional MUI 
VII, pada 19-22 Jumadil Akhk 1426 H. / 26-29 Juli 2005 M., setelah 
MENIMBANG : a. bahwa belakangan ini disinyalir banyak 

terjadi perkawinan beda agma; 
b. bahwa perkawinan beda agama ini bukan 

saja mengundang perdebatan di antara 
sesama umat Islam, &an tetapi juga sering 
mengundang keresahan di tengah- tengah 
masyarakat; 

c .  bahwa di tengah- tengah masyarakat telah 
muncul pemikiran yang membenarkan 
perkawinan beda agama dengan ddih hak 
asasi manusia dan kernaslahatan; 

d. bahwa untuk mewujudkan dan memelihara 
ketentraman kehidupan berumah tangga, 
MU1 memandang perlu untuk menetapkan 



fatwa tentang perkawinan beda agama- 
untuk dijadikan pedoman. 

. MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT : 

' ..* '  (r : c U I )  Y' 
"Dan jika kanttl ukut tidak akan Apt Maku 
adif tcrhadap (7~ak-hak) peremptlan yatim 
&!amkam~rnmp'ni-n)tl/1 &-I 

wanita- wnnita 0ain)yang kamtl senan& dzu, 
tigzmr empt Kem&+kam &a& 
akan dapat k f a k t l  adif, maka (kzwinilal. 
seorang saja, atau budak- buduk ~ a n g  kamzr 
mifiki Yang demikian itu a& lehh dekat 
+da & h i h a t a n + z  : (QS.al-Nm[413). 

'Dan cliantara tanda- tanda kekuasaan-Nya 
ialahDiamen@* ~tnttikmu trteri- &dan 
jmimtl sendiri, supaya kumu c&ng dan 
merm tentram kepndqa, Aan dyadhan-qa 
diant6rnmu rnia W3dan3vtyang. Serunggtlb 

pa& yang h i k i a n  itn benar- benar terdapat 



t a d -  tan& bagikattm yanghj%i?'. (QS. al- 
Rum [30]:2 l). 

r .  8 0.. . I. .: . . 
G d).L3 py\ G UI $ :\b 

J r .  J  
I: ,' ( 7  :~+l)  b,& 

"Hai orang- ora;zg Yang ben'man,peZiha~alah 
dirimlr dan keluargamzt dariapi n&aka yang ' 

Sahan bakarnya adalah manzrsia cian battr; 
pniaganVa miiaikat- malaikatyangkawm,~yng 
keras, yang tkhk rnendurhahi Allah twhadap 
. p . ~ g d ~ ~ - ~ ~ d a m e r e k a d a n  
& U r n S Z ~ ~ ) # l g ~ & ' ~  (p. 
Al-Tahrim [66]:6). 



A1 KitrrbituhaIal bagimu, dzn makanankamr~ 
halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan 
mengawini) wanita- wanita yang menjaga 
M ~ d i m a m i t a - d y g *  
akn witd-wnitayzngmjzga M-d 
antm orang orangyzngdibwiAlKitabseb$~tm 
kamu, bila L m u  telahhembayar maskaztin 
m&&grznm&dmeniW% &' .I 
dengan mnkslid benina dan tidak @{la) :. 
m e n ~ u ~ d i t ? ~ g r m c l ; k  &trang+)rrng 
hf;rscsudah&riman (tidak mmwima Intkrln; .' 

I3uk11nz Islam) ma& I.cda/~amalannya &n ii? 
diharia~irdt tmnas~Ik orang- ~ r a n ~ h ~ ~ g ~ Z  

- (QS .  al-Maidah [5]:5). 

" a n  janganlah kamu nihbi wanita- wnnik 
mcrsynX; seI?eltr?n m&I;m'man SormgprJn)r; 
w n i u  b~.f&~n~rnrl'minlebrhhkdan'& 
musyril, waiat& dia menarik I3atim11. Dm 



janganlah kamu rnaikahkan orang- orang 
nuiynk(dep wits-mitamufnin)seb$m 
rnereka &an. Sesungguhnya budak yang 
m'm'n kbih baih& wangnu+ wdqimn 

~ & - ; + k . e d  
A n g  Allah mengajak kesutga dan ampunun 
dengan izin-Nyir. Dan A ~ m e r i g h n q t -  
ayat-Nyd (perintab- perintab-Nya) kepada 
manWUrstzpya mmka mengumbil&arann. 
(QS. Al-Baqarah [2]: 22 1). 

"Hai orang- ornng yang beriman, apahilcz datnng 
b!+aI~ k q w & m z ~ ~ m n - ~ z m y n g  
h m u n ,  makaImMd~kamtr t i j i ~ a ~  
m& Allbhleh17mmb&itentang~ 
m&;maka~hmur$dhmen~titwhrert 
m e k a  @mar- bendr)kriman ma& janganlah 



. . . .. . , . . . . . .  . . : .  ..* 
, . ,  . ..!...;-c 

. . . , ;:.d, 
. , . .  ' ' hnwhbc?~ikan~kepada(st1clmi-4m~$$ . *<. 

mere&) orang- orang kafir. Mwekd tiah I&&; 
. . . , . .  h@mmg- aranghfir 2udan wang- orang&& 5% 

. . . . 
. . . . , itu titzhhala~ptlahgirn&  an lwikmkb .:$ . .. 

. . . . kepaab ( m i - s u a m J m &  malwrYnng t& ... .. $! - . 
. . * ... .'; 

. . : moeba~.&n~da&~1fmen~91~.pts::i 
. mereh apabila kamu bayar kepadn mere& 8 

.malq ~anjznganlahkamu qkppng 'E j j  
. .  I pdda tali (perkawinan) dengan Pe7-emp~~an-'~:-' . 

pmmptlan hfir;dan /~enciaklaI~ hmt1 rninraij; 
malxrr yang ~elal, &mu b a r ;  ddn lien& iji' 
men& memkul rnnIx~gtdahm& +t : 
h h l a h b b z  ditapthzn-h~~::'~! 
diantara hmrt.  an Allah MdJa ~en~etalnn"' 
la@ Maha Byahanan. (QS. Al-Mumtahanah': 
[60]: 10). 



"Dan barang siapa di antara kamu (orang 
~)wgt;trk.***nya~~ 
r n e n g & i m i t d d l a g i k n ,  I;ztxn'& 
mengawini wanita yang h m n ,  duri budak- 
budak yang &mu miliki Alkah mengetahui 
keimananmrr;sebahagian kamu ahlab &ri 
&xsg;myanghkhittrhilhl~mereka 
denganseizinttran&dmM~mas~win 
merrsha menumtyangptut, saiangmmkapt~n 
wanita- wanita yang mmelilara ciiri, bld&n . 
pct;la&n hkan @~la)mitayangmengambil 
Iaki- laki !sin seGagaipi.urmnnya;dan apbila 
mereka telah menjaga diri dmgan kawin, 
h t & n  d meng@akanph~tanyang 
k9i (zina), mmaka a@ mu& separo htikuman 
dari htikuman mnitu- wanita mw&hyang 
bersuami. Febolehan mengawini bf4&) itti, 
adalah bagi orang- orang yang tukut kepadu 
kesulitan menjaga diri (dariperbuatan zina)di 
~ i t r , d r n ~ m i t t r ~ b a i k b a g ; n t l .  
Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Pqayang". (QS. Al- Nisa [4]: 25). 

2. Ha& Rasul Allah s.a.w.; antara lain: 

"Wanita itu ~lelddinikahi karena empat hala 
( I )  karena hartanya (2) karena (asal- usul) 
keturunannya (3)karena kecantikannya (4) 



karenn agamanya. Maka hendaklah kamzr I 
m g t e s t l h ( ~ ~ P w T ~ h . . g ~ ~  
agam IsIam;Giku tidak), a h n  binaulal~ Mua 

i 
tanganmu". (HR. Muttafaq alaih dari Abi < 

Huraira!! r.a.). 

.. 
3. Qa'idah Fiqh: . . 

* 
7.' &, & ;:d Lw, 3 ' $  c;j . . . . 

2 : . .. 

. . . . 
. . 

"Mencegnh kemafsadatan lebib didahulukan'(di- 
', t,~makm)hn'pada menan'k kmasbhatann. 

. dan Qa'idah Sadd al- mri'ah. 
. 

M E M P E R H A m :  1. Keputusan fatwa MUI dalam Munas 
I1 tahun 1400 / 1980 tentang 
perkawinan carnpuran. 

2. Pendapat sidang Komisi C Bidang 
Fatwa pada Munas VII MUI 2005. 

Dengan bertawakal pada Allah SWT 

MEMUTUSKAN 

MENETAPWUT: FhT'cvA TENTANG 
PERKAWINAN BEDA AGAMA 
1. Perkawinan bed? agama adalah hararn 

dan tidak sah. 
2. Perkawinan laki- laki mudim dengan 



. . ,  . .. . . . .  . . . . . . . . . . .  . . 
' .-I . :; 

perempan Ahlu Stab, mknurut ' ,'. . . . . . . ,. .. 

. . . . 
mu'tarnad, aclalah haram clan tidak sah. ' - ' - . . . . 

. . .  : . .  

. . ., . . .  

Ditetapkbdi: Jakarta . ..... 

Pada tanggal : 21 Jumadil Akhir 1426 H. I' 
. . . . . .  9.' 

. .  . 

28 Juli2005 M . . . .  . .  .. 

. .? 
. .. 

. . : ,  

MUSYAWARAH NASIONAL VII 
AMAJELIS ULAMA INDONESIA . 

. , ., 

~. 
. ..: - < . ... 

. . 

Pimpinan Sidang Pleno 

Ketua, . Sekretaris, 

Ttd. Ttd. 

Prof. Dr. H. Urnar Shihab Prof. Dr. H.M. Din sarnsuddin 



LAMPIRAN 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

Nama 
NTPINIDN 
Jenis Kelamin 
Tempat dan Tanggal Lahir 
Status Perkawinan 
Agama 
Golongan, Pangkat 
Jabatan Fungsional Akademik 
Perguruan Tinggi 
Alamat Kantor 

Telp./Fax. 
Alamat Rumah 

Telp./Fax 
E-mail 

: SIDIK TON0 
: 854210102 I 990500075 1 
: Laki-laki 
: Klaten, 05 Januari 1954 
: Kawin 
: Islam 
: IVa I Pembina 
: Lektor Kepala 
: Universitas Islam Indonesia - FIAI 
: J1. Kaliurang Km. 14.5 Yogyakarta 
: 0274 898462 I 0274 898463 
: J1. Layur 11110 1 RTIRW: 20104 
Minomartani Yogyakarta 5 5 5 8 1 
: 0274 882541 HP: 08156876057 
: sidiktono@&zmail.com 

RIWAYAT KEL'CTARGA 
NO.. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6 

7 

STATUS 

Isteri 

AnakIKawin 

AnakIKawin 

Anak 

Anak 

Anak 

Anak 

NAMA 

Siti Wafirotun 

Muhammad Irfan Ash-Shiddiq 

Maula Alfi Sidik 

Dina istiana 

Dina Afiana 

Dina Afiani 

Muh. Nizomuddin Fauza Sidiq 

PEKERJAAN 

Wiraswasta 

S wasta 

Swasta 

Swasta 

Mahasis wa 

S wasta 

Mahasiswa 
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PENGALAMAN MEMBWIBING MAHASISWA 

PENGALAMAN PENELITIAN 

NO. 
1. 
2. 
3. 
4. 

KARYA TULIS ILMIAH 

TAHUN 
1990-sek 
1995-sek 

1999-2005 
201 1-sek 

TAHUN 

1994. 

1995 

1999 

2001 

2006 

20 13 

Peradilan Agama dan KHI dalam Tata 
H u b  Indonesia, Edisi Kedua 

Kedudukan Wasiat dalam Sistem 
Pembagian Harta Peninggalan 

PEMBIMBINGANIPEMBINAAN 
Membimbing Tugas Akhir (Skripsi) 
Membimbing KKN Mahasiswa UII 

Membimbing Mahasiswa Praktek Hukum 
Membimbing Thesis PPS MSI FIAI UII 

PENERBITANI 
JURNAL 
UII Press 

JUDUL PENELITIAN 

Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974 
terhadap Frekuensi Perceraian di Kec. 

Ngaglik. Kab. Sleman Yogyakarta 
Peran Tokoh Masyarakat terhadap 

Pengembangan Kesadaran Lingkungan 
(Studi Kasus di Perumnas Minomartmi 

Yogyakarta) 
Pelaksanaan Perwakafan Tanah Milik di 

Kec. Wirobraajan Yogyakarta 
Wasiat sebagai Alternatif dalam Sistem 

Pembagian Harta Peninggalan di 
Indonesia 

Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap 
Hukum (Fiqh) Zakat 

Posisi Wasiat dalam Sistem Pembagian 
Harta Peninggalan (Studi Pernikiran dan 

Pengembangan Hukum Islam di 
Indonesia) 

Kemenag RI, 
Dirjen. Pendidikan 
Islam, Direktorat 

Pendidikan Tinggi 
Islam 

JABATAN' 

Lektor 
Muda 

Lektor 
Muda 

Lektor 
Madya 
Lektor 

Lektor 
Kepala 
Lektor 
Kepala 

SUMBER 
DANA 
LP-UII 

LP-UII 

FIAI-UII 
- 

LP-UII 

LP-UII 

DPPM-UII 
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TAHUN 
1997 

- 
1999 Teori Istihsan Imam Malik sebagai FIN-UII 

1997 

JUDUL 
Islam dan Politik dalam Perspektif 

dan Permasalahannya menurut / H u h  Islam dan Hukum Positif 

PENYELENGGARA 
Fak.Syari'ah UII 

Hukum Tata Negaara 
Perkawinan Beda Agama dalam 

2000 

Wacana Masa Depan Hukum 1 2006 1 CambukdiNangm Aceh 

FakSyari'ah UII 

1 1 Darussalam 1 

Salah Satu Metode Pengembangan 
Hukum 

Aspek Sosiologis Pidana Penjara 

Penguatan Integritas   oral ~ & ~ s a  1 1 dengan Pendekatan Perintah dan 

FIN-UII 

Larangan dalam Pandangan Hukum 
Islam 

PSI-UII 

P3I-FIAI 

" - 

PESERTA KONFERENSUSEMINAR/LOJCAKARYAlSIMPOSIUM 

1 TAHUN I JUDUL 

2001 
2001 

PENERBITANI 

Aqidah Islam 
Ibadah dan Akhlak dalam Islam 

TAHUN 
1996 

1998 

2001 

2008 

2009 

JURNAL 
LII Press 
UII Press 

JUDUL KEGIATAN 
Kontribusi Hukum Pidana Islam dalam 

Pembinaan Hukum Nasional 
Fungsi Hukum dalam Rekayasa Sosial 

Menuju Tatanan Indonesia Baru 
Lokakarya Penelitian Hukum Normatif 

dan Sosiologis 
Lokakarya Pengembangan Pendidikan 

Agama Islam 
Sosialisasi UU. No. 1 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syari'ah (Penyelesaian 
Sengketa Ekonomi Syari'ah) 

PENYELENGGARA 

Fak. Syari'ah 
UII 

FIAI-UII 

FIAI-UII 

DPPAI-UII 

FIN-UII 



KEGIATAN PROFESIONALIPENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

I TAHUN I KEGIATAN 

Pengasuh Pengajian Tafsir Al-Qur'an di Masjid As- 
Salam setiap malam Jum'at (mulai tahun 20 12 dirubah 

setiap Sabtu Pagi) 
Pengasuh Pengajian Tafsir Al-Qur'an di Yayasan 

Yaskarim (setenem bulman) 

199 1 - 1997 
200 1-2005 

Sebagai Koordinator (TPI D) tingkat SMP dan MTS I 

Pengas~h Pengajian Tafsir Al-Qur'an di PokjaIRayon 13 
SMPN 1 Pakem 

Sebagai Ketua Takmir Masjid As-Salam Minomartani 
Sebagai Anggota BPD Desa Minomartani 

Ketua Yaskarim Yorrvakarta 

ORGANISASI PROFESIONMLMIAH 

2009-20 13 
2013-2017 

Wakil Ketua MLJI Kec. Ngaglik Sleman 
Anggota MU1 Kabupaten Sleman 

Saya menyatakan bahwa semua kzterangan dalam Riwayat Hidup ini 
adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia 
mempertanggung-jawabkannya. 

TAHUN 
2001 -2005 
2007-sek 

Yogyakarta, 6 September 20 i 3 

Hormat saya, 

ORGANISM1 
Pusat Studi Islam UII 

Himpunan Ilmuwan dan Sarjana 
Syari'ah Indonesia Cabang 

Y ogyakarta - 
Sidik Tono 

JABATAN 
B endahara/Anggota 

Anggota 


